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ABSTRAK
Judul : Pergeseran Hak Kebebasan Beragama dalam Islam: Dari

Sahifah Al-Madinah ke Al-Syurut Al-‘Umariyyah
Penulis : Khoirul Anwar
NIM  : 1800029034

Aturan bagi non muslim dalam literatur fikih sarat dengan
pembatasan hak dalam menganut dan menjalankan agama. Aturan ini
berasal dari sumber hukum berupa Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yang oleh
Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dipercaya dibuat oleh Umar
bin Khatab, tapi secara riwayat lemah dan tidak termaktub di dalam
literatur sejarah Islam awal. Fikih yang mengatur kehidupan non muslim
ini sejak dirumuskannya hingga sekarang kerap kali dijadikan sebagai
sumber hukum oleh sebagian umat Islam dalam memberikan jawaban
hukum atas sejumlah problematika yang melibatkan non muslim, seperti
hukum non muslim menjadi pegawai administrasi negara, non muslim
menjadi kepala negara atau kepala daerah, status non muslim yang tinggal
di wilayah yang mayoritas penduduknya muslim, dan yang lainnya.
Jawaban yang mengacu pada literatur fikih klasik menimbulkan sejumlah
tuduhan negatif bahwa umat Islam tidak bisa menerima HAM. Menyikapi
persoalan demikian, setidaknya sejak terjadi Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 sejumlah sarjana
muslim merumuskan fikih baru bagi non muslim dengan mengacu pada
sumber hukum berupa Sahifah Al-Madinah, dokumen perjanjian Nabi
Muhammad dengan orang-orang Yahudi dan muslim lintas suku di
Madinah yang isinya sarat dengan kebebasan individu dalam menganut
dan menjalankan agamanya masing-masing. Berdasarkan latar belakang
demikian penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada tiga hal.
Pertama, konstruksi hak kebebasan beragama dalam Sahifah Al-Madinah.
Kedua, konstruksi hak kebebasan beragama dalam Al-Syurut Al-
‘Umariyyah. Ketiga, membandingkan serta menganalisis Sahifah Al-
Madinah dan Al-Syurut Al-‘Umariyyah dengan menitikberatkan pada
faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya kedua dokumen tersebut.
Untuk menjawab rumusan ketiga masalah ini, penelitian dilakukan
menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber



kepustakaan berupa buku, disertasi, jurnal, dan sumber lainnya dengan
pendekatan atau cara pandang uji riwayat dan pendekatan sejarah.
Konstruksi kebebasan beragama dalam Sahifah Al-Madinah
berdiri di atas prinsip penghormatan kepada manusia, persaudaraan, dan
keadilan. Karenanya semua orang yang berada di dalam kesepakatan ini
memiliki hak menjalankan kebebasan yang sama, juga mendapatkan hak
politik, sosial, dan ekonomi yang setara. Dalam al-Syurut al- ‘Umariyyah
aturan beragama lahir dari kepentingan politik kekuasaan, yakni dalam
rangka melanggengkan dan memperluas wilayah kekuasaan para
penguasa Arab-Islam yang dimulai sejak permulaan Dinasti Umayyah,
sehingga yang terjadi bukan kebebasan, melainkan berbagai pembatasan
melalui sejumlah aturan yang diskriminatif terhadap non muslim. Kedua
dokumen bersejarah ini lahir dari faktor yang berbeda, Sahifah Al-
Madinah lahir dari misi kenabian Muhammad SAW yang menjunjung
tinggi kemanusiaan melalui ikatan umat (ummah) sebagai ganti dari
kabilah yang menjadi sistem sosial dalam kehidupan masyarakat Arab pra
Islam, sedangkan al-Syurut al- ‘Umariyyah berasal dari Dinasti Umayyah
yang sangat fanatik dalam kabilah dan agama untuk kepentingan
kekuasaan. Fanatisme yang berbasis pada kepentingan kekuasaan akan
melahirkan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda, sedangkan
misi agama justru sebaliknya.
Kata Kunci: Sahifah Al-Madinah, Al-Syurut Al- ‘Umariyyah, Kebebasan
Beragama.
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ABSTRACT
Title :The Decline of The Right to Freedom of Religion in
Islam: From Sahifah Al-Madinah to Al-Syurut
al-‘Umariyyah
Author : Khoirul Anwar
ID Number : 1800029034

The rules for non-Muslims in the figh literature are full of
restrictions on the right to adhere to and practice religion. This rule comes
from a legal source in the form of Al-Syurut Al- ‘Umariyyah which lbn
Taimiyyah and Ibn Qayyim al-Jauziyyah believe was made by Umar bin
Khatab, but historically weak and not contained in early Islamic historical
literature. Figh which regulates the lives of non-Muslims since its
formulation until now has often been used as a source of law by some
Muslims in providing legal answers to many problems involving non-
Muslims, such as non-Muslim law being employees of state
administration, non-Muslims becoming heads of state or regional heads,
the status of non-Muslims living in areas where the majority of the
population is Muslim and others. The answer that refers to classical figh
literature raises some negative accusations that Muslims cannot accept
human rights. Responding to this problem, at least since the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) on December 10, 1948, some
Muslim scholars have formulated new figh for non-Muslims by referring
to the source of law in the form of Sahifah Al-Madinah, a document of the
Prophet's agreement. Muhammad with the Jews and Muslims across tribes
in Medina whose contents are full of individual freedom in professing and
practicing their respective religions. Based on this background, this study
focuses its discussion on three things. First, the construction of the right
to freedom of religion in Sahifah Al-Madinah. Second, the construction
of the right to freedom of religion in Al-Syurut Al- ‘Umariyyah. Third,
compare and analyze Sahifah  Al-Madinah and Al-Syurut ~ Al-
‘Umariyyah by focusing on the factors behind the publication of the two
documents. To answer the formulation of these three problems, the
research was conducted using qualitative methods by utilizing library
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sources in the form of books, dissertations, journals, and other sources
with a historical test approach and historical approach.

The construction of religious freedom in Sahifah Al-
Madinah stands on the principles of respect for humans, brotherhood, and
justice. Therefore, everyone in this agreement has the right to exercise the
same freedoms, as well as get equal political, social, and economic rights.
In al-Syurut al- ‘Umariyyah religious rules were born from the interests of
power politics, namely in the context of perpetuating and expanding the
territory of the Arab-Islamic rulers who started from the beginning of the
Umayyad Dynasty so that what happened was not freedom, but various
restrictions through a number of rules that discriminated against non-
Muslims. These two historical documents were born from different
factors, Sahifah Al-Madinah was born from the prophetic mission of
Muhammad SAW who upholds humanity through the ummah (ummah)
as a substitute for the tribes which became the social system in the life of
Arab society. pre-Islamic, while al-Syurut al- ‘Umariyyah came from the
Umayyad dynasty who was very fanatical in terms of tribes and religion
for the sake of power. Fanaticism based on the interests of power will give
birth to discrimination against different groups, while religious missions
are just the opposite.

Keywords: Sahifah Al-Madinah, Al-Syurut = Al- ‘Umariyyah, Religious
Freedom
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan
No | Arab Latin No | Arab Latin
Tidak
1 ! dilambangkan 16 !
2 < b 17 5 z
3 @ t 18 & ¢
4 & S 19 | ¢ g
5| ¢ j 20| < f
6| ¢ h 21 | & q
7 ¢ kh 22 d k
8 3 d 23 J I
9 3 Z 24 a m
10 J r 25 o n
11 J z 26 3 w
12 o S 27 ° h
13| o sy 28 s ’
14| oe S 29 ] y
15| o= d
2. Vokal Pendek 3. Vokal Panjang
.. = a <& Kkataba i = a & qala
..... = i dw  svila ¢ = 1 J8 gila
" = u Y vyarhabu d = 0 Jds vyaqulu

) 4. Diftong
gl = ai &S kaifa
3 = au Jdss  haula
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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah yang telah membentangkan rahmat-Nya
kepada semesta. Salawat dan salam semoga selalu mengalir kepada
Muhammad SAW, nabi yang telah bersabda: “Aku diutus bukan untuk
melaknat, tapi menjadi rahmat” (inni lam ub ‘as la‘anan, wa innama
bu ‘istu rahmatan).

Disertasi ini membahas tentang pergeseran hak kebebasan
beragama dalam Islam dengan mengambil objek penelitian berupa dua
dokumen bersejarah, yaitu Sahifah Al-Madinah yang berisi perjanjian
yang dilakukan Nabi Muhammad dengan umat Islam lintas kabilah
beserta Yahudi yang juga terdiri dari berbagai suku, dan Al-Syurut Al-
‘Umariyyah yang berisi perjanjian yang dilakukan penguasa Islam pada
masa Dinasti Umayyah dengan non muslim. Dokumen yang pertama
pembuatnya diketahui dengan terang benderang karena riwayatnya kuat,
yakni dibuat oleh Nabi SAW, sedangkan dokumen yang kedua
pembuatnya tidak diketahui dengan jelas. Dokumen yang kedua kerap
disandarkarkan kepada Umar bin Khatab, khalifah kedua dari Al-Khulafa®
Al-Rasyidun, namun riwayatnya lemah dan bertentangan dengan sejumlah
ayat Alguran dan hadis Nabi SAW.

Penelitian terfokus pada tiga kajian, yaitu mendeskripsikan
konstruksi hak kebebasan beragama dalam Sahifah Al-Madinah,
konstruksi hak kebebasan beragama dalam Al-Syurut Al- ‘Umariyyah, dan
membandingkan serta menganalisis keduanya dengan menitikberatkan
pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya kedua dokumen
tersebut.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah dapat menyelesaikan
disertasi ini dengan baik meski dalam pengerjaannya banyak menghadapi
rintangan. Ibarat pepatah, untuk sampai ke puncak gunung tidak ada jalan
yang lurus dan mulus, tapi berkelok dan penuh aral melintang. Berkat
usaha, doa, bimbingan, arahan, dan bantuan dari banyak pihak Al-
hamdulillah semuanya dapat disikapi dan diselesaikan. Karena itu dalam
kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada Rektor UIN
Walisongo Prof. Dr. H. Imam Taufig, M.Ag, dan Direktur Program
Pascasarjana UIN Walisongo Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag yang juga
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menjadi ketua dalam sidang disertasi ini, Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag
yang menjadi sekretaris sidang disertasi, serta semua pejabat dan pegawai
di lingkungan UIN Walisongo.

Kepada Promotor Prof. Dr. H. Muslich, MA, dan Kopromotor
Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D, serta para penguji disertasi ini Prof. Drs. KH.
Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, Prof. Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag, dan Dr.
H. Muhammad Sulthon, M.Ag, penulis haturkan banyak terima kasih atas
bimbingannya. Tanpa arahan dari semuanya, disertasi ini tidak mungkin
terwujud. Meski demikian semua kesalahan dan kekurangan dalam
disertasi ini murni menjadi tanggung jawab penulis.

Para dosen yang telah memberikan banyak ilmu: Prof. Dr. H.
Abdul Djamil, MA, Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA, Prof. Dr. H.
Musahadi, M.Ag, Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed, Prof. Dr. Syamsul
Ma‘arif, M.Ag, Dr. H. Solihan, M.Ag, Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth,
M.Hum, Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag, Dr. H. Fadolan Musyafa’, MA,
Dr. H. Abdul Kholig, M.Ag, Dr. H. Agus Nurhadi, MA, Moh. Yasir
Alimi, Ph.D, penulis haturkan banyak terima kasih. Semoga Allah
memberikan balasan yang sebaik-baiknya.

Kepada orang tua penulis H. Abdul Qodir yang meninggal dunia
pada saat disertasi ini ditulis (semoga Allah menerima semua amal
baiknya dan mengampuni dosa-dosanya) dan Hj. Shofiyah, serta mertua
H. Moh. Chamim dan Hj. Siti Rohmah, istri tercinta Ulfi Diana dan anak
tersayang Muhammad Ashfa Anjum Anwar penulis haturkan
jazakumullah ahsana al-jaza™. Kepada mereka penulis bersandar di saat
rapuh, dan di atas doa-doanya penulis mengejar impian. Semoga
semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.

Teman-teman kelas S3 angkatan 2018 Nanang Hasan Susanto,
Basuki Setya Argo, Nunung Dwi Setyorini, al-marhum Nuruddin yang
meninggal dunia dalam proses penulisan disertasi (semoga Allah
melapangkan kuburnya), serta teman-teman S3 lainnya yang tidak
seangkatan tapi pernah satu kelas Daryono, Ahmad Umam Aufi, Idaul
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Hasanah, Anis Nizar, Mulya Nur Aminah, Muflihah, Asmiah, Ali Imron,
dan yang lainnya, semuanya penulis haturkan banyak terima kasih.

Kepada Yayasan eLSA, Dr. Tedi Kholiludin, M.Si, Dr. H. Iman
Fadilah, M.S.1, Siti Rofiah, M.H, Ubbadul Adzkiya', M.A, Dr. Yayan M
Royani, M.H, Munif Ibnu Bams, M.H, M. Zainal Mawahib, M.H, Nazar
Nurdin, M.Si, Ceprudin, M.H, Cahyono, M.Si, Fadli Rais, Alaik
Ridhallah, Moh. Haidar Latief, dan semua pihak yang telah membantu
dan menjadi teman diskusi penulis haturkan banyak terima kasih.

Tiada gading yang tak retak, kritik dan saran sangat penulis
harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga semuanya diberikan
kesehatan dan keselamatan.

Semarang, 22 Mei 2022

Khoirul Anwar
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sahifah Al-Madinah atau perjanjian yang dilakukan Nabi
Muhammad dengan penduduk Madinah dijadikan sebagai dasar
hukum untuk merumuskan hak kebebasan beragama dalam Islam baru
dimulai di penghujung abad ke 20 M setelah ada Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human
Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi kemanusiaan yang
disetujui berbagai negara di belahan dunia itu direspons para sarjana
muslim dengan memikirkan kembali formulasi fikih tentang hubungan
antarumat beragama. Sebagian sarjana melakukan penafsiran ulang
terhadap beberapa ayat Alquran, hadis, dan pemikiran ulama. Masuk
dalam kategori ini seperti Fahmi Huwaidi (I. 1937 M),* Muhammad
Fathi Osman (w. 2010 M),> Muhammad al-Ghazali (w. 1996 M),?

1 Fahmi Huwaidi, Muwdatinin La Zimmiyyin, (Mesir: Dar al-Syurq, cet.
111, 1999).

2 Muhammad Fathi Usman, Huqug Al-Insan Baina Al-Syari‘ah Al-
Islamiyyah Wa Al-Fikr Al-Qanuni Al-Gharbi, (Mesir: Dar al-Syurug, cet. I,
1982).

3 Muhammad Al-Ghazali, Huquq Al-Insan Baina Ta‘alim Al-Islam Wa
I‘lan Al-Umam Al-Muttahidah, (Mesir: Nahdah Misr, cet. V, 2005).



Mohammad Abed al-Jabiri (w. 2010 M),* Mohammed Arkoun (w.
2010 M),® Abdullahi Ahmed An-Na‘im (1. 1946 M),® dan lain-lain.
Sebagian yang lain menjadikan Sahifah Al-Madinah sebagai pijakan
untuk mengafirmasi keselarasan HAM dengan Islam. Masuk dalam
kategori ini, antara lain Ahmad Qa’id al-Syu‘aibi,” Muhammad Abu
Zahrah (w. 1974 M),® Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M),® dan yang

lainnya.

Kendati naskah Sahifah Al-Madinah telah dimuat di dalam
buku-buku sejarah Islam paling awal seperti Kitab al-Amwal,'® Al-

Sirah al-Nabawiyyah,'* dan yang lain-lain,*> namun keberadaannya

4 Mohammad Abed Al-Jabiri, Al-Din Wa Al-Daulah Wa Tathiq Al-
Syari‘Ah, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyah, cet. 1, 1996); juga
dalam karyanya yang lain, Al-Dimugratiyyah Wa Huqug Al-Insan, (Beirut:
Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘ Arabiyah, cet. I, 2004).

> Mohammed Arkoun, Qadaya Fi Naqgd Al- ‘4¢! A/-Dini, (Beirut: Dar al-
Tali‘ah i al-Taba‘ah wa al-Nasyr, t.t.), 242.

6 Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Al-Islam ‘IImaniyah Al-Daulah, (Kairo:
Dar Merit, cet. 1, 2010), 164; Lihat juga dalam karyanya, Nahwa Tatwir Al-
Tasyri", (Kairo: Markaz al-Qahirah li Dirasat Huqug al-Insan, cet. I, 2006).

" Ahmad Qa’id Al-Syu‘aibi, Wasigah Al-Madinah: Al-Madmun Wa Al-
Dilalah, (Qatar: Wuzarah al-Augaf wa al-Syu un al-Islamiyah, cet. I, 2006).

8 Muhammad AbU Zahrah, Al- ‘4lagat Al-Dauliyyah Fi Al-Islam, (Beirut:
Dar al-Fikr al-°Arabi, cet. I, 1995), 25, 80-82.

® Wahbah Al-Zuhaili, Asar Al-Harb Fi Al-Figh Al-Islami: Dirasah
Mugaranah, (Beirut: Dar al-Fikr al-*Arabi, cet. 111, 1998), 352-353.

10 Abl *Ubaid Al-Qasim, Kitab Al-Amwal, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 260.

11 Abd al-Malik Ibn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, (Mesir: Syirkah wa
Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi, cet. 11, 1955), vol. I, 501-504.

2 Literatur yang ditulis berbagai sarjana, muslim maupun non muslim,
klasik maupun modern yang memuat Piagam Madinah telah diinventarisasi oleh
Muhammad Hamidullah, Majmu“ah Al-Wasa'iq Al-Siyasiyyah Li Al-‘Ahd Al-
Nabawi Wa Al-Khilafah Al-Rasyidah, (Beirut: Dar al-Nafa’is, cet. VI, 1987), 57-
64.



tidak digunakan oleh para sarjana hukum Islam (fukaha) masa lampau
dalam menggali hukum yang berkaitan dengan hubungan antarumat
beragama. Para fukaha lebih banyak merujuk kepada Al-Syurut Al-
‘Umariyyah.*® Salah satu fukaha yang memberikan penjelasan secara
khusus terhadapnya yaitu Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya
yang berjudul Ahkam Ahl al-Zimmah.4

Berangkat dari Al-Syurut Al- ‘Umariyyah itu para fukaha
merumuskan sejumlah aturan bagi non muslim yang hidup
berdampingan dengan umat Islam, seperti aturan tidak boleh
membangun rumah ibadah dan memperlihatkan simbol-simbol
agamanya, wajib memakai pakaian yang berbeda dengan umat Islam,
tidak boleh memakai pakaian yang mewah atau berharga, wajib
memakai ikat pinggang (syadd al-zinar), menggunakan kalung di leher
yang bukan terbuat dari emas dan perak, serta sejumlah aturan lainnya
yang bertujuan untuk membedakan antara non muslim dan muslim

(ghiyar). Selain itu, tujuan besarnya yaitu untuk merendahkan non

13 Al-Syurut al- ‘Umariyyah berbeda dengan al-‘Uhdah al-‘Umariyyah.
Keduanya kerap kali tertukar dan disalahpahami sebagai satu kesatuan, padahal
bukan. Keduanya juga sering kali diterjemahkan dengan ‘“Perjanjian Umar”,
sehingga membawa asumsi bahwa keduanya sama. Untuk membedakan
keduanya, barang Kkali al-Syurut al- ‘Umariyyah dapat diterjemahkan dengan
“Aturan Umar”, sedangkan al- ‘Uhdah al-‘Umariyyah diterjemahkan dengan
“Perjanjian Umar”.

4 1bn Qayyim Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, (Beirut: Ramadi li
al-Nasyr, cet. 1, 1997), vol. I11, 1159.



muslim (iZlal) dan memuliakan umat Islam (i zaz) dalam kehidupan

sosial, politik, dan keagamaan.®

Ibn Taimiyyah (w. 1328 M) menyatakan, Al-Syurut Al-
‘Umariyyah wajib diikuti umat Islam, khususnya para pemimpinnya
mengingat perjanjian itu dibuat oleh Umar bin Khatab, salah seorang
sahabat yang wajib diikuti sunnah-sunnahnya. Jika seseorang
membuat aturan berbeda dengannya maka bagian dari perbuatan
bid‘ah, kecuali perbedaan itu dalam rangka mempertegas dan
menguatkan aturan Umar seperti yang dilakukan Umar bin Abdul
Aziz, Harun Al-Rasyid, Ja‘far Al-Mutawakkil, dan yang lainnya.
Beberapa nama ini oleh Ibn Taimiyyah dikatakan sebagai penguat atas
Al-Syurut Al- ‘Umariyyah karena mereka telah menghancurkan rumah
ibadah non muslim, sementara dalam Al-Syurut Al- ‘Umariyyah
disebutkan rumah ibadah tidak boleh dihancurkan. Tindakan para
pemimpin umat Islam ini menurut Ibn Taimiyyah dibenarkan karena
sesuai dengan inti Al-Syurut Al- ‘Umariyyah, yaitu upaya
menghilangkan non muslim dengan cara merendahkan, menghina, dan

mempersempit ruang geraknya.'®

Perbedaan aturan sebab perbedaan agama di dalam masyarakat
seperti tercermin dalam Al-Syurut Al-‘Umariyyah yang kemudian

dijadikan dasar hukum bagi fukaha tidak dijumpai di dalam Sahifah

15 Abu Zakariyya Al-Nawawi, Al-Majmu* Syarh Al-MuhazzZab, (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t.), vol. XIX, 409.

16 Tagiyyu al-Din lbn Taimiyyah, Majmu‘ah A/-Fatawa Li Syaikh Al-
Islam Tagiyyu Al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah Al-Harraniy, (Saudi Arabia: Dar al-
Wafa’, cet. ll1, 2005), vol. XXVI1Il, 355-357.



Al-Madinah. Dalam perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad
SAW dengan penduduk Madinah Nabi SAW tidak membedakan
masyarakat berdasarkan agama dan suku. Semua penduduk Madinah,
baik dari sahabat Muhajirin atau Ansor, muslim maupun Yahudi,
dinyatakan sebagai satu komunitas (ummah wahidah) yang memiliki
hak dan kewajiban sama. Perbedaan agama tidak berpengaruh
terhadap pembatasan hak asasi yang dimiliki seseorang maupun
kelompoknya, yakni non muslim dibebaskan menjalankan agamanya

masing-masing.

Sahifah Al-Madinah membawa semangat kebebasan (al-
hurriyyah), kesetaraan (al-musawah), dan keadilan (al-‘adl),*
sedangkan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah membawa semangat diskriminasi
terhadap pemeluk agama lain, non muslim boleh hidup berdampingan
dengan umat Islam dengan syarat membayar pajak (jizyah), tidak
bolen membangun rumah ibadah, tidak boleh merenovasi tempat
ibadahnya yang roboh, tidak bolenh mengekspresikan agamanya di

ruang publik, dan sejumlah aturan lainnya yang membatasi ruang

17 Lihat uraian tentang hal ini, antara lain dalam Muhamad Said Ramadhan
Al-Buthi, Figh Al-Sirah Al-Nabawiyyah Ma’a Mujiz Li Tarikh Al-Khilafah Al-
Rasyidah, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, cet. X, 1991), 227-228; Kamil Al-
Syarif, Huqug Al-Insan Fi Sahifah Al-Madinah, (Saudi Arabia: Naif Arab
University for Security Sciences, 2001), 53-84.



gerak non muslim sebagai bagian dari penduduk wilayah yang

ditempati.®

Autentisitas Sahifah Al-Madinah telah disepakati banyak
sarjana, tidak hanya dari kalangan muslim, tapi juga para sarjana non
muslim, seperti Julius Wellhausen (w. 1918 M),** William
Montgomery Watt (w. 2006 M),% Uli Rubin (I. 1944 M), Michael
Lecker (I. 1951 M),% dan yang lainnya. Di kalangan para sarjana
perdebatan  tentang  Sahifah  Al-Madinah  terjadi  bukan
mempermasalahkan keasliannya, melainkan sebatas pada rangkaian
isinya, yakni apakah semua perjanjian yang ada di dalam Sahifah Al-
Madinah ditulis dalam satu waktu oleh Nabi Muhammad SAW atau
dalam rentang waktu yang panjang, dan susunan itu bukan dari Nabi
SAW melainkan dari sejarawan muslim awal. Salah satu yang
berpendapat demikian yaitu Israel Wolfensohn (w. 1980 M).
Menurutnya, sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi
banyak melakukan perjanjian damai dengan beragam suku yang ada di

sana. Isi dari perjanjian-perjanjian itu banyak yang tidak sampai di

18 Ibn Qayyim membahas secara khusus hukum-hukum bagi non muslim
yang dimunculkan dari Perjanjian Umar dalam satu jilid tersendiri dari bukunya.
Lihat Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, vol. I11.

19Von Julius Wellhausen, Tarikh Al-Daulah Al-"Arabiyyah Min Zuhur Al-
Islam lla Nihayah Al-Daulah Al-Umawiyyah, (Kairo: Markaz al-Qaumi li al-
Tarjamah, cet. |, 2009), 11-12.

2 W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina, (London: Oxford
University Press, cet. I, 1956), 221.

21 Uli Rubin, “The Constitution of Medina Some Notes,” Studia Islamica
18, no. 1 (1985): 5-23.

22 Michael Lecker berpendapat Piagam Madinah adalah konstitusi
pertama yang ada di dunia. Lihat Michael Lecker, The “Constitution of Medina”
Muhammad’s First Legal Document, (Princeton: The Darwin Press, cet. I, 2004).



tangan para sejarawan kecuali beberapa potongan yang kemudian
disusun menjadi perjanjian yang disebut dengan Sahifah Al-
Madinah.?

Berbeda dengan autentisitas Sahifah Al-Madinah, keaslian Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah di kalangan para sarjana diperdebatkan.
Pasalnya, Al-Syurut Al-‘Umariyyah yang menurut Ibn Taimiyyah
sebagai perjanjian yang dilakukan oleh Umar bin Khatab memiliki
beragam riwayat dengan isi berbeda-beda. Beberapa riwayat itu
kandungan maknanya dapat dikategorikan menjadi dua bagian.
Pertama, Perjanjian Umar yang isinya selaras dengan Sahifah Al-
Madinah, yaitu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap
kebebasan beragama. Riwayat ini dikenal dengan Al-Wasigah Al-
‘Umariyyah atau Al- ‘Uhdah Al- ‘Umariyyah, terdapat dalam beberapa
karya antara lain Ahmad Ibn Wadih Al-Ya‘qubi (w. 897 M),
Muhammad bin Jarir Al-Tabari (w. 923 M),?® Abu ‘Amr Khalifah bin
Khayyat (w. 854 M),?® dan Al-Mutahhir bin Tahir Al-Maqgdisi (w. 966
H).?” Kedua, Perjanjian Umar yang disebut dengan Al-Syurut Al-

23 1srael Wolfensohn, Tarikh Al-Yahud Fi Bilad Al- ‘4rab Fi Al-Jahiliyyah
Wa Sadr Al-Islam, (Mesir: Matba‘ah al-I‘timad bi Syari‘ Hasan al-Akbar, 1927),
116.

24 Ahmad lon Wadih Al-Ya‘qubi, Tarikh Al-Ya’qubi, (Najaf-Irak: Al-
Maktabah al-Haidariyyah, 1964), vol. 11, 136-137.

25 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk, (Beirut:
Dar al-Turas, t.t.), vol. l11, 608-6009.

2 Abi ‘Amr Khalifah 1bn Khayyat, Tarikh Khalifah Bin Khayyat, (Beirut:
Mu’assasah al-Risalah, t.t.), 135.

21 Al-Mutahhir bin Tahir Al-Magdisi, Al-Bad'u Wa Al-Tarikh, (Mesir:
Maktabah al-Saqafah al-Diniyyah, t.t.), vol. V, 185-186.



‘Umariyyah yang di dalamnya berisi pembatasan terhadap hak
kebebasan beragama bagi non muslim dan upaya merendahkannya,
serta mengunggulkan penduduk yang beragama Islam. Riwayat ini ada
di dalam karya Abu Bakr Al-Baihagi (w. 1066 M),?® Abu Al-Qasim
Ibn ‘Asakir (w. 1176 M),?°® Abu Muhammad Ibn Qudamah (w. 1223
M),*® Tagiyyu Al-Din lbn Taimiyyah (w. 1328 M),*! 1bn Qayyim Al-
Jauziyyah (w. 1350 M),% dan yang lainnya.

Dari dua kategori makna Perjanjian Umar di atas, para fukaha
memilih perjanjian yang disebut dengan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah
untuk dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan sejumlah aturan
yang dibebankan kepada non muslim. Sahifah Al-Madinah dan Al-
Wasigah Al-‘Umariyyah atau Al-‘Uhdah Al- ‘Umariyyah tidak
digunakan, padahal secara autentisitas lebih kuat daripada Al-Syurut
Al-‘Umariyyah. Selain itu, isi Al-‘Uhdah Al-‘Umariyyah juga lebih
sesuai dengan Sahifah Al-Madinah dan berbagai perjanjian lainnya
yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan non muslim.
Perjanjian Umar yang disebut Al-Syurut Al- ‘Umariyyah tidak

28 Abl Bakar Al-Baihagi, Al-Sunan Al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-

"Ilmiyyah, cet. II1, 2003), vol. 1X, 339.

2 Ibn ‘Asakir menyampaikan banyak riwayat tentang Perjanjian Umar.

Semuanya masuk dalam kategori al-Syurut al- ‘Umariyyah atau Perjanjian Umar
yang isinya memberikan pembatasan terhadap hak kebebasan beragama bagi non
muslim. Lihat Abu al-Qasim Ibn ‘Asakir, Tarikn Dimasyq (Beirut: Dar al-Fikr,
1995), vol. 11, 174-185.

30 Abl Muhammad lbn Qudamah, Al-Mughni, (Kairo: Maktabah al-

Qahirah, 1968), vol. 1X, 355.

3L lbn Taimiyyah, Majmu“ah Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam Tagiyyu Al-

Din Ahmad Ibn Taimiyyah Al-Harraniy, vol. XXVIII, 355.

32 Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, vol. 111, hal. 1159.



ditemukan di dalam literatur sejarah awal seperti dalam karya Al-
Ya‘qubi, Khalifah bin Khayyat, Al-Tabari, Abu Al-Hasan ‘Ali bin Al-
Husain Al-Mas‘udi (w. 956 M), ‘Izzu Al-Din Ibn Al-Asir (w. 1233
M), Syams Al-Din Abi ‘Abdillah Al-Zahabi (w. 1348 M), Jalal Al-
Din Al-Suyufi (w. 1505 M), maupun dalam literatur tentang
penaklukan wilayah (futuhat) seperti karya Muhammad bin ‘Umar Al-
Wagidi (w. 823 M), Ahmad bin Yahya Al-Balazuri (w. 892 M), Abu
Muhammad Ahmad Ibn A‘sam al-Kufi (w. 927 M), dan yang lainnya.
Al-Syurut Al- ‘Umariyyah lebih banyak dimuat di dalam literatur fikih.
Karenanya, sebagian peneliti berkesimpulan, Al-Syurut Al-
‘Umariyyah bukan karya Umar bin Khatab, melainkan karangan
fukaha abad ke 3 H atau 9 M.*

Mata rantai atau sanad dalam Al-Syurut Al- ‘Umariyyah dengan
beragam riwayatnya yang dijadikan pegangan fukaha dinilai lemah

karena ada beberapa keterputusan rawi, yakni antara satu rawi dengan

3 A. S. Tritton, “The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects,” 12;
Menurut Milka Rubin, Al-Syurut Al-‘Umariyyah dibuat sejak masa Umar bin
Abdul Aziz (w. 720 M), dan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan
yang dilakukan fukaha hingga permulaan abad ke 9 M, yakni ketika para
penakluk muslim banyak membuka wilayah-wilayah baru (amsar al-muslimin)
dan non muslim menjadi pendatang di wilayah itu. Menghadapi kondisi seperti
ini, fukaha merumuskan hukum yang mengatur kehidupan non muslim dengan
berdasarkan pada tradisi yang sudah berlaku, yakni disandarkan kepada
Perjanjian Umar. Lihat Milka Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic
Empire From Surrender to Coexistence, Non-Muslims in the Early Islamic
Empire, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 60-64.



rawi di atasnya memiliki kesenjangan masa yang sangat jauh.®*
Menurut Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, riwayat Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah ini sudah sangat populer, sehingga tidak perlu
dipersoalkan kesahihannya.®® Besar kemungkinan pada masa
keduanya Al-Syurut Al-‘Umariyyah sudah sangat akrab di kalangan
umat Islam, sehingga kepopulerannya cukup dijadikan dalil atas
keasliannya yang diyakini datang dari Umar bin Khatab. Bahkan
popularitas Al-Syurut Al- ‘Umariyyah sudah berlangsung sejak
sebelum masa Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim yang hidup pada abad
ke 14 M/ 7-8 H.

Literatur fikih yang mengatur hukum-hukum yang harus ditaati
non muslim dalam hidup berdampingan dengan umat Islam yang
hingga kini masih dipelajari dan kerap dijadikan sebagai dasar dalam
menjawab persoalan kontemporer bersumber dari Al-Syurut Al-
‘Umariyyah yang dalam hierarki sumber hukum Islam masuk pada
kategori “perbuatan sahabat” (fi‘/ al-sahabah), dan secara riwayat
lemah, atau minimal diperdebatkan. Sementara al-Wasigah al-
‘Umariyyah atau al- ‘Uhdah al- ‘Umariyyah yang sanadnya kuat tidak
dijadikan sebagai dalil. Demikian juga dengan Sahifah Al-Madinah
yang masuk dalam kategori sunnah Nabi Muhammad SAW dan secara

sanad juga sahih tidak digunakan oleh fukaha. Dari sini memunculkan

% Ramadan Ishag Al-Zayyan, “Riwayat Al-‘Uhdah Al-‘Umariyyah:
Dirasah Tausigiyyah, Majallah Al-Jami‘ah Al-Islamiyyah,” Majallah Al-Jami ‘ah
Al-Islamiyyah Li Al-Dirasat Al-1slamiyah 14, no. 2 (2006), 189-191.

% |bn Taimiyyah, Majmu“ah Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam Tagiyyu Al-
Din Ahmad lbn Taimiyyah Al-Harraniy, vol. XXVIII, 355; Al-Jauziyyah, Ahkam
Ahl Al-Zimmah, vol. 111, 1164-1165.
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pertanyaan terkait faktor-faktor yang menjadi latar belakang fukaha
menerima Al-Syurut  Al- ‘Umariyyah daripada Al-Wasigah Al-
‘Umariyyah dan Sahifah Al-Madinah.

Milka Levy Rubin (. 1955 M) dalam penelitiannya
berkesimpulan, Al-Syurut Al- ‘Umariyyah berasal dari kebijakan
‘Umar bin Abd al-‘Aziz (w. 720 M/ 101 H) atau dikenal dengan Umar
Il yang berkuasa mulai 717 M sampai 720 M, khalifah ke 8 Dinasti
Umayyah. Umar dan sejumlah elit lainnya mengeluarkan kebijakan
berupa aturan dan atribut yang membedakan antara warga muslim dan
non muslim (ghiyar) dalam rangka memuliakan umat Islam dan
merendahkan non muslim. Kebijakan ini mengadopsi tradisi Sasanid
Iran atau Persia yang menjadi wilayah bekas taklukan Bizantium.
Dalam tradisi Sasanid masyarakat dibagi berdasarkan kelas sosial, dan
setiap kelas memiliki aturan tersendiri dalam berpakaian. Lalu para
sarjana  muslim menjadikannya sebagai dasar hukum dalam
merumuskan fikih.*® Hal serupa disampaikan Ignaz Goldziher (w.
1921 M), bahwa aturan bagi non muslim yang tidak mencerminkan
sikap toleransi merujuk kepada kebijakan ‘Umar bin Abd Al-‘Aziz
yang kemudian diikuti oleh Ja‘far Al-Mutawakkil (w. 861 M), khalifah
ke 10 Dinasti Abbasiyah.*

% Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire From Surrender
to Coexistence.

37 Ignaz Goldziher, Al-‘4gidah Wa Al-Syari‘ah Fi Al-Islam, (Kairo: Al-
Markaz al-Qaumi li al-Tarjamah, 2013), 46.
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Menurut Goldziher dan beberapa sarjana lain seperti Joseph
Schacht (w. 1969 M), Alfred von Kremer (w. 1889 M), Ahmad Amin
(w. 1954 M), Sayyid ‘Atiyyah Mustafa, Syafiq Syahatah, dan yang
lainnya, fikih Islam memang tidak secara keseluruhan bersumber pada
Alguran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, melainkan ada banyak
yang sumbernya berasal dari undang-undang Romawi yang diserap ke
dalam Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Hal ini
terjadi karena dua faktor. Pertama, hukum di dalam Alquran dan
sunnah terbatas, sedangkan persoalan umat Islam pasca ekspansi ke
berbagai wilayah semakin kompleks dan menghadapi berbagai aturan,
tradisi, dan peradaban yang lebih maju di wilayah-wilayah taklukan.
Karenanya, umat Islam banyak menyerap berbagai kebudayaan di
wilayah-wilayah itu. Kedua, sebagai dampak dari penyerapan
kebudayaan, aturan-aturan yang diberlakukan di dalam kekuasaan
Islam kerap mengacu pada tradisi yang sudah lama berkembang di
wilayah itu. Dari sini kemudian para sarjana muslim menjadikannya
sebagai dasar atau dalil dalam merumuskan hukum Islam, atau dalam
istilah Goldziher, “terjadi ketertundukan fikih terhadap perundang-

undangan di dalam kekuasaan” (khadi ‘ah li al-tagnin).®®

Uraian di atas mengantarkan pada kesimpulan bahwa dalam

sejarah umat Islam telah terjadi pergeseran hak kebebasan beragama,

3 Goldziher, 47; Ahmad Amin, Fajr Al-Islam, (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Arabi, cet. X, 1996), 247; Ahmad Amin, Duha Al-Islam, (Mesir: Maktabah al-
Usrah, 1997), vol. I, 182; Penjelasan dan tanggapannya dapat dilihat dalam Subhi
Mahmasani, Falsafah At-Tasyri” Fi Al-Islam, (Beirut: Maktabah al-Kasysyaf,
1946), 220-235.
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yakni fukaha telah menjadikan Al-Syurut Al-‘Umariyyah yang di
dalamnya mengandung pembatasan hak kebebasan beragama sebagai
dasar merumuskan hukum bagi hubungan antarumat beragama,
sementara ada dalil lain yang lebih kuat tapi ditinggalkan, yakni
Sahifah Al-Madinah.

Rumusan fikih yang mengacu pada Al-Syurut Al- ‘Umariyyah ini
telah dijadikan referensi oleh sebagian umat Islam dalam memandang
keberadaan non muslim pada masa sekarang, misalnya dalam buku
Qurrah al-‘din bi Fatawa Isma‘7l al-Zain dijelaskan bahwa non
muslim yang berada di negara dengan penduduk mayoritas muslim
seperti Indonesia, Pakistan, India, Syam, Iraq, Mesir, Sudan, Maroko,
dan yang lainnya statusnya sebagai harbi, yakni non muslim yang
harus dimusuhi dan diperangi dengan alasan mereka telah memiliki
kebebasan sebagaimana muslim, padahal seharusnya mereka boleh
hidup di negara-negara tersebut tapi harus mematuhi aturan-aturan
sebagaimana yang berlaku bagi non muslim yang mengadakan
perjanjian damai (ahl al-Zimmah).*® Pandangan seperti ini banyak
dimiliki sebagian muslim di Indonesia, terutama sebelum Nahdlatul
Ulama merumuskan hukum bahwa non muslim yang ada di Indonesia
tidak bisa diistilahkan dengan kategori-kategori non muslim dalam
literatur fikih klasik yang membagi menjadi kafir Zimmi dan kafir
harbi.

39 1sma’il *Usman Al-Yamani, Qurrah Al-"din Bi Fatawa Isma il Al-Zain,
(Maktabah Al-Barakah, t.t.), 198-199.
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Selain itu pengaruh Al-Syurut Al- ‘Umariyyah ke dalam literatur
fikih mengantarkan tuduhan kepada umat Islam sebagai komunitas
yang tidak bisa menerima konsep HAM dengan alasan tidak
mentoleransi orang-orang yang berpindah agama (murtad) serta tidak
memberikan hukum yang setara kepada non muslim, terlebih dengan

munculnya berbagai Perda syariat Islam.*

Melalui penelitian ini rumusan hukum bagi non muslim yang
berdasarkan pada Al-Syurut Al- ‘Umariyyah ditelaah kembali dengan
menjadikan Sahifah Al-Madinah sebagai sumbernya dan mencari
faktor yang menjadi penyebab umat Islam bergeser dari yang semula
menjadikan Sahifah Al-Madinah sebagai dasar aturan hidup antarumat
beragama ke Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yang penuh dengan
pembatasan hak, bahkan mengandung diskriminasi. Sahifah Al-
Madinah adalah pakta pentingnya menjamin hak kebebasan beragama
bagi semua umat manusia yang mendahului konsep kebebasan
beragama dalam peradaban mana pun, jauh sebelum ada Deklarasi
Hak Asasi Manusia maupun Piagam Kerajaan Inggris Magna Carta
pada 1215 M.

40 Lihat kajian tentang hal ini dalam Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal

Panggabean, Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria, (Jakarta:
Pustaka Alvabet, cet. I, 2004).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dalam latar belakang di atas setidaknya
ada lima hal yang menjadi problem dalam penelitian ini. Pertama, hak
kebebasan beragama telah menjadi kesepakatan internasional yang
telah diratifikasi berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga umat
Islam tidak bisa menolaknya karena terikat dengan hukum negara.
Kedua, perbincangan hak kebebasan beragama dalam Islam lebih
banyak menggunakan referensi dari literatur fikih yang mengandung
pembatasan-pembatasan terhadap hak kebebasan beragama. Ketiga,
fukaha menggunakan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah sebagai dasar dalam
merumuskan hak kebebasan beragama bagi non muslim. Keempat,
dalam sejarah Islam ada riwayat lain yang lebih disepakati para
sarjana, yaitu Sahifah Al-Madinah. Kelima, ada kebutuhan reformulasi
fikih kebebasan beragama yang disesuaikan dengan peradaban umat
manusia dengan tetap berlandaskan pada tradisi kenabian atau sunnah

al-nabawiyyah.

Mengingat luasnya kajian tentang hak kebebasan beragama,

penelitian ini akan membatasi pada dua materi yang menjadi bahan

penelitian, yaitu Sahifah Al-Madinah dan Al-Syurut Al-‘Umariyyah

dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1.
2.

Mengapa terjadi pergeseran hak kebebasan beragama dalam Islam?
Apa persamaan dan perbedaan antara Sahifah Al-Madinah dan Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah?

Dokumen mana yang lebih relevan bagi Pancasila?
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C.

16

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pergeseran hak kebebasan beragama dalam Islam.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara Sahifah Al-Madinah
dan Al-Syurut Al- ‘Umariyyabh.

3. Mengetahui dokumen mana yang lebih relevan bagi Pancasila.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
teoretis maupun praktis. Manfaat teoretis yang diharapkan yaitu: 1)
berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum Islam atau fikih
sebagai  realitas yang menyejarah, sehingga diperlukan
kontekstualisasi secara terus menerus dengan tetap berdasarkan pada
tradisi kenabian, 2) memberikan kontribusi teori bahwa fikih sebagai
hasil interpretasi tentang hukum dari para sarjana ditentukan oleh dua
faktor sekaligus, yaitu dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum
(sumber hukum) dan kondisi sosial historis interpretatornya, 3)
menjadi argumentasi penguat bahwa Islam tidak bertentangan dengan
semangat Hak Asasi Manusia (HAM).

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini
yaitu dapat dijadikan pertimbangan bagi semua pihak dalam membuat
kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam dalam menyikapi
pluralitas agama, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk riset-riset
ilmu keislaman, khususnya tentang fikih, sejarah Islam, dan isu-isu

kontemporer yang harus direspons umat Islam.



D. Kajian Pustaka

Kajian kebebasan beragama dalam Islam dengan fokus
pembahasan secara khusus pada perbandingan Sahifah Al-Madinah
dan Al-Syurut Al-‘Umariyyah dengan melihat sisi pergeseran nilai
kebebasan beragama yang dikandungnya belum banyak dilakukan.
Beberapa penelitian terdahulu tentang kebebasan beragama dalam
bentuk buku, jurnal, maupun disertasi secara umum lebih difokuskan
pada objek kajian berupa Alquran, hadis, dan karya para ulama dalam

bidang hukum Islam atau fikih.

Pertama; objek kajian berupa Alquran. Beberapa penelitian
tentang kebebasan beragama dengan objek berupa ayat-ayat Alquran,
yakni dengan cara menafsirkannya antara lain dilakukan Abdul
Mogsith Ghazali dalam buku yang berasal dari disertasinya di UIN
Jakarta dengan judul Argumen Pluralisme Agama; Membangun
Toleransi Berbasis al-Qur an. Buku ini mengkaji kebebasan beragama
dengan menafsirkan terhadap beberapa ayat Alguran. Mogsith secara
tematik mengkaji beberapa isu kebebasan beragama seperti hukuman
bagi orang yang berpindah agama (murtad), perang, nikah beda
agama, dan yang lainnya dengan menggunakan tiga metode
pemahaman terhadap teks, yaitu ilmu tafsir, hermeneutik, dan usul
fikih, serta berdasarkan pada sumber berupa literatur tafsir seperti
Jami ‘ al-Bayan fi Ta wil al-Quran karya al-Tabari, Al-Jami ‘ i Ahkam
Al-Qur an karya Al-Qurtubi, dan lain-lain. Hasilnya, Islam sangat

menjunjung tinggi kebebasan beragama, riddah atau keluar dari Islam
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tidak mengakibatkan hukuman mati, perang dalam Islam bukan untuk
menyebarkan Islam, melainkan sebagai langkah defensif dari serangan

orang-orang yang menyerang.*

Kajian kebebasan beragama dengan mengangkat tema
hubungan antarumat beragama dalam penafsiran ulama tertentu antara
lain dilakukan Ahmad lzzan dalam disertasinya yang berjudul
Inklusifisme Tafsir: Studi Relasi Muslim dan Non Muslim dalam Tafsir
Al-Mizan. lzzan meneliti penafsiran Muhammad Husain Al-
Tabataba‘i dalam Kkaryanya, Al-Mizan, tentang pluralitas umat
beragama, kebebasan memeluk agama, toleransi, dan dialog antarumat
beragama. Izzan berkesimpulan, tafsir Al-Tabataba‘i yang berkaitan
dengan relasi muslim dan non muslim sangat inklusif dibandingkan
dengan tasfir dari sarjana Syiah lainnya. Bagi Al-Tabataba‘i, syariat
yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari kumpulan syariat
yang dibawa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi
Muhammad hadir bukan untuk menafikan syariat-syariat sebelumnya,
melainkan untuk memperkuat dan mengokohkannya. Berdasarkan
kesimpulan ini, non muslim yang masih berpegang pada agamanya
dan belum mendapatkan dakwah Islam maka berkewajiban untuk
menjalankan syariat agamanya masing-masing, dan mendapatkan janji

keselamatan.*?

4 Abdul Mogsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama; Membangun
Toleransi Berbasis Al-Qur an, 1st ed. (Jakarta: Kata Kita, 2009).

42 Ahmad Izzan, “Inklusifisme Tafsir: Studi Relasi Muslim Dan Non
Muslim Dalam Tafsir Al-Mizan” (UIN Syarif Hidayatullah, 2013).
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Kedua; objek kajian berupa hadis. Salah satu penelitian tentang
kebebasan beragama dengan fokus hubungan muslim dan non muslim
dalam hadis dilakukan oleh Ja‘far Assagaf dalam disertasinya yang
berjudul Hubungan Muslim dengan Non Muslim dalam Perspektif
Hadis. Assagaf melakukan penelitian terhadap beberapa kitab induk
hadis (kutub al-sittah) dan beberapa buku penjelasan hadis (syarh)
dengan metode yang ada di dalam ilmu hadis seperti penilaian kualitas
hadis, pemahaman kosa kata, jarh wa ta ‘dil, dan yang lainnya. Assagaf
berkesimpulan, hadis-hadis yang memiliki kandungan makna
disharmoni antara muslim dan non muslim memiliki konteks tersendiri
yang maknanya tidak bisa digeneralisir. Demikian juga dengan
hukuman bagi orang murtad, Assagaf memiliki kesimpulan hukuman
bagi orang yang keluar dari Islam ini lebih bersifat politis, bukan

teologis.*?

Buku karya Hasan bin Farhan al-Maliki dengan judul Al-
I'tigad: Hurriyyah al-7tigad fi al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnah
ma‘a Tafsil fi Ahadis Hadd al-Riddah wa Siyagat al-Fugaha
membahas tema kebebasan beragama dan hukuman bagi orang
murtad. Al-Maliki mengkaji kedua pembahasan itu dengan
menafsirkan beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW,
serta menanggapi keterangan fikih yang menurutnya bertentangan

dengan semangat Alquran dan hadis yang secara eksplisit mengakui

4 Ja'far Assagaf, “Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Dalam
Perspektif Hadis” (UIN Syarif Hidayatullah, 2008), xviii.
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adanya kebebasan beragama di dalam Islam. Bagi Sarjana Saudi
Arabia yang pernah diadili oleh pemerintah karena pandangan
keagamaannya itu, keterangan fukaha yang berisi larangan bagi
seseorang keluar dari agama Islam, diperbolehkan memaksa seseorang
untuk menganut Islam (al-ikrah), dan ancaman hukuman mati bagi
orang murtad, lebih berdasarkan pada kepentingan politik, bukan

agama.*

Berbeda dengan kesimpulan Hasan bin Farhan Al-Maliki,
sarjana Saudi Arabia lainnya yang mengajar di Universitas Umm Al-
Qura, Shalih bin Musa Al-Zahrani, dalam tulisannya yang berjudul
Hurriyyah al-7‘tigad fi al-Islam, berkesimpulan bahwa kebebasan
beragama tidak dikenal di dalam tradisi pemikiran Islam. Konsep
kebebasan beragama datang dari Barat dimulai sejak Revolusi Prancis
1789 yang memandang negara harus dipisahkan dari agama. Bagi Al-
Zahrani, Islam tidak mengenal pemisahan agama dan negara (fasl al-
din ‘an al-daulah), karenanya jika ada seorang muslim keluar dari
agamanya maka harus dihukum (hadd). Pemikiran Al-Zahrani
berdasarkan pada ayat-ayat Alguran dan hadis dengan latar belakang
pemikiran memandang Islam sebagai agama dan negara di satu sisi,

dan Islam harus lebih unggul dari lainnya (va ‘lu wa la yu ‘la ‘alaih).®

4 Hasan bin Farhan Al-Maliki, Al-I‘tigad: Hurriyyah Al-I‘tigad Fi Al-
Quran Al-Karim Wa Al-Sunnah Ma‘a Tafsil Fi Ahadis Hadd Al-Riddah Wa
Siyagat Al-Fugaha’, 2018, 44.

4 Saleh Derbash Al-Zahrani, “Hurriyyah Al-I‘tigad Fi Al-Islam, Al-
Taseel, Journal of Contemporary Thought,” Majallah Al-Ta'sil 3, no. 6 (2012):
85-131.
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Ketiga; objek kajian berupa fikih. Beberapa tema penelitian
kebebasan beragama dalam fikih antara lain ditulis oleh Mag Adnan
Ibrahim dalam disertasinya yang berjudul Hurriyyah al-I tigad fi al-
Islam wa Mu ‘taridatuha: Al-Qital, Al-Zimmah, Al-Jizyah, wa Qatl al-
Murtad. Dalam tulisan setebal 1318 halaman itu, lbrahim membahas
kebebasan beragama dengan cakupan kajian sangat komprehensif,
yakni merunut konsep kebebasan beragama dalam pemikiran Barat,
agama-agama di luar Islam, sejarah, hingga di dalam Islam sendiri.
Kajian yang lebih menekankan pada aspek hukum ini menghasilkan
kesimpulan bahwa pemikiran para fukaha tentang beberapa hal yang
berkaitan dengan kebebasan beragama seperti jihad dan murtad
berbeda-beda. Pemikiran itu lahir dalam kondisi tertentu yang tidak
serta merta dapat diterapkan dalam semua kondisi. Karenanya,
langkah yang bijaksana yaitu dengan cara merumuskan fikih baru
dengan tetap menjaga tujuan-tujuan dan nilai-nilai universal dari

syariat Islam.

Disertasi yang ditulis Abdullah bin Ibrahim Al-Tarigi juga
membahas kebebasan beragama dalam fikih dengan fokus
pembahasan pada hubungan antarumat beragama. Penelitian pengajar
di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud itu berjudul Al-
Ta‘amul ma‘a Ghair al-Muslimin: Usul Mu‘amalatinim  wa

isti ‘malihim: Dirasah Fighiyyah. Buku ini mengkaji berbagai hukum

% Mag Adnan lbrahim, Hurriyyah Al-I'tigad Fi Al-Islam Wa
Mu ‘taridatuha: Al-Qital, Al-Zimmah, Al-Jizyah, Wa Qatl Al-Murtad (Wina:
Universitas Wina Austria, 2014), 1249.
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yang berkaitan dengan interaksi umat Islam dengan penganut agama
lain, seperti hukum menerima hadiah dari non muslim, memakan
makanan dari non muslim, bekerja kepada non muslim, hak dan
kewajiban non muslim yang hidup di dalam negara Islam, dan lain-
lain. Al-Tarigi hanya menampilkan berbagai pendapat di dalam fikih
sekaligus disertai dalil dari Alquran dan hadis tanpa memperhatikan
sisi historis dari pemikiran para fukaha. Karena itu, kesimpulan yang
dihasilkan meski hukum asal relasi muslim dan non muslim damai,
tapi dalam pergaulan penuh dengan aturan yang membatasi, serta
keberadaan non muslim dalam bermuamalah dengan muslim harus

diperlihatkan sisi kehinaannya.*’

Masuk dalam kategori tema penelitian kebebasan beragama
dengan fokus pada hubungan inter dan antarumat beragama, penelitian
yang dilakukan Abdul Ghoni dalam disertasinya yang berjudul Fikih
Toleransi di Pesantren Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Ghoni
meneliti kurikulum fikih dan pandangan keagamaan para santri di
beberapa pesantren dengan membagi ke dalam tipe pesantren
tradisional dan modern. Hasilnya, pesantren tradisional yang dalam
kurikulum fikihnya banyak mempelajari fikih-fikih dari mazhab
Syafi‘i memiliki toleransi yang tinggi dengan umat agama lain, tapi
rendah dalam menyikapi keberagaman mazhab keislaman. Sedangkan

pesantren modern memiliki kecenderungan sebaliknya, yaitu ekslusif

47 Abdullah bin Ibrahim Al-Tariqi, Al-Ta ‘amul Ma ‘a Ghair AI-Muslimin:
Usul Mu ‘amalatihim Wa Isti‘malihim: Dirasah Fighiyyah, (Riyad: Dar al-
Fadilah, cet. I, 2007).
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terhadap non muslim, tapi terbuka dengan keberagaman di internal

umat Islam.*®

Penelitian dengan objek kajian berupa Sahifah Al-Madinah dan
Al-Syurut  Al-‘Umariyyah sendiri selama ini dilakukan sebatas
menelaah kembali keautentikannya, mengeksplorasi kandungannya,
dan memberikan kritik terhadapnya. Itu pun dilakukan secara terpisah
tanpa melihat perbandingan di antara keduanya. Karya tentang Piagam
Madinah antara lain ditulis oleh Abdel Ali Boualem dengan judul
Qira ah fi Huqug wa Wajibat al-Muwatanah min Khalal Wasiqgah al-
Madinah al-Munawwarah. Boualem membahas tentang hak dan
kewajiban warga negara dalam Sahifah Al-Madinah. Menurutnya,
nilai yang terkandung dalam sahifah ini dapat dijadikan teladan bagi
semua negara mengingat di dalamnya sarat dengan keadilan dan
kesetaraan. Negara Nabi, yakni kekuasaan yang dibangun ketika Nabi
Muhammad SAW hijrah ke Madinah masyarakatnya tidak mengenal
fanatisme agama (al-ta ‘assub) dan sikap saling mengkafirkan (al-
takfir) karena semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang

sama.*®

Hal serupa dilakukan oleh Husain Ishag Dawud Yusuf dalam

tulisannya yang berjudul Manhaj al-Nabiyy Sallallah ‘Alaihi wa Sallam

48 Abdul Ghoni, Fikih Toleransi Di Pesantren Dalam Perspektif Sosiologi

Hukum, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

49 Abdul Al Boualam, “Qira’ah Fi Huquq Wa Wajibat Al-Muwatanah

Min Khalal Wasigah Al-Madinah Al-Munawwarah,” Majallah Tanmiyyah Al-
Mawarid Al-Basyariyyah 11 (2015).
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fi al-Ta‘amul ma‘a Ghair al-Muslimin: Wasigah al-Madinah al-
Munawwarah NamuZij. Husain membahas Sahifah Al-Madinah sebagai
aturan yang berhasil mengelola keberagaman agama di Negara Madinah.
Dalam perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW tidak hanya memberikan
perlindungan kepada warga negara yang beragama Islam saja, melainkan
kepada semua penduduknya yang beragama Yahudi maupun yang lain.
Konstitusi demikian menurut Husain bagian dari sejarah peradaban Islam
yang tidak ditemukan di berbagai peradaban lainnya.*

Abdul Hafidh Abd Al-Kubaesi dalam tulisannya yang berjudul Al-
Dirasah al-Ta'rikhiyyah li al-Janib al-ldari wa al- ‘4¢di fi Sahifah Al-
Madinah membahas Sahifah Al-Madinah dari sisi sejarah dan
kegunaannya di dalam negara yang didirikan Nabi Muhammad SAW di
Madinah. Sahifah Al-Madinah dibuat Nabi SAW pada separuh akhir dari
tahun pertama setelah Nabi SAW tinggal di Madinah. Sahifah itu berisi
kontrak sosial (‘agd ijtima‘7) yang dilakukan Nabi, umat Islam, dan
penganut agama lain yang tinggal di Madinah setelah Nabi SAW berhasil
mempersaudarakan sahabat Ansor dan Mubhajirin. Sebagai kontrak sosial
yang tertulis, maka Sahifah Al-Madinah menjadi aturan bersama bagi

warga negara Madinah yang dipimpin Nabi SAW dengan segenap aturan

%0 Husain Ishag Dawud Yusuf, “Manhaj Al-Nabiyy Sallallah ‘Alaihi Wa
Sallam Fi Al-Ta‘amul Ma‘a Ghair Al-Muslimin: Wasigah Al-Madinah Al-
Munawwarah Namuzij,” Majallah Ma‘alim Al-Da‘wah Al-Islamiyyah Al-
Muhakkamah 6 (2013): 110-35.
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yang berdiri pada prinsip keadilan (al-‘adl), kebebasan (al-hurriyyah),
dan kesetaraan (al-musawah).>!

Katrin Jomaa juga menulis Sahifah Al-Madinah dengan judul
Social Justice and Islamic Legal/Ethical Order: The Madinah
Constitution as a Case Study from the Prophetic Period. Jomaa mengkaji
Sahifah Al-Madinah dari sisi keadilan sosial yang dimiliki Islam. Sejarah
kenabian Muhammad SAW membuktikan bahwa perbedaan telah
diterima dan diatur sedemikian rupa dalam rangka menjaga harmoni antar
pemeluk agama. Bagi Jomaa, Konstitusi Madinah sangat relevan untuk
diterapkan di dalam negara modern. Pasalnya, negara modern kerap
mengabaikan kebebasan pemeluk agama untuk mengekspresikan
agamanya di ruang publik. Perbedaan agama hanya dipandang sebagai
persoalan pribadi yang hanya dipraktikkan di ruang privat, sedangkan
kebebasan beragama dalam Sahifah Al-Madinah justeru mengemuka di
dalam ruang publik. Perbedaan agama dan suku di dalam Sahifah Al-
Madinah tetap dilestarikan, namun semuanya dipersatukan dalam istilah
ummah atau komunitas. Karena itu, isi piagam ini menjadi perwujudan
keadilan sosial di dalam hukum yang menerima keberagaman agama dan

suku.%?

51 Abdul Hafidh Al-Kubaesi, “Al-Dirasah Al-Ta'rikhiyyah Li Al-Janib
Al-Idari Wa Al-*Aqdi Fi Sahifah Al-Madinah,” Midad Al-Adab 1, no. 71 (2014):
325-56.

52 Katrin Jomaa, “Social Justice and Islamic Legal/Ethical Order: The
Madinah Constitution as a Case Study from the Prophetic Period,” in Islamic Law
and Ethics (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2020), 165-206.

25



Buku dengan judul Wasigah al-Madinah: Al-Madmun wa al-
Dilalah karya Ahmad Qaid al-Syu‘aibi juga mengkaji isi dan relevansi
Sahifah Al-Madinah bagi negara modern. Al-Syu‘aibi berkesimpulan,
Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin agama (ra’id li al-
din), tapi juga sebagai pemimpin militer (qa‘id ‘askariy), tokoh politik
(rajul siyasiy), dan ahli hukum (hakim) yang mengatur semua persoalan
umat dengan segenap perbedaan di dalamnya serta memberikan jalan
keluar atas perbedaan-perbedaan itu melalui titik temu berupa aturan yang
ada di dalam Sahifah Al-Madinah, piagam yang belum pernah seorang
pun membuatnya. Dalam piagam itu, Nabi SAW berhasil mempersatukan
warga negara dengan memberikan semua hak dan kebebasannya yang
menjadi kebutuhan dasar bagi manusia secara umum. Bagi al-Syu‘aibi,
esensi  Sahifah Al-Madinah yang berupa kesetaraan dalam
memperlakukan umat manusia bersifat universal. Prinsip kesetaraan ini
dapat dijadikan sebagai kaidah umum dalam relasi antarumat manusia

dengan segala perbedaannya.®

Pembahasan tentang isi Sahifah Al-Madinah dan upaya
kontekstualisasinya ke dalam kehidupan kontemporer ditulis oleh
beberapa penulis dalam buku yang diedit oleh Abd Al-Amir Zahid dengan
judul Wasigah al-Madinah: Dirasat fi al-Ta’sil al-Dusturi fi al-Islam.
Dalam buku ini terdapat 10 tulisan tentang Sahifah Al-Madinah.

Semuanya membahas kandungan Sahifah Al-Madinah yang

3 Ahmad Qaid Al-Syu‘aibi, Wasigah Al-Madinah: Al-Madmun Wa Al-
Dilalah, (Qatar: Wuzarah al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, cet. I, 2005),
210.
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mencerminkan toleransi kepada penganut agama lain. Karenanya, piagam
bersejarah ini dapat dijadikan contoh bagi umat Islam dalam bernegara

dan pergaulan lintas etnis dan agama.>*

Semua tulisan tentang Sahifah Al-Madinah di atas hanya terfokus
pada isi dan relevansinya, tidak ada satu pun yang meneliti kondisi dan
sikap umat Islam terhadap piagam itu setelah Nabi Muhammad SAW
wafat, padahal dengan mengkaji sisi ini, maka akan diketahui pergeseran
pandangan Islam terhadap relasi antarumat beragama, hak-hak non
muslim, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan keberadaan pemeluk
agama lain atau masuk dalam tema besar kebebasan beragama. Aturan
Umar (Al-Syurut Al-‘Umariyyah) yang di dalamnya mengatur hak-hak
non muslim memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan Sahifah Al-
Madinah. Karena itu, dengan melakukan perbandingan di antara
keduanya, dan mengkaji dampaknya terhadap fikih diharapkan dapat
diketahui berbagai faktor yang melatarbelakangi pergeseran-pergeseran

aturan Islam dalam mengelola keberagaman agama.

Beberapa penelitian tentang Al-Syurut Al- ‘Umariyyah sendiri telah
banyak dilakukan para sarjana, namun sebagaimana beberapa kajian
terhadap Sahifah Al-Madinah, karya-karya tentang Al-Syurut Al-
‘Umariyyah juga lebih fokus pada pembahasan keaslian dokumen, telaah

isi, dan relevansinya bagi kehidupan umat Islam kontemporer. Beberapa

% Abdul Amir Zahid, Wasigah Al-Madinah: Dirasat Fi Al-Ta'sil Al-
Dusturi Fi Al-Islam, ed. Abd al-Amir Zahid, (Beirut: Markaz al-Hadarah li
Tanmiyyah al-Fikr al-1slami, 2014).
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penelitian itu antara lain dilakukan A. S. Tritton dalam disertasinya yang
berjudul The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects: A Critical Study of
the Covenant of ‘Umar. Tritton meragukan keaslian Al-Syurut Al-
‘Umariyyah ditulis oleh Umar bin Khatab. Pasalnya, dalam perjanjian ini
non muslim seakan-akan yang mengajukan sendiri perihal aturan hidup di
bawah kekuasaan Umar, padahal di dalam aturan itu selain mengandung
diskriminasi terhadap non muslim juga pasukan Islam di Syuriah sangat
sedikit. Sejak masa Umar bin Khatab hingga Mu‘awiyah, khalifah
pertama dari Dinasti Umayyah, pemerintahan Arab Islam banyak dibantu
orang-orang Kristen. Sehingga tidak mungkin orang Kristen mengajukan

aturan yang menyengsarakan dirinya.>®

Milka Levy-Rubin dalam karyanya yang berjudul Non-Muslims in
the Early Islamic Empire From Surrender to Coexistence meneliti bahan
yang dijadikan inspirasi dari Al-Syurut Al- ‘Umariyyah, yakni sumber asal
dari aturan bagi masyarakat yang ditaklukan, serta eksistensinya dalam
kekuasaan Islam pasca Umar bin Khatab hingga abad ke 9 M. Rubin
berkesimpulan, Al-Syurut Al- ‘Umariyyah bagian dari tradisi diplomatik
yang berkembang di Romawi dan tidak dikenal di dalam tradisi Arab.
Keberadaan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah sebagai fakta sejarah tidak bisa
ditolak, tapi meragukan isinya berasal dari masa Umar bin Khatab dapat
diterima. Perjanjian yang dilakukan Umar bin Khatab tidak mengandung
diskriminasi terhadap non muslim mengingat pasukan Islam sendiri

berjumlah sangat sedikit. Di dalam wilayah yang ditaklukan, pasukan

%5 Tritton, “The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects.” 231.
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Islam hanya memiliki kepentingan ekonomi melalui pajak yang diberikan

oleh penduduk non muslim.%®

Ramadan Ishaq Al-Zayyan dalam tulisannya yang berjudul
Riwayat al-‘Uhdah al- ‘Umariyyah: Dirasah Tausigiyyah membahas
tentang beragam riwayat Perjanjian Umar. Al-Zayyan berkesimpulan,
Perjanjian Umar yang memiliki banyak versi dalam berbagai riwayat
tidak semuanya benar dan dapat dijadikan pegangan. Satu-satunya
riwayat yang bisa diterima dan dinilainya kuat yaitu riwayat dari Al-
Tabari. Al-Zayyan menolak riwayat Perjanjian Umar yang
diinformasikan diberikan kepada Soprhonius dan Perjanjian Umar yang
disebut Al-Syurut Al- ‘Umariyyah karena sanad keduanya dinilai lemah.>

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, kajian dalam disertasi
ini akan melihat konstruksi hak kebebasan beragama dalam Sahifah Al-
Madinah dan Al-Syurut Al-‘Umariyyah dengan fokus pada sisi
pergeserannya dan dampaknya terhadap fikih.

% Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire From Surrender
to Coexistence, 168-169.

57 Al-Zayyan, “Riwayat Al-*Uhdah Al-‘Umariyyah: Dirasah Tausigiyyah,
Majallah Al-Jami‘ah Al-Islamiyyah.” 169-203.
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E. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Kebebasan Beragama
Pengertian kebebasan beragama tidak ada di dalam Alquran
maupun hadis. Kedua sumber hukum Islam ini hanya memberikan
informasi tentang pernyataan dan praktik yang berkaitan dengan
jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang dilakukan Nabi
Muhammad SAW terhadap masyarakatnya, baik dari kalangan umat
Islam maupun pemeluk agama lain. Karena ketiadaan istilah berikut
pengertiannya, para sarjana berbeda pendapat tentang keberadaan
kebebasan beragama di dalam Islam, yakni apakah Islam mengakui
konsep kebebasan beragama atau tidak.
Kajian kebebasan beragama kerap mengacu pada Pasal 18
Deklarasi Universal HAM yang berisi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan
agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau
kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau
kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya,
beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Penjelasan lebih rinci hak kebebasan beragama dijelaskan
dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
pasal 18 yang kemudian diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui
UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant
on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-

Hak Sipil dan Politik). Isi kovenan tersebut yaitu:
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“(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan,
dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut
atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya
sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-
sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk
menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan
ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) Tidak seorang
pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk
menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai
dengan pilihannya.”

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada dua hal yang perlu
ditegaskan kaitannya dengan kajian hak kebebasan beragama, yaitu
“hak untuk bebas menjalankan agama” dan “hak bebas berganti atau
berpindah agama”. Uraian ini bukan berarti hendak menjadikan
kebebasan beragama dalam DUHAM atau ICCPR sebagai parameter
untuk menilai konsep kebebasan beragama dalam Islam yang
menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, melainkan sekadar untuk
memudahkan fokus pembahasan terkait ruang lingkup kajian
kebebasan beragama.

Para sarjana muslim berbeda pendapat tentang keberadaan
kebebasan beragama di dalam Islam. Menurut para fukaha, Islam
tidak mengenal kebebasan beragama dalam arti bebas untuk
berpindah atau keluar dari agama Islam. Jika ada seorang muslim
berpindah agama maka harus dipaksa bertaubat dengan ditunggu
selama 3 hari. Jika menolak maka harus dihukum mati dengan cara
dipancung atau dipenggal lehernya. Pindah agama atau riddah dalam

khazanah fikih masa lampau dianggap sebagai tindakan pidana yang



berakibat pada sanksi pasti (hadd).*® Kebebasan beragama dalam arti
non muslim diperbolehkan memeluk agamanya masing-masing telah
dikenal di dalam fikih, hanya saja melalui beberapa tahapan, yaitu
membayar pajak dan tunduk terhadap semua aturan yang
diberlakukan oleh umat Islam kepadanya. Aturan ini penuh dengan
pembatasan terhadap ekspresi keberagamaan, seperti dilarang
membangun gereja, dilarang merayakan hari besar non muslim di
ruang publik, dan lain-lain.

Berbeda dengan konsep kebebasan beragama dalam fikih, para
sarjana muslim modern menegaskan adanya kebebasan beragama
dalam Islam. Kebebasan di sini baik dalam pengertiannya sebagai
ekspresi beragama seperti menjalankan ritual keagamaan,
membangun rumah ibadah, dan yang lainnya, maupun berpindah
atau keluar dari Islam (riddah). Beberapa sarjana yang berpendapat
demikian antara lain Jamal Al-Banna,®® Abdullahi Ahmad An-
Na‘im,®® Thaha Jabir Al-Alwani,®* Jawdat Said,®? dan lain-lain.
Menurut para sarjana ini, hukuman bagi orang yang keluar dari Islam

tidak ada di dalam Alquran maupun sunnah. Keterangan dari sunnah

58 Lihat misalnya dalam Abi ‘Abdillah Al-Maliki, Minah Al-Jalil Syarh

Mukhtasar Khalil (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), vol. 1X, 212; Zain al-Din Ibn
Nujaim Al-Misri, Al-Bahr Al-Ra’iq Syarh Kanz Al-Daga’ig, (Beirut: Dar al-
Kitab al-Islami, cet. II, t.t.), vol. V, 135; Al-Nawawi, Al-Majmu* Syarh Al-
MuhaZzab, vol. XIX, 225.

% Al-Banna, Hurriyyah Al-Fikr Wa Al-I’tigad Fi Al-1slam, 4-5.
0 An-Na‘im, Nahwa Tatwir Al-Tasyri*, 134-135.
1 Al-Alwani, La lkraha Fi Al-Din: Isykaliyyah Al-Riddah Wa Al-

Murtaddin Min Sadr Al-Islam lla’ Al-Yaum, 10-11.

62 Said, La lkraha Fi Al-Din: Dirasat Wa Abhas Fi Al-Fikr Al-Islami, 36.
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yang dijadikan dasar fukaha dalam merumuskan fikih riddah
kualitasnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar
hukum. Keterangan dalam Alguran dan sunnah justru sebaliknya,
yaitu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak kebebasan
beragama.

Menurut An-Na‘im dan Al-Alwani, alasan utama yang
dijadikan pertimbangan para fukaha dalam menetapkan hukuman
bagi orang yang berpindah agama bukan karena riddah atau keluar
dari Islam, melainkan ada faktor berupa ancaman politik dan
disintegrasi sosial di dalam kekuasaan Islam. Rumusan fikih tentang
hukuman bagi orang murtad harus dipahami dalam konteks
permusuhan kekuasaan yang berdasarkan pada agama, yakni murtad
dalam pengertian sebagai orang yang berpindah dari kekuasaan
Islam dan memusuhinya. Dengan demikian, kata An-Na‘im, tidak
ada alasan untuk mempertahankan rumusan fikih yang bertentangan
dengan HAM karena situasi dan kondisi masyarakat sudah
berubah.®

Menurut Jasser Auda, salah satu inti atau tujuan dari syariat
Islam (mabadi al-syari‘ah) yaitu menjaga atau melindungi agama
(hifZ al-din). Perlindungan terhadap agama mengandung dua makna
sekaligus, yakni 1) bagi umat Islam yang berarti menjaga pokok
keimanan kepada Allah dari keyakinan maupun pemikiran yang

dapat merusaknya, dan 2) perlindungan agama bagi non muslim

8 An-Na‘im, Nahwa Tatwir Al-Tasyri", 135; Al-Alwani, La Ikraha Fi Al-

Din: Isykaliyyah Al-Riddah Wa Al-Murtaddin Min Sadr Al-Islam Ila Al-Yaum,

11.
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dalam arti memberikan jaminan kepadanya untuk menganut dan
menjalankan agamanya masing-masing. Berdasarkan pada prinsip
hifZ al-din, non muslim tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam
atau menjalankan hukum-hukum yang khusus bagi umat Islam.®*
Berdasarkan pada pendapat para sarjana modern di atas,
kebebasan beragama dalam penelitian ini diartikan sebagai
“kebebasan untuk memeluk, menjalankan, dan berpindah agama atau
keyakinan”. Pengertian ini berdiri di atas prinsip kesetaraan (al-
musawabh), keadilan (al- ‘adalah), dan kebebasan (al-hurriyyah) yang
dimiliki ajaran Islam. Sebagai argumentasi penguat dan bukti, di
bawah ini akan ditampilkan sejumlah ayat Alguran dan hadis yang
secara eksplisit mengandung makna penjelasan bahwa Islam telah
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak kebebasan
beragama. Pengertian inilah yang akan digunakan untuk mengkaji
dan menganalisis kebebasan beragama di dalam Sahifah Al-Madinah

dan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah.

2. Kebebasan Beragama dalam Alqguran
Avyat-ayat Alguran yang berisi tentang kebebasan beragama
dapat diklasifikasi menjadi empat tema atau pembahasan. Pertama,
penegasan bahwa keimanan dan kekufuran bagian dari persoalan

pribadi seseorang yang orang lain tidak boleh melakukan

® Jasser Auda, Baina Al-Syari‘ah Wa Al-Siyasah: As’ilah Li Marhalah
Ma Ba ‘da Al-Saurat, (Beirut: Al-Syabkah al-*Arabiyah li al-Abhas wa al-Nasyr,
cet. I, 2012), 32-33.
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pemaksaan atau mengintervensi. Masuk dalam tema ini seperti QS.
Al-Bagarah 256:

<<
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat
kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.”

QS. Yunus 108:
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“Katakanlah: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu
kebenaran dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat
petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya
sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya

kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah
seorang penjaga terhadap dirimu.”

QS. Al-Kahfi 29:
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“Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan
barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami
telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya



mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya
mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih
yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan
tempat istirahat yang paling jelek.”

Kedua, para utusan atau rasul tidak memiliki wewenang memaksa
umatnya. Rasul diutus hanya untuk menjadi pemberi kabar gembira
(mubasysyir), pemberi peringatan (munZir), pengingat (muzakkir),
dan informan (muballigh). Beberapa ayat Alquran yang mengandung
makna demikian yaitu seperti QS. Al-Furgan 56:

> £
-
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“Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai

pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.”

QS. Al-Ghasyiyah 21-22:

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah
orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang
berkuasa atas mereka.”

QS. Al-Ma’idah 99:

L _ - 2 PR
FSENNRSINE
“Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan.”

G528 65 8,48 s g

Ketiga, petunjuk atau hidayah menjadi wewenang Allah. Tidak

ada seorang pun yang memiliki kekuasaan memberikan petunjuk
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kepada orang lain. Masuk dalam makna ini antara lain QS. Al-
Bagarah 272:
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“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk,
akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk siapa yang
dikehendaki-Nya.”

QS. Al-Qasas 56:
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“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada
orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada
orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-
orang yang mau menerima petunjuk.”

QS. Fatir 8:

B 5 iy $L5 o Jod 138
“Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-
Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya.”

Keempat, perbedaan dan pluralitas yang terjadi pada diri
manusia bagian dari kehendak Allah (iradatullah), dan akan
ditetapkan kebenarannya kelak pada Hari Akhir. Kesesatan dan
kekufuran tidak boleh diadili dan dijadikan sebagai alasan untuk
menghukum seseorang di dunia, karena balasan atas iman maupun
kufur akan diberikan oleh Allah secara langsung kelak di akhirat.
Masuk dalam makna antara lain QS. Hud 118-119:
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“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia
umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali
orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah
Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya)
telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka
jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.”

QS. Yunus 99-100:
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“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang
yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)
memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang
beriman semuanya? Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali
dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-
orang yang tidak mempergunakan akalnya.”

QS. Al-Bagarah 113:
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“Dan orang-orang Yahudi berkata: “Orang-orang Nasrani itu tidak
mempunyai suatu pegangan”, dan orang-orang Nasrani berkata:
“Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan”, padahal
mereka (sama-sama) membaca Al-Kitab. Demikian pula orang-
orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu.
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Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari Kiamat
tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.”

3. Kebebasan Beragama dalam Hadis

Sebagaimana dalam Alquran, kebebasan beragama dalam hadis
atau sunnah juga tidak disebutkan istilahnya secara eksplisit,
melainkan lebih kepada praktik atau perkataan-perkataan lain yang
maknanya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap
kebebasan beragama. Di bawah ini beberapa hadis berupa
perkataan (qauli), perbuatan (fi i), dan pengakuan (taqriri) yang
datang dari Rasulullah SAW dengan kandungan arti
mempersilakan pemeluk agama lain untuk menjalankan agamanya,
dan Nabi SAW tetap memperlakukannya dengan baik sebagaimana
kepada yang lain. Beberapa hadis itu, antara lain:

ol iy Ui Al 34T 51 catilda (338 A 51 Gl ) o2alak Al a Y
Aalall 553 Adas Ul (8

“Ingatlah, barangsiapa menzalimi non muslim yang mengadakan
perjanjian damai (tidak memerangi umat Islam), atau mengurangi
haknya, atau membebani kewajiban di atas kesanggupannya, atau
mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaannya, maka saya akan
menjadi orang yang mengalahkannya dengan membela non muslim
kelak di Hari Kiamat.”®®

Diceritakan oleh Aisyah, salah seorang istri Nabi Muhammad

SAW, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan kepada orang

8 Abl Dawud Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar Tuq al-Najah,

cet. I, 1422 H), vol. I1l, 171.
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Yahudi, dan Nabi pernah menggadaikan baju perang kepadanya.®®
Anas bin Malik meriwayatkan, ketika pembantu Nabi SAW yang
menganut Yahudi sakit, Nabi SAW menjenguk dan duduk di
samping kepalanya untuk menghibur.” Nabi SAW juga sering
bertukar hadiah dengan teman-temannya dari penganut agama lain.
Ukaidar Daumah al-Jandal atau pemimpin kota di dekat Tabuk yang
beragama Kristen, memberi hadiah berupa pakaian sutra kepada
Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW menerimanya.% Ibnu
Zanjawaih menceritakan, Nabi SAW pernah mengirim hadiah
sebungkus kurma kepada Abu Sufyan yang saat itu masih
menyembah berhala di Makkah. Dalam hadiah itu, Nabi SAW
mengirim surat yang berisi permintaan kepada Abu Sufyan untuk
membalas hadiahnya dengan mengirim lauk makanan. Selain
memberi, Nabi SAW juga kerap menerima hadiah dari para
pemimpin politik yang menganut agama berbeda, seperti dari Al-
Mugaugis (raja Mesir), Ukaidar (raja Daumah) dan Kisra (raja
Romawi). Al-Mugaugis pernah memberi hadiah wadah yang terbuat
dari kaca kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menerimanya.®®
Beberapa hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad

SAW mengakui adanya keberagaman agama dan Nabi SAW tetap

 Muhammad bin Isma‘il Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Dar Tuq al-
Najah, cet. |, t.t.), vol. I, 142,

67 Al-Bukhari, vol. 11, 94.

8 Al-Bukhari, vol. 111, 163.

% |bn Hajar Al-’Asqalani, Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, t.t.), vol. 1, 304.
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berlaku baik kepada orang-orang yang berbeda agama. Kebebasan
beragama dalam arti memberikan kebebasan kepada orang lain untuk
berpindah agama disebutkan dalam beberapa hadis, antara lain
diceritakan oleh Anas bahwa ada seorang Nasrani masuk Islam, ia
membaca QS. Al-Bagarah dan Ali “Imran, lalu ia kembali memeluk
Nasrani.”® Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang
bernama Ubaidullah bin Jahsy, suami dari Umm Habibah bint Abi
Sufyan, ketika hijrah ke Habasyah atau Etiopia yang saat itu dikuasai
orang-orang Kristen ia berpindah agama dari Islam ke Kristen hingga
akhir hayatnya.™

Informasi tentang riddah pada masa Nabi Muhammad SAW ada
dua macam, riddah yang murni, yakni keluar dari Islam atau dari
yang semula seseorang mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan
Allah kemudian mengingkari, dan riddah yang disertai tindakan
kriminal seperti membunuh dan merampok. Menyikapi riddah yang
pertama, Nabi SAW tidak memberikan sanksi hukum apapun,
sedangkan untuk riddah yang kedua Nabi SAW menjatuhkan
hukuman. Menurut para sarjana modern seperti Jamal al-Banna dan
Thaha Jabir al-Alwani, hadis yang dijadikan pegangan oleh fukaha
dalam merumuskan hukuman murtad berkaitan dengan riddah yang
kedua, yakni keluar dari Islam disertai dengan tindakan lain. Jadi

Nabi menghukum murtad bukan karena keluar dari Islam atau

42

0 Al-> Asqalani, vol. VI, 625.
"L Ibn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. I, 362-363.



riddah, melainkan karena tindakan lainnya yang berupa pembunuhan

dan perampokan.’

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini masuk kategori kualitatif, yakni penelitian
yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara-cara
kuantifikasi lainnya.” Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan
sumber kepustakaan berupa buku, disertasi, jurnal, dan sumber
lainnya untuk mendapatkan gambaran holistik tentang hak
kebebasan beragama yang difokuskan ke dalam dua materi, yaitu
Sahifah Al-Madinah dan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah. Data-data
kepustakaan akan dikumpulkan, ditafsirkan, dan dikelompokkan ke
dalam berbagai tema, lalu diwujudkan dalam bentuk deskripsi kata-

kata dan bahasa.

Mengingat objek penelitian berupa teks yang berisi informasi
tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan di dalamnya
banyak perbedaan riwayat, penelitian ini menggunakan pendekatan
atau cara pandang uji riwayat sebagaimana yang berlaku di dalam
kajian hadis dan pendekatan sejarah. Pendekatan uji riwayat

digunakan untuk mengetahui mana riwayat yang kuat (sahih) dan

2 Al-Banna, Hurriyyah Al-Fikr Wa Al-I’tigad Fi Al-Islam, 24-26; Said,
La lkraha Fi Al-Din: Dirasat Wa Abhas Fi Al-Fikr Al-Islami, 100-109.

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, cet. 36, 2017), 6.
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riwayat yang lemah (da 7f).” Perjanjian yang dilakukan Umar bin
Khatab memiliki beberapa riwayat yang kandungan maknanya antara
satu dengan yang lain saling bertolak, yaitu riwayat yang disebut Al-
‘Uhdah Al-‘Umariyyah dan riwayat yang diistilahkan dengan Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah. Karenanya uji riwayat dalam hal ini sangat
penting untuk tujuan mengetahui mana riwayat yang sahih dan yang

lemah.

Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami berbagai
peristiwa yang terjadi dalam dimensi waktu, yakni mengetahui sebab
akibat dan makna di balik peristiwa itu sendiri.” Sahifah Al-Madinah
dan Al-Syurut Al-‘Umariyyah sebagai teks yang lahir pada masa
lampau tidak lahir dari ruang hampa, melainkan sarat dengan konteks
sosial yang melatarbelakanginya. Karenanya, pendekatan sejarah
dalam pengertian menganalisisnya melalui penelaahan terhadap
literatur yang menginformasikan konteks sosial historisnya maka
dapat diketahui sejumlah informasi tentangnya dan segala hal yang

menjadi faktor lahirnya kedua teks tersebut.

Pendekatan sejarah dalam kajian Islam menurut Atho Mudzhar
tidak boleh berada di dalam salah satu dari dua kutub ekstrem, yakni
memahami dan menafsirkan sejarah dengan mengidealisasikannya

(idealist approach) atau sebaliknya, yaitu memahami dan

4 Subhi Salih, Ulum Al-Hadis Wa Mustalahuhu, (Beirut: Dar al-’IIm, cet.
I, 2002), 107-108.

> Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Yogyakarta:
Penerbit Ombak, cet. I, 2011), 50-51; Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam,
(Jakarta: PT Rajawali Pers, cet. XVIII, 2011), 46-47.
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menafsirkan sejarah Islam dengan mengurangi apa yang semestinya
(reductionist approach). Memahami sejarah harus seimbang, yaitu
dengan  meletakkan  beberapa  sumber informasi  tanpa
mengidealisasikan terhadap peristiwanya, tapi juga tidak
mereduksinya. Hal ini mengharuskan pendekatan yang lebih
menitikberatkan pada aspek regional (regional approach), sosial
ekonomi (social economic approach), sosial historis (social history
approach) atau kultural (cultural approach).”® Penelitian ini akan
menggunakan pendekatan sejarah yang lebih melihat pada sisi
sosialnya yang menjadi latar belakang lahirnya kedua teks tersebut.

Dua pendekatan di atas bagian dari usaha mengintegrasikan dua
bidang keilmuan ke dalam satu kajian, yakni pendekatan uji riwayat
yang berlaku di dalam kajian ilmu agama, khususnya bidang hadis,
dan pendekatan sejarah yang menjadi wilayah ilmu umum. Uji
riwayat dalam ilmu hadis bertujuan untuk mengetahui keaslian hadis
yang kemudian setelah diketahui kesahihannya hadis itu dipahami
secara deduktif dan normatif, sedangkan sejarah lebih bersifat
induktif dan empiris.”” Dalam penelitian ini keduanya terintegrasi
menjadi satu. Uji riwayat untuk menganalisis kebenaran riwayat

Sahifah Al-Madinah dan Al-Syurut Al-‘Umariyyah, dan melalui

6 Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1998), 37-38.
7 Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, 50.
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pendekatan sejarah untuk mengetahui konteks sosial dan historis

yang mengitarinya.
2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua
sumber, primer dan sekunder. Sumber primer berupa buku-buku
sejarah Islam yang ditulis dalam bentuk kronologis maupun tematik
yang berisi sejarah masyarakat Arab pra Islam hingga masa
kerajaan-kerajaan atau dinasti di dalam Islam (tarikh) karya Al-
Tabari (w. 310 H) yang berjudul Tarikh al-Rusul wa al-Muluk,
perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya (sirah)
karya Ibn Hisyam (w. 213 H) yang berjudul Al-Sirah al-
Nabawiyyah, informasi tentang perang (maghazi) karya Ibn Ishaq
(w. 151 H) Al-Siyar wa al-Maghazi, autobiografi (tabagat wa
tarajim) karya Ibn Sa‘d (w. 230 H) Al-Tabagat al-Kubra, sejarah
penaklukan wilayah atau ekspansi kekuasaan (futuh) karya Al-
Wagidi (w. 207 H) Futuh al-Syam, sejarah beberapa wilayah
(tarikh al-buldan) karya Al-Balazuri (w. 279 H) yang berjudul
Futuh al-Buldan, dan literatur fikih karya Ibn Qayyim Al-
Jauziyyah (w. 751 H) yang berjudul Ahkam Ahl al-Zimmah.
Sumber data sekunder berisi semua literatur yang mendukung

sumber primer, berupa buku, disertasi, jurnal, maupun makalah.

Literatur sejarah Islam yang dijadikan data primer dalam
penelitian ini yaitu buku-buku sejarah Islam yang ditulis pada abad
ke 2 sampai 5 H. Pilihan pembatasan waktu ini dilatarbelakangi oleh

dua hal. Pertama, abad ke 2 H atau menurut Al-Zahabi sejak tahun



143 H adalah masa permulaan kodifikasi ilmu dalam sejarah
peradaban Islam. Sebelum masa ini, ilmu-ilmu keislaman hanya
diceritakan secara lisan (syafawiy) dan berdasarkan pada beberapa
catatan pribadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kodifikasi
sejarah Islam mulanya dibukukan dengan berbagai macam bidang
lainnya, terutama hadis dan sejarah hidup Nabi SAW (sirah), karena
saat itu belum dikenal pembidangan ilmu. Pembahasan hadis, tafsir,
sejarah, fikih menjadi satu. IImuwan pada masa itu juga orang yang
membidangi banyak hal.”® Kedua, pembatasan hingga abad ke 5 H
karena dalam masa ini penulisan sejarah Islam telah mencapai
kematangannya. Hal ini berdasarkan pada pendapat Syakir Mustafa
(w. 1997 M) dan Ahmad Amin dalam menjelaskan perkembangan

historiografi di dalam Islam.

Menurut Syakir Mustafa (w. 1997 M), penulisan sejarah Islam
mengalami tiga masa perkembangan. Pertama, masa kodifikasi
permulaan (marhalah al-tadwin al-awwali), yakni masa penulisan
sejarah dalam bentuk yang sangat umum dan sederhana yang
berdasarkan pada tradisi lisan (al-syifah), dokumen (al-wasa’iq), dan
beberapa catatan (al-kutub). Masa ini terjadi sejak abad 1 H. Kedua,
perkembangan penulisan sejarah dalam bentuk yang lebih khusus
dan mengambil tema yang beragam, tapi lebih didominasi dengan

pembahasan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW (al-sirah al-

8 Amin, Duha Al-Islam, 9-13; Al-Sayyid ‘Abd al-‘Aziz Salim, Manahij
Al-Bahs Fi Al-Tarikh Al-Islami Wa Al-Asar Al-Islamiyah, (Mesir: Mu assasah
Syabab al-Jami‘ah, 2010), 53-54.
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nabawiyyah). Perkembangan kedua ini terjadi pada abad ke 2 H.
Ketiga, perkembangan penulisan sejarah dalam bentuk yang lebih
maju, yaitu berdasarkan kronologi, disusun secara tematik dalam
satu buku, dan mengandung dasar filsafat sejarah yang berupa
kehendak menyatukan sejarah Islam dan pentingnya persatuan umat
Islam, serta menyatukan sejarah manusia melalui silsilah para nabi.
Perkembangan ini terjadi pada abad ketiga dan seterusnya hingga

melahirkan ilmu sejarah Islam dan metodologinya.”

Dalam menjelaskan historiografi Islam, Ahmad Amin
berkesimpulan, sejarah Islam pada mulanya bagian dari hadis,
seseorang menceritakan berdasarkan riwayat dari para sahabat
tentang segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW.
Memasuki abad ke 2 H mulai ada pemisahan antara informasi sejarah
yang berisi perjalanan hidup Nabi SAW (sirah) beserta aktivitas
perangnya (maghazi) dengan informasi berupa doktrin yang sama-
sama berasal dari Nabi SAW. Informasi sejarah hidup Nabi
Muhammad SAW beserta penambahan informasi sejarah para
sahabat disendirikan, namun tetap menggunakan metode
periwayatan sebagaimana dalam hadis. Hanya saja sanad dalam
periwayatan sejarah tidak selektif sebagaimana dalam hadis dengan
alasan para sejarawan awal sengaja menyampaikan semua riwayat
tentang sejarah untuk memudahkan para pembaca dan penulis lain.

Kelonggaran dalam periwayatan sejarah ini mengantarkan pada

8 Syakir Mustafa, Al-Tarikh Al-‘4rabi Wa Al-Mu arrikhun: Dirasah Fi’

Tatawwur ‘Ilm Al-Tarikh, (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, cet. 111, 1983), vol.
I, 92-101.
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banyak riwayat palsu yang dibuat untuk kepentingan-kepentingan

tertentu, seperti kepentingan suku dan politik.2°

Berbeda dengan Ahmad Amin, menurut sarjana lain justru
sebaliknya, yaitu hadis sebagai pemisahan dari sejarah. Sejarawan
atau disebut ahli informasi (akhbari) menempati posisi lebih tua
daripada ahli hadis. Para sejarawan otoritasnya diakui oleh kalangan
istana pada masa Mu‘awiyah. Mereka dikenal sebagai ahli sejarah
pra Islam, dan sebagian lagi membidangi sejarah hidup Nabi
Muhammad SAW (sirah). Dari tradisi periwayatan informasi sejarah
inilah kemudian lahir tradisi hadis.®* Kendati terjadi perbedaan mana
yang terlebih dahulu antara hadis dan sejarah di kalangan para
sarjana, namun kedua belah pihak sepakat bahwa keduanya
disampaikan berdasarkan pada tradisi lisan dengan cara penyebutan
informan atau rawi sebelum-sebelumnya. Karenanya, baik sejarah

maupun hadis membuka kemungkinan terjadinya riwayat palsu.

Informasi sejarah, baik yang berkaitan dengan Nabi
Muhammad SAW maupun para sahabatnya, terutama tentang
peristiwa-peristiwa penting seperti perdebatan sahabat Ansor dengan
Muhajirin mengenai pengganti Nabi SAW setelah wafat, biografi
dan perjalanan hidup para pengganti Nabi SAW (al-khulafa™ al-
rasyidun), wilayah-wilayah yang ditaklukkan (al-bilad al-

8 Amin, Duha Al-Islam, 338-339.

8 Arif Maftuhin, Historiografi Hukum Islam: Studi Atas Literatur
Managib, Tabagat, Dan Tarikh at-Tasyri‘, (Yogyakarta: Magnum Pustaka
Utama, cet. |, 2016), 28-29.
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maftuhah), sikap al-khulafa™ al-rasyidun dalam berinteraksi dengan
penduduk yang ditaklukkan, dan informasi lainnya terkait para
sahabat, semuanya oleh fukaha yang hidup pada masa berikutnya
dijadikan sebagai dasar di dalam merumuskan hukum Islam, seperti
aturan dalam berinteraksi dengan ahl al-Zimmah, perbedaan jumlah
pajak yang harus dikeluarkan penduduk yang ditaklukkan dengan
damai (sulh) dibedakan dengan penduduk yang dikalahkan dengan
perang atau kekerasan (‘anwah), dan aturan-aturan lainnya,
semuanya dijadikan sebagai bahan dalam hukum Islam (madah min

mawad al-tasyri*).8?

Sejak awal perjalanan umat Islam, sumber data berupa sejarah
sangat berkelindan dengan fikih. Fikih tidak hanya berdasarkan pada
penafsiran terhadap Alquran, tapi juga menggunakan semua
informasi yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para
sahabatnya dengan menggunakan berbagai riwayat yang sebagian

disepakati, dan sebagian yang lain diperdebatkan kesahihannya.

Literatur sejarah yang ditulis sejak abad ke 2 sampai 5 H
sebagian ada yang karyanya dapat dibaca hingga masa sekarang,
sebagian masih berbentuk manuskrip, dan sebagian lagi hilang.
Kendati tidak semua karya dari tiga abad ini dapat dijadikan sumber
data mengingat ada beberapa yang tidak bisa dijangkau karena masih
dalam bentuk manuskrip atau telah hilang, namun beberapa karya itu

dapat dijangkau melalui karya-karya yang ditulis pada masa
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setelahnya. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian Fuat Sezgin (w.
2018 M) dalam Kkaryanya, Tarikh al-Turas al-‘drabi, yang
menghimpun nama-nama penulis sejarah Islam berikut karya-

karyanya, dan persebarannya.®

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, semua riwayat yang berisi tentang
Sahifah Al-Madinah dan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yang terdapat di
dalam sumber primer akan dihimpun, lalu dianalisis dengan
pendekatan historis, yakni menelaah isi dengan melihat sisi aturan
yang dikandungnya, lalu mendudukkan isi riwayat tersebut sebagai
fakta sejarah yang tidak lepas dari kebudayaan masyarakat yang
hidup pada masa perjanjian dibuat, melihat kondisi sosial historis
pelaku, masyarakat, dan tempatnya. Semua ini dilakukan dengan
menelaah sejarah masyarakat Arab sejak masa pra Islam hingga

masa pasca dua dokumen bersejarah itu terbit.

Metode kajian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini
berbeda dengan penelitian sejarah yang dikembangkan para
sejarawan Eropa awal abad modern atau awal abad 19 M yang

mensyaratkan adanya sumber tertulis.®* Dalam tradisi Eropa modern,

8 Fuat Sezgin, Tarikh Al-Turas Al- ‘Arabi, (Saudi Arabia: Jami‘ah al-
Imam bin Sa‘ud al-Islamiyyah, 1991), vol. Il, hal. 87-302, 131-191, 201-253.

8 Farid bin Sulaiman, Madkhal Ila Dirasah Al-Tarikh, (Tunisia: Markaz
al-Nasyr al-Jami‘i, cet. I, 2000), 39-40.
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sejarah bisa diterima dan dikatakan autentik apabila memiliki sumber
tertulis berupa dokumen. Karenanya, informasi lisan, terlebih dari
orang yang tidak menyaksikannya secara langsung dan hidup jauh
dari masa peristiwa sejarah tidak bisa diterima sebagai sumber

sejarah.

Sumber sejarah berupa lisan (oral history) baru mulai
diterima di kalangan para sejarawan modern sejak tahun 1940-an. Itu
pun pengertian dan persyaratannya berbeda dengan sumber lisan
(riwayah syafahiyah) dalam tradisi Islam. Oral history atau model
penulisan sejarah yang berdasarkan pada ingatan (memory)
mensyaratkan adanya wawancara antara sejarawan dengan orang
yang menyaksikan peristiwa, sedangkan dalam riwayah syafahiyah
sejarawan hanya menerima dari generasi sebelumnya yang
didapatkan dari para pendahulunya hingga sampai pada sumber yang

menyaksikan peristiwanya secara langsung.®®

Karena alasan tidak adanya kesaksian secara langsung dalam
penulisan sejarah Islam awal yang dilakukan para sejarawan muslim,
sebagian sarjana Barat seperti Ignaz Goldziher, Patricia Crone (w.
2015 M), dan Fred M. Donner (l. 1945 M)® meragukan riwayat-

8 Ulasan menarik tentang problem sumber historiografi dalam tradisi
Islam dan Barat dapat dibaca dalam Maftuhin, Historiografi Hukum Islam: Studi
Atas Literatur Managib, Tabagat, Dan Tarikh at-Tasyri*, 33-41.

8 Fred McGraw Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings
of Islamic Historical Writing, (Princeton: The Darwin Press, cet. I, 1998), 2-3;
Sebab tidak percaya terhadap sumber internal Islam, Crone dan Donner menulis
kembali sejarah Islam awal dengan berdasarkan pada sumber eksternal yang
berupa artefak dan literatur dari peradaban lain yang semasa dengan kemunculan
Islam. Salah satu karya Crone ditulis dalam buku Roman, Provincial, and Islamic
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riwayat dalam literatur sejarah Islam. Berbeda dengan nama-nama
ini, menurut Fuat Sezgin dan mayoritas sarjana muslim, riwayah
syafahiyah dalam tradisi Islam dapat diterima jika telah melalui
verifikasi sebagaimana yang dikenal di dalam ilmu hadis. Di sisi lain,
historiografi dalam Islam juga tidak semuanya berdasarkan tradisi
lisan, melainkan ada sumber-sumber sejarah berupa catatan pribadi

dan dokumen-dokumen perjanjian.®’

Berdasarkan keterangan di atas, teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini akan mengacu pada riwayat-riwayat yang ada di
dalam literatur sejarah yang ditulis sejak abad ke 2 sampai 5 H
dengan melalui 3 tahapan.® Pertama, menghimpun sumber (jam * al-
usu/‘) atau mengumpulkan semua riwayat tentang tema yang
berkaitan dalam penelitian ini. Kedua, kritik sumber (naqd al-usul)
dengan cara kritik sanad dan matan. Kritik sanad untuk mendapatkan
kebenaran para rawinya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk

menilai kandungan riwayat apakah bertentangan dengan Alquran

Law: The Origins of the Islamic Patronate, (London: Cambridge University
Press, cet. 11, 2002); Ditulis bersama Michael Cook, Hagarism: The Making of
the Islamic World, (London: Cambridge University Press, 1977); dan ditulis
bersama Martin Hinds, God’s Caliph: Religious Authority in the Firs Centuries
of Islam, (London: Cambridge University Press, 2003); Karya Donner ditulis
dalam buku berjudul Muhammad and The Believers; at The Origin of Islam yang
sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Syafaatun Almirzanah
dengan judul Muhammad Dan Umat Beriman: Asal Usul Islam, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, cet. I, 2015).

87 Sezgin, Tarikh Al-Turas Al- ‘Arabi, vol. Il, 3-7.

8 Beberapa tahapan ini sebagian mengikuti sistematika penulisan sejarah
menurut Hasan ‘Usman dalam bukunya Hasan ‘Usman, Manhaj Al-Bahs Al-
Tarikhi, (Kairo: Dar al-Ma‘arif, cet. VIII, t.t.).
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G.

atau tidak. Ketiga, menarasikan sejarah (al- ‘ard al-tarikhi). Dalam
menarasikan ini dilakukan interpretasi, karena sebagaimana yang
disampaikan Farid bin Sulaiman, pada dasarnya menulis sejarah
bukan menginformasikan kenyataan dari peristiwa, tapi
menginterpretasikannya. Sejarah tidak mungkin ditulis secara
objektif dalam arti bebas nilai dan memberikan gambaran
sebagaimana aslinya, karena sumber sejarah “bukan fakta”, tapi
“informasi tentang fakta”. Farid mengatakan, “sejarah bukan
pengetahuan terhadap peristiwa, melainkan pengetahuan tentang
informasi dari peristiwa” (al-tarikh laisa ‘ilman li al-wagqi‘, bal

ma ‘rifah bi khabar ‘an al-wagi ‘).%

Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disajikan ke dalam lima bab. Bab pertama
berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup,
pertanyaan penelitian, beberapa penelitian terdahulu dengan tema
terkait, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab
pendahuluan ini, kegelisahan akademis serta fokus penelitian dapat

dengan mudah dipahami.

Bab dua berisi pembahasan tentang kondisi sosial masyarakat
Madinah yang menjadi latar belakang terbentuknya Sahifah Al-
Madinah, pandangan beberapa sarjana terhadap autentisitasnya, dan

isi Sahifah Al-Madinah yang berkaitan dengan kebebasan beragama.
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Melalui penjelasan ini, pertanyaan pertama dalam penelitian

menemukan jawabannya.

Bab tiga mengkaji Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yang dimulai dari
uraian tentang keberagaman riwayat tentangnya, latar belakang
kemunculan Perjanjian Umar yang disebut dengan al- ‘Uhdah al-
‘Umariyah dan riwayat Perjanjian Umar yang diistilahkan dengan Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah. Al-Syurut Al- ‘Umariyyah selain akan dikaji sisi
riwayat dan sejarahnya, juga dijelaskan kontruksi kebebasan beragama
di dalam isinya. Berdasarkan uraian dari bab ini pertanyaan kedua dari

rumusan masalah dapat terjawab.

Bab empat mengkaji faktor-faktor pergeseran hak kebebasan
beragama dalam Islam dengan berdasarkan pada dua bab sebelumnya,
yaitu bab dua dan bab tiga. Bab empat dimulai dari penjelasan
pandangan Nabi Muhammad SAW terhadap kebebasan beragama
dengan mengacu pada Sahifah Al-Madinah, lalu dilanjutkan
pembahasan tentang kondisi dan situasi yang dihadapi para sahabat
pasca Nabi Muhammad SAW wafat, serta masa terbentuknya kerajaan
di dalam Islam. Dua periode pasca Nabi SAW wafat menjadi sejarah
yang sangat penting untuk melihat pergeseran kebebasan beragama di
dalam Islam yang tercermin melalui Al-Syurut Al- ‘Umariyyah. Dari
pembahasan bab empat, pertanyaan ketiga di dalam penelitian ini

menemukan jawabannya.

Bab lima berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang ada di

dalam setiap bab. Kesimpulan ini mengacu pada pertanyaan penelitian
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yang diberikan jawaban-jawabannya di dalam bab dua, tiga, dan
empat. Dengan demikian semua bab dalam penelitian ini saling
berkelindan dan dapat ditangkap logika atau alur berpikirnya. Dalam
bab lima juga akan dijelaskan saran yang berisi berbagai kemungkinan

penelitian-penelitian lanjutan dengan tema serupa.



BAB 11
HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM SAHIFAH
AL-MADINAH

A. Kondisi Sosial dan Historis Sahifah Al-Madinah

Sahifah Al-Madinah ialah istilah yang digunakan
untuk menyebut perjanjian yang dilakukan Nabi
Muhammad SAW dengan penduduk Madinah. Selain kata
sahifah ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk
menyebut perjanjian ini, seperti kitab, wada‘a
(muwada ‘ah), al-‘ahd (mu‘ahadah), half, wasigah, dan
dustur. Tulisan ini lebih memilih menggunakan kata
sahifah yang secara literal berarti “lembaran tertulis”
dengan alasan istilah ini digunakan oleh Nabi Muhammad
sendiri dalam menyebutkan isi perjanjiannya, Yyaitu

disebutkan sebanyak 7 kali.

Istilah kitab disebutkan satu Kkali oleh Nabi
Muhammad dalam naskah perjanjiannya dan dijadikan
istilah oleh para sejarawan awal seperti Ibn Ishag (w. 151
H/ 769 M) dalam riwayat lbn Hisyam (w. 213 H)' Abi

! Abd al-Malik lbn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, (Mesir:
Syirkah wa Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi, cet. 1l,
1955), vol. I, 501.
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“Ubaid al-Qasim (w. 224 H),2 Al-Balazuri (w. 279 H),® dan
yang lainnya. Kata wada ‘a yang berarti perjanjian, al- ‘ahd
yang juga bermakna perjanjian, dan half yang memiliki
makna sumpah, juga digunakan para sarjana masa lampau
untuk menyebutkan kesepakatan yang dilakukan Nabi
SAW dengan penduduk Madinah.* Sedangkan istilah
wasigah dan dustur digunakan oleh para sejarawan dan
penulis belakangan seperti Muhammad Hamidullah (w.
2002 M), Ahmad Ibrahim Al-Syarif,> Ramadan Al-Bufi (w.
2013 M),5 Ahmad Qa’id Al-Syu‘aibi,” dan yang lainnya.

Istilah sahifah dan kitab memiliki arti lembaran yang
di dalamnya terdapat tulisan. Hal ini menunjukan bahwa

2 Abli *Ubaid Al-Qasim, Kitab Al-Amwal, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.), 260.

3 Ahmad bin Yahya Al-Balazuri, Jumal Min Ansab Al-Asyraf,
(Beirut: Dar al-Fikr, cet. 1, 1996), vol. I, 308.

4 Ibn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. I, 501; Al-Qasim,
Kitab Al-Amwal, 260; Al-Balazuri, Jumal Min Ansab Al-Asyraf, vol.
I, 308; Abu al-Fida™ Ibn Kasir, Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, (Beirut:
Dar al-Ma'’rifah, cet. I, 1976), vol. III, 224.

5 Ahmad lbrahim Al-Syarif, Makkah Wa Al-Madinah Fi Al-
Jahiliyyah Wa 'Ahd Al-Rasul, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, cet. I,
1985), 409.

6 Muhamad Said Ramadhan Al-Buthi, Figh Al-Sirah Al-
Nabawiyyah Ma‘a Mujiz Li Tarikh Al-Khilafah Al-Rasyidah, (Beirut:
Dar al-Fikr al-Mu‘asir, cet. X, 1991), 222.

7 Ahmad Qa'id Al-Syu‘aibi, Wasigah Al-Madinah: Al-
Madmun Wa Al-Dilalah, (Qatar: Wuzarah al-Augaf wa al-Syu un al-
Islamiyah, cet. I, 2006).
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perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad ditulis di atas
bahan tulis yang berkembang pada masanya. Istilah
wasigah yang berarti “piagam” atau “dokumen tertulis”
dan dustur yang memiliki arti “undang-undang dasar” atau
“konstitusi” lebih mengacu pada penyamaan terhadap
produk aturan yang dikeluarkan di dalam negara modern
sebagaimana penjelasan Al-Buti, Al-Syu‘aibi, Muhammad
‘Umar Al-Syahin, dan yang lainnya yang melihat Sahifah
sebagai konstitusi negara Islam (al-daulah al-Islamiyyah)
yang didirikan Nabi Muhammad SAW.®

Sahifah Al-Madinah berakar dari tradisi Arab pra
Islam yang berupa al-half, al-‘ahd, atau al-misaq, yakni
perjanjian yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak
yang pada intinya kesepakatan untuk hidup berdampingan
dengan aman, damai, dan saling tolong menolong.
Konsekuensi dari perjanjian ini semua orang yang terlibat
di dalamnya harus memenuhi semua hal yang telah
disepakati. Perjanjian bisa dilakukan antar individu (baina

al-afrad) atau antar kelompok (baina al-jama‘at) dengan

8 Al-Buthi, Figh Al-Sirah Al-Nabawiyyah Ma ‘a Mujiz Li Tarikh

Al-Khilafah Al-Rasyidah, 225; Al-Syu‘aibi, Wasigah Al-Madinah: Al-
Madmun Wa Al-Dilalah, 55; Muhammad Umar Al-Syahin, “Usus Al-
Daulah Al-Islamiyyah Fi Al-Madinah Al-Munawwarah,” Majallah
Jami’ah Kirkuk Li Al-Dirasat Al-Insaniyyah 4, no. 2 (2009): 100-101.
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tujuan untuk mendapatkan kemanfaatan bersama dan
menjaga kepentingan pribadi dan publik (al-darurah wa al-
difa® ‘an masalih khassah au ‘ammah) dalam bentuk

ekonomi, sosial, maupun politik.®

Perjanjian-perjanjian di atas banyak dilakukan oleh
kabilah-kabilah kecil atau lemah, sedangkan untuk kabilah
besar dan kuat, mereka tidak mengadakan perjanjian
kesepakatan dengan kabilah lainnya dan membanggakan
diri dengan tidak mengandalkan pada kekuatan lain dalam
menjaga keamanan kabilahnya. Perjanjian dilakukan
dengan durasi waktu tertentu dan akan terus berlanjut
kecuali jika salah satu dari dua pihak melanggar aturan

yang disepakati bersama.

Selain perjanjian dalam bentuk al-half, al-‘ahd atau
al-misagq, dikenal juga tradisi al-jiwar, yaitu permohonan
perlindungan terhadap seseorang atau kabilah dengan cara
menyewanya. Dalam perjanjian ini orang yang menyewa
(al-jar) berkewajiban membayar upah atas jasa
perlindungan yang diberikan oleh orang yang disewanya
(al-mujir) kecuali jika melanggar perjanjian, yakni tidak

memberikan perlindungan kepadanya. Al-jiwar dilakukan

® Jawwad ’Ali, Al-Mufassal Fi Tarikh Al-’Arab Qabla Al-

Islam, (Baghdad: Jami’ah Baghdad, 1993), vol. 1V, 370-372.
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oleh kabilah kecil kepada kabilah yang lebih besar dengan
tujuan supaya mendapatkan perlindungan atas jiwa,
keluarga dan hartanya. Orang-orang yang meminta
perlindungan (al-jiwar) dalam tradisi Arab pra Islam
(jahiliyah) memiliki kehormatan yang harus dijaga bagi
orang-orang yang diminta melindunginya, salah satunya
keharusan menutupi aib-aibnya, tidak menyakiti, dan
berinteraksi dengan baik. Orang-orang yang meminta
perlindungan ini tidak harus tinggal berdekatan atau
bertetangga dengan  orang-orang yang  diminta
melindunginya, tapi juga bisa berjauhan.°

Tradisi di atas terjadi sebab struktur masyarakat Arab
yang terkotak-kotak ke dalam berbagai kabilah, yakni
perkumpulan antar keluarga yang memiliki garis nasab
kepada leluhur yang sama. Setiap kabilah memiliki
pemerintahannya sendiri yang mengatur semua anggota
kabilah, dan semua orang akan patuh terhadap aturan di
dalam kabilahnya masing-masing. Solidaritas dan loyalitas
dibangun di atas pertalian darah kabilah. Jika ada anggota

kabilah bermasalah dengan kabilah lain maka semua

10°AT, vol. 1V, 360-363, 392.
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anggota kabilah akan terlibat membantu tanpa

mempedulikan saudara sekabilahnya benar atau salah.!

Struktur masyarakat yang terdiri dari unit-unit kecil
yang diikat dengan pertalian darah serta kemandirian
politik di dalam masing-masing kabilah menjadikan setiap
kabilahn membutuhkan bantuan berupa kekuatan,
perlindungan atau perjanjian damai dari kabilah lainnya
dalam rangka mewujudkan kepentingannya masing-
masing. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya tradisi
perjanjian kesepakatan dalam masyarakat Arab pra Islam

seperti al-half, al- ‘ahd, al-misag, dan al-jiwar.

Penduduk Madinah yang terdiri dari Bangsa Yahudi
dan Arab masing-masing kabilahnya mengadakan
perjanjian damai atau sumpah setia (al-half) dengan
kabilah lain, baik sebangsa maupun berbeda. Perjanjian
damai mengalami berbagai perubahan seiring dengan
dinamika masyarakat. Dua kabilah besar Bangsa Arab
yang datang dari Yaman, Aus dan Khazraj, yang semula
mengadakan perjanjian damai dengan beberapa kabilah
Yahudi yang terlebih dahulu tinggal di Madinah, dalam

perjalanannya menjadi terbalik, yakni kabilah-kabilah
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Yahudi yang meminta berdamai dengan Aus dan Khazraj.
Demikian juga dengan Aus dan Khazraj yang semula
berdamai dan satu keturunan, dalam perjalanan sejarahnya

mengalami perpecahan hingga terjadi perang.'?

Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki Madinah,
kondisi masyarakat di dalamnya tidak lepas dari pengaruh
dinamika sosial dan politik yang terjadi pada masa-masa
sebelumnya, yakni terpecah ke dalam berbagai kabilah dan
saling bersaing serta bermusuhan. Sebagaimana tradisi
perjanjian yang sudah berlangsung dilakukan masyarakat
Arab pra Islam, Nabi Muhammad juga mengadakan
perjanjian dengan kabilah dan keluarga-keluarga di
Madinah, baik dari Bangsa Arab, Aus dan Khazraj,
maupun Bangsa Yahudi. Salah satu dokumen perjanjian
yang berhasil diabadikan para sejarawan muslim yaitu
perjanjian yang dalam tulisan ini disebut Sahifah Al-
Madinah.

Dokumen lengkap Sahifah Al-Madinah pertama kali

dimuat oleh Ibn Ishag melalui riwayat Ibn Hisyam (w. 213

12 Sejarah, perkembangan dan dinamika masyarakat Madinah

pra Islam dapat dibaca dalam Al-Syarif, Makkah Wa Al-Madinah Fi
Al-Jahiliyyah Wa 'Ahd Al-Rasul, 341-368; Nasir Al-Sayyid, Yahudu
Yasrib Wa Khaibar: Al-Ghazawat Wa Al-Sira’, (Beirut: Al-Maktabah
Al-Sagafiyyah, cet. I, 1992), 23-26.
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H),* lalu diriwayatkan oleh beberapa sejarawan setelahnya
seperti Abu Bakr Al-Baihagi (w. 458 H),** Ibn Sayyid al-
Nas (w. 734 H),*® Ibn Kasir (w. 774 H),'® dan yang lainnya.
Kendati Ibn Ishaq tidak menyebutkan sanadnya, namun Al-
Baihagi dan beberapa sarjana lain seperti Abu ‘Ubaid Al-
Qasim (w. 224 H)! dan Ibn Zanjawaih (w. 251 H)
menyebutkannya. Rincian sanad yang disampaikan Al-
Baihagi yaitu dari Abu ‘Abdillah al-Hafiz, dari Abu al-
‘Abbas Muhammad bin Ya‘qub, dari Ahmad bin ‘Abd al-
Jabbar, dari Yunus bin Bukair, dari Ibn Ishaq, dari ‘Usman
bin Muhammad bin ‘Usman bin al-Akhnas bin Syarig.
‘Usman mengatakan: “Saya mengambil dokumen ini dari
keluarga Umar bin Khatab. Keberadaannya menjadi satu
dengan dokumen tentang sedekah yang ditulis Umar

kepada para pegawainya”.!®

13 Ibn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. I, 501-504.

4 Abl Bakar Al-Baihadi, Al-Sunan Al-Kubra, (Beirut: Dar al-
Kutub al-’TImiyyah, cet. I1I, 2003), vol. VIII, 184.

15 Muhammad Ibn Sayyid al-Nas, 'Uyun Al-Asar Fi Funun Al-
Maghazi Wa Al-Syama’il Wa Al-Siyar, (Beirut: Dar al-Qalam, cet. I,
1993), vol. 1, 227-229.

16 1bn Kasir, Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, vol. 111, 224-225.

17 Al-Qasim, Kitab Al-Amwal, 260-266.

18 Abl Ahmad Humaid lbn Zanjawaih, Al-Amwal, (Saudi
Arabia: Markaz al-Malik Faisal li al-Buhus wa al-Dirasat al-
Islamiyyah, cet. I, 1986), 331, dan 466-471.

19 Al-Baihadji, Al-Sunan Al-Kubra, vol. VIII, 184.
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Jalur sanad yang disampaikan Abu ‘Ubaid Al-Qasim
yaitu dari Yahya bin ‘Abdillah bin Bukair dan Abdillah bin
Salih, keduanya dari Al-Lais bin Sa‘d, dari ‘Uqail bin
Khalid, dari Ibn Syihab. Ibn Syihab mengatakan: “Telah
sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah menulis
dokumen ini”.?° Sanad dari lbn Zanjawaih sama dengan
sanad yang disampaikan Al-Qasim, yaitu dari Abdillah bin
Salih, dari Al-Lais bin Sa‘d, dari ‘Uqail, dari Ibn Syihab.?!

Berdasarkan mata rantai riwayat di atas, Sahifah Al-
Madinah memiliki dua jalur, yaitu dari ‘Usman bin
Muhammad yang mendapatkan dokumennya dari keluarga
Umar bin Khathab, dan dari 1bn Syihab. Kedua rawi ini
oleh para pakar hadis dinilai sebagai orang yang dapat
dipercaya. Ibn Hibban (w. 354 H) mengatakan, “Usman bin
Muhammad al-Akhnas al-Sagafi adalah orang yang takut
dan bertakwa kepada Allah”.?2 Al-Zahabi (w. 748 H)
menilainya sebagai orang yang sangat jujur (sadug).

Jamaluddin Ibn al-Zakiy (w. 742 H) menginformasikan

20 Al-Qasim, Kitab Al-Amwal, 260.

2L |bn Zanjawaih, Al-Amwal, 331.

2 Muhammad bin Hibban Al-Tamimi, Al-Sigat, (India:
Wuzarah al-Ma’arif li al-Hukimah al-’Aliyah al-Hindiyah, cet. I,
1973), vol. IX, 45-46.

23 Syamsuddin Al-Zahabi, Mizan Al-/'tidal Fi Naqd Al-Rijal,
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, cet. I, 1963), vol. 111, 52.
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dari Yahya bin Ma‘in bahwa ‘Usman bin Muhammad
sebagai orang yang dapat dipercaya (Siqgah).?* Nama Ibn
Syihab tidak diragukan lagi kealimannya dalam bidang
hadis. Disebutkan dalam Al-Tabagat al-Kubra karya lbn
Sa‘d (w. 230 H), Malik bin Anas mengatakan: “Saya tidak
pernah menemukan orang pintar sekaligus ahli hadis di
Madinah kecuali Ibn Syihab al-Zuhri”.?®

Dengan demikian Sahifah Al-Madinah autentisitasnya
tidak dapat diragukan. Para sarjana dari masa lalu hingga
sekarang mayoritas mengakui bahwa Nabi Muhammad
pernah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi,
orang-orang Arab dari kabilah Aus dan Khazraj atau
sahabat Ansor, dan orang-orang Quraisy yang hijrah ke
Madinah atau sahabat Muhajirin. Para sarjana hanya
berbeda pendapat dalam dua hal, yaitu waktu pembuatan
dan keutuhan dokumennya. Menurut Akram Diya al-
‘Umari, Sahifah Al-Madinah dibuat dua kali. Pertama;
pasal-pasal perjanjian dengan orang-orang Yahudi dibuat
pada saat kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, yaitu

tahun 1 H sebelum Perang Badar. Kedua; pasal-pasal yang

24 Jamaluddin Ibn al-Zaki, Tahzib Al-Kamal Fi Asma” Al-Rijal,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. I, 1980), vol. X1X, 488.

25 Abl ’Abdillah Ibn Sa’d, Al-Tabaqgat Al-Kubra, (Beirut: Dar
al-Kutub al-"Timiyyah, 1990), vol. II, 296.
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berisi perjanjian antara sahabat Ansor dan Muhajirin dibuat

pada tahun ke 2 H setelah terjadi Perang Badar.?®

Pendapat Al-‘Umari berdasarkan argumen pada
riwayat dari Abu ‘Ubaid al-Qasim, Al-Balazuri, dan Al-
Tabari yang menginformasikan Nabi Muhammad ketika
datang ke Madinah melakukan perjanjian dengan orang-
orang Yahudi. Hal itu dilakukan sebelum Islam besar dan
kuat, serta sebelum ada kewajiban membayar jizyah bagi
non muslim.?” Adapun pendapat tentang perjanjian antara
sahabat Ansor dan Muhajirin dilakukan setelah Perang
Badar berdasarkan pada riwayat dari Al-Tabari yang
menginformasikan bahwa Nabi SAW pada tahun ke 2 H
membuat perjanjian di antara keduanya tentang aturan

membayar diyat (al-ma‘aqil) dan digantung di

% Akram Diya’ Al-Umari, Al-Sirah Al-Nabawiyyah Al-

Sahihah, (Madinah: Maktabah al->Ulum wa al-Hikam, cet. VI, 1994),
vol. I, 276 dan 281.

27 Al-Qasim, Kitab Al-Amwal, 266; Al-Balazuri, Jumal Min

Ansab Al-Asyraf, vol. I, 286; Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Tarikh
Al-Rusul Wa Al-Muluk, (Beirut: Dar al-Turas, cet. 11, 1387 H), vol. 1l,
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pedangnya.?® Informasi tentang perjanjian diyat ini

ditemukan juga dalam riwayat Ibn Sa‘d dan Al-Bukhari.?®

Dengan demikian menurut Al-‘Umari, Sahifah Al-
Madinah yang naskah lengkapnya pertama Kkali
diriwayatkan Ibn Ishaq dalam karya Ibn Hisyam bukan
kesatuan perjanjian dalam satu dokumen yang utuh,
melainkan dua perjanjian yang kemudian disatukan oleh
sejarawan.®® Sarjana lain yang berpendapat demikian yaitu
Montgomery Watt. Menurutnya, pasal-pasal dalam Sahifah
Al-Madinah dibuat dua kali. Pertama; antara tahun 1-3 H/
622-624 M yang berisi perjanjian antara Nabi Muhammad
dengan umat Islam Muhajirin dan Ansor. Kedua; tahun ke
6 H/ 627 M yang berisi perjanjian antara Nabi SAW dengan
umat Yahudi. Watt berpandangan, Sahifah Al-Madinah
tersusun dari dua perjanjian yang berbeda, yaitu perjanjian
yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan Muhajirin
dan Ansor, serta perjanjian Nabi SAW dengan orang-orang
Yahudi. Watt berargumen, bukti perjanjian Nabi SAW
dengan orang-orang Yahudi dilakukan pada tahun ke 6 H/

28 Al-Tabari, Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk, vol. 11, 486.

2 Ibn Sa’d, Al-Tabagat Al-Kubra, vol. I, 377; Muhammad bin
Isma‘il Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Dar Tuq al-Najah, cet. I, 1422
H), vol. 111, 20, vol. 1V, 100, 102, dan vol. VIII, 154.

30 Al-’Umari, Al-Sirah Al-Nabawiyyah Al-Sahihah, vol. I, 281.
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627 M vyaitu tiga kabilah besar Yahudi, yakni Bani Nadir,
Bani Quraizah, dan Bani Qainuga‘ tidak disebutkan dalam
naskah perjanjiannya. Dengan demikian perjanjian Nabi
SAW dengan Yahudi dilakukan setelah terjadi pengusiran
3 kabilah besar itu dari Madinah.®

Sejarawan Yahudi, Israel Wolfensohn berpendapat,
Sahifah Al-Madinah berasal dari berbagai perjanjian
kesepakatan yang dilakukan Nabi SAW dengan beragam
suku di Madinah. Menurutnya, Nabi Muhammad
melakukan perjanjian dengan kabilah-kabilah Yahudi tidak
hanya sekali, tapi berulangkali. Perjanjian yang di
kemudian hari disebut dengan Sahifah hanya mencakup
beberapa perjanjian saja yang berhasil didokumentasikan

sejarawan muslim Ibn Ishag.%

Beberapa pendapat di atas pada intinya sepakat bahwa
Nabi SAW telah melakukan perjanjian dengan orang-orang
Yahudi, sahabat Ansor dan Muhajirin. Hanya saja mereka
berbeda pendapat dalam hal kapan perjanjian dilakukan,

dan keutuhan naskah dokumennya. Perbedaan ini

31 W. Montgomery Watt, Al-Fikr Al-Siyasi Al-Islami, 1st ed.
(Beirut: Dar al-Hadasah, 1981), 11-12.

32 Israel Wolfensohn, Tarikh Al-Yahud Fi Bilad Al- ‘4rab Fi Al-
Jahiliyyah Wa Sadr Al-Islam (Mesir: Matba‘ah al-I‘timad bi Syari*
Hasan al-Akbar, 1927), 115.

69



70

disebabkan karena ketiadaan informasi yang jelas di dalam
literatur sejarah Islam awal. Sumber-sumber yang
dijadikan dasar oleh Al-‘Umari yang diambil dari riwayat
Abu ‘Ubaid al-Qasim, Al-Balazuri, dan Al-Tabari hanya
menginformasikan bahwa Nabi Muhammad ketika datang
ke Madinah melakukan perjanjian dengan orang-orang
Yahudi. Sumber-sumber ini tidak menginformasikan
apakah perjanjian ini juga mencakup perjanjian dengan
sahabat Ansor dan Muhajirin atau tidak. Karena itu Al-
‘Umari berkesimpulan perjanjian yang dibuat Nabi SAW
pada tahun 1 H ini hanya dengan orang-orang Yahudi,
sedangkan perjanjian dengan sahabat Ansor dan Muhajirin

baru dilakukan pada tahun setelahnya.

Pendapat Al-‘Umari mengantarkan pada kesimpulan,
Nabi SAW lebih mendahulukan mengadakan perjanjian
dengan orang-orang Yahudi daripada sahabat Ansor dan
Mubhajirin, padahal dalam berbagai riwayat diinformasikan
bahwa kedatangan Nabi SAW dan sahabatnya ke Madinah
ditolong oleh orang-orang dari kabilah Aus dan Khazraj.
Karena sikap menolong ini kabilah Aus dan Khazraj
disebutnya dengan “sahabat Ansor” yang berarti para
penolong. Penulis berkesimpulan, perjanjian yang

dilakukan Nabi SAW pada saat kedatangannya ke Madinah



selain dengan orang-orang Yahudi, juga mencakup
perjanjian dengan sahabat Ansor dan Mubhajirin, yakni
pasal-pasal dalam Sahifah Al-Madinah semuanya dibuat
ketika Nabi SAW baru datang ke Madinah atau pada tahun
1H.

Pendapat Montgomery Watt yang menyatakan
perjanjian dengan orang-orang Yahudi baru dilakukan
setelah terjadi pengusiran terhadap orang-orang Yahudi
dari Madinah atau pada tahun ke 6 H/ 627 M berdasarkan
pada pemahamannya bahwa tiga kabilah besar Yahudi,
yakni Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuga‘ tidak
termaktub di dalam Sahifah juga tidak dapat dijadikan
alasan kuat untuk mengambil kesimpulan demikian.
Pertama, penyebutan kabilah dalam Sahifah Al-Madinah
bukan berdasarkan pada nama kabilah besarnya, melainkan
menggunakan nama kabilah kecil atau dalam istilah
struktur nasab disebut dengan fasilah seperti Bani ‘Auf,
Bani Haris, Bani Sa‘idah, Bani Najar, dan yang lainnya.
Kedua, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuga‘
sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah menjadi
orang-orang yang mengadakan kesepakatan damai atau
mawali dari kabilah Aus dan Khazraj, Bani Qainuga‘

menjadi mawali dari kabilah Khazraj, Bani Nadir dan Bani
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Quraizah menjadi mawali kabilah Aus. Karenanya dalam
Sahifah tidak disebutkan secara khusus, melainkan

diikutkan pada kabilah yang menjadi pelindungnya.®

Berdasarkan uraian di atas penulis menegaskan bahwa
Sahifah Al-Madinah yang dalam penelitian ini mengacu
pada riwayat dari Ibn Ishag yang dimuat dalam karya lbn
Hisyam dibuat oleh Nabi Muhammad pada masa-masa
awal kedatangannya ke Madinah atau tahun 1 H. Kendati
demikian, perjanjian yang dilakukan Nabi SAW bukan
berarti hanya yang tercantum dalam Sahifah Al-Madinah
saja, melainkan ada banyak perjanjian yang dilakukan Nabi
SAW baik dengan kabilah-kabilah Yahudi, Arab (Aus,

Khazraj, dan lain-lain), maupun dengan kabilah-kabilah

33 Dalam sejarah yang sangat panjang awalnya kabilah Aus dan
Khazraj yang menjadi mawali dari orang-orang Yahudi yang lebih
dahulu menduduki Madinah. Seiring berjalannya waktu terjadi
dinamika sosial yang menjadikan kabilah Aus dan Khazraj lebih
berkuasa daripada Yahudi. Dalam kondisi demikian yang
membentang hingga menjelang kedatangan Nabi SAW ke Madinah,
kabilah-kabilah Yahudi mengadakan kesepakatan damai dengan
kabilah Aus dan Khazraj. Kepada Aus dan Khazraj, Yahudi
mengatakan, “sesungguhnya kami adalah tetangga dan orang-orang
yang dilindungi kalian” (innama nahnu jiranukum wa mawalikum).
Lihat, Abu al-Faraj Al-Asbihani, Al-Aghani, (Beirut: Dar Ihya™ al-
Turas al-’Arabi, cet. 1, 1994), vol. XXII, 348; Al-Sayyid, Yahudu
Yasrib Wa Khaibar: Al-Ghazawat Wa Al-Sira”, 23-26.
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lain seperti dengan kabilah Saqjif, orang-orang Yaman, dan

Kristen Najran.

Berikut ini dokumen perjanjian yang dalam penelitian
ini disebut Sahifah Al-Madinah dengan mengacu pada
riwayat Ibn Ishaq yang dimuat dalam Al-Sirah al-
Nabawiyyah karya Ibn Hisyam. Penomoran pasal
berdasarkan pada dokumen yang dimuat dalam Majmu ah
al-Wasa'iq al-Siyasiyyah li al-‘4hd al-Nabawi wa al-
Khilafah al-Rasyidah karya Muhammad Hamidullah yang

juga berdasarkan pada riwayat Ibn Hisyam.3*

o N B A g

AP or oreedly B o [ sl @) et e ol s
prins ol o Gould ogad oy O [l

093 e Bl g el (,.AT 2
Byl gile Oglly @Ry e O gy gy o i B 0 O gl
o U ol

e gub il Sy (J5Y) gl O gy gy o G sy 4
v B o ol g O g el

Wb Uy (Y pgllas OBl wgemy S [o ool @ sy S
o B o el g B9 Al Wil s

3 lbn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. |, 401-405;
Muhammad Hamidullah, Majmuah A/-Wasa'iq Al-Siyasiyyah Li Al-
‘Ahd Al-Nabawi Wa Al-Khilafah Al-Rasyidah, (Beirut: Dar al-Nafa’is,
cet. VI, 1987), 57-64.
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang

1-

Ini adalah tulisan perjanjian dari Muhammad seorang nabi
dan utusan Allah antara orang-orang yang beriman, umat
Islam Quraisy, penduduk Yatsrib, dan orang-orang yang
mengikuti mereka, bergabung dengan mereka, dan berjuang
bersama mereka.

Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu yang terpisah
dari lainnya.

Imigran dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan yang
baik yang berlaku di kalangan mereka, saling bersekutu
dalam membayar diyat di antara mereka, dan saling
bersekutu dalam menebus tawanan mereka sendiri dengan
cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman.
Banu ‘Auf tetap mengikuti adat kebiasaan yang baik yang
berlaku di kalangan mereka, mereka saling bersekutu dalam
membayar diyat sebagaimana persekutuan mereka dalam
membayar diyat yang pertama (yang sudah-sudah atau
berlalu). Masing-masing kelompok harus menebus tawanan
mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara
orang-orang yang beriman.

Banu Haris bin Khazraj tetap mengikuti adat kebiasaan
yang baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka saling
bersekutu dalam membayar diyat sebagaimana persekutuan
mereka dalam membayar diyat yang pertama (yang sudah-
sudah atau berlalu). Masing-masing kelompok harus
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan
adil di antara orang-orang yang beriman.

Banu Sa‘idah tetap mengikuti adat kebiasaan yang baik
yang berlaku di kalangan mereka, mereka saling bersekutu
dalam membayar diyat sebagaimana persekutuan mereka
dalam membayar diyat yang pertama (yang sudah-sudah
atau berlalu). Masing-masing kelompok harus menebus
tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di
antara orang-orang yang beriman.

77



10-

11-
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Banu Jusyam tetap mengikuti adat kebiasaan yang baik
yang berlaku di kalangan mereka, mereka saling bersekutu
dalam membayar diyat sebagaimana persekutuan mereka
dalam membayar diyat yang pertama (yang sudah-sudah
atau berlalu). Masing-masing kelompok harus menebus
tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di
antara orang-orang yang beriman.

Banu al-Najjar tetap mengikuti adat kebiasaan yang baik
yang berlaku di kalangan mereka, mereka saling bersekutu
dalam membayar diyat sebagaimana persekutuan mereka
dalam membayar diyat yang pertama (yang sudah-sudah
atau berlalu). Masing-masing kelompok harus menebus
tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di
antara orang-orang yang beriman.

Banu ‘Amr bin ‘Auf tetap mengikuti adat kebiasaan yang
baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka saling
bersekutu dalam membayar diyat sebagaimana persekutuan
mereka dalam membayar diyat yang pertama (yang sudah-
sudah atau berlalu). Masing-masing kelompok harus
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan
adil di antara orang-orang yang beriman.

Banu al-Nabit tetap mengikuti adat kebiasaan yang baik
yang berlaku di kalangan mereka, mereka saling bersekutu
dalam membayar diyat sebagaimana persekutuan mereka
dalam membayar diyat yang pertama (yang sudah-sudah
atau berlalu). Masing-masing kelompok harus menebus
tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di
antara orang-orang yang beriman.

Banu Aus tetap mengikuti adat kebiasaan yang baik yang
berlaku di kalangan mereka, mereka saling bersekutu dalam
membayar diyat sebagaimana persekutuan mereka dalam
membayar diyat yang pertama (yang sudah-sudah atau
berlalu). Masing-masing kelompok harus menebus tawanan
mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara
orang-orang yang beriman.



12- Orang-orang yang beriman tidak boleh meninggalkan orang
fakir di antara mereka untuk memberikan uang kepadanya
dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau
membayar denda. [b] Dan seorang mukmin tidak boleh
mengadakan perjanjian damai dengan sekutu orang mukmin
lainnya.
Orang-orang beriman yang bertakwa harus menentang
orang dari kelompoknya yang berbuat lalim, atau
melakukan tindakan zalim, atau perbuatan dosa, atau
permusuhan, atau berbuat kerusakan di antara orang-orang
yang beriman. Tangan-tangan mereka harus bersatupadu
dalam menentang tindakan itu meski terhadap anaknya
sendiri.

Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya

karena (membela) orang kafir, seorang mukmin tidak boleh

menolong orang kafir untuk menyerang mukmin lainnya.

Sesungguhnya tanggungan Allah itu satu, yaitu melindungi

orang-orang yang lemah. Sesungguhnya sebagian dari

orang-orang yang beriman adalah sekutu bagi sebagian
lainnya.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang mengikuti kita

berhak mendapatkan pertolongan dan perlindungan, tidak

boleh dizalimi dan tidak boleh dikalahkan (diserang).

Sesungguhnya perdamaian orang-orang yang beriman itu

satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian

damai dengan meninggalkan orang mukmin lain dalam
berperang di jalan Allah kecuali atas dasar persamaan dan
keadilan di antara mereka.

18- Semua orang yang berperang bersama kami sebagiannya
harus bergiliran dengan sebagian yang lain.

19- Sesungguhnya orang-orang yang beriman harus saling
membela dari darah yang tertumpah dalam perang di jalan
Allah.

20- Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus
berada dalam sebaik-baik petunjuk dan seteguh-teguhnya.

13

14

15

16

17
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22-
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24-

25-

26-

27-

28-
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[b] Orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa
orang-orang Quraisy, dan tidak boleh menguatkannya yang
bisa merugikan seorang mukmin.

Barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan
pembunuhan yang ada buktinya maka ia dihukum mati
(gisas), kecuali wali (keluarga) orang yang dibunuh rela
dengan menerima uang ganti. Semua orang-orang yang
beriman harus mencela perbuatan itu, dan tidak boleh
(bertindak) kecuali menjatuhkan hukuman kepadanya.
Tidak boleh bagi seorang mukmin yang mengakui
kesepakatan yang tertulis di dalam lembaran ini dan
beriman kepada Allah dan Hari Akhir menolong orang yang
melakukan kejahatan dan memberikan perlindungan
kepadanya. Barang siapa menolong orang yang berbuat
jahat atau memberikan perlindungan kepadanya maka ia
mendapatkan laknat Allah dan murka-Nya pada Hari
Kiamat, dan tidak diterima segala pengakuan dan
persaksiannya.

Apabila kalian berselisin dalam suatu persoalan maka
kembalikan kepada Allah dan Muhammad.

Orang-orang Yahudi harus memberikan hartanya bersama
orang-orang mukmin selama perang masih berlangsung.
Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat dengan orang-orang
mukmin. Yahudi berhak menjalankan agamanya, orang-
orang Islam juga berhak mengamalkan agamanya. Orang-
orang yang bersekutu dengannya dan diri mereka semuanya
mendapatkan kebebasan yang sama kecuali orang yang
berbuat zalim dan dosa. Seseorang tidak berbuat dosa
kecuali menimpa kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
Yahudi Bani Al-Najjar memiliki hak yang sama
sebagaimana Yahudi Bani ‘Auf.

Yahudi Bani Al-Haris memiliki hak yang sama
sebagaimana Yahudi Bani ‘Auf.

Yahudi Bani Sa‘idah memiliki hak yang sama sebagaimana
Yahudi Bani ‘Auf.



29-

30-

31-

32

33

34

35-

36

37

Yahudi Bani Jusyam memiliki hak yang sama sebagaimana
Yahudi Bani ‘Auf.

Yahudi Bani Aus memiliki hak yang sama sebagaimana
Yahudi Bani ‘Auf.

Yahudi Bani Sa‘labah memiliki hak yang sama
sebagaimana Yahudi Bani ‘Auf, kecuali orang yang berbuat
zalim dan salah, maka ia tidak berbuat jahat kecuali
menimpa dirinya dan keluarganya.

Sesungguhnya Jafnah adalah keluarga (batn) dari Yahudi
Bani Sa‘labah memiliki hak yang sama sebagaimana Bani
Sa‘labah.

Bani Syutaibah memiliki hak yang sama sebagaimana
Yahudi Bani ‘Auf. Kebaikan harus bisa melawan
keburukan.

Sekutu Bani Sa‘labah memiliki hak yang sama sebagaimana
Bani Sa‘labah.

Para keturunan Yahudi memiliki hak yang sama
sebagaimana kabilah Yahudi sendiri.

Seseorang tidak boleh keluar berperang kecuali dengan
seizin Muhammad. [b] Seseorang tidak boleh dihalangi
untuk menuntut pembalasan jika dilukai. Orang yang
berbuat kejahatan maka menimpa dirinya sendiri dan
keluarganya kecuali orang yang berbuat zalim.
Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan hukum yang
terbaik.

Orang-orang Yahudi berkewajiban memberikan harta
bendanya, demikian juga dengan orang-orang Islam.
Yahudi dan Muslim harus tolong menolong dalam
menghadapi orang yang memerangi orang-orang Yyang
mengadakan kesepakatan dalam lembaran ini. Yahudi dan
Muslim juga harus saling menasihati dan berbuat baik,
bukan berbuat dosa. [b] Seseorang tidak dinyatakan
bersalah sebab kesalahan yang diperbuat sekutunya.
Sesungguhnya pertolongan harus diberikan kepada orang
yang dizalimi.
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Orang-orang Yahudi membelanjakan hartanya bersama
orang-orang yang beriman selama sedang berperang.
Sesungguhnya Yatsrib haram bagi orang-orang yang
mengadakan kesepakatan dalam lembaran ini.

Orang yang mendapatkan perlindungan harus diperlakukan
sebagaimana diri sendiri (orang yang melindungi), tidak
boleh disakiti dan tidak boleh dizalimi.

Perempuan tidak boleh menjadi orang yang dilindungi
kecuali seizin keluarganya.

Jika ada persoalan yang menimpa orang-orang yang
mengadakan kesepakatan ini atau peristiwa yang
dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka tempat
kembalinya adalah Allah dan Muhammad utusan Allah.
Sesungguhnya Allah akan selalu menjaga orang yang teguh
dan setia terhadap kesepakatan yang ada dalam lembaran
ini, dan Allah selalu menepati janji.

Sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak boleh dilindungi,
begitu juga orang-orang yang menolongnya.

Orang-orang yang mengadakan kesepakatan harus saling
tolong menolong dalam menghadapi orang-orang yang
hendak menyerang Yatsrib.

Jika para penyerang itu diajak berdamai menerima, maka
persetujuan tersebut dapat diterima. Apabila mereka sendiri
mengajak berdamai, maka sambutlah ajakan perdamaian itu
kecuali terhadap orang yang memerangi karena agama. [b]
Setiap orang mendapatkan bagian dari orang-orang yang
berdamai dengannya.

Yahudi Aus dan sekutunya memiliki kewajiban yang sama
untuk menciptakan kebaikan yang murni sebagaimana
orang-orang yang  menyepakati  perjanjian  ini.
Sesungguhnya kebaikan bukanlah kejahatan. Orang yang
melakukannya hanya akan memikul sendiri akibatnya.
Sesungguhnya Allah bersama pihak yang benar dan patuh
menjalankan isi lembar kesepakatan ini.



47- Sesungguhnya orang tidak akan melanggar perjanjian ini

B.

kecuali dia zalim atau berdosa. Barangsiapa keluar atau
tinggal di Madinah maka keselamatannya terjamin kecuali
orang yang zalim atau berbuat dosa. Sesunggunya Allah
selalu melindungi orang yang berbuat baik dan bertakwa.
Demikian juga dengan Muhammad utusan Allah.

Sahifah Al-Madinah Sebagai Kesepakatan Hidup

Bersama

Sebagai bagian dari tradisi perjanjian yang
berlangsung di dalam masyarakat Arab pra Islam Sahifah
Al-Madinah memiliki fungsi sebagai kesepakatan
keamanan dalam bertetangga atau bermasyarakat. Hanya
saja kesepakatan dalam Sahifah memiliki lompatan dan
perubahan yang lebih jauh daripada perjanjian-perjanjian
yang telah berlangsung. Perubahan di sini antara lain dalam
bentuk asosiasi suku-suku atau kabilah yang ada di

Madinah dengan diikat ke dalam aturan bersama.

Dalam pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa mukmin dan
muslim dari Quraisy serta penduduk Yatsrib dan orang-
orang yang mengikutinya; para budak (mawali) atau orang
yang telah dipersaudarakan (mu“akhah) sebagai satu umat
yang terpisah dari yang lainnya (ummah wahidah min duni

al-nas). Poin ini menegaskan bahwa struktur masyarakat
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Arab yang sebelumnya hanya terdiri dari berbagai kabilah
atau ikatan-ikatan keluarga berubah menjadi ikatan

perjanjian Sahifah atau disebut ahl al-Sahifah.

Menurut Khalil ‘Abd al-Karim, kabilah di dalam
masyarakat Arab pra Islam tidak hanya sebagai kesatuan
sosial (al-wahdah al-ijtima‘iyyah), tapi juga sebagai
kesatuan politik (al-wahdah al-siyasiyyah). Artinya, setiap
kabilah memiliki kekuasaan serta pemerintahannya sendiri.
Masing-masing kabilah memiliki wilayah tetap yang
menjadi tempat tinggalnya. Kendati kehidupan masyarakat
Arab pra Islam secara umum berpindah-pindah, khusunya
Arab pedesaan (a‘rabi) dalam rangka mencari air dan
rumput untuk gembalaannya, namun seiring dengan
pergantian musim mereka akan kembali dan menetap di
wilayahnya. Terlebih untuk masyarakat Arab yang dalam
perekonomian mengandalkan pada kerajinan tangan atau
industri dan pertanian. Mereka memiliki wilayah tetap
yang menjadi kekuasaannya sebagaimana dikenal dalam

negara modern.®

35 Khalil Abdul Karim, Quraisy Min Al-Qabilah Ila Al-Daulah
Al-Markaziyyah, (Beirut: Sina li al-Nasyr, cet. 11, 1997), 291, *Al, Al-
Mufassal Fi Tarikh Al-’Arab Qabla Al-1slam, vol. V, 178.
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Setiap kabilah memiliki teritorial yang di dalamnya
mereka membangun rumah. Jumlah rumah setiap kabilah
berbeda-beda sesuai dengan jumlah anggotanya. Pada
musim semi (al-rabi’) rumah-rumah yang dibangun
jaraknya antara satu dengan yang lain saling berjauhan,
tujuannya supaya bisa digunakan menggembala unta. Pada
musim hujan rumah masing-masing kabilah secara umum
berjumlah antara 50 sampai 150 rumah. Pada musim lain
ketika hujan tidak turun dan tanah mengering perumahan
yang dimiliki kabilah bisa berjumlah banyak, lebih dari 500
rumah. Setiap keluarga yang tinggal di dalamnya akan
membantu keluarga lain sekabilah.®

Selain  memiliki wilayah, setiap kabilah juga
mempunyai pemerintahan yang dikendalikan oleh para
tokohnya (sayyid) yang terdiri dari orang-orang merdeka
yang berusia lebih dari 40 tahun, memiliki kecerdasan (‘agl!
rajih) dan kemudahan harta (al-yusr al-mali). Para tokoh
ini disebut dengan “forum kabilah” (majlis al-gabilah)
yang menjadi pembantu pemimpin kabilah (syaikh al-
gabilah). Dalam menjalankan pemerintahan, kepala

kabilah terkadang mengajak musyawarah dengan para

% °Al, Al-Mufassal Fi Tarikh Al-"Arab Qabla Al-1slam, vol.
1V, 313.
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tokoh itu dan terkadang tidak. Dalam mengambil
keputusan, meski melalui musyawarah tapi pemimpin
kabilah  memiliki  wewenang mutlak, sehingga

kebijakannya tidak harus mengikuti keputusan forum.®’

Kabilah menjadi satu-satunya pemerintahan atau
kekuasaan yang dikenal masyarakat Arab pra Islam.
Mereka tidak mengenal pemerintahan kecuali yang berdiri
di atas persamaan nasab, yaitu kekuasaan yang mewadahi
semua individu yang memiliki nasab sama. Melalui
kekuasaan dalam bentuk kabilah seperti ini masyarakat
Arab pra Islam menjalankan aturan-aturan yang dimiliki
kabilah, dan bertahan dalam menghadapi kejahatan yang
dilakukan orang dari kabilah lain.*® Kekuasaan yang berdiri
di atas pertalian darah mendorong masing-masing kabilah
kerap bersaing dan bermusuhan dengan kabilah lainnya.
Seruan semua kabilah menjadi satu umat menjadi hal baru
bagi masyarakat Arab pra Islam; dari yang semula
kekuasaan kabilah bersifat mutlak, melalui kesepakatan

semua kabilah yang ada di Madinah sebagai satu umat

37 Abdul Karim, Quraisy Min Al-Qabilah Ila Al-Daulah Al-

Markaziyyah, 21.

38 > Ali, Al-Mufassal Fi Tarikh Al-"Arab Qabla Al-1slam, vol.

1V, 314.
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berubah menjadi kekuasaan terbatas karena setiap kabilah

harus menghormati hak yang dimiliki kabilah lain.

Peran kabilah sebagai penanggungjawab atas
anggotanya yang bermasalah dengan kabilah lain dari yang
sebelumnya tidak memandang benar atau salah terhadap
anggota kabilahnya berubah menjadi keharusan kabilah
untuk melarang anggotanya berbuat sewenang-wenang
atau zalim. “Tangan-tangan mereka harus bersatupadu
dalam menentang tindakan itu meski terhadap anaknya
sendiri” (Pasal 13).

Jika ada anggota kabilah melakukan kesalahan berupa
membunuh kabilah lain maka semua anggotanya wajib
membantu dalam membayar denda (diyat) tanpa melihat
kelas sosial anggota yang bersalah dan pihak korbannya.
Demikian juga dalam menebus tawanan perang, semua
anggota kabilah harus membantunya tanpa melihat latar
belakang sosial dan ekonominya sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 3-11. Hal ini berbeda dengan tradisi Arab pra
Islam yang hanya mementingkan orang dengan kelas sosial
tinggi. Artinya ketika ada anggota kabilah dari keluarga
rendah secara sosial atau ekonomi maka tidak akan
dibantu. Demikian juga dengan pihak korban jika berasal

dari kabilah yang lebih rendah maka diyat yang diberikan
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hanya setengah. Jika pihak korban berasal dari kabilah
yang lebih tinggi kelas sosialnya maka denda pembunuhan

akan lebih besar.

Implementasi aturan ini tercermin dalam penyelesaian
kasus pembunuhan yang melibatkan dua kabilah Yahudi,
Bani Nadir dan Bani Quraizah. Diceritakan oleh Ibn Ishag
dalam riwayat Ibn Hisyam, suatu ketika terjadi konflik
antara orang dari Bani Nadir dan Bani Quraizah hingga di
antara keduanya saling membunuh. Kedua kabilah Yahudi
itu sama-sama  berkewajiban membayar denda
pembunuhan atau diyat. Diyat yang diberikan kepada Bani
Nadir dibayar secara sempurna, sedangkan diyat yang
dibayarkan kepada Bani Quraizah hanya setengah dengan
pertimbangan Bani Nadir lebih mulia secara sosial
daripada Bani Quraizah. Setelah peristiwa ini dilaporkan
kepada Nabi Muhammad, turunlah QS. Al-Ma'idah 42
yang memerintahkan memberikan hukum secara adil. Lalu
Nabi SAW pun menjatuhkan kepada keduanya denda

pembunuhan secara sama.>®

Kendati penyelesaian peristiwa yang melibatkan Bani

Nadir dan Bani Quraizah berdasarkan pada ayat Alquran,
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namun hal ini bukan berarti mengabaikan aturan dalam
Sahifah Al-Madinah, tapi justru memperkuat dan menjadi
bukti bahwa pasal-pasal dalam Sahifah selaras dengan

semangat Alquran.

Perihal keterlibatan kabilah membantu anggotanya
dalam membayar denda pembunuhan yang pada masa pra
Islam hanya mengutamakan orang-orang yang kaya dan
memiliki kelas sosial tinggi diubah oleh Nabi Muhammad
melalui Pasal 12 yang menyatakan bahwa orang fakir pun
harus dibantu. Bahkan jika kabilah yang bertanggung
jawab atas pembayaran diyat tidak mampu melunasi karena
miskin maka kabilah-kabilah lainnya yang terikat dalam
Sahifah berkewajiban membantunya. Hal ini seperti
diterapkan dalam penyelesaian konflik yang disebabkan
kesalahan membunuh dalam perang di Bi'r Ma‘unah.
Diceritakan, dalam peristiwa perang di Bi'r Ma‘unah salah
seorang anggota Bani Sa‘idah yang bernama ‘Amr bin
Umayyah salah membunuh dua orang dari Bani ‘Amir.
‘Amr terkena kewajiban membayar denda. Lalu oleh Nabi
SAW denda untuk kedua orang yang terbunuh itu
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dimintakan kepada salah satu kabilah Yahudi yang

memiliki banyak harta, yakni Bani Nadir.*

Pasal 14-20 mencerminkan bahwa Sahifah Al-
Madinah dibuat untuk menjadi payung bersama dalam
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kehidupan
masing-masing kabilah di Madinah yang sebelumnya
dipenuhi dengan perang antarkabilah diubah menjadi
larangan dan harus membantu antara satu kabilah dengan
kabilah lainnya jika ada yang mendapatkan serangan dari
luar Madinah. Pasal-pasal 14-20 memaklumatkan
keharusan saling membantu dalam bentuk tenaga maupun
pembiayaan kepada sesama ahl al-Sahifah dalam
menghadapi serangan orang-orang Makkah, di medan
pertempuran semuanya harus terlibat, serta larangan
mengadakan perjanjian damai dengan orang Makkah yang

memusuhi Nabi Muhammad dan sahabatnya.

Penegasan Sahifah Al-Madinah sebagai dasar
kehidupan bersama semua kabilah di Madinah terdapat
dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa orang Yahudi juga
berhak mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan tidak

boleh dizalimi. Dengan demikian Sahifah Al-Madinah

40 Abl al-Fida" Ibn Kasir, Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, (Beirut:

Dar al-Ma’rifah, 1976), vol. 111, 145-146.
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mengubah “kekuasaan mutlak” kabilah menjadi “sub
kekuasaan”.  Jika sebelumnya kabilah  memiliki
pemerintahan dan kekuasaannya sendiri yang terpisah dari
kabilah-kabilah lain, setelah ada Sahifah berubah menjadi
saling terkait antara satu kabilah dengan kabilah lainnya
yang diikat dengan istilah umat. Kekuasaan mutlak tidak
lagi dimiliki masing-masing kabilah, melainkan berpindah
ke Allah dan pemimpin umat, yakni Nabi Muhammad
SAW. Perpindahan kekuasaan ini berdasarkan pada
pemahaman Pasal 23 yang menyatakan, “apabila kalian
berselisih dalam suatu persoalan maka kembalikan kepada
Allah dan Muhammad”.

Perubahan struktur sosial dari kabilah ke umat
memiliki dua tujuan, yaitu mencegah perang di internal
Madinah, dan menyatukan kabilah-kabilah di Madinah
untuk bersama-sama menolak musuh dari luar. Hijrah Nabi
Muhammad dan sahabatnya ke Madinah dilatarbelakangi
oleh sikap orang-orang Makkah yang memusuhi Nabi
SAW dan sahabatnya. Karenanya dengan menjalin
persatuan antarkabilah ke dalam ikatan umat, Nabi SAW
dapat mengendalikan kabilah-kabilah di Madinah yang
sebelumnya saling bermusuhan menjadi terorganisir ke

dalam persaudaraan antar sesama anggota Sahifah. Selain
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itu Nabi SAW juga memiliki kekuatan baru yang dapat
menghalau serangan dari Quraisy melalui bantuan tenaga

maupun harta dari semua penduduk Madinah.*

Nama-nama kabilah yang tertulis sebagai pelaku
kesepakatan dalam Sahifah Al-Madinah tidak dicantumkan
nama kabilah besarnya, melainkan menggunakan nama
kabilah kecil atau disebut fasilah, yaitu 1) Bani ‘Auf
(kabilah Khazraj), 2) Bani Haris bin Khazraj (kabilah
Khazraj), 3) Bani Sa‘idah (kabilah Khazraj), 4) Bani
Jusyam (kabilah Khazraj), 5) Bani al-Najjar (kabilah
Khazraj), 6) Bani ‘Amr bin ‘Auf (kabilah Aus), 7) Bani al-
Nabit (kabilah Aus), dan 8) Bani Aus. Adapun nama-nama
keluarga Yahudi yang disebutkan yaitu 1) Yahudi Bani
‘Auf, 2) Yahudi Bani al-Najjar, 3) Yahudi Bani al-Haris, 4)
Yahudi Bani Sa‘idah, 5) Yahudi Bani Jusyam, 6) Yahudi
Bani Aus, 7) Yahudi Bani Sa‘labah, dan 8) Yahudi Bani
Syutaibah.

Beberapa nama kabilah di atas sebagian ada

pengulangan penyebutan seperti Bani ‘Auf disebutkan

41 Von Julius Wellhausen, Tarikh Al-Daulah Al-’Arabiyyah
Min Zuhur Al-Islam Ila Nihayah Al-Daulah Al-Umawiyyah, (Kairo:
Markaz al-Qaumi li al-Tarjamah, cet. 1, 2009), 13-14; Al-Syarif,
Makkah Wa Al-Madinah Fi Al-Jahiliyyah Wa *Ahd Al-Rasul, 420.
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dalam Pasal 4 dan 25, Bani Sa‘idah disebutkan dalam Pasal
6 dan 28, Bani Haris disebutkan dalam Pasal 5 dan 27, Bani
Jusyam disebutkan dalam Pasal 7 dan 29, dan Bani al-
Najjar yang disebutkan dalam Pasal 8 dan 26. Sebab
pengulangan penyebutan ini sebagian peneliti seperti
Montgomery Watt dan Akram Diya® Al-‘Umari
mengambil kesimpulan Sahifah Al-Madinah dibuat dua
kali. Pertama, dengan sesama orang Islam, yakni antara
Muhajirin dan Ansor. Kedua, dengan orang-orang Yahudi.
Pendapat demikian berdasarkan pada anggapan ada
pemisahan kabilah muslim dan Yahudi, padahal
sebagaimana terlihat dari pengulangan itu justru
memberikan pemahaman dalam setiap kabilah ada
pemeluk Yahudi dan ada yang sudah masuk Islam. Sahifah
Al-Madinah  bukan perjanjian yang dilakukan
antarindividu, melainkan antarkabilah, karena untuk
membentuk umat bukan dari individu melainkan dari

kabilah atau perkumpulan banyak orang.*?

Dengan payung umat semua kabilah yang ada di
Madinah menjadi saling terikat antara satu dengan yang

lainnya hingga membentuk semacam negara dengan

42 Al-Syarif, Makkah Wa Al-Madinah Fi Al-Jahiliyyah Wa
"Ahd Al-Rasul, 418.
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teritorial berupa wilayah Madinah. Ketika orang-orang
Makkah menyerang Nabi Muhammad dan sahabatnya,
semua penduduk Madinah ikut serta terlibat dalam
membantu Nabi SAW menjaga pertahanan umat.
Diceritakan, salah satu tokoh Yahudi (min ahbar al-yahud)
yang bernama Mukhairiq meminta kepada para
pengikutnya supaya membantu Nabi Muhammad dalam
perang di bukit Uhud melawan orang-orang Makkah dan
sekutunya. Seruan Mukhairig sempat diprotes dengan
alasan Perang Uhud terjadi pada hari Sabat, tapi Mukhairiq
meliburkannya dengan diganti berperang membantu Nabi
SAW.

Mukhairiq bersama pengikutnya datang di bukit Uhud
dengan memberikan wasiat jika ia terbunuh maka
kekayaannya supaya diberikan kepada Nabi Muhammad
sebagai sedekah. Lalu dalam perang yang pengikut Nabi
Muhammad mengalami kekalahan ini, Mukhairig
meninggal dunia. Harta kekayaan Mukhairiq sebagaimana
pesannya berpindah ke tangan Nabi SAW dan digunakan
untuk pembiayaan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya.



Nabi SAW mengatakan bahwa Mukhairiq adalah sebaik-
baik orang Yahudi.*?

Keterlibatan tokoh Yahudi dalam perang membela
Nabi Muhammad seperti dalam riwayat di atas sebagai
bukti bahwa kehadiran Sahifah Al-Madinah melalui
amanat persatuan umat telah menjadikan semua penduduk
Madinah dengan beragam agama dan kabilahnya memiliki
tanggungjawab bersama untuk saling tolong menolong dan

menjaga jiwa, raga, serta harta di antara warga Sahifah.

C. Konstruksi Hak Kebebasan Beragama dalam Sahifah
Al-Madinah

Sahifah Al-Madinah memaklumatkan bahwa orang-
orang Yahudi sebagai satu umat dengan orang-orang
mukmin. Yahudi dan orang Islam berhak menjalankan
agamanya masing-masing. Demikian juga dengan orang-
orang yang bersekutu dengannya (mawali), semuanya
mendapatkan kebebasan yang sama dalam mengamalkan
ajaran agama. Dalam Pasal 25 disebutkan:

“Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat dengan orang-orang
mukmin. Yahudi berhak menjalankan agamanya, orang-

43 Muhammad bin *Umar Al-Wagidi, Al-Maghazi, (Beirut: Dar
al-A’lami, cet. 111, 1989), vol. I, 262-263; Ibn Hisyam, Al-Sirah Al-
Nabawiyyah, vol. I1, 88-89.
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orang Islam juga berhak mengamalkan agamanya. Orang-
orang Yyang bersekutu dengannya dan diri mereka
semuanya mendapatkan kebebasan yang sama kecuali
orang yang berbuat zalim dan dosa. Seseorang tidak
berbuat dosa kecuali menimpa kepada dirinya sendiri dan
keluarganya.”

Pasal 25 di atas sesuai dengan penjelasan Alquran
tentang kebebasan di dalam beragama dan mempersilakan
pemeluk agama lain menjalankan kepercayaannya. Dalam
QS. Al-Bagarah 256 dinyatakan, “tidak ada paksaan di
dalam beragama” (la ikraha fi al-din). Dalam QS. Al-
Kafirun 6 dikatakan, “bagimu agamamu, bagiku agamaku”
(lakum dinukum wa liya din). Dalam QS. Al-Kahfi 29
dijelaskan, “barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia
beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia

kafir”, dan beberapa ayat lainnya.

Kebebasan beragama dalam Sahifah Al-Madinah
dilatarbelakangi oleh penegasan tanggungjawab individu
dari yang semula menjadi beban kabilah diubah ke beban
individu. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 25:

day ol g 4 Y 590 Y B
“Seseorang tidak berbuat dosa kecuali menimpa kepada

dirinya sendiri dan keluarganya.”
Pasal 31:



o Jol g 4l ) o0 Y 400
“Sesungguhnya ia tidak berbuat jahat kecuali menimpa

dirinya dan keluarganya.”
Pasal 36:

o Jol g dundicd b 0 )
“Orang yang berbuat kejahatan maka menimpa dirinya

sendiri dan keluarganya.”
Pasal 37:

st 5ol £l ail
“Seseorang tidak dinyatakan bersalah sebab kesalahan

yang diperbuat sekutunya.”
Pasal 46:

P U O |

“Orang yang melakukannya hanya akan memikul sendiri
akibatnya.”

Beberapa pasal di atas bagian dari perubahan tradisi
Arab pra Islam vyang sebelumnya menjadikan
tanggungjawab atas kesalahan kepada kabilah diubah ke
pelakunya. Dalam Pasal 21 lebih tegas dinyatakan
penanggungjawab atas kasus pembunuhan dibebankan
kepada pelakunya (qgisas) kecuali jika wali atau keluarga
korban memaafkannya maka pelaku tidak dihukum mati,

tapi terkena beban membayar uang tebusan atau diyat.
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Demikian juga dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa kesalahan
yang dilakukan oleh sekutu atau mawali tidak menjadikan
kabilah yang bersekutu dengannya ikut serta terlibat dalam
kesalahannya. Setiap kesalahan menjadi tanggungjawab
pelakunya. Pada masa pra Islam tanggungjawab
dibebankan kepada kabilah, tapi melalui pasal-pasal di atas
dengan tegas mengalihkan tanggungjawab hukum dari asas

komunal ke asas individual.**

Pasal-pasal di atas sesuai dengan penjelasan Alguran
yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan
menanggung kesalahan atau dosa orang lain (QS. Al-lsra’
15, QS. Al-An‘am 164, QS. Al-Najm 38-39, QS. Fatir 18,
QS. Al-Zumar 7, dan yang lainnya). Siapa saja yang
mengerjakan amal kebajikan maka akan kembali kepada
dirinya sendiri, dan siapa saja yang mengerjakan perbuatan
buruk maka akan kembali kepadanya (QS. Fussilat 46).
Mengalihkan tanggungjawab kepada individu bagian dari
cara membebaskan manusia untuk  menjalankan
kehendaknya. Dalam hukum Islam orang yang cakap
hukum dikenal dengan istilah mukallaf, yakni orang

dewasa yang sudah mengetahui tentang kebaikan dan

4 Abdul Aziz, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara

Islam, (Jakarta: Pustaka Alvabet, cet. |, 2011), 220-221.
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keburukan. Artinya, melalui kebebasan yang menjadi asas
dalam beragama seseorang yang sudah dewasa dan berakal
dapat dengan bebas menentukan pilihannya dalam

beragama dengan segala konsekuensi yang diyakininya.

Kebebasan beragama yang diusung Sahifah Al-
Madinah berdiri di atas pemenuhan kemerdekaan setiap
manusia, yakni setiap orang terlahir dalam keadaan
merdeka. Hak kemerdekaan seseorang bisa hilang sebab
menjadi tawanan perang yang tidak ditebus oleh pihak
keluarga atau kabilahnya. Dalam Sahifah ditegaskan,
semua orang wajib melindungi kemerdekaan setiap
manusia. Jika ada salah seorang yang ditawan maka setiap
keluarga atau kabilah diperintahkan untuk menebusnya
supaya tidak dijadikan budak. Hal ini dinyatakan dalam
Pasal 3-12.

Jaminan kebebasan beragama kepada semua
penduduk Madinah dalam Sahifah tidak hanya ditegaskan
untuk yang beragama Islam saja, tapi juga disebutkan
secara berulangkali kepada Yahudi, dan secara tersirat
kepada orang-orang musyrik di Madinah. Dalam Pasal 25-
33 dijelaskan secara tersurat pemenuhan hak bagi kabilah-
kabilah Yahudi, yaitu Bani ‘Auf, Bani Al-Najjar, Bani Al-

Haris, Bani Sa‘idah, Bani Jusyam, Bani Aus, Bani
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Sa‘labah, Jafnah, dan Bani Syutaibah. Selain nama-nama
kabilah yang disebutkan secara eksplisit, keturunan-
keturunan Yahudi dan orang-orang yang mengadakan
perjanjian damai atau meminta perlindungan kepada nama-
nama kabilah tersebut juga memiliki hak yang sama
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 “Para keturunan
Yahudi memiliki hak yang sama sebagaimana kabilah

Yahudi sendiri”.

Orang-orang musyrik dari kabilah yang namanya
disebutkan dalam Sahifah Al-Madinah atau tidak juga ikut
serta memiliki hak yang sama dalam menjalankan
agamanya. Hanya siapa saja kabilah-kabilah yang sebagian
anggotanya memiliki keimanan musyrik tidak disebutkan
secara eksplisit. Sahifah Al-Madinah hanya menegaskan
bahwa semua kabilah yang ada di Madinah memiliki hak
yang sama. Penyebutan kabilah dalam Sahifah lebih
dimunculkan daripada agama mengingat semangat dari
Sahifah sendiri lebih terfokus pada ikatan antarkabilah
daripada agama. Pasalnya, fanatisme masyarakat Arab
lebih kepada kesamaan kabilah (‘asabiyyah qabilah)

daripada kesamaan agama (‘asabiyyah diniyyah).

Fanatisme ( ‘asabiyyah) memiliki peran besar di dalam

masyarakat Arab. Fanatisme di sini meliputi fanatisme



keluarga (‘asabiyyah al-‘asyirah wa Zawi al-arham),
fanatisme kabilah (‘asabiyyah al-gabilah), fanatisme
persekutuan (‘asabiyyah al-ahlaf al-gabaliyyah auw al-
ahzab), dan fanatisme tradisi (‘asabiyyah al-tagalid).
Semua bentuk fanatisme, khususnya fanatisme keluarga
dan kabilah mengakar kuat di dalam hati masyarakat Arab.
Setiap orang akan membela dan menolong dengan
sungguhan kepada orang yang sekeluarga atau sekabilah

meski berbeda agama.*®

Dengan menyatukan semua kabilah ke dalam satu
ikatan berupa Sahifah Al-Madinah, Nabi Muhammad
berusaha untuk mengurangi tingkat fanatisme kekabilahan
menjadi persaudaraan antar sesama warga Sahifah. Semua
penduduk Madinah dari berbagai kabilah ditetapkan untuk
saling membantu dalam pembiayaan perang dan menolong
menghadapi serangan yang datang dari luar Madinah serta
saling memberikan nasihat dan berbuat kebaikan. Hal ini
dimaklumatkan dalam Pasal 37:

“Orang-orang Yahudi berkewajiban memberikan harta
bendanya, demikian juga dengan orang-orang Islam.

Yahudi dan Muslim harus tolong menolong dalam
menghadapi orang yang memerangi orang-orang yang

4 Al-Syarif, Makkah Wa Al-Madinah Fi Al-Jahiliyyah Wa
"Ahd Al-Rasul, 65-78.
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mengadakan kesepakatan dalam lembaran ini (ahl haZzihi
al-Sahifah). Yahudi dan Muslim juga harus saling
menasihati dan berbuat baik, bukan berbuat dosa.”

Kesepakatan untuk saling tolong menolong dan
menghadapi musuh bersama dari luar Madinah bertujuan
untuk menghadapi orang-orang Makkah yang terus
memusuhi  Nabi SAW dan sahabatnya. Dengan
mengadakan kesepakatan di atas maka Nabi SAW
memiliki kekuatan dalam bentuk pasukan, peralatan
perang, dan pembiayaannya. Orang-orang Yahudi di
Madinah dikenal sebagai masyarakat yang memiliki
keahlian dalam membuat baju perang dan peralatannya
seperti pedang (al-suyuf) dan panah (al-nibal).*®
Karenanya bukan hal yang mustahil jika Nabi SAW dan
sahabatnya ikut serta mengambil manfaat dari keahlian
orang-orang Yahudi Madinah sebagai sesama warga
Sahifah.

Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 44 juga secara eksplisit
memberikan pemahaman bahwa Nabi SAW dan
sahabatnya menjadikan orang-orang Yahudi sebagai mitra
di dalam membangun masyarakat melalui berbagai

bantuannya. Hal ini tidak bertentangan dengan QS. Al-
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Ma’idah 51 yang secara literal mengandung arti larangan
bagi umat Islam menjadikan orang Yahudi dan Nasrani
sebagai penolong (auliya’). Konteks ayat ini yaitu orang-
orang Yahudi dan Nasrani yang memerangi Nabi
Muhammad SAW dan sahabatnya.

QS. Al-Ma’idah 51 turun setelah Bani Qainuga‘, Bani
Nadir, dan Bani Qurazah, tiga kabilah besar Yahudi
Madinah merusak perjanjian Sahifah Al-Madinah dan
memusuhi ~ Nabi ~ Muhammad, bahkan  hendak
membunuhnya, serta setelah terjadi pengkhianatan orang-
orang Nasrani di Syam yang menjalin perjanjian damai
dengan sebagian umat Islam. Karenanya Yahudi dan
Nasrani juga disebutkannya “Yahudi” dan “Nasrani” (La
tattakhizu al-yahuda wa al-nasara) yang saat itu menjadi
identitas politik (al-jinsiyyah al-siyasiyyah), bukan pemilik
Kitab (ahl al-kitab) karena ajaran atau Kitab Suci mereka
memang tidak memerintahkan mengadakan permusuhan.
Konteks ayat tersebut sesuai dengan konteks QS. Al-

Mumtahanah 1 yang juga melarang menjadikan penolong
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kepada musuh, dalam hal ini orang-orang musyrik yang
saat itu hendak membunuh Nabi Muhammad SAW.*

Sedangkan untuk Yahudi, Nasrani, dan orang-orang
musyrik yang tidak memusuhi dan memerangi Nabi SAW
maka tidak dilarang menjadikannya sebagai penolong dan
mitra dalam membangun masyarakat sebagaimana
ditegaskan dalam QS. Al-Mumtahanah 7-9.%¢ Rasyid Rida
(w. 1935 M) mengatakan, “ayat ini dengan jelas
menegaskan bahwa alasan yang melatarbelakangi larangan

menjadikan penolong atau mitra (wilayah) kepada Yahudi,

47 Muhammad Rasyid Rida, Tafsir Al-Manar, (Mesir: Al-
Hai ah al-Misriyyah al-’Ammah li al-Kitab, 1990), vol. VI, 351-353.
4 QS. Al-Mumtahanah 7-9:
vf\.@,..;u .ﬁ)})ﬂ.ﬁ;»\Jﬂfé@\jsbprqbuuéj\&g)&&@'&fﬁﬁw
O ol 1y 0255 6 6500 2 o575 o o) B o5 o o il
053 oo oS Ty Gl B oS 6 Ll oo i (S i) il Gy
O sell) on A5 il g 0y o2 d 5 0T oS0 ) o 10l
“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan
orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah
Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya
melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang
memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan
membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa
menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang
yang zalim.”
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Nasrani, dan musyrik ada pada sikapnya yang memusuhi
dan memerangi (li ajli al-‘adawah), bukan Kkarena
perbedaan agama (la li ajli al-khilaf fi al-din li Zatih).”
Artinya, makna QS. Al-Ma’idah 51 dan QS. Al-
Mumtahanah 1 berlaku kepada orang-orang Yyang
memusuhi. Jika tidak memusuhi maka tidak dilarang untuk

mengadakan kerjasama.*®

Dalam Sahifah Al-Madinah orang-orang Yahudi tidak
diistilahkan dengan Zimmi, istilah yang menunjukkan
makna orang yang meminta perlindungan kepada orang
lain dengan memberikan iuran wajib berupa harta benda
(jizyah). Semua orang di dalam Sahifah memiliki hak yang
setara, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling
menjaga tanpa harus memberikan imbalan. Pembiayaan
perang yang diwajibkan kepada kabilah Yahudi seperti
dimaklumatkan dalam Pasal 38 tidak sama dengan jizyah,
karena selain pembiayaan tersebut dibebankan kepada
semua kabilah di Madinah juga tidak lebih sebagai
perwujudan saling membantu kepada sesama ahl al-
Sahifah.

4 Rasyid Rida, Tafsir Al-Manar, vol. VI, 353.
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Istilah Zimmi dalam Alquran disebutkan dalam dua
tempat, yaitu dalam QS. Al-Taubah 8 dan 10. Kedua ayat
ini menggunakan kata Zimmah yang berarti perjanjian (al-
‘ahd atau al-misaq), yakni menjelaskan bahwa orang-orang
musyrik telah melanggar perjanjian dengan Allah dan
utusan-Nya setelah Perjanjian Hudaibiyyah yang terjadi
pada bulan Zulkaidah tahun 6 H.%° Istilah Zimmah di sini
pengertiannya tidak seperti dalam literatur fikih yang
digunakan untuk menunjukkan makna non muslim yang
takluk kepada pemerintahan Islam dan tinggal di dalam
kekuasaannya dengan cara membayar jizyah.®! Kata
Zimmah dalam ayat ini mengandung arti perjanjian secara
umum sebagaimana yang berlaku dalam tradisi Arab pra
Islam, vyaitu kesepakatan-kesepakatan untuk tidak

berperang dan saling membantu.

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga
menggunakan istilah Zimmah untuk menunjukkan makna

perlindungan Allah dan utusan-Nya (Zimmah Allah wa

%0 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Jami’ Al-Bayan Fi Ta wil
Al-Qur’an, 1st ed. (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. I, 2000), vol.
X1V, 148; Muhammad al-Tahir Ibn *Asyur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir,
(Tunisia: Al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), vol. X, 104, 124.

51 Abdul Karim Zaidan, Ahkam Al-Zimmiyyin Wa Al-
Musta minin Fi Dar Al-Islam, (Beirut: Mu“assasah al-Risalah, 1982),
22.
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Zimmah rasulih) terhadap orang-orang yang mengadakan
perjanjian damai dengannya, seperti hadis yang
diriwayatkan oleh Safwan bin Sulaim dari 30 anak para

sahabat, dari ayah-ayahnya:

Gk iy b e Jo T adlh B allST 5 Al f Idalee Wb e Y
Mgw;w&\wﬁ\\‘jy))mb.h\,&l\eﬁwuﬁcuwﬁ
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“Ingatlah, barangsiapa menzalimi orang yang mengadakan
perjanjian damai (mu ‘ehid) atau mengurangi haknya atau
memberatkan di atas kemampuannya atau mengambil
sesuatu darinya tanpa kerelaannya maka saya akan menjadi
bukti yang mengalahkan argumentasi orang itu kelak di
Hari Kiamat.” Sembari memberikan isyarat dengan jari
telunjuknya ke dada, Nabi SAW bersabda: “Ingatlah,
barangsiapa membunuh orang yang mengadakan
perjanjian damai yang memiliki perlindungan Allah dan
utusan-Nya maka Allah mengharamkannya bau surga,
padahal bau surga dapat ditemukan dari jarak tempuh
perjalanan 70 tahun.”®?

Istilah Zimmi untuk menunjukkan makna orang yang
mengadakan perjanjian damai atau meminta dilindungi

belum digunakan pada masa Nabi Muhammad. Nabi SAW

52 1bn Zanjawaih, Al-Amwal, 379. Dalam literatur hadis lain
diriwayatkan oleh Abi Hurairah, lihat Abi *Isa Al-TurmuZi, Sunan Al-
TurmuZi, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), vol. IIl, 72; Abu
>Abdillah Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Mesir: Dar lhya™ al-Kutub al-
’Arabiyyabh, t.t.), vol. II, 896.
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menggunakannya kata mu ‘ehid dan Zimmah Allah wa
Zimmabh rasulih untuk arti hak perlindungan yang dimiliki
mu‘ahid (orang yang mengadakan perjanjian damai).
Dengan demikian, istilah Zimmah untuk menunjukkan arti
perlindungan dengan memberikan imbalan berupa pajak
(jizyah) tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad meski
tradisi ini dapat ditemukan pada masa pra Islam dalam
praktik ‘agd al-jiwar, yaitu permohonan perlindungan
kepada orang yang kuat dengan memberikan bayaran
(ujrah). Demikian juga dengan istilah Zimmi yang dalam
literatur fikih digunakan untuk menyebut orang yang
meminta perlindungan dan hidup di dalam kekuasaan Islam
tidak dikenal pada masa Nabi SAW. Perjanjian yang
dipraktikkan Nabi SAW lebih bermakna pada kesepakatan
di antara dua belah pihak untuk saling berdamai. Dengan
perjanjian maka jiwa, harta dan agama seseorang yang
terlibat di dalamnya dilindungi, yakni diistilahkan dengan
mendapatkan perlindungan Allah dan utusan-Nya (Zimmah

Allah wa Zimmabh rasulih).

Jizyah dalam pengertian iuran wajib bagi non muslim
yang berdamai dengan Nabi Muhammad baru diwajibkan
pada tahun ke 9 H melalui turunnya QS. Al-Taubah 29.

Pertama kali orang yang membayar jizyah yaitu orang-



orang Nasrani Najran. Lalu penduduk Aiylah, Azruh, dan
Zara‘a dalam Perang Tabuk.%® Setelah itu diikuti non
muslim (Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin) di berbagai
wilayah yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi
SAW seperti Yaman, Mesir, Bahrain, Taima’, Khaibar, dan
yang lainnya. Jizyah dibebankan kepada non muslim laki-
laki yang sudah dewasa (halim) dan mampu. Jumlah yang
harus dibayar yaitu satu dinar setiap tahunnya.>* Dalam
tahun yang sama, diwajibkan pula membayar zakat bagi
umat Islam. Besar kemungkinan iuaran wajib ini berkaitan
dengan kebutuhan politik kekuasaan Nabi Muhammad
pasca penaklukan Kota Makkah yang terjadi pada tahun 8
H,% yakni pengikut Nabi SAW tersebar di berbagai
wilayah dan membutuhkan pembiayaan baik untuk
kebutuhan menjaga serangan dari luar wilayah (kekuasaan)

maupun untuk santunan bagi fakir miskin.

5 Ahmad bin Yahya Al-Balazuri, Futuh Al-Buldan, (Beirut:

Dar wa Maktabah al-Hilal, 1988), 75.

5 Al-Balazuri, 79; ’Izzu al-Din Ibn al-Asir, Al-Kamil Fi Al-

Tarikh, (Beirut: Dar al-Kitab al-’Arabi, cet. I, 1997), vol. II, 95;
Muhammad bin *Umar Al-Wagidi, Al-Maghazi, (Beirut: Dar al-
A’lami, cet. 111, 1989), vol. I, 711.

% Khalif *Abud Al-Ta", “Al-Jizyah Wa Al-Muslimin Al-

Judud: Dirasah Tarikhiyyah,” Midad Al-Adab 1, no. 10, (2015): 294.
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Non muslim dalam Sahifah Al-Madinah, yakni
Yahudi dan orang-orang musyrik tidak disebut Zimmi, juga
tidak diwajibkan membayar jizyah. Barangkali karena
memang jizyah belum diwajibkan. Tapi berdasarkan
sejarah jizyah sendiri hampir semuanya diterapkan di
wilayah-wilayah di luar Madinah. Untuk penarikan jizyah
terhadap Yahudi atau non muslim lainnya yang tinggal di
Madinah penulis belum menemukan data yang
menginformasikannya. Besar kemungkinan memang
jizyah tidak diwajibkan kepada non muslim Madinah
mengingat kabilah-kabilah yang tinggal di wilayah ini
terikat dengan perjanjian dalam Sahifah Al-Madinah, yakni
saling membantu dalam bentuk tenaga maupun materi
berupa pembiayaan perang. Wilayah Madinah setelah
Sahifah Al-Madinah terbit statusnya menjadi teritorial bagi
kabilah-kabilah yang terlibat di dalamnya. Karenanya
dalam Pasal 39 dinyatakan, “Sesungguhnya Yatsrib haram
bagi orang-orang yang mengadakan kesepakatan dalam

lembaran ini”.

Ketika non muslim di beberapa wilayah di luar
Madinah dikenakan kewajiban membayar jizyah, di
Madinah sendiri masih ada orang-orang Yahudi dan

musyrik yang tinggal di dalamnya. Orang-orang Yahudi



yang terusir dari Madinah hanya dari tiga kabilah besar,
yaitu Bani Qainuga‘, Bani Nadir, dan Bani Quraizah.
Orang-orang Yahudi dari selain tiga kabilah ini masih
menetap di Madinah, bahkan hingga Nabi Muhammad
SAW wafat. Hal ini berdasarkan pada riwayat yang
menginformasikan bahwa Nabi SAW memiliki pembantu
seorang Yahudi. Diceritakan oleh Anas, Nabi Muhammad
memiliki pembantu seorang Yahudi (ghulam yahudiy).
Pembantu itu sakit dan Nabi SAW menjenguknya. Nabi
SAW duduk di dekat kepalanya sembari berkata:
“Masuklah Islam”. Pembantu itu menatap ayahnya yang
berada di dekatnya. Ayah berkata: “Taatlah kepada nabi
ayah Qasim.” Lalu pembantu itu pun masuk Islam, dan
Nabi SAW berucap syukur kepada Allah yang telah

menyelamatkannya dari neraka.>®

Dalam riwayat lain diceritakan, Nabi Muhammad

SAW menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi

% Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, vol. I, 94. Teks lengkap
hadisnya yaitu:
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di Madinah dengan pembayaran berupa gandum yang
digunakan oleh Nabi SAW untuk memberi makan
keluarganya.’” Dalam riwayat ‘Aisyah istri Nabi SAW
diceritakan, ketika Nabi Muhammad wafat baju perangnya
masih dalam status gadai di sisi orang Yahudi dengan
tanggungan 30 sa‘ gandum.®® Berdasarkan riwayat-riwayat
ini maka dapat dipahami bahwa orang-orang Yahudi pasca
pengusiran tiga kabilah besarnya masih banyak yang
tinggal di Madinah dan Nabi SAW berinteraksi baik
dengannya hingga akhir hayatnya pada 11 H.

Pengusiran tiga kabilah Yahudi terjadi setelah Perang
Badar yang terjadi pada tahun 2 H. Ketiganya dikeluarkan
dari teritorial Madinah lantaran melanggar aturan yang
telah disepakati bersama dalam Sahifah Al-Madinah.
Yahudi Bani Qainuga‘ keluar dari Madinah pada tahun ke
2 H, yakni memasuki bulan ke 20 dari hijrah Nabi SAW,

tepatnya pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal.

57 Al-Bukhari, vol. 111, 56. Teks lengkap hadisnya yaitu:
Ay i Bl pad 52 kg ks D) o 1 ) e & e A g2y i 6
Y 1 g ase g (53 380 i Al & o y3 Wy acde 1 o 1 25
%8 Al-Bukhari, vol. 1V, 41. Teks lengkap hadis:
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Penyerangan terhadap Yahudi Bani Nadir terjadi pada
tahun ke 4 H, yakni pada bulan Rabiulawal, 37 bulan
setelah kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Konflik
dengan Yahudi Bani Quraizah terjadi pada bulan Zulhijah
tahun ke 5 H. Ketiga kabilah Yahudi ini bersekongkol
dengan orang-orang musyrik Quraisy dengan berusaha
menyerang dan membunuh Nabi Muhammad, hingga
kemudian terjadi konflik. Dalam konflik terjadi perang

hingga ketiganya melarikan diri ke luar Kota Madinah.%®

Ketiga kabilah besar Yahudi di atas menyalahi aturan
dalam Sahifah Al-Madinah Pasal 43 yang mengatur
larangan melindungi orang-orang Quraisy dan sekutunya
yang memusuhi Nabi Muhammad dan sahabatnya, juga
melanggar Pasal 44 yang memaklumatkan supaya semua
penduduk  Madinah  saling membantu terhadap
penyerangan yang datang dari luar Madinah. Dengan
demikian, berdasarkan pada Pasal 47 maka ketiga kabilah
tersebut masuk kategori orang-orang zalim yang
melanggar perjanjian. Sebab status zalim ini maka tiga

kabilah besar Yahudi itu sah untuk diperangi sebagaimana

%9 Al-Wagidi, Al-Maghazi, vol. 1, 176, 363, vol. |1, 496.
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penjelasan dalam QS. Al-Taubah 29, QS. Al-Hajj 39, QS.
Al-Mumtahanah 9, dan yang lainnya.

Sedangkan kepada Yahudi dari selain tiga kabilah di
atas dan penganut agama lainnya yang tidak melanggar
perjanjian serta tidak memerangi Nabi Muhammad dan
sahabatnya, Nabi SAW tetap memperlakukannya dengan
baik. Hal ini seperti perintah dalam QS. Al-Mumtahanah 8
yang menjelaskan bahwa umat Islam harus berbuat baik
dan adil kepada siapapun yang tidak memeranginya.
Diceritakan, Nabi SAW menghormati jenazah seorang
Yahudi yang diusung di hadapannya.’® Nabi SAW
memberikan harta jarahan perang (ghanimah) kepada
Yahudi yang ikut serta berperang.®* Nabi SAW bersedekah
kepada keluarga Yahudi.®? Nabi SAW mempersilakan para

80 Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, vol. 11, 85. Teks hadisnya:
Lod Jolh (Loldd (33Lgt Logads 19008 (Aewdlly sl daw oy ywd g (Ll o Jgw O
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Nl a1 JUD (53 g B3l ) 1) oD
61 Ahmad bin Hajar Al-’Asqalani, Al-Dirayah Fi Takhri]

Ahadis Al-Hidayah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), vol. I, 125-126.
Teks hadisnya:
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62 Al-Qasim, Kitab Al-Amwal, 728. Teks lengkapnya:
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sahabatnya berbuat baik kepada keluarganya yang
musyrik, seperti perintah Nabi SAW kepada Asma’ bint
Abi Bakar untuk menyambung silaturahmi dan bersedekah
kepada ibu dan kakeknya yang masih musyrik. Demikian
juga dengan para sahabat lainnya dipersilakan memberikan
sedekah kepada keluarga dan mertuanya dari kabilah
Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraizah. Safiyyah istri Nabi
SAW sendiri diceritakan bersedekah kepada dua

kerabatnya yang beragama Yahudi.®®

Perbuatan baik di atas berdasarkan pada pengakuan
atas kebebasan beragama dalam bentuk setiap orang

dipersilakan menganut agamanya masing-masing. Pilihan

o ot ol o B G gy ads D) o ) J gy OF il o ot 58
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63 Al-Qasim, 728-729; Ibn ’Asyur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir,
vol. 111, 69-70. Teks lengkapnya:
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Teks hadis tentang sedekah kepada keluarga Yahudi yang

diberikan Safiyyah istri Nabi SAW:
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agama menjadi kehendak bebas individu yang orang lain
tidak boleh memaksakannya. Dengan demikian perbedaan
agama bukan menjadi penghalang untuk berbuat baik dan
adil. Dalam beberapa ayat Alguran ditegaskan bahwa
keimanan seseorang menjadi kehendak Allah seperti dalam
QS. Al-Bagarah 272, QS. Al-Qasas 56, QS. Yunus 99, dan
yang lainnya. Seseorang tidak bisa mengintervensinya
dalam pengertian pilihan beragama murni menjadi hak
individu.

Kebebasan beragama yang dibawa Nabi Muhammad
seperti tercermin dalam Sahifah Al-Madinah yang selaras
dengan penjelasan Alquran dan hadis di atas juga muncul
dalam berbagai perjanjian dan surat yang dikirim Nabi
SAW kepada para penguasa. Dalam perjanjian dengan
orang-orang Kristen Najran di dalamnya dinyatakan bahwa
mereka dipersilakan untuk menjalankan agamanya masing-

masing. Dalam perjanjian ini dinyatakan:

kg oblsaly ogiled o Algey Aedy a3 lgndlo g Ol pmdy L
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S
“Penduduk  Najran dan sekitarnya mendapatkan
perlindungan Allah dan utusan-Nya. Jiwa, harta, agama,

rumah ibadah, para rahib, pendeta, yang hadir maupun
gaib, dan semua yang berada dalam kekuasaannya, sedikit



maupun banyak, (semuanya mendapatkan
perlindungan).”®*

Konstruksi hak kebebasan beragama dalam Sahifah
Al-Madinah pada intinya menegaskan bahwa semua orang
memiliki hak kemerdekaan atas dirinya sendiri. Pilihan
seseorang terhadap agama tertentu tidak mendatangkan
konsekuensi apapun di dunia. Ancaman bagi orang yang
menganut agama selain Islam atau keluar dari Islam hanya
pada hukuman di akhirat, bukan di dunia. Hak kebebasan
seperti ini dalam sejarah Islam akan mengalami
pergeseran. Kebebasan beragama pada masa setelahnya,
terutama pada masa-masa Dinasti Umayyah mengalami
kemunduran, bahkan bertentangan dengan hak kebebasan
beragama yang tercermin dalam Sahifah Al-Madinah,
Alquran, hadis, dan berbagai perjanjian dan surat lainnya
yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW.

® |bn Zanjawaih, Al-Amwal, vol. 11, 447,
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PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA
DALAM AL-SYURUT AL-‘UMARIYYAH

A. Ragam Riwayat Perjanjian Umar

Perjanjian Umar dalam penelitian ini mengacu pada
Perjanjian Umar yang diistilahkan dengan Al-Syurut Al-
‘Umariyyah atau dalam tulisan ini diterjemahkan dengan
“Aturan Umar”. Penegasan ini untuk membedakannya
dengan Al- ‘Uhdah Al- ‘Umariyyah yang dalam penelitian ini
diterjemahkan dengan ‘Perjanjian”, “Perlindungan” atau
“Jaminan Umar”. Kedua istilah ini meski sebenarnya sama-
sama dapat diterjemahkan dengan Perjanjian Umar, namun
untuk memudahkan pembahasan akan dibedakan mengingat
secara isi sebagaimana akan dibahas dalam penjelasan di

bawah ini sangat berlainan.

Dalam literatur Islam ada dua riwayat perjanjian yang
dilakukan penduduk Syam yang beragama Kristen (Nasara
al-Syam) dengan Umar bin Khatab. Pertama, Al- ‘Uhdah Al-
‘Umariyyah (Perlindungan atau Jaminan Umar). Kedua, Al-
Syurut Al-‘Umariyyah (Aturan Umar). Al-‘Uhdah Al-
‘Umariyyah disebut juga dengan Al-‘Ahd Al-‘Umari, ‘Ahd
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‘Umar atau Al-Wasiqah Al- ‘Umariyyah. Semuanya mengacu
pada perjanjian damai ( ‘agd al-sulh) yang ditetapkan Umar
bin Khatab bersama orang-orang Kristen Syam atau lebih
spesifik penduduk Bait al-Maqdis atau lliyya'. Karena itu
disebut juga dengan ‘4hd Iliyya (Perjanjian Iliyya’).

Peristiwa pernyataan perlindungan atau jaminan Umar
kepada orang-orang Kristen Syam yang diistilahkan dengan
Al-‘Uhdah Al-‘Umariyyah disebutkan di dalam literatur
sejarah  Islam. Sebagian hanya menginformasikan
peristiwanya tanpa menyebutkan teksnya  seperti
Muhammad bin ‘Umar al-Wagidi (w. 207 H)' dan
Muhammad bin Yahya al-Balazuri (w. 279 H).? Sebagian
literatur menyebutkan teksnya secara lengkap, dan sebagian
lain sangat ringkas. Berikut ini isi Al- ‘Uhdah Al- ‘Umariyyah

dengan beragam riwayatnya.

Pertama, riwayat dari Khalid dan ‘Ubadah dalam
Tarikh al-Rusul wa al-Muluk karya Al-Tabari (w. 310 H):

oo skl BT et gl s D e dasl bl o B B 0
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! Muhammad bin *Umar Al-Wagqidi, Futuh Al-Syam, (Beirut:
Dar al-Kutub al-’Tlmiyyah, cet. I, 1997), vol. I, 233.

2 Ahmad bin Yahya Al-Balazuri, Futuh Al-Buldan, (Beirut: Dar
wa Maktabah al-Hilal, 1988), 140-141.
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“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Ini adalah jaminan atau perlindungan
keamanan yang diberikan Abdullah Umar, pemimpin orang-
orang yang beriman, kepada penduduk Iliyya. Saya
memberikan perlindungan keamanan terhadap jiwa, harta,
gereja, dan salibnya dalam keadaan sakit maupun sehat, juga
(saya memberikan perlindungan) terhadap agama mereka
secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak boleh
ditempati atau diambil alih dan tidak boleh dirusak. Gereja-
gereja itu dan sekitarnya tidak akan dikurangi, juga salib dan
harta-hartanya di dalam gereja tidak akan dikurangi. Mereka
tidak akan dipaksa untuk tetap berada di dalam agamanya,
juga seorang pun tidak boleh disakiti. Satu orang Yahudi
sekalipun tidak boleh tinggal di Iliyya" bersama mereka.
Penduduk Iliyya® wajib membayar pajak (jizyah)
sebagaimana penduduk Mada'in. Mereka (penduduk Syam)
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harus mengusir Romawi dan para pencuri. Barang siapa di
antara mereka keluar dari Iliyya™ maka ia aman atas jiwa dan
hartanya hingga sampai di tempat perlindungannya. Barang
siapa yang tinggal di lliyya” juga akan aman, dan wajib
membayar pajak sebagaimana penduduk lliyya. Barang
siapa di antara penduduk Iliyya” memilih hidup bersama
orang Romawi serta mengosongkan gereja dan salib-
salibnya maka ia juga aman atas jiwa, gereja, dan salibnya
_hingga di tempat perlindungannya. Barang siapa berada di
lliyya® sebelum terjadi peristiwa ini maka jika ia
menghendaki tetap berada di wilayah tersebut ia wajib
membayar pajak. Jika memilih bersama orang-orang
Romawi juga dipersilakan. Barang siapa menghendaki
kembali ke keluarganya maka harta benda pertaniannya tidak
boleh diambil sedikitpun sampai ia memanennya. Isi tulisan
ini di dalamnya terdapat perjanjian dengan Allah, utusan-
Nya, para khalifah, dan orang-orang yang beriman jika
mereka membayar kewajiban pajaknya. Perjanjian ini telah
disaksikan oleh Khalid bin al-Walid, ‘Amr bin al-‘As,
‘Abdurrahman bin ‘Auf, dan Mu‘awiyah bin Abi Sufyan.
Perjanjian ini ditulis dan disaksikan pada tahun ke 15 H.”3

Kedua, riwayat Abi ‘Ubaidah bin al-Jarrah dalam buku
Tarikh al-Ya ‘qubi karya Ahmad 1bn Wadih Al-Ya‘qubi (w.
284 H). Dalam riwayat ini diceritakan, Abu ‘Ubaidah
mengirim surat kepada Umar bin Khatab yang berisi
informasi bahwa penduduk Iliyya meminta mengadakan

perjanjian damai kepada Umar secara langsung. Lalu Umar

3 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Tarikh Al-Rusul Wa Al-
Muluk, (Beirut: Dar al-Turas, cet. I, 1387 H), vol. 111, 608-610.
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datang ke Syam untuk memenuhi permintaannya. Setelah
Umar sampai di Bait al-Maqdis pada bulan Rajab tahun ke
16 H Umar menaklukan Syam dengan menuliskan surat

perjanjian yang isinya sebagai berikut:

Sl oy J2Y Qa1 oy o 48 DS a3 0 ) s
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“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Ini perjanjian yang ditulis oleh Umar bin
Khatab kepada penduduk Bait al-Maqdis: Sesungguhnya
kalian adalah orang-orang yang aman atas darah, harta, dan
gereja kalian. Gereja-gereja kalian tidak boleh ditempati atau
diambil alih, juga tidak boleh dirusak kecuali kalian
membuat bangunan baru secara keseluruhan.”

Perjanjian di atas menurut sebagian pendapat
ditunjukan kepada orang-orang Yahudi di Bait al-Magqdis.
Tapi menurut Al-Ya‘qubi sendiri, pendapat yang disepakati
para sejarawan ditunjukan kepada orang-orang Nasrani.

Ketiga, riwayat Perlindungan Umar yang terdapat di
dalam beberapa literatur kontemporer yang mengacu pada
naskah Patriark Ortodoks di Quds tahun 1952. Teks

lengkapnya seperti yang dimuat dalam buku Wasa'iq

4 Ahmad Ibn Wadih Al-Ya‘qubi, Tarikh Al-Ya qubi, (Najaf-
Irak: Al-Maktabah al-Haidariyyah, 1964), vol. 11, hal. 136-137.
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Falistin: Min al- ‘Uhdah al- ‘Umariyyah ila Wa'‘d Balfaour
karya Fathi Nassar sebagai berikut:®
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5 Fathi Nassar, Wasa'iq Falistin: Min Al-"Uhdah Al
‘Umariyyah lla Wa'‘d Balfaour, (Mesir: Al-Dar al-Saqgafiyyah li al-
Nasyr, cet. I, 2003), 5-6.
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“Perjanjian Umar. Ini adalah Perjanjian Damai yang dikirim
Khalifah Umar bin Khatab kepada Patriark Nasrani
Sophronius pada tahun 637 M.

Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan
agama Islam, memuliakan kita dengan iman, mengasihi kita
dengan nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW, menunjukkan
kepada kita dari kesesatan dan menyelamatkan kita dari
kerusakan, serta menyatukan hati kita, menolong kita dalam
menghadapi musuh, dan menetapkan kekuasaan Kita serta
menjadikan kita sebagai saudara yang saling mencintai.
Karena itu, wahai hamba Allah, sampaikanlah pujian kepada
Allah atas karunia ini. Setelah itu, ini adalah perjanjian
dariku, Umar bin Khatab kepada yang terhormat Patraiark
umat Kristen Melkit Sophronius yang berada di bukit Zaitun
di tempat yang suci (Yerusalem) dan mulia dalam
menanggung jemaat, para imam, biarawan dan biarawati di
manapun berada, mereka memiliki keselamatan, karena non
muslim (Zimmi) jika menjaga aturan-aturannya maka ia
memiliki perlindungan dari Kkita orang-orang beriman dan
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penguasa setelah generasi kita. Mereka (umat Kristen) harus
menghentikan permusuhannya (kepada kami) dengan
diganti kepatuhan dan ketundukan, maka bagi mereka
keselamatan jiwa dan raga, gereja, dan agama-agamanya,
serta  keselamatan bagi semua Kkunjungan yang
dikehendakinya ke Gereja Makam Kudus, Betlehem, tempat
kelahiran Isa AS, gereja besar, dan goa yang memiliki tiga
pintu; depan, utara, dan barat. Keselamatan juga bagi semua
orang Kristen yang berada di sana, yaitu Kristen dari suku
Karaj, Habasy, dan semua orang yang datang, baik dari
orang-orang asing, Koptik, Siria, Armenia, Nestorian,
Yakobit, maupun Maronit yang menjadi pengikut Patriark
Sophronius. Hal ini disampaikan kepada mereka karena
mereka telah diberi oleh nabi yang mulia dan kekasih yang
diutus oleh Allah (Nabi Muhammad), mereka telah
dimuliakan dengan cap tangan nabi yang mulia. Nabi
(Muhammad) telah memerintahkan untuk memperhatikan
mereka dan menjaganya. Begitu juga dengan kita, orang-
orang mukmin harus berbuat baik kepada mereka dengan
membebaskannya dari pajak, memberikan pengampunan,
tidak membebani dengan kewajiban, serta memberikan
jaminan keselamatan dari segala bahaya di darat maupun
laut. Jika mereka berkunjung ke Gereja Makam Kudus dan
kunjungan-kunjungan lainnya maka tidak boleh diminta
sesuatu apapun. Orang-orang yang hendak ziarah ke Gereja
Makam Kudus harus membayar satu dirham dan sepertiga
perak kepada Patriark. Laki-laki dan perempuan mukmin
harus menjaga apa yang telah diperintahkan kepada kita oleh
seorang sultan, hakim, atau pemimpin yang menguasai suatu
wilayah, baik itu kaya maupun fakir dari muslimin,
mukminin dan mukminat.

Saya (Umar bin Khatab) memberikan keputusan ini kepada
mereka di hadapan para sahabat mulia Abdullah, Utsman bin
Affan, Sa‘d bin Zaid, Abdurrahman bin ‘Auf, dan saudara-
saudara sahabat mulia lainnya. Karena itu, berpeganglah
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pada apa yang telah kami jelaskan ini, dijalankan, dan dijaga.
Semoga Allah merahmati Nabi Muhammad, keluarga, dan
sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Cukup bagiku (pemberian) Allah, dan sebaik-baik penguasa
adalah Dia.

Umar bin Khathab

20 Rabiul Awwal tahun 15 H.

Barang siapa di antara orang-orang beriman yang membaca
ketetapan ini dan menyalahinya sejak sekarang hingga Hari
Kiamat maka ia orang yang melanggar perjanjian Allah dan
utusan-Nya”

Autentisitas teks dalam riwayat yang ketiga diragukan
banyak peneliti. Pasalnya, selain dari sisi kebahasaan
mengandung berbagai kosa kata baru, juga tidak ditemukan
di dalam sumber-sumber lain kecuali dari Patriark Ortodoks
di Quds tahun 1952.° Menurut Al-Zayyan, kepalsuan riwayat
ini setidaknya dapat dilihat dari 3 hal. Pertama, terdapat
pengistimewaan terhadap sebagian orang Kristen daripada
Kristen lainnya. Kedua, menggugurkan pajak sebagian orang
Kristen. Ketiga, diajukan kepada Patriark.” Abd al-Fattah Al-

6 Khalif ‘Abud Al-Ta'i, “Al-Tarkibah Al-Sukkaniyyah Li Al-
Quds Fi Al-‘Uhdah Al-‘Umariyyah,” Majallah Midad Al-Adab, n.d,
900-901.

" Ramadan Ishaq Al-Zayyan, “Riwayat Al-‘Uhdah Al-
‘Umariyyah: Dirasah Tausigiyyah, Majallah Al-Jami‘ah Al-
Islamiyyah,” Majallah Al-Jami‘ah Al-Islamiyyah Li Al-Dirasat Al-
Islamiyah 14, no. 2 (2006), 189.
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Magqdisi dalam penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa
kosa kata dalam riwayat ketiga banyak yang berasal dari
masa Turki Usmani seperti kata “namah” dalam redaksi ‘ahd
namah, “marsumuna” dan lainnya yang berasal dari masa
‘Usmani pertengahan abad ke 19 M, atau bisa juga teks
riwayat ketiga mulanya menggunakan bahasa Yunani, lalu

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa itu.®

Ketiga riwayat di atas dan beberapa riwayat lainnya
tentang Al-‘Uhdah  Al-‘Umariyyah isinya  memiliki
kesamaan, yaitu perjanjian dibuat oleh Umar bin Khatab dan
diberikan kepada penduduk Syam. Dalam riwayat Al-Tabari
disebutkan secara spesifik, yaitu kepada penduduk Iliyya .
Isi dari perjanjian ini berupa perlindungan atas jiwa, harta,
dan agama orang-orang yang mengadakan perjanjian damai
(‘aqd al-sulh).

Perlindungan atau jaminan atas keberlangsungan hidup
non muslim yang berdamai dengan penguasa muslim secara
setara dan menjunjung tinggi keadilan menjadi ciri utama
dalam berbagai perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad

SAW dan para penggantinya (al-khulafa™ al-rasyidun). Hal

8 Abd al-Fattah Al-Magdisi, “Al-‘Uhdah Al-‘Umariyyah:
Dirasah Naqdiyyah Tahliliyyah Li Al-Masadir Al-Tarikhiyyah,”
Majallah Dirasat Bait Al-Maqdis 2, no. 3 (2000): 35-66.
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ini berbeda dengan perjanjian yang disebut Al-Syurut Al-
‘Umariyyah yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab.
Uraian di bawah ini akan menjelaskan secara khusus tentang
riwayat Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yang menjadi fokus

pembahasan dalam penelitian ini.

Teks Al-Syurut Al- ‘Umariyyah (Aturan Umar) banyak
dimuat dalam karya para sarjana fikih, seperti Ahkam Ahl al-
Zimmah karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H)°
Majmu* al-Fatawa karya Ibn Taimiyyah (w. 728 H),%® Al-
Mughni karya Ibn Qudamah (w. 620 H), dan Tafsir Al-
Qur’an al-‘4zim karya Ibn Kasir (w. 774 H),!* sedangkan
karya sejarah yang memuat Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yaitu
Tarikh Dimasyq karya Ibn ‘Asakir (w. 571 H).1?

® 1bn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam jilid 3 dari karyanya ini
secara khusus membahas tentang Al-Syurut al- ‘Umariyyah dengan
memerinci berbagai aturan yang wajib diterapkan bagi umat Islam dan
non muslim yang hidup dalam kekuasaan muslim. Ibn Qayyim Al-
Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, (Beirut: Ramadi li al-Nasyr, cet. I,
1997), vol. 111, 1159-1457.

10 Taqiyyu al-Din Ibn Taimiyyah, Majmu‘ah Al-Fatawa Li
Syaikh Al-Islam Tagiyyu Al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah Al-Harraniy,
(Saudi Arabia: Dar al-Wafa’, cet. I11, 2005), vol. XXVIII, 355-356.

11 Abi al-Fida® Ibn Kasir, Tafsir Al-Qur’an Al-’Azim, (Beirut:
Dar al-Kutub al-"Timiyyah, cet. I, 1419 H), vol. IV, hal. 117-118.

12 Abu al-Qasim Ibn ‘Asakir, Tarikh Dimasyq, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1995), vol. 11, 174-185.
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Pembahasan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah dalam penelitian
ini mengacu pada teks yang terdapat di dalam karya lbn
Qayyim al-Jauziyyah. Pemilihan ini didasari atas dua alasan.
Pertama, teks Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yang terdapat dalam
karya Ibn Qayyim ditulis cukup panjang. Kedua, Ibn Qayyim
memberikan penjelasan dari sisi keberadaannya sebagai
sumber fikih yang mengatur hubungan umat Islam dengan
non muslim yang hidup di dalam wilayah kekuasaan umat

Islam.

Di bawah ini teks lengkap Al-Syurut Al-‘Umariyyah
dalam karya Ibn Qayyim:
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“Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan: Telah bercerita
kepadaku Abu Syurahbil al-Himsiy ‘Isa bin Khalid, ia
mengatakan: Telah mengatakan kepadaku pamanku, Abu al-
Yaman dan Abu al-Mughirah, bahwa keduanya berkata:
Telah menginformasikan kepadaku Isma‘il bin ‘Ayyasy,
bahwa ia berkata: Telah bercerita kepadaku lebih dari satu
orang ahli ilmu. Mereka berkata: Penduduk Jazirah (ahl al-

jazirah) telah menulis surat perjanjian kepada Abdurrahman
bin Ghanam:

Sesungguhnya ketika engkau datang ke wilayah kami, kami
meminta kepadamu perlindungan atas jiwa dan penganut
agama kami. Kami membuat persyaratan atau perjanjian
kepadamu yang menjadi kewajiban kami, bahwa kami tidak
akan membangun gereja di wilayah kami, juga di sekitaran
gereja kami tidak akan membangun tempat tinggal bagi
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pendeta dan tempat pertapaannya. Kami tidak akan
memperbaharui bangunan gereja yang runtuh, juga tidak
akan merenovasi bagian gereja yang berada di dalam
wilayah perencanaan umat Islam. Kami tidak akan melarang
umat Islam untuk tinggal di gereja di waktu malam maupun
siang hari. Kami akan membuka lebar pintu gereja atau
mempersilakan orang-orang yang lewat untuk tinggal di
dalamnya dan kami tidak akan menempatkan mata-mata baik
di gereja maupun di tempat tinggal kami. Kami tidak akan
menyimpan kepalsuan kepada umat Islam. Kami tidak akan
menabuh lonceng kecuali dengan nada rendah di dalam
gereja. Kami tidak akan memperlihatkan salib, juga tidak
akan mengeraskan suara di saat ibadah dan pembacaan doa
di gereja yang didatangi umat Islam. Kami tidak akan
mengeluarkan salib dan kitab di pasar muslim. Kami tidak
akan merayakan hari raya Ba“us (pada hari raya Ba‘us orang-
orang Kristen berkumpul sebagaimana umat Islam keluar
rumah dan berkumpul pada hari raya Idul Adha dan Idul
Fitri) dan tidak merayakan hari raya Sya‘anin. Kami tidak
akan mengeraskan suara dalam upacara kematian. Kami juga
tidak akan menyalakan api dalam upacara kematian di pasar
umat Islam. Kami tidak akan memelihara babi dan menjual
arak. Kami tidak akan memperlihatkan perbuatan dan
ucapan syirik. Kami tidak akan memperlihatkan kecintaan
kepada agama kami dan tidak akan mengajak seorang pun
untuk memeluk agama kami. Kami tidak akan mengambil
sesuatu apapun dari budak yang menjadi bagian umat Islam.
Kami tidak akan melarang seorang pun dari kerabat kami
yang menghendaki masuk Islam. Kami akan selalu
menggunakan perhiasan kekhasan kami di manapun kami
berada. Kami tidak akan menyerupai umat Islam dalam
memakai songkok, sorban, sandal, penataan rambut, dan
menaiki kendaraan. Kami tidak akan berbicara dengan
perkataannya umat Islam, kami juga tidak akan membuat
nama panggilan dengan nama yang digunakan orang-orang
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Islam. Kami akan memotong bagian depan rambut kami, dan
kami tidak akan memisahkan atau membuat rambut jambul.
Kami akan menggunakan ikat pinggang. Kami tidak akan
mengukir cincin dengan menggunakan bahasa Arab. Kami
tidak akan menaiki kuda dengan pelana. Kami tidak akan
membuat pedang apapun, dan kami tidak akan
membawanya, serta tidak akan menyandangnya. Kami akan
menghormati umat Islam di tempat duduknya. Kami akan
menunjukkan jalan kepadanya. Kami akan berdiri dari
tempat duduk jika umat Islam hendak duduk. Kami tidak
akan memperlihatkan diri di tempat tinggal umat Islam.
Kami tidak akan mengajarkan Alquran kepada anak-anak
kami. Seorang pun dari kami tidak akan bersekutu dengan
umat Islam dalam perdagangan kecuali ada urusan dagang
yang dimiliki umat Islam. Kami akan menjamu setiap orang
Islam yang lewat selama tiga hari dan kami akan
memberikan makan kepadanya dari makanan terbaik yang
kami temukan. Kami akan menanggung semua itu untukmu
dan menjadi kewajiban kami, keluarga kami, istri kami, dan
orang-orang yang tinggal bersama kami. Apabila kami
mengubah atau menyalahi aturan yang kami janjikan kepada
diri kami dan kami telah menerima perlindungan maka tidak
ada jaminan untuk kami. Engkau boleh melakukan apapun
kepada kami sebagaimana hal yang boleh dilakukan kepada
orang-orang yang menentang dan melakukan perpecahan.”

Lalu Abdurrahman bin Ghanam mengirimkan surat
perjanjian tersebut kepada Umar bin Khatab RA. Umar
membalas:
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“Penuhilah apa yang mereka (orang-orang Nasrani Syam)
minta. Susulkanlah dua hal yang ingin saya syaratkan kepada
mereka selain persyaratan yang mereka buat sendiri dan
menjadi kewajibannya untuk memenuhi, yaitu mereka tidak
boleh membeli (sesuatu apapun) dari tawanan kita, dan
barang siapa memukul seorang muslim (dengan disengaja)
maka perjanjiannya menjadi lepas.”

Abdurrahman bin Ghanam menyetujui syarat tambahan
dari Umar, dan mengakui terhadap keberadaan dan hak
orang Romawi yang tinggal di berbagai wilayah Syam

dengan syarat berpegang pada aturan-aturan tersebut.*3

Selain teks di atas, lbn Qayyim al-Jauziyyah juga
menampilkan 3 riwayat lainnya dengan lafal dan makna
serupa, yaitu 1) riwayat Al-Khallal yang terdapat di dalam
kitab Ahkam Ahl al-Milal, 2) riwayat dari Sufyan al-Sauri
dari Masruq dari Abdurrahman bin Ghanam yang
menyebutkan secara jelas bahwa perjanjian damai dilakukan
oleh orang-orang Nasrani Syam, dan 3) riwayat Rabi‘ bin
Sa‘lab dari Yahya bin ‘Uqgbah bin Abi al-‘Izar dari Sufyan
al-Sauri, Walid bin Nuh, dan al-Sariy bin Musrif. Ketiga
nama terakhir meriwayatkan dari Talhah Ibn Musrif dari

Masruq dari Abdurrahman bin Ghanam.**

13 1bn Qayyim Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, (Beirut:
Ramadi li al-Nasyr, cet. 1, 1997), vol. 3, 1159-1161.
14 Al-Jauziyyah, 1161-1163.
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Al-Syurut Al- ‘Umariyyah baik yang terdapat di dalam
karya Ibn Qayyim, Ibn Taimiyyah, Ibn Qudamah, Ibn Kasir,
dan Ibn ‘Asakir diriwayatkan olen Abdurrahman bin
Ghanam, salah seorang yang biografinya diperdebatkan oleh
para sejarawan dan pakar biografi. Menurut sebagian sarjana
seperti Ibn ‘Asakir, Yahya bin Bakir, Al-Kalabazi, dan yang
lainnya, Abdurrahman bin Ghanam merupakan sahabat Nabi
Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis dan
perkataan sahabat (asar) dari Umar bin Khatab, Ali bin Abi
Talib, Mu‘az bin Jabal, Abi Zarr, Abi al-Darda’, dan yang
lainnya.’® Menurut Ibn Hibban (w. 354 H), Abu al-Hasan al-
Jazari (w. 630 H), Syamsuddin al-Zahabi (w. 748 H) dan
yang lainnya, Abdurrahman bin Ghanam tidak termasuk

sahabat karena tidak pernah berjumpa Rasulillah SAW. ¢

Beberapa ulama seperti Abu al-Qasim al-Baghawi, Abu
al-Hasan al-Jazari, dan yang lainnya menyebutkan bahwa
Abdurrahman bin Ghanam lahir dan masuk Islam sejak masa

Nabi Muhammad SAW tapi tidak pernah berjumpa

15 Tbn “Asakir, Tarikh Dimasyq, vol. XXXV, 311-319.

16 Muhammad bin Hibban Al-Tamimi, Al-Sigat, (India:
Wuzarah al-Ma’arif li al-Hukimah al-’Aliyah al-Hindiyah, cet. I,
1973), vol. V, 78; Abu al-Hasan Al-Jazari, Asad Al-Ghabah Fi
Ma’rifah Al-Sahabah, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, cet. I,
1994), vol. 111, 482; Syamsuddin Al-Zahabi, Siyar 4’lam Al-Nubala’,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 111, 1985), vol. IV, 45.
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dengannya. Karena itu Abdurrahman tidak termasuk
sahabat. Menurut Ibn Hibban, Syamsuddin al-Zahabi, dan
ulama lainnya baik yang mengkategorikan Abdurrahman
sebagai sahabat maupun bukan berpendapat bahwa ia wafat
pada tahun ke 78 H.*" Penaklukan berbagai wilayah di Syam
sendiri (futuh al-Syam) selesai pada tahun 18 H. Artinya,
Abdurrahman bin Ghanam pada saat penaklukan Syam
sudah selesai baru berusia 18 tahun. Issam Skhnini
meragukan keterlibatan Abdurrahman bin Ghanam dalam
berbagai proses penaklukan di wilayah Syam. Hal ini
berdasarkan pada semua riwayat perjanjian damai yang
dilakukan Umar bin Khatab yang terdapat dalam literatur
penaklukan wilayah (futuh) dan sejarah (tarikh) tidak
ditemukan nama Abdurrahman bin Ghanam. Menurut
Skhnini, Abdurrahman bin Ghanam dengan usianya yang
masih muda saat itu tidak mungkin terlibat dalam posisi

penting penaklukan wilayah.®

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang status

Abdurrahman bin Ghanam sebagai sahabat atau tabiin,

17 Al-Tamimi, Al-Siqat, vol. V, 78; Al-Jazari, Asad Al-Ghabah
Fi Ma rifah Al-Sahabah, vol. I11, 482; Tbn ‘Asakir, Tarikh Dimasyq,
vol. XXXV, 317-318.

18 Issam Skhnini, “Al-Syurit Al-’Umariyyah: Dirasah Naqd
Tarikhiyyah,” Al-Basa’ir 1, no. 2 (n.d.): 17-18.
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hampir semua riwayat yang menceritakan tentangnya
sepakat mengisahkan bahwa ia tokoh besar muslim yang
tinggal di Syam dan belajar kepada sahabat Nabi
Muhammad SAW yang bernama Mu‘az bin Jabal serta
selalu menemaninya. Bahkan Ibn Sa‘d (w. 230 H) dalam Al-
Tabagat al-Kubra dan salah satu riwayat dalam kitab Tarikh
Dimasyq menceritakan bahwa Abdurrahman merupakan
salah seorang yang diutus oleh Umar bin Khatab untuk

mengajarkan Islam di Syam.®

Syamsuddin al-Zahabi mengatakan, “Abdurrahman bin
Ghanam adalah ahli agama (fagih), orang besar (imam), dan
guru penduduk Filistin (syaikh ahl filistin).” Al-Zahabi
mengutip beberapa riwayat, antara lain: “Abdurrahman bin
Ghanam adalah pemimpin tabiin (ra’s al-tabi‘in) yang
tinggal di Filisfin.” Dalam riwayat lain dikatakan, “semua
tabiin di Syam mengerti Islam sebab (belajar kepada)
Abdurrahman bin Ghanam. la orang yang jujur, utama, dan
mulia.”’®  Abu  al-Hasan al-Jazari  menceritakan,
Abdurrahman bin Ghanam selalu menyertai Mu‘az bin Jabal

sejak Mu‘az diutus Nabi Muhammad ke Yaman hingga

19 Abl > Abdillah Ibn Sa’d, Al-Tabaqgat Al-Kubra, (Beirut: Dar
al-Kutub al-’Tlmiyyah, cet. I, 1990), vol. VII, 307; Ibn ‘Asakir, Tarikh
Dimasyq, vol. XXXV, 319.

20 Al-Zahabi, Siyar A’lam Al-Nubala’, vo. IV, 45-46.
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Mu‘az wafat pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab.
Abdurrahman juga banyak mendengarkan hadis dan
perkataan Umar. Karenanya Abdurrahman dikenal di
kalangan para tabiin. Di Syam Abdurrahman dikenal sebagai
orang yang paling tahu tentang Islam dan guru bagi
penduduknya, serta memiliki derajat yang tinggi.?

Berdasarkan beberapa riwayat di atas dapat
disimpulkan bahwa Abdurrahman bin Ghanam merupakan
figur penting yang memiliki otoritas tentang Islam bagi
penduduk Syam. Karena itu peristiwa penting Aturan Umar
dengan orang-orang Kristen Syam (Al-Syurut Al-
‘Umariyyah) meski secara riwayat diperdebatkan dan
banyak yang mengatakan palsu, rawi utamanya disandarkan
kepada Abdurrahman bin Ghanam dalam rangka

mendapatkan kekuatan sanad dan legitimasi tokoh.

Beberapa peneliti yang meragukan keaslian Al-Syurut
Al-‘Umariyyah antara lain Issam Skhnini dalam tulisannya,
Al-Syurut Al- ‘Umariyyah: Dirasah Naqd. la berpendapat,
Al-Syurut Al- ‘Umariyyah baik secara sanad maupun matan

tidak sah disandarkan kepada Umar bin Khatab. Aturan ini

2L Al-Jazari, Asad Al-Ghabah Fi Ma 'rifah Al-Sahabah, vol. 1I,
482.
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bukan dibuat oleh Umar bin Khatab, juga bukan produk dari
masanya, melainkan kembali ke masa setelah Umar bin
Khatab, yaitu dimulai sejak masa khalifah Bani Umayyah
Umar bin Abdul Aziz, lalu berkembang lagi ke masa-masa
berikutnya dengan berbagai penambahan hingga menjadi
sistematis seperti yang dikutip 1bn Qayyim Al-Jauziyyah,
Ibn Taimiyyah, Ibn Qudamah, dan yang lainnya.?

Ramadan Ishaq al-Zayyan dalam Riwayat al- ‘Uhdah al-
‘Umariyyah berkesimpulan, semua rawi dalam Al-Syurut Al-
‘Umariyyah memiliki keterputusan antara satu rawi dengan
rawi sebelumnya. Misalnya dalam riwayat Ibn Qayyim yang
mengambil dari Sufyan al-Sauri dari Masrtiq bin al-Ajda‘ al-
Tabig. Al-Sauri wafat pada tahun 161 H, sedangkan lbn
Qayyim al-Jauziyyah sendiri wafat pada tahun 691 H.%
Musa Isma‘il al-Basit dalam bukunya, Al-‘Uhdah al-
‘Umariyyah Baina al-Radd wa al-Qabul juga menjelaskan
berbagai kelemahan riwayat Al-Syurut Al- ‘Umariyyah. Al-
Basit mengutip hasil penelitian dari Hamam Sa‘id

menyatakan, rawi-rawi dalam Al-Syurut banyak yang tidak

22 Skhnini, “Al-Syurit Al-’Umariyyah: Dirasah Naqd
Tarikhiyyah.”

2 Al-Zayyan, “Riwayat Al-‘Uhdah Al-‘Umariyyah: Dirasah
Tausiqgiyyah, Majallah Al-Jami‘ah Al-Islamiyyah, 190.”
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diketahui (majhul), lemah (du‘afa’), dan mengalami

keterputusan generasi antar rawi (al-ingita“).2*

Beberapa peneliti dari Barat juga berbeda pendapat
tentang keaslian dokumen Al-Syurut Al- ‘Umariyyah.
Menurut Michael Brett, Al-Syurut Al- ‘Umariyyah tidak lebih
dari produk fukaha belakangan. Jay Spaulding mengatakan,
Aturan Umar dibuat belakangan untuk kepentingan umat
Islam. Berbeda dengan dua sarjana ini, Albrecht Noth dan
Wadad al-Qadi berpendapat, Al-Syurut dibuat pada masa
Umar bin Khatab, namun naskahnya di kemudian hari
mengalami perubahan, yaitu ada beberapa aturan yang
ditambahkan umat Islam pada masa belakangan. Milka Levy
Rubin berkesimpulan, Al-Syurut autentik berasal dari masa
Umar bin Khatab dengan dasar isi dari perjanjian tersebut
mencerminkan hukum internasional kuno yang berkembang
dalam wilayah kekuasaan Helenistik, Romawi, dan
Bizantium. Kebudayaan ini telah diketahui pasukan Islam
yang menaklukkan Syam, juga menjadi norma bagi orang-
orang yang ditaklukkan di dalam masyarakat Syam. Milka

melihatnya sebagai penyerapan kebudayaan Islam dari

24 Musa Isma‘il Al-Basit, Al-"Uhdah Al-’Umariyyah Baina Al-
Qabul Wa Al-Radd: Dirasah Nagdiyyah, (Al-Quds: Markaz al-Syam
li al-Khidmat al-Jami’iyyah, cet. I, 2001), 56-57.
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Sasanian yang berlangsung cukup lama. Karena itu, ia
berkesimpulan isi dari Al-Syurut Al- ‘Umariyyah juga
mengalami perubahan dari masa ke masa, hamun perubahan

ini tidak lepas dari adopsi terhadap kebudayaan Sasani.?

Di antara beberapa pendapat dan argumentasi tentang
asli atau tidaknya Al-Syurut Al-‘Umariyyah penelitian ini
lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan Al-Syurut Al-
‘Umariyyah bukan berasal dari Umar bin Khatab. Hal ini
berdasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, berkaitan dengan sanad. Seperti kesimpulan
beberapa peneliti terdahulu, bahwa sanad dari Al-Syurut Al-
‘Umariyyah tidak lengkap dan mengalami keterputusan
generasi. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan gurunya, Ibn
Taimiyyah, juga beberapa sarjana yang menjadikan Al-
Syurut sebagai dasar dalam perumusan hukum Islam
(istinbat al-hukm) tidak menyebutkan semua rawinya. Besar
kemungkinan memang tidak diketahui masing-masing rawi
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai
argumentasi penguat bahwa Al-Syurut Al- ‘Umariyyah dapat
dijadikan pegangan dalam istinbat al-hukm Ibn Qayyim dan

% Milka Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic
Empire: From Surrender to Coexistence, (Cambridge University
Press, 2011), 9-10.
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Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa Al-Syurut tidak

membutuhkan sanad karena sudah populer di masyarakat.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan:
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“Popularitas Al-Syurut Al- ‘Umariyyah tidak membutuhkan
sanad, karena para imam (fukaha) telah menerimanya dan
menyebutkannya di dalam buku-bukunya serta dijadikan
dasar (dalam merumuskan fikih) olehnya. Al-Syurut Al-
‘Umariyyah selalu dibicarakan para imam dan disebutkan di
dalam buku-bukunya. Para khalifah setelah Umar bin Khatab

telah mengakui dan selalu menjalankan aturan-aturan yang
terkandung di dalamnya.”?®

Ibn Taimiyyah mengatakan:
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“Al-Syurut Al-‘Umariyyah telah disampaikan para ulama
dari berbagai mazhab yang diikuti maupun tidak di dalam

buku-bukunya, serta menjadikannya sebagai pegangan atau
dasar (dalam hukum Islam).”?

2% Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, vol. 111, 1164-1165.
27 |bn Taimiyyah, Majmu“ah Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam
Tagiyyu Al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah Al-Harraniy, vol. XXVIII, 356.
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Melalui perkataan di atas barangkali Ibn Qayyim dan
Ibn Taimiyyah hendak menegaskan bahwa Al-Syurut Al-
‘Umariyyah sudah sangat populer di kalangan para ulama,
karena itu tidak perlu menyebutkan sanadnya secara
lengkap. Pernyataan ini jarang terjadi dalam pendapat Ibn
Qayyim dan Ibn Taimiyyah mengingat keduanya sangat
ketat dalam persoalan sanad.

Kedua, penulis atau orang yang membuat aturan
dalam riwayat Al-Syurut Al- ‘Umariyyah berbeda-beda. Ibn
Qayyim al-Jauziyyah yang menampilkan tiga riwayat yang
semuanya bersumber pada Abdurrahman bin Ghanam dalam
riwayat pertama dijelaskan bahwa penulis perjanjian dan
yang memulai meminta untuk berdamai adalah penduduk
jazirah (kataba ahl al-jazirah ila ‘Abdirrahman bin
Ghanam).?® Dalam riwayat kedua disebutkan penulisnya
Abdurrahman bin Ghanam dan yang membuat aturan atau
persyaratan adalah Umar bin Khatab. Dalam riwayat kedua

disebutkan:
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28 Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, vol. 111, 1159-1160.
Riwayat ini juga terdapat dalam Abu Muhammad Ibn Qudamah, Al-
Mughni, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), vol. 1X, 352-353.
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“Diceritakan dari Abdurrahman bin Ghanam bahwa ia
berkata: Saya menulis kepada Umar bin Khatab RA ketika
orang-orang Nasrani Syam mengadakan perjanjian damai
dan Umar membuat syarat kepadanya berupa mereka tidak
bolen membangun gereja di kota mereka... dan
seterusnya.”?’

Riwayat kedua ini memperlihatkan bahwa mulanya
orang-orang Nasrani Syam mengadakan perjanjian damai
(‘agd  sulh), lalu  Abdurrahman  bin ~ Ghanam
menginformasikannya kepada Umar bin Khatab. Umar
menerimanya dengan memberikan sejumlah aturan yang
berupa larangan membangun rumah ibadah, kewajiban
memakai pakaian tertentu, dan yang lainnya sebagaimana
dalam riwayat pertama yang disampaikan lbn Qayyim.
Adapun dalam riwayat ketiga penulisnya orang-orang
Nasrani Syam sendiri dan Abdurrahman bin Ghanam
berperan sebagai penyalin teks dan mengirimkannya kepada
Umar bin Khatab. Dalam riwayat ketiga disebutkan:
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“Diceritakan dari Abdurrahman bin Ghanam bahwa ia
berkata: Saya mengirim surat kepada Umar bin Khatab RA

29 Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, vol. 111, 1161-1162.
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ketika orang-orang Nasrani penduduk Syam mengadakan
perjanjian damai. (Isi suratnya) yaitu: Dengan menyebut
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini
surat untuk hamba Allah, Umar, pemimpin orang-orang
beriman, dari orang-orang Nasrani kota ini dan ini.
Sesungguhnya ketika kalian datang kepada kami, kami
meminta kepada kalian perlindungan terhadap jiwa,
keluarga, harta, dan penganut agama kami... dan
seterusnya.”*

Ibn  Taimiyyah menyampaikan, Al-Syurut Al-
‘Umariyyah dibuat oleh Umar bin Khatab dengan disaksikan
sahabat Ansor dan Mubhajirin ketika orang-orang Nasrani
Syam mengadakan perjanjian damai (sulh).3! Demikian juga
dalam salah satu riwayat yang terdapat di dalam karya Ibn
‘Asakir.®> Beberapa kitab yang memuat Al-Syurut Al-
‘Umariyyah berbeda-beda dalam menisbatkan penulis dan
pembuatnya. Apakah isi Al-Syurut berasal dari orang-orang
Syam yang ditaklukkan (al-maghlub) atau dari Umar bin
Khatab selaku pihak yang menaklukkan (al-ghalib). Di
sinilah yang menjadikan Al-Syurut  Al- ‘Umariyyah

30 Al-Jauziyyah, vol. 111, 1163-1164. Riwayat ini juga terdapat
dalam Ibn Kasir, Tafsir Al-Qur an Al-"Azim, vol. IV, 117; Ibn ‘Asakir,
Tarikh Dimasyq, vol. 1, 175-176.

31 lbn Taimiyyah, Majmuah Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam
Tagiyyu Al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah Al-Harraniy, vol. XXVIII, 355.

32 Tbn ‘Asakir, Tarikh Dimasyg, vol. Il, 174.
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diragukan oleh para sarjana. Sebagian sarjana berpandangan,
perjanjian yang dilakukan Umar bin Khatab dilakukan secara
lisan (musyafahah), bukan tertulis. Lalu sebagian sejarawan
Muslim mencatat secara ringkas, hingga di kemudian hari
ditulis secara panjang. Karena itu banyak perbedaan
penishatan pembuatnya.®

Ketiga, isi Al-Syurut Al-‘Umariyyah bertentangan
dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan  Nabi
Muhammad dan al-Khulafa™ al-Rasyidun serta berbagai
hadis yang menginformasikan tentang interaksi Nabi
Muhammad SAW dengan non muslim. Dalam berbagai
perjanjian seperti dengan orang-orang Yahudi (Sahifah Al-
Madinah) atau dengan orang-orang Kristen Najran, Nabi
SAW selalu mengedepankan keadilan (al-‘adalah) dan
kesetaraan (al-musawah). Sedangkan dalam Al-Syurut Al-
‘Umariyyah justru mencerminkan sebaliknya, penuh dengan
pembatasan dan diskriminasi terhadap non muslim yang

berada di dalam kekuasaan Islam.3*

Berdasarkan tiga alasan di atas, Al-Syurut Al-

‘Umariyyah dalam penelitian ini tidak didudukkan sebagai

3 Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire:
From Surrender to Coexistence, 8-9.
34 Pembahasan ini akan dijelaskan secara detail dalam Bab IV.
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karya Umar bin Khatab atau perjanjian yang lahir pada masa
kepemimpinnya. Perjanjian autentik yang dibuat Umar
dengan Nasrani Syam disebut dengan Al- ‘Uhdah al-
‘Umariyyah, bukan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah. Penelitian ini
tidak difokuskan pada kajian tentang keaslian riwayat
sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam filologi, tapi
melalui penjelasan-penjelasan di atas dan hasil kajian dari
para peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Al-Syurut
Al- ‘Umariyyah yang dijadikan sumber fikih oleh para fukaha
bukan berasal dari masa Umar bin Khatab, melainkan dibuat

pada masa yang cukup lama setelahnya.

Al-Syurut Al- ‘Umariyyah lebih banyak disebutkan di
dalam literatur fikih. Besar kemungkinan perjanjian yang
disandarkan kepada Umar bin Khatab ini memang digunakan
untuk kepentingan yang berkaitan dengan fikih. Hal ini salah
satunya tercermin dalam ungkapan Ibn Kasir dalam
karyanya tentang sejarah, Al-Bidayah wa al-Nihayah, ketika
menjelaskan tentang penaklukan Bait al-Maqdis oleh Umar
bin Khatab, ia menjelaskan tentang Al-Syurut Al-
‘Umariyyah. Ibn Kasir dalam karya tersebut tidak memuat
naskahnya dan menjelaskan secara detail, tapi hanya

menunjukkan bahwa ia membahasnya di dalam karya
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lainnya yang mengkaji tentang hukum. Kitab hukum yang

dimaksud yaitu karya tafsirnya, Tafsir al-Qur an al- ‘4zim.*

Salah satu bukti lain yang mengindikasikan Al-Syurut
Al-‘Umariyyah berkelindan dengan kepentingan fukaha
yaitu pernyataan lbn Taimiyyah yang menyatakan hadis
larangan menyakiti non muslim sebagai hadis palsu dan
tidak boleh dijadikan pegangan. Pernyataan ini disampaikan
dalam  membahas  Al-Syurut  Al- ‘Umariyyah  yang
menurutnya harus dijadikan sumber hukum bagi umat Islam
dalam menyikapi keberadaan non muslim. Ibn Taimiyyah
mengakui bahwa isi Al-Syurut Al- ‘Umariyyah bertentangan
dengan hadis Nabi SAW: “Barangsiapa menyakiti non
muslim maka ia menyakitiku” (man aZa Zimmiyyan fagad
azani), tapi Ibn Taimiyyah menganggap hadis ini palsu.
Karenanya tidak dianggap sebagai penghalang untuk
menjalankan semua aturan yang ada di dalam Al-Syurut Al-

‘Umariyyah.*®

35 AbU al-Fida® 1bn Kasir, Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, cet. I, 1976), vol. VII, 59.

% |bn Taimiyyah, Majmu‘ah Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam
Tagiyyu Al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah Al-Harraniy, XXVIII, 356.
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B. Evolusi Al-Syurut Al-‘Umariyyah dan Konteks Sosial

Historisnya

Jika Al-Syurut Al-‘Umariyyah bukan berasal dari
Umar bin Khatab, juga bukan lahir pada masanya dan tidak
berkaitan dengannya, maka pertanyaan yang segera muncul
siapa yang membuat, untuk kepentingan apa, dan kenapa
disandarkan kepadanya? Para peneliti yang menolak
keabsahan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah berasal dari Umar bin
Khatab tidak ada yang menyebutkan secara pasti siapa
pembuatnya. Hal ini disebabkan tidak ada data di dalam
literatur sejarah awal yang merekamnya. Para peneliti dalam
barisan ini seperti Issam Skhnini, Musa Isma‘il al-Basit,
Maher Y. Abu Munshar, dan yang lainnya hanya bisa
mengambil kesimpulan bahwa Al-Syurut Al- ‘Umariyyah

berasal dari masa yang jauh setelah Umar bin Khatab.*’

Kesimpulan di atas berdasarkan pada penelitian
terhadap kandungan Al-Syurut Al-‘Umariyyah yang di
dalamnya mengandung perintah identitas pembeda antara

non muslim dan muslim (ghiyar) serta berbagai pembatasan

37 Skhnini, “Al-Syurit Al-’Umariyyah: Dirasah Nagd
Tarikhiyyah”, 43; Al-Basit, Al-’Uhdah Al-’Umariyyah Baina Al-
Qabul Wa Al-Radd: Dirasah Naqdiyyah, 60-61; Maher Y. Abu
Munshar, Islamic Jerusalem and Its Christians: A History of
Tolerance and Tensions, (New York: 1.B. Tauris, 2007), 77.
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dan larangan bagi non muslim terutama dalam aktivitas
keagamaannya. Skhnini mengatakan, beberapa sumber yang
ditelitinya menginformasikan bahwa Umar bin Abdul Aziz,
Khalifah Dinasti Umayyah yang memimpin pada 99-101 H,
memerintahkan kepada para pegawainya supaya ahl al-
Zimmah atau non muslim yang berada di dalam
kekuasaannya menggunakan pakaian tertentu yang berbeda
dengan umat Islam, memotong rambut kepala bagian depan,
dan dilarang menunggang kuda dengan menggunakan

pelana.®®

Menurut Skhnini, aturan yang dibuat Umar bin Abdul
Aziz itu menjadi cikal bakal terbentuknya aturan yang
dikemudian hari dinisbatkan kepada Umar bin Khatab (Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah). Kurang lebih satu abad setelah masa
Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid khalifah kelima
Dinasti ‘Abbasiyyah yang memimpin sejak tahun 170-193
H, pada tahun 191 H mengeluarkan perintah kepada
pegawainya untuk menghancurkan gereja di Baghdad dan
menerapkan aturan bagi non muslim supaya berbeda dengan

umat Islam dalam menggunakan pakaian dan kendaraan.*

3 Skhnini, “Al-Syurit Al-’Umariyyah: Dirasah Nagd
Tarikhiyyah, 35.”
% Skhnini, 36.
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Setelah 30 tahun lebih, Ja‘far al-Mutawakkil khalifah
Dinasti Abbasiyyah ke 10 yang memimpin sejak tahun 232-
247 H, pada tahun 235 H membuat aturan lebih terperinci
yang dibebankan kepada non muslim. Aturan ini seperti yang
dimuat di dalam Al-Syurut al- ‘Umariyyah, yakni keharusan
ada identitas pembeda antara muslim dengan non muslim,
perintah merobohkan gereja, kewajiban memasang ukiran
gambar setan dari kayu yang dipaku di pintu rumah dengan
tujuan untuk membedakan antara rumah milik orang Islam
dan ahl al-Zimmabh, larangan bagi non muslim untuk bekerja

di dalam pemerintahan, dan yang lainnya.*°

Semua aturan yang dibuat ketiga khalifah di atas di
dalamnya tidak menyebutkan rujukan Alquran maupun
hadis, juga tidak menisbatkan kepada Umar bin Khatab.
Artinya, siapa sesungguhnya orang yang pertama Kali
menisbatkan atau menyandarkan aturan kepada Umar bin
Khatab tidak diketahui secara pasti. Demikian juga dalam
literatur yang memuat aturan ghiyar yang ditulis pada masa
paling awal tidak menjelaskan kalau aturan tersebut berasal
dari Umar bin Khatab kecuali dalam Al-Kharaj karya Abu
Yusuf (w. 182 H/ 798 M).

40 Skhnini, 38.
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Dalam pembahasan tentang pakaian bagi ahl al-
Zimmah, Abu Yusuf menjelaskan berbagai aturan yang perlu
diterapkan di dalam masyarakat non muslim yang berada di
dalam kekuasaan khalifah, seperti tidak boleh menjual arak,
babi, dan keharusan memakai pakaian yang berbeda dengan
umat Islam. Abu Yusuf mengatakan, “perihal identitas
pembeda dalam bentuk pakaian pernah diperintahkan oleh
Umar bin Khatab kepada pegawainya supaya diterapkan
kepada non muslim”. Abu Yusuf juga menampilkan riwayat
yang berisi informasi Umar bin Abdul Aziz menulis surat
kepada pegawainya yang berisi perlunya menerapkan
berbagai aturan bagi ahl al-Zimmah dalam berpakaian,

berkendara, dan aktivitas keagamaan.**

Abu Yusuf menulis Al-Kharaj didedikasikan kepada
Harun al-Rasyid. la memberikan banyak nasihat dan pesan
kepada al-Rasyid yang saat itu menjadi Khalifah Dinasti

Abbasiyyah kelima.*?> Besar kemungkinan aturan ghiyar

4 Abu Yusuf Al-Ansari, Al-Kharaj, (Mesir: Al-Maktabah al-

Azhariyyah li al-Turas, t.t.), 140-141.

4 Menurut ‘Ali Auzak sebagaimana dikutip oleh Taha

Abdurra’uf Sa‘d dan Sa‘d Hasan Muhammad dalam pendahuluan
buku Al-Kharaj karya Abu Yusuf memiliki perbedaan dengan karya-
karya tentang perpajakan (al-kharaj) yang ditulis sarjana lainnya.
Perbedaan yang menjadi kelebihan karya Abu Yusuf ini antara lain.
Pertama, berisi wasiat atau pesan-pesan kebajikan kepada khalifah.
Kedua, memuat informasi sistem administrasi dan keuangan negara,
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yang diterapkan al-Rasyid pada tahun 191 H berdasarkan
atas perintah Abu Yusuf selaku juru hukum (gadi) dalam
pemerintahan  Abbasiyyah dan penasihat khalifah.
Berdasarkan pada penjelasan Abu Yusuf di atas, Fahmi
Huwaidi berkesimpulan bahwa orang yang yang pertama
kali menisbatkan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah kepada Umar bin
Khatab adalah Abu Yusuf.*?

Al-Syafii (w. 204 H/ 820 M) yang hidup semasa
dengan Abu Yusuf dan Harun al-Rasyid, dalam Al-Umm
menjelaskan tentang aturan ghiyar dan berbagai aturan
lainnya bagi non muslim yang mengadakan perjanjian damai
dengan umat Islam (sulh) tanpa menyebutkan sumber aturan
dari Alquran, sunnah, maupun praktik Umar bin Khatab. Isi
aturan yang harus dijalankan bagi ahl al-Zimmah dalam
karya al-Syafi‘i sama dengan aturan yang dikemudian hari

dikenal dengan Al-Syurut Al-‘Umariyyah, hanya saja al-

politik, dan sosial yang diuraikan berdasarkan pada hukum Islam dan
ijtihad. Ketiga, memiliki metode yang jelas dalam merumuskan
hukum baru, yaitu menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW atau
sunnah Umar bin Khathab. Jika tidak ditemukan dari salah satu
keduanya maka Abu Yusuf menggunakan dasar berupa pendapat Abi
Hanifah dan Ibn Abi Laila. Jika tidak ada maka akan melakukan
ijtihad. Lihat, Taha Abdurra’uf Sa‘d dan Sa‘d Hasan Muhammad
dalam pendahuluan buku Al-Kharaj karya Abu Yusuf Al-Ansari, 3-4.

%3 Fahmi Huwaidi, Muwatiniin La Zimmiyyiin, (Mesir: Dar al-
Syurug, cet. 111, 1999), 207.

152



Syafii tidak menyebutkan dan tidak menyandarkannya
kepada khalifah kedua itu.**

Abu Hilal al-‘Askari (w. 395 H/ 1005 M) dalam
karyanya yang diselesaikan pada tahun yang sama dengan
kematiannya, Al-Awa’il, menginformasikan bahwa orang
yang pertama kali memerintahkan ahl al-Zimmah
menggunakan pakaian tertentu yang berbeda dengan umat
Islam adalah Al-Mutawakkil (w. 247 H/ 861 M), Khalifah
Abbasiyyah ke 10 yang memimpin sejak 232 H sampai 247
H. Aturan yang dibuat Al-Mutawakkil meliputi kewajiban
memakai pakaian berwarna madu, menggunakan pelana
kayu dan menempatkan kancingnya di depan pelana serta di
punggungnya, memakai songkok berbentuk kerucut,
memakai gelang, dan memasang gambar dari kayu di pintu
rumahnya. Al-Mutawakkil juga memerintahkan kepada
umat Islam supaya tidak meminta tolong kepada non
muslim. Sebab adanya aturan ini, banyak ahl al-Zimmah

yang kemudian masuk Islam seperti Abu Nuh ‘Isa ibn

4 Muhammad bin Idris Al-Syafii, Al-Umm, (Beirut: Dar al-
Wafa’, cet. I, 2001), vol. V, 471-475.
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Ibrahim, Qudamah bin Ziyad, Al-Haisam bin Khalid yang

menjadi sekretaris wazir atau pembantu khalifah (menteri).*

Penyebutan Umar bin Khatab sebagai pembuat Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah secara jelas baru ditemukan di dalam
literatur yang ditulis pada abad ke 4 dan seterusnya seperti
dalam Ahkam Ahl al-Milal karya Al-Khallal (w. 311 H/ 923
M) yang dijadikan rujukan oleh lbn Qayyim al-Jauziyyah,*®
Al-Muhalla'karya Ibn Hazm al-Andalusi (w. 456 H/ 1064),%
Al-Sunan al-Kubra karya Al-Baihadji (w. 458 H/ 1066 M),
Tarikh Dimasyq karya Ibn ‘Asakir (w. 571 H/ 1176 M), Al-
Mughni karya Ibn Qudamah (w. 620 H/ 1223 M), Majmu ‘ak
al-Fatawa lbn Taimiyyah (w. 728 H/ 1328 M), Ahkam Ahl
al-Zimmah Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/ 1350 M),
Tafsir al-Qur an al- ‘4zim karya Ibn Kasir (w. 774 H/1373
M), dan yang lainnya.

4 Abi Hilal Al->Askari, Al-Awa’il, (Mesir: Dar al-Basyir li al-
Sagafah wa al-"Ulum al-Islamiyyah, cet. 1, 1987), 272-273.

4 Abl Bakar Al-Khalal, Ahkam Ahl Al-Milal Wa Al-Riddah
Min Al-Jami’ Li Masa il Al-lmam Ahmad Bin Hanbal, (Beirut: Dar al-
Kutub al-’Ilmiyyah, cet. I, 1994), 357-359.

47 |bn Hazm Al-Andalusi, Al-Muhalla Bi Al-Asar, (Beirut: Dar
al-Fikr, t.t.), vol. V, 414-415.

48 Abu Bakar Al-Baihagi, Al-Sunan Al-Kubra, (Beirut: Dar al-
Kutub al-"TImiyyah, cet. III, 2003), vol. IX, 339.
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Uraian di atas mengantarkan pada kesimpulan bahwa
aturan bagi non muslim yang terkandung di dalam Al-Syurut
Al- ‘Umariyyah memiliki proses yang cukup panjang. Nama
Umar bin Abdul Aziz seakan menjadi konsensus di kalangan
para peneliti sebagai orang yang pertama kali membuat
aturan ghiyar bagi ahl al-Zimmah. Lalu dilanjutkan oleh
Harun al-Rasyid, hingga aturan terperinci lahir pada masa
Al-Mutawakkil. Bisa juga disimpulkan, Al-Syurut Al-
‘Umariyyah mengalami periode pembentukan yang terjadi
pada abad ke 2 dan 3 H, dan periode kemapanan yang
dimulai sejak abad ke 4 dan 5 H.

Barangkali nama Umar bin Abdul Aziz diragukan
sebagai pembuat aturan ghiyar mengingat khalifah dari
Dinasti Umayyah ini dikenal sebagai khalifah yang adil,
jujur, dan bijaksana. Jawaban atas hal ini dapat ditemukan
dalam penelitian Milka Levy Rubin yang mengajukan tesis
bahwa ghiyar dan sejumlah aturan lainnya yang terkandung
di dalam Al-Syurut Al- ‘Umariyyah tidak lebih dari evolusi
aturan yang mengadopsi dari kebudayaan yang berkembang
di dalam masyarakat Byzantin dan Persia. Dalam
kebudayaan kedua imperium besar itu terdapat aturan berupa
pakaian dan simbol lainnya untuk membedakan antara

orang-orang elit atau bangsawan dengan rakyat biasa.
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Semangat dari perbedaan identitas ini yaitu untuk
memuliakan bangsawan dan merendahkan rakyat jelata. Dari
kebudayaan ini Umar bin Abdul Aziz menerapkannya
kepada muslim dan non muslim, yakni muslim sebagai orang
yang harus dimuliakan dan non muslim harus direndahkan

atau terlihat hina.*

Ide kemuliaan umat Islam dan kerendahan non
muslim didapatkan dari pandangan teologi Islam seperti
terdapat di sejumlah ayat Alguran yang menyatakan bahwa
kemusyrikan adalah kehinaan yang harus dipukul (duribat
‘alaihim al-Zillah) dan Islam adalah keluhuran (wa antum al-
a‘laun).®® Musyrik di sini diartikan sebagai orang-orang
yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW atau non
muslim. Dengan demikian non muslim harus diperlihatkan
kehinaannya dan muslim harus berkuasa sebagaimana
ditegaskan dalam QS. Al-Nur 55 yang menyatakan bahwa

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan

4 Milka Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic
Empire From Surrender to Coexistence, Non-Muslims in the Early
Islamic Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 93-
98.

%0 QS. ‘Al ‘Imran [3]: 110-112, QS. Ali ‘Imran [3]:139, QS.
Al-Bagarah [2]:61, QS. Al-Isra” [17]:111, QS. Al-Syura [42]:45, QS.
Muhammad [47]:35
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dijadikan sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi

menggantikan orang-orang musyrik.

Rubin menegaskan, ideologi di balik ghiyar pada
dasarnya sebagai keberlanjutan dari penjelasan QS. Ali
‘Imran 112 dan QS. Al-Syura 45. Dalam kedua ayat itu
dinyatakan seorang musyrik harus dipukul dengan
penghinaan dan kesengsaraan. Umar bin Abdul Aziz
menerapkannya ke dalam pemisahan yang jelas antara
muslim dan non muslim dengan tujuan memperlihatkan
kemuliaan agama Islam dan kerendahan agama di luar Islam

(al-Islam ya ‘lu wa la yu la ‘alaih).

Kendati gagasan Umar bin Abdul Aziz berasal dari
penjelasan ayat Alquran, namun bukan berarti tanpa ada misi
politik di dalamnya. Agenda utama yang hendak dicapai dari
aturan ghiyar yaitu untuk menyingkirkan keberadaan non
muslim yang masih banyak menduduki beberapa kursi di
pemerintahan. Hal ini terlihat dari aturan lainnya yang dibuat
Umar bin Abdul Aziz berupa perintah kepada para gubernur
di bawahnya untuk mengganti para pejabat non muslim

dengan orang Islam sebagaimana suratnya yang terekam
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dalam kitab Sirah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz karya Ibn ‘Abd
al-Hakam (w. 214 H/ 829 M) %!

Isi surat tersebut yaitu:
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o4 LgT OB (8Ll 32 (losl 32 OB (Lodus Sy 1S Skl g 4 32 V)
S J) STy 3 Jablh ylanally JU o U8 b1 b 5T 01 gl o o )
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“Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada para
pegawainya: Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis
ketika Allah menjadikannya sebagai tentara setan dan
menjadikannya  (orang-orang yang paling merugi
perbuatannya, yaitu orang-orang Yyang telah sia-sia
perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan
mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya).
Mereka termasuk orang-orang yang kesungguhannya
mendapatkan kutukan Allah dan manusia. Pada masa lalu

51 Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire From
Surrender to Coexistence, 95.
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umat Islam ketika mendatangi (menaklukkan) wilayah yang
dihuni oleh orang-orang musyrik maka umat Islam akan
meminta bantuan kepadanya karena mereka memiliki
pengetahuan tentang perpajakan, tulisan, dan administrasi.
Mereka mendapatkan waktu untuk mengelolanya. Lalu
Allah telah memutuskan melalui pemimpin orang-orang
yang beriman (amir al-mu'minin). Maka (sekarang) aku
tidak ingin mengetahui penulis atau pegawai perpajakan dan
administrasi yang beragama selain Islam kecuali engkau
harus memecatnya dan mengganti jabatannya dengan
seorang lelaki muslim. Sesungguhnya menghancurkan
pekerjaan mereka sama dengan menghancurkan agamanya.
Langkah yang paling utama dalam menyikapi mereka yaitu
menempatkannya di posisi yang telah ditetapkan Allah
kepadanya, yaitu posisi yang sangat hina dan rendah (al-Zull
wa al-saghar). Lakukanlah (perintahku ini), dan tulislah
surat balasan kepadaku tentang bagaimana engkau akan
melakukannya. Perhatikanlah, orang Kristen jangan sampai
naik kendaraan dengan pelana, tapi naik kendaraan dengan
duduk di tempatnya langsung (punggung kuda). Perempuan
mereka juga tidak boleh naik kendaraan unta, tapi
menggunakan kendaraan lain dan duduk di tempatnya.
Mereka orang-orang musyrik harus dilarang naik kendaraan
dengan kaki terbuka di atas binatang kendaraannya
(mengangkang), tapi masukkanlah kakinya dari satu arah
(duduk miring). Sampaikanlah hal tersebut kepada para
pegawaimu di manapun berada, dan tulislah surat kepada
mereka tentang hal itu dengan peringatan yang keras.
Penuhilah (permintaanku ini). Tidak ada kekuatan kecuali
dengan pertolongan Allah.”?

52 Abi Muhammad Ibn >Abd al-Hakam, Sirah 'Umar Bin ’Abd
Al-"Aziz ’Ala Ma Rawahu Al-Imam Malik Bin Anas Wa Ashabuh,
(Damaskus: Al-Maktabah al-’Arabiyyah li Ashabiha *Ubaid Ikhwan,
cet. 1, 1927), 165-166.
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Dalam surat lainnya diinformasikan:

Vg ol Gy phe V) (3l et W OT:GBYN I 8l e o o 5T
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“Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada semua
pejabatnya di berbagai provinsi (al-afaq) yang berisi aturan
orang Kristen tidak boleh berjalan kecuali dengan rambut
ubun-ubun yang dipangkas, tidak boleh memakai baju luar,
tidak boleh berjalan kecuali menggunakan sabuk kulit, tidak
boleh menggunakan mantel Persia, dan celana panjang yang
memiliki gelang kaki, tidak boleh memakai sandal yang
memiliki tali, dan tidak boleh ditemukan senjata di
rumahnya.”®3

Dalam surat di atas secara tegas Umar bin Abdul Aziz
meminta kepada para gubernurnya untuk memecat para
pegawainya yang musyrik, yakni non muslim khususnya
orang-orang Kristen, dan menggantinya dengan orang Islam.
la juga memberikan sejumlah aturan pembeda yang
diterapkan kepada non muslim. Jika dalam surat pertama
Umar bin Abdul Aziz menegaskan perlunya merendahkan
non muslim yang diistilahkannya dengan orang-orang
musyrik (musyrikin) ke dalam posisi yang sudah ditetapkan

Allah, yakni posisi yang hina, maka surat kedua berisi aturan

% Tbn ’Abd al-Hakam, 166.
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yang menjadi ejawantah dari surat pertama, yakni sejumlah
aturan supaya non muslim terlihat hina dan rendah di dalam

masyarakat.

Perihal upaya merendahkan non muslim yang
dilakukan Umar bin Abdul Aziz juga terekam dalam
penafsirannya terhadap QS. Al-Taubah 28 yang menjelaskan
bahwa orang musyrik najis dan karenanya dilarang mendekat
ke Masjidil Haram. Menurut Umar bin Abdul Aziz, larangan
ini berlaku umum mencakup semua orang Yahudi dan
Nasrani. Mereka dilarang masuk ke semua masjid milik umat
Islam.>* Kata musyrik oleh Umar bin Abdul Aziz diartikan
sebagai Yahudi dan Nasrani. Larangan mendekati masjid
yang dalam ayatnya disebutkan secara khusus (masjid al-
haram) juga diberi makna umum, yaitu semua masjid
(masajid al-muslimin). Berbeda dengan penafsiran ini, para
penafsir lain banyak yang berpendapat larangan tersebut
bersifat khusus, yakni “orang musyrik” dalam arti
penyembah berhala dan “Masjidil Haram” dengan makna
masjid nabawi yang berada di Madinah, sedangkan orang

Yahudi dan Nasrani, serta masjid-masjid lainnya

5 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Jami’ Al-Bayan Fi Ta wil
Al-Qur’an, (Beirut: Mu assasah al-Risalah, cet. 1, 2000), vol. X1V,
192.
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diperbolehkan. Bahkan menurut Qatadah, mufassir dari
generasi sahabat, orang musyrik yang membayar pajak atau
hamba kafir milik seorang muslim diperbolehkan masuk ke

masjidil haram.*®

Dalam mengomentari dua surat Umar bin Abdul Aziz
di atas, Rubin menyampaikan bahwa dalam praktiknya
aturan yang dibuat khalifah yang dalam literatur sejarah
Islam populer dengan sebutan Umar 1l itu tidak diterapkan
kepada non muslim secara umum, melainkan tertentu pada
non muslim yang berada di kota-kota garnisun, non muslim
yang menjadi tokoh lokal, dan non muslim yang menjadi
pegawai dinasti. Pembedaan identitas (ghiyar) bertujuan
untuk kepentingan politik berupa menyingkirkan para
pejabat non muslim di satu sisi, dan menciptakan superioritas

umat Islam dalam sosial dan politik.>®

Aturan serupa kembali muncul dan lebih terperinci
pada masa Dinasti Abbasiyyah dipimpin Al-Mutawakkil
yang hidup pada abad ke 3 H. lbn Kasir dalam Al-Bidayah

wa al-Nihayah menginformasikan:

55 Abl ’Abdillah Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an,
(Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, cet. 11, 1964), vol. VIII, 105-106.

% Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire From
Surrender to Coexistence, 96.
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“Pada tahun 235 H Al-Mutawakkil memerintahkan kepada
non muslim (ahl al-Zimmah) untuk berbeda dengan umat
Islam dalam berpakaian, berserban, dan memakai baju, juga
harus memakai rompi yang dicat dengan warna api dan di
atas serbannya ditempel tambalan yang berbeda dengan
warna pakaiannya dari belakang maupun depan. Non muslim
juga harus memakai ikat pinggang yang melingkari bajunya
seperti ikat pinggang para petani pada masa sekarang (masa
Ibn Kasir), harus memakai kalung kayu, tidak boleh
menunggang kuda. Kendaraannya harus yang terbuat dari
kayu dan beberapa hal lain yang memperlihatkan kerendahan
diri mereka dan menghinakan perasaannya. Mereka non
muslim tidak boleh menjabat apapun yang di dalamnya ada
kekuasaan terhadap umat Islam. Non muslim wajib
diperintah merobohkan gerejanya yang baru, mempersempit
rumahnya yang luas, dan ditarik pajak sepersepuluh. Bagian

rumah non muslim yang luas dijadikan masjid. Non muslim
harus diperintah meratakan kuburannya dengan tanah. Al-
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Mutawakkil telah mengirim aturan tersebut ke semua
wilayah.”®’

Empat tahun berikutnya, yakni pada 239 H/ 853 M Al-
Mutawakkil menambahkan aturan yang lebih berat lagi
kepada ahl al-Zimmah dalam hal mengenakan pakaian yang
harus berbeda dengan umat Islam dan membuat kebijakan
yang harus dijalankan berupa merobohkan gereja yang
dibangun setelah umat Islam datang. Aturan yang
membedakan non muslim dengan muslim terus berlanjut
diterapkan oleh para khalifah Abbasiyyah setelah Al-
Mutawakkil .*® Al-Magrizi (w. 845 H) mencatat pada tahun
395 H/ 1004 M masjid-masjid di Mesir, Kairo, dan Jazirah
mengumumkan aturan supaya orang Nasrani dan Yahudi
memakai tanda pembeda (al-ghiyar) dan ikat pinggang (al-

zunar).®

Al-Hakim penguasa Mesir pada 403 H/ 1012 M

mewajibkan orang Kristen membawa salib yang terbuat dari

57 |bn Kasir, Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, vol. X, 313-314; Al-
Tabari, Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk, vol. IX, 171-172; ’Izzu al-Din
Ibn al-Asir, Al-Kamil Fi Al-Tarikh, (Beirut: Dar al-Kitab al-’Arabi,
cet. I, 1997), vol. VI, 126-127.

%8 1bn Kasir, vol. X, 317.

5 Tagiyuddin Al-Magrizi, Al-Mawa’iz Wa Al-I’tibar Bi Zikr
Al-Khatat Wa Al-Asar, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, cet. I,
1418), vol. 1V, 163.
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kayu dengan berat sekitar 2,5 kilogram (khamsah artal) dan
kedua lengannya diletakkan di leher. Demikian juga dengan
orang Yahudi, ia diperintahkan membawa simbolnya yang
terbuat dari kayu yang cukup berat. Menghadapi aturan yang
merendahkan dan memberatkan ini banyak orang Nasrani
dan Yahudi masuk Islam.®

Sejak masa Umar bin Abdul Aziz ghiyar menjadi
aturan yang populer di kalangan umat Islam. Hal ini
dibuktikan dengan penjelasan tentang ghiyar secara
terperinci yang dimuat di dalam berbagai literatur yang
ditulis pada abad ke 3 seperti dalam Al-Umm karya Al-
Syafi‘i. Kendati ghiyar sudah berlangsung dan menjadi
pengetahuan umum, namun aturan ini tidak dinisbatkan
kepada Umar bin Khatab. Penisbatan ghiyar kepada khalifah
kedua dari al-khulafa™ al-rasyidun baru dimulai pada abad
ke 4 H.

Sebagaimana tujuan ghiyar yang diberlakukan Umar
bin Abdul Aziz, pada masa Al-Mutawakkil ghiyar juga
memiliki kepentingan membedakan kelas sosial antara umat

Islam dan non muslim, serta menghentikan dan menghalangi

60 Syamsuddin Al-Zahabi, Tarikh Al-Islam Wa Wafiyat Al-
Masyahir Wa Al-4’lam (Beirut: Dar al-Kitab al-’Arabi, 1993), vol.
XXVIII, 17.

165



non muslim menduduki kursi pemerintahan, terutama dalam
bidang administrasi dan pengumpulan pajak. Keterbukaan
para elit politik muslim terhadap non muslim dalam
menduduki pemerintahan hanya berlaku ketika umat Islam
belum mengetahui tentang administrasi perpajakan
sebagaimana yang diungkapkan Umar bin Abdul Aziz dalam
suratnya kepada para gubernurnya. Setelah umat Islam
banyak yang mengetahui tentang urusan pemerintahan yang
menjadi bagian dari peradaban wilayah yang ditaklukkan
maka para khalifah berusaha menyingkirkan non muslim
yang tidak lain penduduk asli dari wilayah-wilayah yang
ditaklukkannya. Fenomena demikian terjadi sejak umat
Islam memiliki pengetahuan tentang administrasi di
wilayah-wilayah taklukkan, terutama dimulai sejak masa
kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, khalifah ke 6
Dinasti Umayyah yang menjabat selama 66-86 H/ 685-705
M.

Sejarawan Muslim Salahuddin al-Safadi (w. 764 H)
menginformasikan, orang Islam yang pertama kali menjabat
sebagai administrator negara (waliyy al-dawawin) yaitu
Sulaiman al-Khusyani. la juga orang yang pertama Kkali
mengubah bahasa administrasi dari bahasa Romawi ke

bahasa Arab. Jabatannya sebagai sekretaris khilafah
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diemban cukup lama, sejak masa Abdul Malik bin Marwan
(berkuasa 66-86 H/ 685-705 M), Al-Walid bin Abdul Malik
(berkuasa 86-97 H/ 705-715 M), Sulaiman bin Abdul Malik
(berkuasa 97-99 H/ 715-717 M), hingga Umar bin Abdul
Aziz (berkuasa 99-102 H/ 717-720 M).®! Sebelum masa
Khalifah Abdul Malik jabatan sekretaris negara sejak masa
Mu‘awiyah bin Abi Sufyan (khalifah pertama Dinasti
Umayyah) dipegang oleh keluarga Kristen Syam yang
bernama Mansur, lalu diteruskan oleh putranya, Sarjun bin
Mansur, dilanjutkan putranya lagi, Mansur bin Sarjun bin
Mansur atau populer dengan nama Yuhanna al-Dimasyqi

atau John Damascene.5?

Perihal penggantian jabatan dari Mansur ke Sulaiman
menurut catatan Al-Safadi karena Mansur meninggal dunia.
Besar kemungkinan Al-Safadi tidak membedakan antara
Mansur sebagai nama kakek dari Yuhanna dan Mansur
sebagai nama dari Yuhanna al-Dimasyqi itu sendiri. Dalam
literatur Islam penyebutan Yuhanna memang kerap tumpang

tindih antara Mansur sebagai nama dari Yuhanna al-

61 Salahuddin Al-Safadi, Al-Wafi Bi Al-Wafiyat, (Beirut: Dar
lhya™ al-Turas, 2000), vol. XV, 239.

62 Tagiyuddin Al-Magrizi, Al-Mawa’iz Wa Al-I’zibar Bi Zikr
Al-Khatat Wa Al-Asar, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Timiyyah, cet. I, 1418
H), vol. I, 185.
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Dimasyqi dan Mansur sebagai nama kakeknya. Mansur bin
Sarjun bin Mansur atau Yuhanna al-Dimasyqi lahir pada 35
H/ 655 M dan wafat pada 132 H/ 750 M. Artinya usia
Yuhanna cukup panjang, yaitu 97 tahun sampai mengalami
masa kekhalifahan Dinasti Umayyah dipimpin oleh Marwan
bin Muhammad yang berkuasa sejak 127 H/ 744 M sampai
132 H/ 750 M.®® Dengan demikian penggantian kepala
administrasi Umayyah dari Yuhanna al-Dimasyqi ke
Sulaiman al-Khusyani bukan karena Al-Dimasyqi wafat,
tapi karena ada penyebab lain yang berupa upaya Arabisasi
dan Islamisasi pemerintahan yang dilakukan khalifah

Umayyah.

Pada pertengahan akhir dari kepemimpinan Abdul
Malik bin Marwan para pegawai yang tidak beragama Islam
disuruh memilih masuk Islam atau dipecat dan diganti
pejabat muslim. Yuhanna Al-Dimasyqi merupakan salah
satu dari banyak non muslim yang memilih menanggalkan
jabatan politiknya demi mempertahankan kekristenannya.
Setelah tidak menjabat sebagai kepala administrasi khilafah,

Al-Dimasyqi tetap bertahan di Damaskus hingga masa Umar

83 Joseph Nasrallah, Mansur Bin Sarjun Al-Ma ruf Bi Al-
Qaddis Yuhanna Al-Dimasyqi, (Beirut: Mansyurat Al-Maktabah Al-
Bulisiyyah, cet. I, 1991), 80-81.
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bin Abdul Aziz. Pada sekitar tahun 100-102 H/ 718-720 M
Al-Dimasydi meninggalkan kediamannya dan berpindah ke
Baitul Magdis untuk memperdalam keimanannya di Lavra
Suci Santo Sabbas (Dair Mar Saba) hingga tercatat sebagai

imam atau Bapa Gereja Timur.%

Memasuki masa Umar bin Abdul Aziz para pejabat
non muslim yang dipecat bertambah banyak mengingat
khalifah ini memberikan perhatian khusus dalam
pembersihan non muslim dari kursi pemerintahan. Al-
Balazuri menginformasikan, Umar bin Abdul Aziz
mengirim surat kepada ‘Adiy yang berisi perintah untuk
memecat para pegawainya yang non muslim dan tidak boleh
meminta tolong kepadanya. Umar memecat Ibn Ra's al-
Baghl, Ibn Zazanfarukh bin Bizi dan Zad Marad bin al-

Hirbiz.%

Kondisi demikian terus berlanjut dan menjadi aturan
yang sangat populer di dalam pemerintahan Islam. Non
Muslim dipekerjakan oleh khalifah hanya dalam bidang-
bidang tertentu yang tidak bisa dilakukan umat Islam karena

belum memiliki pengetahuan tentangnya seperti dalam

64 Nasrallah, 97-98, 105-106.
8 Ahmad bin Yahya Al-Balazuri, Jumal Min Ansab Al-Asyraf,
(Beirut: Dar al-Fikr, cet. I, 1996), vol. VI, 164.
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bidang administrasi pemerintahan, kedokteran dan
penerjemahan ilmu pada masa Abbasiyyah. Ketika umat
Islam sudah mampu melakukannya maka para pejabat non

muslim dipecat.

Ibn Muhammad Al-Jauzi menginformasikan, pada
tahun 429 H/ 1038 M para tokoh muslim, kadi, dan para
sarjana muslim (al-fugaha’) berkumpul di Beit Nuba (Bait
al-Nubah) dan memanggil tokoh Kristen dan Yahudi. Lalu
dikeluarkan keputusan khalifah yang memerintahkan
keharusan non muslim berbeda dengan umat Islam dalam
berbusana dan berkendara (ghiyar). Dalam keputusan itu
terdapat penjelasan, “Allah telah memilih Islam sebagai
agama yang diridai dan dimuliakan. Allah mengutus Nabi
Muhammad dan merendahkan orang-orang Yyang
mengingkarinya. Allah berfirman: Alquran menjadikan
orang-orang kafir itulah rendah, dan kalimat Allah itulah
yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS.
Al-Taubah 40). Dengan demikian non muslim (ahl al-
Zimmah) harus memperlihatkan kerendahannya dengan cara

membedakan diri dari umat Islam dalam berpakaian”.®

8 Al-Jauzi, Ibn Muhammad, Al-Muntazim Fi Tarikh Al-Umam
Wa Al-Muluk, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Tlmiyyah, cet. I, 1992), vol.
XV, 264.
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Kondisi sosial dan politik di atas menjadi latar
belakang terbentuknya fikih hubungan antarumat beragama
yang lebih mengutamakan umat Islam dan merendahkan non
muslim. Umat Islam di dalam sosial dan politik memiliki hak
penuh, sedangkan non muslim atau ahl al-Zimmah menjadi
warga pemerintahan kelas dua yang harus memperlihatkan
kerendahan serta kehinaannya di dalam sosial dan politik
wilayah kekuasaan Islam. Kepentingan utama dalam aturan
ghiyar baik pada masa Dinasti Umayyah yang ditetapkan
oleh Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz
maupun pada masa Dinasti Abbasiyyah yang menjadi
kebijakan Harun al-Rasyid dan Abu Ja‘far Al-Mutawakkil
tidak lebih dari upaya Arabisasi dan Islamisasi kekuasaan.
Dua unsur ini menjadi strategi utama dalam melakukan

ekspansi kekuasaan dan melanggengkannya.
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BAB IV
PERGESERAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA
DALAM ISLAM

A. Misi Politik dalam Sahifah Al-Madinah: Dari Fanatisme
Kabilah ke Umat

Sahifah Al-Madinah meski secara praktik bagian dari
tradisi perjanjian atau kesepakatan antar kabilah yang sudah
lama berlaku di dalam masyarakat Arab pra Islam, namun
kandungan isinya memuat hal baru berupa ajaran Islam yang
sesuai dengan Alquran. Keberadaannya memuat misi politik
yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalam mengorganisir
masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang menjunjung
tinggi kehormatan manusia (ihtiram al-insaniyyah),

persaudaraan (al-ukhuwwah), dan keadilan (al- ‘adalah).

Alguran dalam berbagai ayatnya menegaskan bahwa
manusia adalah makhluk yang terhormat (QS. Al-lsra” 70,
QS. Al-Tin 4, QS. Al-A‘raf 11, QS. Al-Bagarah 30, QS. Al-
Hijr 29). Kata yang digunakan untuk menunjukkan makna
manusia dalam beberapa ayat ini menggunakan istilah yang
mengandung makna umum, yakni “manusia” seperti bani
Adam (QS. Al-Isra’ 70), al-insan (QS. Al-Tin 4), dan al-nas
(QS. Al-Ma’idah 32). Kehormatan manusia didapatkan sejak
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ia tercipta sebagai manusia, yakni kemuliaan manusia karena
ia sebagai manusia (li Zatih), bukan karena hal-hal lain yang
baru datang yang kemudian melekat dalam dirinya setelah

lahir (Ii ‘aradih) seperti kabilah, agama, dan yang lainnya.

Dalam Sahifah Al-Madinah kehormatan manusia
tercermin dalam Pasal 13 yang berisi perintah untuk menjaga
kelompoknya supaya tidak berbuat zalim kepada orang lain,
Pasal 15 yang menyatakan bahwa Allah melindungi orang-
orang yang lemah, Pasal 16 yang memerintahkan melindungi
orang-orang Yahudi dan melarang menzaliminya, Pasal 21
yang menegaskan pelaku pembunuhan harus diberi sanksi
setimpal, Pasal 22 yang melarang menolong siapapun yang
berbuat jahat, dan Pasal 40 yang memaklumatkan larangan

menyakiti dan menzalimi orang lain.

Alguran dalam berbagai ayatnya menegaskan bahwa
semua umat manusia pada dasarnya bersaudara, semuanya
berasal dari sumber yang sama (QS. Ali ‘Imran 103, QS. Al-
Nisa 1, QS. Al-Hujurat 13). Dalam Sahifah Al-Madinah
penegasan persaudaraan tercantum dalam beberapa pasal,
seperti Pasal 2 yang menyatakan semua kabilah di Madinah
sebagai satu umat, Pasal 3-13 dan 24 yang memerintahkan

supaya saling membantu dalam penyelesaian pidana
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pembunuhan atau menebus tawanan perang dan pembiayaan

perang.

Keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai
ayat, seperti dalam QS. Al-Ma'idah 8 dan QS. Al-
Mumtahanah 8. Dalam Sahifah Al-Madinah keadilan
disebutkan di berbagai pasal, yaitu Pasal 3-11 yang
memerintahkan supaya berlaku baik dan adil dalam menebus
tawanan perang, Pasal 13 yang memaklumatkan supaya
menentang tindakan zalim kepada siapapun meski kepada
anaknya sendiri, Pasal 18 yang memerintahkan supaya
semuanya ikut terlibat ketika perang sedang berlangsung,
Pasal 25-35 yang menegaskan bahwa orang-orang Yahudi,
keturunannya, dan sekutunya, semuanya memiliki hak yang
sama sebagaimana orang Islam dalam menjalankan

agamanya.

Kesesuaian ayat-ayat Alguran dengan Sahifah Al-
Madinah dalam menegaskan kemuliaan manusia,
persaudaraan, dan keadilan bukan hal yang kebetulan,
melainkan memang ketiganya menjadi bagian dari ajaran
Islam yang diperjuangkan Nabi Muhammad dalam
membangun masyarakat. Ketiganya selalu melekat dalam
berbagai aktivitas Nabi SAW ketika bersentuhan dengan

orang lain (mu‘amalah), dalam kondisi damai maupun
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perang. Dalam khutbah terakhir yang disampaikan
menjelang wafatnya, yakni pada saat haji (hajjah al-wada™)
dan sehari setelahnya dalam khutbah Idul Adha tahun 10 H
Nabi SAW berpesan keharusan menjunjung tinggi
ketiganya. Nabi SAW bersabda:

o L e 1y 1 um Ao gw‘ g ‘;L,J sy U ‘;u wsjs | ol ¢l L@j\
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“Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku.
Sesungguhnya saya tidak tahu, barangkali setelah tahun ini
saya tak bisa lagi berjumpa dengan kalian selama-lamanya.
Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian, harta dan
harga diri kalian itu mulia, sebagaimana mulianya hari ini
dan bulan ini. Kalian kelak akan bertemu Tuhan, dan la akan
bertanya kepada kalian tentang perbuatan yang kalian
lakukan. Ingatlah, setelah saya wafat janganlah kalian
kembali ke dalam kesesatan, di mana sebagian di antara
kalian memukul atau membunuh sebagian yang lain.”

‘.sa;\m u\,wes\j ‘egur@s .‘;\j;uu\j.w”s,o\ ‘wu\ L@
‘W‘é‘ﬁ?““)@:‘é‘w’“’”)‘wﬁ&g’ﬁﬁ vfkm\ 45.\\.\.&
.\}Su ..\Puﬁm ?m‘y,m .‘s}a.m, uljﬂﬁr\yﬁu \5}
ubd\..ua\....‘\d._.b

“Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu,
leluhur kalian juga satu. Kalian berasal dari Adam, dan
Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya paling mulianya
kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang Arab
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tidak lebih utama daripada Non Arab atau ‘ajam, Non Arab
tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang kulit merah
tidak lebih utama daripada yang berkulit putih, orang kulit
putih tidak lebih utama dari orang yang berkulit merah
kecuali (disebabkan) tingkat ketakwaannya. Ingatlah,
apakah saya sudah menyampaikan (tentang hal ini)? Ya
Allah, saksikanlah (bahwa saya sudah menyampaikan ajaran
ini). Para sahabat menjawab: Sudah. Nabi SAW berpesan:
Orang yang menyaksikan (khutbah saya ini) nanti harus
menyampaikan kepada orang-orang yang tidak menyaksikan
atau tidak hadir.”?

Dalam khutbah di atas dengan tegas Nabi Muhammad
menyampaikan perlunya menghormati manusia melalui
pernyataannya bahwa darah (dima’), harta (amwal), dan
harga diri (a rad) adalah mulia. Nabi SAW juga mewanti-
wanti supaya di antara umat manusia tidak lagi saling
memukul, yakni bertikai sebagaimana kebiasaan masyarakat

Arab pra Islam.

Pernyataan bahwa umat manusia pada dasarnya
berasal dari keturunan yang sama, yakni Adam, dan Adam
berasal dari tanah, menegaskan bahwa umat manusia dengan

beragam suku dan warna kulitnya sesungguhnya saling

! Safiy al-Rahman Al-Mubarakafiri, Al-Rahiq Al-Makhtum,
(Mesir: Dar Ihya™ al-Turas, t.t.), 423-424; Naskah lengkap beberapa
riwayatnya dapat dibaca dalam Muhammad Hamidullah, Majmuah
Al-Wasa’iq Al-Siyasiyyah Li Al-‘4hd Al-Nabawi Wa Al-Khilafah Al-
Rasyidah, (Beirut: Dar al-Nafa’is, cet. VI, 1987), 360-368.
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bersaudara. Perbedaan yang terjadi tidak boleh menjadikan
seseorang untuk berlaku tidak adil, karena kedudukan semua
manusia di dunia sama. Perbedaan derajat masing-masing
hanya terletak di hadapan Allah melalui seberapa besar
tingkat ketakwaan seseorang sebagaimana dinyatakan juga
dalam QS. Al-Hujurat 13.

Misi menciptakan kehidupan yang menjunjung tinggi
kehormatan manusia (ihtiram al-insaniyyah), persaudaraan
(al-ukhuwwah), dan keadilan (al-‘adalah) bagian dari
lompatan besar yang dilakukan Nabi Muhammad dalam
mengubah kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang
berdampak pada perubahan struktur masyarakat dari yang

sebelumnya terkotak-kotak ke dalam kabilah menjadi umat.

Setiap kabilah memiliki dasar hukum atau konstitusi
(dustur) yang berupa fanatisme (al-‘asabiyyah), yakni
pendirian setiap anggota untuk selalu menolong sesama
orang yang sekabilah dan selalu membelanya baik orang itu
dalam keadaan zalim maupun terzalimi. Prinsip yang
dimiliki setiap kabilah yaitu, “Tolonglah saudaramu, baik ia

zalim mapun terzalimi” (Unsur akhaka zaliman auw
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mazluman).? Prinsip ini menjadikan masyarakat Arab pra
Islam jauh dari menghormati orang lain yang berbeda
kabilah, tidak dapat menjalin persaudaraan antar sesama

manusia, dan tidak bisa menerapkan keadilan.

Fanatisme memiliki beragam faktor, ada kalanya
karena sekeluarga (‘asabiyyah al-‘asyirah wa Zawi al-
arham), karena persamaan Kketurunan atau sekabilah
(‘asabiyyah al-gabilah), karena memiliki perjanjian
(‘asabiyyah al-ahlaf al-gabaliyyah auw al-ahzab), dan

karena mengikuti tradisi (‘asabiyyah al-tagalid).®

Pertama, ‘asabiyyah al- ‘asyirah wa Zawi al-arham,
yaitu fanatisme karena satu keluarga, sepupu, atau satu
saudara. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur
masyarakat Arab pra Islam yang dengannya setiap individu
dapat menjaga diri dan keluarga dari berbagai serangan dari
luar keluarga, serta masing-masing saling tolong menolong.
Unit terkecil di bawah kabilah ini menjadi pelindung dari
dinamika yang terjadi di dalam kabilahnya maupun dari luar

kabilah. Fanatisme yang disebabkan persamaan keluarga

2 Ahmad lbrahim Al-Syarif, Makkah Wa Al-Madinah Fi Al-
Jahiliyyah Wa °Ahd Al-Rasul, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, cet. I,
1985), 62.

3 Al-Syarif, 65-78.
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tingkatannya lebih kuat daripada keimanan. Hal ini seperti
pembelaan yang dilakukan Bani Hasyim kepada Nabi
Muhammad ketika mendapatkan penolakan dari keluarga
lain sesama kabilah Quraisy. Bani Hasyim melindungi Nabi
SAW karena fanatik kekerabatan (/i ‘asabiyyah al-rahm wa
al-qurba) kendati keimanan Bani Hasyim sendiri berbeda
dengan Nabi SAW.

Kedua, ‘asabiyyah al-gabilah, yakni fanatisme karena
satu kabilah. Fanatisme ini sebagaimana fanatisme karena
satu keluarga dibangun atas persamaan darah atau keturunan.
Kabilah di dalamnya memiliki banyak keluarga. Jika ada
anggota kabilah bermasalah dengan seseorang dari kabilah
lain, maka semua anggota kabilah akan membantunya, tidak
peduli orang yang sekabilah itu benar atau salah. Melalui
kabilah masyarakat Arab pra Islam menjaga eksistensinya
dalam mendapatkan manfaat maupun menolak bahaya dari
luar. Karenanya semua anggota kabilah merasa terpanggil
ketika ada anggota lain yang terusik keamanan jiwa,

keluarga, maupun hartanya.

Ketiga, ‘asabiyyah al-ahlaf al-gabaliyyah auw al-
ahzab yaitu fanatisme yang disebabkan ikatan perjanjian
atau sumpah. Kabilah dalam masyarakat Arab pra Islam

saling mengadakan perjanjian damai dengan kabilah lain
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dengan tujuan untuk menjaga kepentingan-kepentingannya
secara bersama seperti keamanan dalam perdagangan, tidak
diganggu oleh kabilah lain, dan yang lainnya. Kabilah yang
mengadakan perjanjian akan loyal dan fanatik terhadap
kabilah sekutunya dalam menghadapi persoalan yang datang
dari luar. Begitu juga sebaliknya. Loyalitas antar kabilah
dalam ikatan perjanjian akan berlanjut ke generasi kabilah
berikutnya  kecuali  jika keduanya menghentikan
perjanjiannya. Fanatisme yang disebabkan perjanjian ini
seperti tercermin dalam kabilah-kabilah Yahudi yang
mengadakan perjanjian damai dengan kabilah Khazraj dan
sebagian dengan kabilah Aus. Fanatisme sebab perjanjian
tingkat kesetiaannya di bawah fanatisme kesamaan keluarga
dan kabilah, karena fanatisme perjanjian selain sifatnya yang
baru datang, yakni sebab mengadakan persekutuan (al-half),
juga sewaktu-waktu dapat luntur sebab selesainya

persekutuan.

Keempat, ‘asabiyyah al-tagalid yaitu fanatisme
karena mengikuti tradisi atau kebiasaan para leluhurnya.
Tradisi ini biasanya dalam bentuk kepercayaan atau
keagamaan. Ketika seseorang menghadapi tradisi baru yang
bertentangan dengan tradisi para leluhurnya, maka semua

kabilah yang memiliki tradisi sama akan menentangnya. Hal
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ini menjadi salah satu faktor yang menggerakkan orang-
orang menentang dakwah Nabi Muhammad yang dinilainya
bertentangan dengan kepercayaan para leluhurnya. Dalam
Alguran dijelaskan, ketika orang-orang Makkah diperintah
mengikuti Alguran, mereka menjawab bahwa mereka hanya
akan mengikuti apa yang mereka dapati dari para leluhurnya
(QS. Al-Bagarah 170).

Semua bentuk fanatisme di atas menjadikan
masyarakat Arab pra Islam tidak dapat menghormati orang
lain, dan hanya menolong sesama kabilah atau sekutunya
tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai pihak yang
benar atau salah. Karena itu semua bentuk fanatisme di atas
diubah oleh Nabi Muhammad melalui Sahifah Al-Madinah
yang di dalamnya menegaskan perlunya mengedepankan
kebenaran dan melarang semua pihak berbuat zalim. Dengan
penegasan membela yang benar dan menyalahkan pihak

yang bersalah maka fanatisme menjadi berkurang.

Upaya lain yang dilakukan Nabi Muhammad dalam
mewujudkan misinya untuk menjunjung tinggi kehormatan
manusia, persaudaraan, dan keadilan yaitu mengikat semua
penduduk Madinah sebagai satu umat atau komunitas
(ummah) tanpa melihat latar belakang kabilah, tradisi, dan

agamanya. Dalam Sahifah Al-Madinah kata umat (ummah)
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disebut sebanyak dua kali, yaitu dalam Pasal 2 yang
menyatakan bahwa mukmin dan muslim dari Quraisy dan
penduduk Yatsrib serta orang-orang yang mengikuti mereka
dan berperang dengannya sebagai satu umat yang terpisah
dari lainnya (ummah wahidah min duni al-nas) dan Pasal 25
yang menyatakan bahwa Yahudi Bani ‘Auf dan kabilah-
kabilah Yahudi lainnya satu umat dengan mukmin (Wa anna

Yahuda bani” ‘Auf ummah ma ‘a al-mu”minin).

Istilah ummah dalam Sahifah Al-Madinah memiliki
makna perkumpulan antar kabilah yang berdiri di atas ikatan
masyarakat (al-ribat al-madani).* Makna demikian dari sisi
identitas bersifat umum, tapi dari sisi ikatan terbatas. Bersifat
umum artinya semua orang yang menyepakati perjanjian
Sahifah Al-Madinah dengan beragam agama dan kabilahnya
masuk dalam istilah umat sebagaimana dalam Pasal 25 yang
menegaskan bahwa kabilah-kabilah bagian dari umat
bersama mukmin. Bersifat khusus artinya istilah umat hanya
mewadahi orang-orang yang terlibat di dalam perjanjian.
Karenanya dalam Pasal 2 dinyatakan “terpisah dari lainnya”

(min duni al-nas).

4 Burhan Zuraig, Al-Sahifah Misaq Al-Rasul, (t.t: t.p., cet. I,
2015), 85.
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Kendati istilah umat dalam Sahifah terbatas pada
semua orang yang terlibat di dalam perjanjian, tapi dalam
waktu bersamaan penggunaan kata ini mengandung arti
keterbukaan. Artinya siapa saja yang hendak bergabung
bersama Nabi Muhammad SAW maka mereka akan masuk
dalam istilah ummah. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 “dan
orang-orang yang mengikuti mereka, bergabung dengan
mereka, dan berjihad bersama mereka” (wa man tabi ‘ahum
falahiga bihim wa jahada ma ‘ahum). Dengan demikian
istilah satu umat (ummah wahidah) dalam Sahifah Al-
Madinah bertujuan menjadi payung yang menyatukan semua

orang dengan beragam kabilah dan agamanya.

Perubahan dari gabilah ke ummah berdampak besar
pada pengurangan ‘asabiyyah atau fanatisme. Dalam
struktur masyarakat yang mengutamakan sistem kabilah,
kezaliman sulit dihapuskan karena seseorang akan fanatik
melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang sekabilah.
Sedangkan dalam umat kezaliman mudah dihapus karena
konstitusi atau dustur yang diberlakukan bukan ‘asabiyyah
melainkan sejumlah aturan yang tertuang dalam Sahifah itu
sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad dikatakan, “orang
yang fanatik adalah orang yang menolong kelompoknya

melakukan kezaliman” (al- ‘asabiyy man yu‘inu gaumahu
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‘ala al-zulm). Dalam hadis lain dikatakan, “bukan bagian
dari kami orang yang mengajak ke fanatik atau berperang
karena fanatisme” (laisa minna man da ‘a ila ‘asabiyyah au

gatala ‘asabiyyah).’

Perubahan kabilah ke umat menggeser watak
eksklusivisme kabilah menjadi inklusif dalam sosial,
ekonomi, politik, dan agama. Dalam sosial setiap individu
dapat berinteraksi dengan orang lain dari lintas kabilah,
bahkan beberapa individu telah dipersaudarakan oleh Nabi
Muhammad dengan orang dari kabilah berbeda (al-
mu-akhah), seperti Abu Bakar dipersaudarakan dengan
Kharijah bin Zaid al-Khazraji, Umar bin Khatab dengan
‘Itban bin Malik, Abu ‘Ubaidah dengan Sa‘d bin Mu‘az,
‘Abdurrahman bin ‘Auf dengan Sa‘d bin al-Rabi*, Zubair bin
al-‘Awwam dengan Salamah bin Salamah bin Waqgsy,
Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit bin al-Munzir al-
Najari, Talhah bin ‘Ubaidillah dengan Ka‘b bin Malik, Sa‘id
bin Zaid dengan Ubay bin Ka‘b, Mus‘ab bin ‘Umair dengan

S Ibn Manzur Al-Ansari, Lisan Al-'drab, (Beirut: Dar Sadir,
cet. 111, 1414), vol. |, 606.
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Abu Ayyub, Abu Huzaifah bin ‘Utbah dengan ‘Abbad bin

Bisyr, dan yang lainnya.®

Keterbukaan dalam sosial selain ditandai dengan
menjadikan persaudaraan di antara individu lintas kabilah,
juga dapat dipahami dari perkawinan silang kabilah seperti
yang dilakukan Abdurrahman bin ‘Auf yang berasal dari
Quraisy menikah dengan perempuan dari kabilah Khazraj.
Diceritakan, Abdurrahman bin ‘Auf ketika datang ke
Madinah dipersaudarakan olenh Nabi Muhammad dengan
Sa‘d bin al-Rabi‘ al-Ansariy dari kabilah Khazraj. Kepada
Abdurrahman, Sa‘d menawarkan separuh harta kekayaannya
serta menawarkan salah satu istrinya. Jika Abdurrahman
tertarik, Sa‘d siap menceraikannya supaya dapat dinikahi
Abdurrahman, tapi Abdurrahman memilih berdagang di
pasar hingga menghasilkan keuntungan. Setelah itu ia baru
menikah dengan perempuan dari Khazraj. Kepada
Abdurrahman, Nabi SAW memerintahkan supaya
menyelenggarakan walimah meski dengan menyembelih

satu kambing.’

6 Abu al-Fida" Ibn Kasir, Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1986), vol. I, 226-227.
" 1bn Kasir, vol. 111, 228.
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Selain keterbukaan dalam sosial, melalui pernyataan
ummah wahidah masyarakat Arab Islam dapat bekerjasama
dalam bidang ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
24 Sahifah Al-Madinah yang memerintahkan orang-orang
Yahudi ikut serta memberikan biaya perang yang dibutuhkan
masyarakat Madinah. Keterbukaan dalam ekonomi ini
ditandai dengan banyaknya kabilah-kabilah Madinah yang
memberikan bantuan kepada sahabat Muhajirin dalam
bentuk tempat tinggal, jamuan makan, maupun harta benda
lainnya. Nabi Muhammad dan sahabatnya banyak yang
menggunakan harta benda dari Yahudi Bani Nadir dan salah
seorang tokoh Yahudi yang bernama Mukhairig untuk
digunakan makan setiap hari dan membiayai keluarganya.?
Nabi SAW dan sahabatnya juga beraktivitas di pasar milik
kabilah Yahudi bani Qainuga‘, dan yang lainnya.®

Keterbukaan konsep ummah dalam politik ditandai
dengan  kebebasan untuk tetap mempertahankan
perkumpulan kabilah dan menjalankan tradisi serta

hukumnya masing-masing. Dalam Pasal 4-11 Sahifah Al-

& Muhammad bin *Umar Al-Wagidi, Al-Maghazi, (Beirut: Dar
al-A’lami, cet. 111, 1989), vol. I, 377-378.

° *Izzu al-Din lbn al-Asir, Al-Kamil Fi Al-Tarikh, (Beirut: Dar
al-Kitab al-’ Arabi, cet. I, 1997), vol. 11, 30; Ibn Kasir, Al-Bidayah Wa
Al-Nihayah, vol. VIII, 34.
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Madinah dijelaskan bahwa setiap kabilah dibebaskan untuk
tetap berada di dalam perkumpulannya serta menjalankan
adat kebiasaan dan hukumnya masing-masing sebagaimana
yang sebelumnya telah dipraktikkan. Diceritakan oleh Ibn
Hisyam (w. 833 M), ketika ada laki-laki dan perempuan dari
kabilah Yahudi Bani Quraizah melakukan zina, para pemuka
agama Yahudi menyerahkan persoalan hukumannya kepada
Nabi SAW. Lalu Nabi memanggil pemuka Yahudi supaya
mereka sendiri yang memberikan hukumannya berdasarkan
hukum yang berlaku di dalam kabilahnya, yakni berdasarkan

Taurat.®

Watak inklusif umat dalam agama ditandai dengan
pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap agama lain
seperti ditegaskan dalam Pasal 25-35 yang mempersilakan
orang-orang Yahudi menjalankan agamanya. Penggunaan
kata umat untuk menyebut semua perkumpulan lintas agama
dipahami oleh sebagian sarjana Barat seperti Fred Donner
dan Denny sebagai agama yang tidak terpisah dari agama-
agama sebelumnya, yakni Islam belum menjadi agama yang

distingtif dari agama-agama yang berkembang pada saat itu.

10 Abd al-Malik Ibn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, (Mesir:
Syirkah wa Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955),
vol. 1, 564-566.
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Islam baru menjadi agama yang terpisah dari agama lain baru
terjadi pada masa Abdul Malik.!*

Pendapat Donner dan Denny tidak sesuai dengan
penjelasan Pasal 25 Sahifah Al-Madinah. Dalam pasal ini
dijelaskan bahwa Yahudi memiliki agama sendiri (li al-
yahudi dinuhum) dan umat Islam memiliki agamanya sendiri
(wa li al-muslimina dinuhum). Artinya, pada masa Nabi
Muhammad keberadaan Islam sudah menjadi agama yang
distingtif dari agama-agama lainnya. Watak inklusif umat
dalam Sahifah lebih mengacu pada penerimaan terhadap
berbagai pemeluk agama dengan pemenuhan hak yang sama
di dalam satu payung ummah wahidah.

Kendati Islam sedari awal kemunculannya sudah
menjadi agama yang terpisah dari agama-agama
sebelumnya, namun melalui penggunaan istilah ummah
dalam Sahifah menandakan bahwa Islam memiliki kehendak
berkomunikasi  dengan tradisi atau agama-agama

sebelumnya serta menjadi bukti bahwa komunitas Nabi

11 Katrin Jomaa, “Social Justice and Islamic Legal/Ethical
Order: The Madinah Constitution as a Case Study from the Prophetic
Period,” in Islamic Law and Ethics (Virginia: International Institute of
Islamic Thought, 2020), 165-206; Fred M Donner, Muhammad Dan
Umat Beriman: Asal Usul Islam, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, cet. I, 2015), 63-64, 217 dan seterusnya.
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Muhammad tidak menutup diri dan memutus hubungan
dengan agama-agama terdahulu.!? Penegasan muslim,
Yahudi dan yang lainnya sebagai satu umat juga
mengantarkan pemahaman bahwa kehadiran Islam tidak
menghapus agama-agama Yyang datang sebelumnya

sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Bagarah 62:

O35
“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi,
orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi’in, siapa saja
diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah,
hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima
pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Juga dalam QS. Al-Ma’idah 69:

0552 B Y5 Lgle O S BLs Lg; 5N
“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi,
Sabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara
mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati.”

el A ol 5 sl A s Gl T Guall &)
T

12 Jomaa, “Social Justice and Islamic Legal/Ethical Order: The
Madinah Constitution as a Case Study from the Prophetic Period.”
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Katrin Joma menjelaskan bahwa Alguran memang
mengakui Yahudi dan Nasrani sebagai umat beriman, namun
mereka bukan muslim. Istilah muslim digunakan untuk
menyebut orang-orang yang mendukung Nabi Muhammad
dalam urusan agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45
Sahifah Al-Madinah, sedangkan orang-orang Yahudi
menerima Nabi SAW dalam kapasitasnya sebagai hakim dan
pemimpin politik, bukan sebagai pemimpin agama.*?

Satu hal yang hendak ditegaskan di sini bahwa
penggunaan kata ummah memperlihatkan sikap inklusif
yang dimiliki komunitas Nabi Muhammad SAW. Melalui
istilah ummah, semua orang yang berada di dalamnya
memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam sosial, politik,
ekonomi, dan agama. Watak inklusif ini tercermin dalam
berbagai pasal Sahifah Al-Madinah yang memasukkan
berbagai kabilah dan pemeluk agama yang berbeda ke dalam

satu komunitas sebagaimana dijelaskan di atas.

13 Jomaa, 149.
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B. Misi Politik dalam Al-Syurut Al-‘Umariyyah: Dari Umat

ke Fanatisme Kabilah

Pemenuhan hak kebebasan beragama bagi non muslim
pada masa Nabi Muhammad SAW tercermin dalam Sahifah
Al-Madinah. Hal ini berlangsung sampai dengan masa al-
khulafa® al-rasyidun. Pemenuhan dan kesetaraan hak bagi
non muslim lahir karena misi politik yang dibawa Nabi SAW
berupa menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia,
persaudaraan, dan keadilan yang dibangun di atas politik
keumatan (siyasah al-ummah). Kepemimpinan Nabi
Muhammad di Madinah tidak hanya diakui dan diterima
kalangan pengikutnya dari umat Islam, tapi juga diterima dan
dijadikan sebagai hakim oleh non muslim yang dalam hal ini
orang-orang Yahudi dan musyrik.

Pemenuhan hak non muslim seiring berjalannya
waktu mulai terkendala ketika pasukan Arab Islam
menjadikan kekuasaan bukan untuk menggapai nilai-nilai
kenabian yang berupa kehormatan manusia, persaudaraan,
dan keadilan, melainkan kekuasaan sebagai tujuan itu
sendiri. Karenanya hasrat melanggengkan kekuasaan terus
diusahakan meski harus dilakukan dengan memerangi
orang-orang yang seagama maupun mendiskriminasi orang-

orang yang berbeda kabilah dan agama dengan penguasa.
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Politik keumatan (siyasah al-ummah) pada akhirnya berubah
menjadi politik kekuasaan (siyasah al-mulk).

Al-Syurut Al- ‘Umariyyah bagian dari aturan yang lahir
dari politik kekuasaan yang berusaha mengambil alih
kekuasaan secara total dari tangan non Arab yang mayoritas
non muslim ke pangkuan pasukan Arab yang beragama
Islam. Peralihan kekuasaan ini berdampak pada sejumlah
pembatasan-pembatasan hak yang sebelumnya dapat
dinikmati dengan bebas oleh non muslim. Hal ini embrionya
dimulai dengan perebutan kekuasaan berdasarkan suku yang
terjadi sejak Nabi Muhammad SAW wafat.

Dalam berbagai literatur sejarah diinformasikan
bahwa ketika Nabi SAW wafat, pada hari yang sama sahabat
Ansor berkumpul di perkampungan Bani Sa‘idah (Sagifah
Bani Sa‘idah) meminta kepada Sa‘d bin ‘Ubadah yang saat
itu sedang sakit untuk menjadi pengganti Nabi SAW. Para
sahabat yang menolong Nabi SAW di Madinah ini merasa
paling berhak meneruskan kekuasaan Nabi Muhammad
mengingat mereka orang-orang yang membantu secara
totalitas saat Nabi SAW dan sahabatnya dalam keadaan
lemah, juga kelompok pertama yang menerima Islam di saat
Nabi SAW dakwahnya ditolak di berbagai suku lain, dan
menjadi kelompok yang menjadikan Islam tersebar ke

berbagai wilayah di Jazirah Arabia. Karenanya, mereka
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merasa paling berhak atas pengganti Nabi SAW, bukan dari
golongan lain.*

Mendengar informasi yang sedang dilakukan sahabat
Ansor, Umar bin Khatab segera memanggil Abu Bakar yang
berada di rumah Nabi SAW bersama Ali bin Abi Talib yang
sedang sibuk mengurus jenazah Nabi SAW. Kepada Abu
Bakar, Umar menyampaikan informasi penting itu, hingga
keduanya bersama Abu ‘Ubaidah al-Jarrah mendatangi
tempat orang-orang Ansor berkumpul. Di tempat itu
terjadilah perebutan kekuasaan antara sahabat Ansor dan
Mubhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar, Umar bin Khatab
dan Abu ‘Ubaidah al-Jarrah. Berbagai argumentasi dan
pertimbangan dimunculkan hingga salah seorang sahabat
Ansor yang bernama Al-Hubbab bin al-Munzir
memutuskan, masing-masing dari sahabat Ansor dan
Mubhajirin memiliki pemimpinnya sendiri (minna amir wa
minhum amir). Menanggapi tawaran ini, Umar mengatakan:
o5 1 0 ey oS 9 min OF ol (oo 5 Y b5 L0 B B O et Y gt

o o2y 3l Lo eed 85 OIS e W el L5 OF e ¥ 0t (ST
“Tidak mungkin terjadi ada dua pemimpin dalam satu masa.
Demi Allah, orang-orang Arab tidak akan rela menjadikan

kalian sebagai pemimpin, sedangkan nabi mereka sendiri
bukan berasal dari kelompok kalian. Akan tetapi masyarakat

4 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Tarikh Al-Rusul Wa Al-
Muluk, (Beirut: Dar al-Turas, t.t.), vol. I11, 218.
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Arab tidak akan menolak menyerahkan urusannya kepada
orang yang kenabian berasal darinya, juga tidak akan
keberatan jika pemimpin mereka berasal darinya.”*®

Sahabat Ansor yang memaksa Sa‘d bin ‘Ubadah
sebagai pengganti Nabi Muhammad semuanya berasal dari
suku Khazraj, sedangkan salah seorang tokoh sahabat Ansor
dari kabilah Aus, Basyir bin Sa‘d, justru mendukung
kelompok Muhajirin. la mengatakan, bahwa orang-orang
Ansor memang tidak bisa dipungkiri telah berjasa besar bagi
umat Islam, mereka telah berperang melawan orang-orang
yang memusuhi Nabi SAW, namun itu semua seharusnya
dilakukan atas dasar untuk mencari ridla Allah dan sebagai
bentuk kepatuhan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan

untuk mencari harta dunia.

Lebih lanjut Basyir bin Sa‘d mengatakan:

\.LAV.G.CJUTAL.\H g\ﬁ‘fi\\\ f:“} é;\‘)udr\‘u}s) ¢ﬁjﬁuﬁuﬁ e O ‘}ﬂ‘
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“Ingatlah, sesungguhnya Muhammad SAW berasal dari
suku Quraisy. Kaumnya lebih berhak untuk menjadi

penggantinya. Demi Allah, saya tidak diizinkan oleh Allah
untuk merebut kekuasaan ini dari mereka (orang-orang

5 Al-Tabari, vol. 111, 219-220.
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Muhajirin) selamanya. Bertakwalah kepada Allah, dan
janganlah berbeda dan bertengkar dengan mereka.”®

Setelah Basyir menyampaikan pendapatnya, lalu Abu
Bakar menawarkan salah satu dari dua orang Muhajirin,
yaitu Umar bin Khatab dan Abu ‘Ubaidah al-Jarrah, namun
keduanya menolak dan memilih Abu Bakar sendiri yang
menjadi pengganti Rasulillah dengan argumentasi; Abu
Bakar orang yang paling utama di kalangan Muhajirin, ia
juga orang yang menemani Nabi SAW di goa (sani ishaini
izhuma fi al-ghar), ia juga orang yang pernah mengganti
Nabi SAW dalam mengimami salat (khalifah rasulillah ‘ala
al-salah).'’

Lalu Umar bin Khatab dan Abu ‘Ubaidah segera
bergegas untuk berbaiat kepada Abu Bakar, sedangkan
Basyir bin Sa‘d sendiri telah mendahului melakukan baiat
kepada Abu Bakar sebagai bentuk pengakuan dan
pengangkatan dari sahabat Ansor bahwa pengganti Nabi
Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Melihat sikap Basyir
bin Sa‘d yang mendukung kelompok Muhajirin, Al-Hubbab
bin al-Munzir menegur: “Wahai Basyir bin Sa‘d,

keberanianmu membuatmu membangkang. Saya tidak butuh

16 Al-Tabari, vol. 111, 221.
7 Al-Tabari, vol. 111, 221.
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apa yang kamu perbuat. Apakah kamu bersaing dengan anak
pamanmu untuk menjadi pemimpin?” Basyir menjawab:
“Demi Allah, tidak. Saya hanya tidak senang merebut
terhadap kaum hak yang telah diberikan oleh Allah

kepadanya.”8

Menyaksikan sikap Basyir bin Sa‘d yang mendukung
Mubhajirin, serta ajakan orang-orang Quraisy untuk berbaiat
kepada Abu Bakar, dan sahabat Ansor dari kabilah Khazraj
yang menghendaki Sa‘d bin ‘Ubadah sebagai pemimpinnya,
sahabat Ansor dari kabilah Aus saling berbicara perihal
kekhawatiran tersaingi jika pengganti Nabi Muhammad
jatuh pada Sa‘d bin ‘Ubadah yang didukung oleh suku
Khazraj. Sahabat Ansor dari suku Aus mengatakan kepada
sesamanya: “Demi Allah, jika suku Khazraj sekali saja
berkuasa atas kalian (suku Aus) maka keutamaan akan terus
menjadi miliknya. Mereka tidak akan menjadikan kalian
bersamanya mendapatkan bagian selama-lamanya, maka
segeralah berbaiat kepada Abu Bakar.” Lalu sahabat dari
suku Aus segera berbondong-bondong melakukan baiat
kepada Abu Bakar.'®

18 Al-Tabari, vol. 111, 221.
19 Al-Tabari, vol. 111, 221-222.
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Peristiwa di atas menunjukkan bahwa pasca Nabi
Muhammad wafat, fanatisme kesukuan (‘asabiyyah al-
gabilah) kembali muncul. Kelompok Muhajirin fanatik
terhadap Quraisy, kelompok Ansor terbelah menjadi dua
dengan mementingkan kabilahnya masing-masing. Sahabat
Ansor dari suku Khazraj menghendaki pemimpin dari
kabilahnya dengan mendukung Sa‘d bin ‘Ubadah,
sedangkan sahabat Ansor dari suku Aus berusaha
menjegalnya dengan mendukung Abu Bakar yang berasal

dari Quraisy karena khawatir dipimpin suku Khazraj.

Perselisihan mengenai pengganti Nabi Muhammad
juga mencerminkan fanatisme dalam berbagai bentuk, yaitu
fanatisme keagamaan yang dipegangi sahabat Ansor dengan
argumentasinya sebagai penolong Nabi SAW dalam
menyebarkan agama Islam, fanatisme kesukuan yang
dilakukan sahabat Muhajirin dengan argumentasinya yang
menyatakan bahwa pengganti Nabi SAW harus dari orang
yang sesuku dengannya, yakni Quraisy. Dengan demikian
perdebatan  tentang  pengganti  Nabi  Muhammad
memunculkan bentuk fanatisme baru, yaitu fanatisme
kesukuan (al- ‘asabiyyah al-gabaliyyah) yang bercampur

dengan fanatisme keagamaan (al-‘asabiyyah al-diniyyah)
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atau dalam bahasa lain fanatisme agama menyatu dengan

fanatisme politik (al- ‘asabiyyah al-siyasiyyah).?

Fanatisme terus berlanjut membayangi kehidupan
masyarakat Arab hingga puncaknya ketika pemerintahan
Islam berubah dari khilafah ke kerajaan (al-mulk). lbn
Khaldun menjelaskan dalam setiap perkumpulan orang,
fanatisme (al- ‘asabiyyah) merupakan suatu keharusan,
karena tanpanya perintah tidak akan dilaksanakan dengan
baik. Hanya saja fanatisme yang baik yaitu fanatisme dalam
beragama untuk keperluan terlaksananya perintah-perintah
Allah dan utusan-Nya. Fanatisme yang bertentangan dengan
ajaran-ajaran agama maka dilarang karena Islam sendiri
datang salah satunya untuk menghilangkan fanatisme yang

mengakar di dalam masyarakat Arab pra Islam.?

Berbagai konflik yang terjadi pasca Nabi Muhammad
wafat tidak lepas dari faktor fanatisme. Hal ini sebagaimana
perkataan Ali bin Abi Thalib kepada para pendukungnya
ketika menghadapi gerakan Mu‘awiyyah yang berusaha

mengambil alih kekuasaan dari tangan Ali. Ali mengatakan,

20 Adonis, Al-Sabit Wa Al-Mutahawwil: Bahs Fi Al-lbda’ Wa
Al-1tha” “inda Al-’Arab, (Mesir: Dar al-Saqi, 2003), vol. I, 164-165.

2L Abdurrahman lbon Khaldin, Mugaddimah lbn Khaldun,
(Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 253.
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“ingatlah, prahara yang sedang kalian alami telah kembali
sebagaimana keadaan ketika Allah mengutus nabi kalian”.
Perkataan Ali ini menandaskan bahwa bangsa Arab telah
kembali ke masa jahiliyyah yang didominasi dengan
berbagai konflik yang disebabkan fanatisme. Dalam hal ini,
Adonis mengambil kesimpulan bahwa Islam pada masa ini
hanya simbol semata. Adapun hakikat dan esensinya telah
pergi dengan wafatnya Nabi Muhammad dan para sahabat

awal.®2

Ibn Khaldun mengakui bahwa berbagai konflik yang
terjadi di kalangan para sahabat disebabkan karena
fanatisme, dan menjadi hal yang wajar. Hanya saja ketika
memasuki masa dinasti atau kerajaan (al-mulk) yang dimulai
dari Dinasti Umayyah hingga kemudian berlanjut pada masa
Abbasiyyah fanatisme kerap menimbulkan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan agama seperti yang
tercermin dalam perilaku para rajanya yang hedonis, minum-
minuman arak, dan tindakan menghalalkan hal-hal yang

diharamkan di dalam agama.?

22 Adonis, Al-Sabit Wa Al-Mutahawwil: Bahs Fi Al-lbda” Wa
Al-ltha” ’inda Al-’Arab, 170.
23 |bn Khaldiin, Mugaddimah Ibn Khaldun, 259.
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Fanatisme kesukuan yang bercampur dengan
fanatisme keagamaan pada masa al-khulafa™ al-rasyidun
telah menjadikan seseorang yang tidak patuh terhadap
kekuasaan dituduh sebagai orang yang membangkang
terhadap agama. Contoh tentang hal ini seperti orang-orang
yang menolak membayar zakat pada masa Abu Bakar. Para
pembangkang zakat dituduh sebagai orang yang telah keluar
dari agama (murtad) sehingga halal untuk diperangi.?* Di sisi
lain fanatisme kesukuan yang menyatu dengan fanatisme
agama juga menjadikan kabur batas antara dakwah dan
ekspansi kekuasaan. Penaklukan-penaklukan wilayah yang
berlangsung pada masa ini apakah dimotivasi oleh fanatisme
agama (dakwah) atau fanatisme kekuasaan tidak bisa
dipisahkan dengan jelas lantaran dua fanatisme yang telah

menyatu.

Memasuki masa Dinasti Umayyah yang diawali
dengan Mu‘awiyyah sebagai pemimpinnya, fanatisme
kesukuan mulai terlihat lebih mendominasi daripada
fanatisme agama. Kepemimpinan yang dijalankan
Mu‘awiyyah tidak lagi berdasarkan pada asas musyawarah,

melainkan berada pada kehendaknya, dan diwariskan secara

24 Muhammad bin *Umar Al-Wagqidi, Kitab Al-Riddah, (Beirut:
Dar al-Gharb al-Islami, cet. 1, 1990), 48-52.
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turun temurun. Kepada anaknya yang bernama Yazid,
Mu‘awiyyah berjanji bahwa Bani Umayyah tidak akan rela

menyerahkan urusan pemerintahannya kepada orang lain.?

Dinasti Umayyah yang menjadikan Damaskus sebagai
ibukota kekuasaannya tidak hanya mewariskan kekuasaan
kepada anak-anaknya secara turun temurun, tapi fanatisme
kesukuan yang di dalamnya tercampur dengan fanatisme
agama memunculkan sejumlah sikap penguasaan penuh
terhadap wilayah. Jika kekuasaan inti dipegang oleh orang-
orang dari Bani Umayyah, maka hal-hal lain diduduki oleh
bangsa Arab yang diatasnamakan sebagai pasukan Islam.
Karenanya, bangsa non Arab (‘ajam) yang menjadi
penduduk asli Damaskus dan Syam secara umum menjadi
orang-orang yang terkuasai (mawali) yang secara hak sarat

dengan pembatasan.

Pendirian  Dinasti  Umayyah  sendiri  yang
dilatarbelakangi oleh konflik antara Mu‘awiyyah bin Abi
Sufyan yang berasal dari keturunan Bani Umayyah dan Ali
bin Abi Thalib yang berasal dari Bani Hasyim menjadi
peristiwa yang melahirkan eksistensi fanatisme kekabilahan.

Fanatisme pada masa Dinasti Umayyah mulanya terbatas

25 |bn Khaldiin, Mugaddimah Ibn Khaldun, 257.
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pada fanatisme keluarga (‘asabiyyah al-usrah), lalu
berkembang menjadi fanatisme suku (‘asabiyyah al-
gabilah) hingga puncaknya melahirkan fanatisme
kebangsaan, yakni fanatisme Arab (‘asabiyyah al-

‘Arabiyyah).

Fanatisme keluarga terlihat dari sikap Mu‘awiyyah
bin Abi Sufyan, khalifah pertama Dinasti Umayyah yang
mengangkat anaknya, Yazid, sebagai khalifah yang
menggantikannya. Mu‘awiyyah memaksa kepada semua
orang supaya membaiatnya serta memberikan janji dan
ancaman jika mereka tidak membaiat. Padahal dalam waktu
bersamaan ada beberapa orang yang memiliki derajat yang
sama sebagaimana Yazid, hanya saja berasal dari keluarga
lain seperti Hasan dan Husain putra Ali bin Abi Thalib,
Abdullah bin al-Zubair, dan yang lainnya.

Langkah  Mu‘awiyyah yang  memperlihatkan
fanatisme keluarga (‘asabiyyah al-usrah) dalam memilih
pengganti (khalifah) diikuti para khalifah Umayyah
setelahnya seperti Marwan bin al-Hakam yang membaiat
kedua putranya, yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Abdul
Malik membaiat kedua putranya yang bernama Al-Walid

dan Sulaiman, dan seterusnya. Pemimpin sejak Dinasti
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Umayyah menjadi kekuasaan yang diwariskan ke pihak

keluarga secara turun temurun.?

Fanatisme kabilah atau suku (‘asabiyyah al-gabilah)
terlihat dari perilaku orang-orang Arab yang selalu
mengunggulkan kabilahnya. Jika seseorang berasal dari
kedua orangtua yang berbeda kabilah, maka ia akan
mengidentifikasi dirinya terhadap asal kabilah yang tingkat
sosialnya lebih tinggi dan menenggelamkan identitas
kekabilahan yang dianggapnya rendah. Hal ini seperti
diceritakan ada seorang lelaki yang ayahnya keturunan dari
kabilah Azad, sedangkan ibunya berasal dari kabilah Tamim.
Secara kelas sosial, kabilah Azad lebih tinggi daripada
kabilah Tamim. Lelaki itu ketika tawaf selalu menyebut
nama ayahnya. Ketika ditanya kenapa nama ibunya tidak
disebutkan, ia menjawab alasannya karena ibunya berasal

dari suku Tamim.?

Fanatisme Arab (‘asabiyyah al-‘Arabiyyah), yakni
fanatisme berdasarkan pada keyakinan bahwa bangsa Arab
lebih mulia daripada bangsa lainnya (‘ajam) kembali

menguat pada masa Dinasti Umayyah. Kondisi ini seakan-

% Muhammad Al-Tayyib Al-Najjar, Al-Mawali Fi Al-’Asr Al-
Umawiyy, (Mesir: Dar al-Nil, cet. 1, 1949), 32.
27 Al-Najjar, 34.
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akan kembali kepada masa pra Islam (jahiliyyah) yang lekat
dengan fanatisme dengan beragam bentuknya yang ditentang
Nabi Muhammad dalam berbagai sabdanya. Nabi SAW
mengatakan bahwa “bangsa Arab tidak lebih utama daripada
bangsa non Arab (‘ajam), begitu juga sebaliknya. Orang
kulit merah tidak lebih utama daripada orang yang berkulit
putih, demikian sebaliknya. Yang menjadikan seseorang

mulia adalah takwa.”?®

Penegasan yang dilakukan Nabi Muhammad bahwa
kemuliaan seseorang bukan berdasarkan pada asal kesukuan
atau kebangsaan, juga bukan berdasarkan pada warna kulit,
maksudnya bahwa dalam kehidupan di dunia semua orang
memiliki hak yang sama, yaitu sama-sama menjadi manusia
yang antara satu dengan lainnya harus saling menghormati.
Takwa akan mengantarkan pada kemuliaan seseorang di
hadapan Tuhan yang berarti berkaitan dengan balasan di

dalam kehidupan pasca kematian (akhirat).

Pada masa Dinasti Umayyah fanatisme Arab muncul

dan menguat bersamaan dengan percampuran fanatisme

28 Muhammad Hamidullah, Majmu‘ah Al-Wasa'iq Al-
Siyasiyyah Li Al-‘4hd Al-Nabawi Wa Al-Khilafah Al-Rasyidah,
(Beirut: Dar al-Nafa'is, cet. VI, 1987), 360-368; Safiy al-Rahman Al-
Mubarakafuri, Al-Rahiqg Al-Makhtum, (Mesir: Dar Ihya al-Turas, t.t.),
423-424.
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agama (‘asabiyyah al-diniyyah). Hal ini yang menjadikan
kebijakan-kebijakan politik yang sesungguhnya karena
pertimbangan fanatisme Arab dan pelanggengan kekuasaan
seakan-akan berkelindan dengan ajaran agama. Bangsa Arab
pada masa Umayyah mengistilahkan non Arab dengan
‘ajam, sedangkan bangsa non Arab yang ditaklukkan
disebutnya dengan mawali, istilah yang sebelumnya
bermakna budak yang dimerdekakan. Pada masa ini mawali
digunakan untuk menyebut bangsa non Arab di wilayah
taklukan karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang
dikuasai oleh bangsa Arab dan mereka wajib memenubhi,
menghormati, dan membantu segala hal yang dibutuhkan

oleh orang-orang Arab.?

Dalam Al-‘Aqd al-Farid karya Abu ‘Umar Ibn ‘Abd
Rabbih (w. 328 H) di bawah pembahasan “orang-orang yang
fanatik kepada Arab” (bab al-muta‘assibina li al-‘arab)
terdapat sejumlah riwayat yang menginformasikan berbagai
perkataan dan perilaku bangsa Arab yang fanatik terhadap
kearabannya hingga dalam batas merendahkan non Arab

(mawali), bahkan rencana genosida terhadap populasinya.*

2 Al-Najjar, Al-Mawali Fi Al-"Asr Al-Umawiyy, 14.
% Abil ‘Umar Ibn ‘Abd Rabbih, Al- ‘4qd Al-Farid, (Beirut: Dar
al-Kutub al-’Timiyyah, t.t.), vol. III, 360-361.
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Beberapa riwayat itu antara lain salah seorang
keturunan Arab Quraisy yang bernama Nafi‘ bin Jubair bin
Mat‘am bermakmum salat kepada seorang non Arab. Lalu
orang-orang mengomentari peristiwa itu, yakni ada seorang
Arab bermakmum kepada mawali. Nafi‘ menjawab: “Saya
ingin merasa rendah di hadapan Allah dengan cara salat di
belakang non Arab” (innama aradtu an atawad!a ‘a lillahi bi
al-salati khalfahu).®! Sikap dan perkataan Nafi‘ bin Jubair ini
mencerminkan bagaimana pandangannya terhadap non
Arab. la merasa untuk menjadi rendah dengan cara duduk
bersama orang-orang yang ia anggapnya rendah, yaitu

mawali.

Selain riwayat di atas, diceritakan pula ketika Nafi‘
bin Jubair menjumpai jenazah yang sedang diusung di
hadapannya, dia akan bertanya kepada orang di dekatnya
perihal siapa jenazah itu. Ketika jenazah itu diketahui berasal
dari suku Quraisy maka ia akan sangat sedih dengan
menyampaikan perkataan duka “aduh kaumku” (wa
gaumah). Jika jenazah berasal dari bangsa Arab, tapi tidak
sesuku dengannya, maka Nafi‘ berkata “aduh negeriku” (wa

baldatah), ungkapan kesedihan perihal mangkatnya seorang

% Tbn ‘Abd Rabbih, vol. 111, 360.
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yang dianggap jauh tapi masih ada ikatan setanah air. Jika
jenazah yang diusung berasal dari non Arab (mawali) maka
Nafi‘ akan mengatakan, “ia (jenazah) adalah harta atau
kepunyaan Allah yang la punya kekuasaan mengambil
sesuai  kehendak-Nya, dan meninggalkannya sesuai
kehendak-Nya” (malullah ya'khuzu ma sya'a wa yad ‘u ma

sya a).*

Komentar Nafi‘ bin Jubair terhadap jenazah mawali di
atas yang berbeda dengan komentarnya ketika jenazah itu
dari orang sesukunya, Quraisy, atau sesama bangsa Arab,
mencerminkan bahwa ia berpandangan non Arab atau
mawali lebih rendah daripada bangsa Arab, terlebih kabilah
Quraisy. Sehingga komentar yang diberikannya kepada
mawali mengesankan pada ungkapan ketidakpedulian dan

tidak merasa kehilangan, serta tidak berduka.

Orang-orang Arab mengatakan, salat tidak terputus
atau batal kecuali tiga sebab, yaitu sebab ada keledai (himar),
anjing (kalb), dan non Arab (maula).®® Perkataan ini jelas
lahir dari pandangan dan sikap yang sangat merendahkan
non Arab. Selain beberapa riwayat di atas, diinformasikan

bahwa orang-orang Arab tidak membuat nama kunyah

%2 Tbn ‘Abd Rabbih, vol. 111, 361.
% Ibn ‘Abd Rabbih, vol. 111, 361.

207



(penghormatan) kepada non Arab. Ketika mengundang
mawali maka orang-orang Arab hanya akan memanggil
nama aslinya atau julukannya. Mawali ketika berjalan
bersama orang-orang Arab tidak boleh berada satu barisan
dengannya, juga tidak boleh mendahuluinya. Non Arab tidak
boleh menyolati jenazah ketika ada orang Arab yang hadir

meski hanya satu orang untuk menyolatinya.®*

Diinformasikan, Mu‘awiyyah bin Abi Sufyan
meminta pendapat kepada dua sahabatnya, Al-Ahnaf bin
Qais dan Samrah bin Jandab mengenai rencananya yang
hendak membunuh secara besar-besaran separuh dari
mawali dan sisanya ingin dijadikan sebagai penjaga pasar
dan membangun jalan. Rencana Mu‘awiyyah lahir dari
perasaannya yang melihat non Arab semakin hari bertambah
banyak dan maju hingga dikhawatirkan mereka akan
berkuasa atas orang-orang Arab. Tapi kemudian rencana
Mu‘awiyyah itu gagal setelah kedua sahabatnya itu

memberikan beberapa pertimbangan lain.*®

Pada masa Dinasti Umayyah juga orang Arab
memandang rendah (nazrah izdira’) terhadap orang yang

menikah dengan mawali, terlebih jika yang menikah

% ITbn ‘Abd Rabbih, vol. 111, 361.
% Tbn ‘Abd Rabbih, vol. 111, 361.
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perempuan Arab dengan lelaki dari non Arab. Diceritakan,
Husain bin Ali menikahi perempuan mantan budaknya yang
berasal dari bangsa non Arab, lalu Mu‘awiyyah mengirim
surat kepadanya yang berisi teguran bahwa menikahi bangsa
lain adalah kehinaan. Hal ini terjadi juga pada Ali bin Husain
bin Ali yang dikenal dengan Zainal Abidin. la menikahi
mantan budaknya yang berasal dari keturunan non Arab, lalu
ditegur oleh Abdul Malik bin Marwan melalui surat yang

berisi celaan dan menyuruhnya supaya menceraikan.

Kondisi sosial yang merendahkan bangsa non Arab
(mawali) dan menganggap mulia terhadap bangsa Arab pada
masa Dinasti Umayyah telah melahirkan beberapa hadis
palsu yang seakan-akan melegitimasi bahwa Arab lebih
mulia daripada ‘ajam atau mawali, hadis yang secara isi jelas
bertentangan nilai-nilai  kenabian dan sabda Nabi
Muhamamd sendiri. Beberapa hadis palsu tentang
keutamaan bangsa Arab daripada bangsa lainnya antara lain
hadis yang berisi tentang perkawinan orang Quraisy hanya
setara (kafa'ah) jika menikah dengan sesama kabilah
Quraisy, bangsa Arab setara antara sebagian kabilah dengan

kabilah lainnya, dan mawali setara dengan sesama mawali.®’

36 Tbn ‘Abd Rabbih, vol. III, 39-40.
37 Tbn ‘Abd Rabbih, vol. 111, 42.
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Hadis palsu tentang kemuliaan bangsa Arab seperti di
atas di kemudian hari berpengaruh terhadap rumusan fikih
yang mengatur tentang Kkesetaraan mencari pasangan
berdasarkan pada kebangsaan, yakni bangsa Arab tidak
sekufu jika menikah dengan non Arab (‘ajam),® padahal
dalam Alquran maupun hadis jelas terdapat penegasan
bahwa semua umat manusia di dunia memiliki kemuliaan
yang setara. Dalam pernikahan orang dari bangsa manapun
sah untuk memilih pasangannya dengan bangsa lain,
termasuk di dalamnya lelaki ‘ajam atau non Arab boleh
menikah dengan perempuan Arab atau sebaliknya. Ayat
Alguran dimaksud salah satunya seperti dalam QS. Al-
Hujurat 13 yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan
manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbagai suku
dan bangsa supaya saling mengenal. Dan semuanya
memiliki derajat yang sama kecuali tingkat ketakwaan di
hadapan Allah.

QS. Al-Hujurat 13 sendiri turun kepada Nabi

Muhammad untuk menyikapi orang yang masih fanatik

38 Zain al-Din Ibn Nujaim Al-Misri, Al-Bahr Al-Ra’iq Syarh
Kanz Al-Daga’iq, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), vol. Ill, 141;
Abu Zakariyya Al-Nawawi, Al-Majmu™ Syarh Al-Muhazzab, (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t.), vol. XVI, 187; Abu Muhammad Ibn Qudamah, Al-
Mughni; (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), vol. VII, 36.
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terhadap kesukuan. Diceritakan, ayat di atas turun ketika
Nabi SAW memerintahkan kepada Bani Bayadah untuk
menikahkan perempuannya dengan Abu Hindun yang tidak
lain sebagai budak yang telah dimerdekakan olehnya
(mawali). Orang-orang dari kabilah Bani Bayadah
memprotes Nabi SAW apakah ia akan menikahkan putrinya
dengan mantan budaknya? Lalu turunlah ayat tersebut
sebagai penegasan bahwa semua manusia, keturunan Arab
atau bukan, mantan budak atau bukan, memiliki hak yang
sama, setara di hadapan Allah, yang membedakan hanya

tingkat ketakwaannya.*

Dalam riwayat lain diceritakan, QS. Al-Hujurat 13 di
atas turun menyikapi protes orang-orang Makkah ketika
Nabi Muhammad menyuruh Bilal mengumandangkan azan
di Kakbah pada saat penaklukan Kota Makkah. Orang-orang
memprotesnya karena memandang bahwa Bilal adalah
seorang budak dan non Arab, sementara azan merupakan
panggilan Allah yang menurutnya harus dilakukan oleh
orang-orang yang dianggapnya memiliki kelas sosial tinggi.

Lalu turunlah ayat tersebut sebagai informasi bahwa Islam

39 Abl ’Abdillah Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran,
(Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, cet. 11, 1964), vol. XVI, 340-341.
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melarang tindakan merendahkan bangsa lain dan melarang

membanggakan nasab.*

Kendati mawali direndahkan oleh orang-orang Arab,
namun tenaga dan kemampuan mereka banyak
dimanfaatkan, seperti dijadikan sebagai pasukan perang.*
Selama masa Dinasti Umayyah penaklukan berbagai
wilayah masif dilakukan, semua ini atas bantuan dari tenaga
mawali, namun diskriminasi terhadapnya terus dilakukan
oleh para khalifah Umayyah, salah satunya dalam berperang
mawali dilarang memakai kendaraan, yakni harus jalan kaki,
sedangkan orang Arab sendiri menaiki kuda.*? Mawali tidak
dibayar dan tidak diberi kedudukan di dalam pemerintahan,
bahkan mereka dipunguti pajak sebagaimana yang

diberlakukan kepada mawali non muslim. Hal ini salah satu

40 Al-Qurtubi, vol. XVI, 341.

4 Amjad Mamdouh dalam penelitiannya menjelaskan secara
lengkap keterlibatan non Arab dalam penaklukkan berbagai wilayah
yang dilakukan Dinasti Umayyah. Hanya saja Mamdouh menolak jika
keterlibatan non Arab tidak tercatat dalam sejarah karena mereka tidak
dibayar dan direndahkan. Lihat, Amjad Mamdouh Al-Faouri, “Daur
Al-’Anasir Ghair Al-’Arabiyyah Fi Al-Futuhat Al-Islamiyyah Fi Al-
’Asr Al-Umawiy,” Al-Majallah Al-Urduniyyah Li Al-Tarikh Wa Al-
Asar, 8 (2014): 51-75.

42 Al-Najjar, Al-Mawali Fi Al-’Asr Al-Umawiyy, 35-36.
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alasan yang di kemudian hari menjadikan mereka melakukan

perlawanan terhadap Dinasti Umayyah.*?

Di atas bagian dari beberapa riwayat tentang
fanatisme Arab yang berdampak pada diskriminasi,
penghinaan, dan perendahan terhadap mawali yang secara
agama sama-sama sebagai muslim. Lalu bagaimana dengan
mawali non muslim atau ahl al-Zimmah? Keberadaan ahl al-
Zimmah dalam kekuasaan Umayyah mendapatkan
diskriminasi berlapis, yakni diskriminasi karena statusnya
sebagai mawali (hon Arab) dan karena seorang ahl al-

Zimmah (non muslim).

Diskriminasi terhadap non muslim pada masa Dinasti
Umayyah muncul sebab menguatnya fanatisme kearaban
yang bersatu dengan fanatisme keislaman. Al-Maqrizi (w.
845 H) dalam karyanya mencatat beberapa informasi
kekerasan yang dilakukan para pejabat Dinasti Umayyah
kepada non muslim. Salah satunya, non muslim diminta
membayar pajak dengan nominal sangat tinggi. Salah satu
gubernur Umayyah, Abdul Aziz bin Marwan meminta
supaya para pendeta (rahib) membayar pajak (jizyah) satu

dinar, padahal sebelumnya para pendeta bebas pajak.

%3 Al-Najjar, 64-65.
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Penguasa di Mesir, Abdullah bin Abdul Malik bin Marwan
yang diikuti Qurrah bin Syarik dan Abdullah bin al-Habhab
membebani non muslim dengan pajak yang besar. Ketika
non muslim memprotesnya, non muslim justru diserang,
bahkan banyak yang dibunuh. Hal ini terjadi pada tahun 107
H.44

Usamah bin Zaid al-Tanukhiy sebagai orang yang
ditugasi oleh Dinasti Umayyah untuk menarik pajak kepada
non muslim tidak hanya menaikkan pajak, tapi meminta
kepada para pendetanya untuk memakai gelang besi yang
diberi nama pemakainya, nama gerejanya, dan tanggalnya.
Jika Usamah menjumpai pendeta yang tidak memakai tanda
maka ia akan memotong tangan pendeta yang melanggar itu.
Sebagian pendeta yang melanggar aturan dalam memakai
tanda (wasm) diminta untuk membayar sepuluh dinar. Di
antara pendeta ada yang diberi sanksi berupa dipukul
lehernya hingga mati. Gereja-gereja banyak yang
dihancurkan, begitu juga dengan salib dan patung yang

terpasang di gereja dan rumah-rumah para pendeta.

* Tagiyuddin Al-Magqrizi, Al-Mawa’iz Wa Al-I tibar Bi Zikr
Al-Khatat Wa Al-Asar, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Timiyyah, cet. I, 1418
H), vol. 1V, 408.
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Kekerasan ini terjadi pada tahun 104 saat Dinasti Umayyah
dipimpin oleh Yazid bin Abdul Malik.*®

Fanatisme kabilah yang menyatu dengan fanatisme
agama tidak hanya melahirkan sejumlah aturan yang
mengandung diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap
kabilah yang berbeda, tapi juga menjadi alasan untuk
menghukum orang-orang yang berbeda agama (non muslim)
atau orang yang keluar dari Islam. Pada masa Dinasti
Umayyah banyak orang dihukum mati dengan alasan keluar
dari Islam (riddah), juga orang-orang Kristen banyak yang
mendapatkan hukuman serupa. Para korban kekerasan atas
nama agama ini beberapa biografinya dicatat di dalam suatu
buku Sinaksar berbahasa Romawi yang selalu dibacakan di
dalam perkumpulan-perkumpulan keagamaan. Para korban
kekerasan itu diyakini orang-orang Kristen sebagai martir
(syahid) atau orang yang mati karena membela agama.
Menurut Habib Zayyat (w. 1954 M), cerita-cerita para martir
ini banyak vyang diunggul-unggulkan kehebatannya
(karamah) sehingga terkesan menjadi dongeng, namun di

dalamnya tetap tersirat kebenaran sejarah yang menandai

4 Al-Magrizi, vol. 1V, 409.
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peristiwa pembantaian terhadap orang-orang murtad dan

para pemeluk Kristen.*

Peristiwa kekerasan Dinasti Umayyah, atau bahkan
setelahnya (Dinasti Abbasiyyah) yang mengantarkan orang-
orang Kristen menjadi martir di dalam literatur sejarah Islam
jarang ditemukan. Hal ini diakui oleh Habib Zayyat sendiri
yang menurutnya dalam literatur Islam hanya dijumpai
dalam karya Abu al-Raihan Al-Biruni dalam bukunya yang
berjudul Al-Asar al-Bagiyyah. Dalam buku ini Al-Birtni
menyebutkan dua peristiwa martir dalam Islam yang terjadi
pada permulaan abad ke 5 H/ 11 M yang menimpa pada
seorang Kristen bernama Anthonius, dan peristiwa martir
yang dialami seorang lelaki dari keluarga lyad kabilah Bani
HuZzafah yang terjadi pada masa pemerintahan Dinasti

Umayyah dipimpin oleh Hisyam bin Abdul Malik.*’

Berbeda dengan literatur Islam yang sangat jarang dan
singkat dalam memberikan informasi tentang para martir
Kristen dalam kekuasaan Islam, dalam kronik-kronik
Kristen tercatat banyak nama berikut peristiwanya. Hal ini

diungkap oleh Christian C. Sahner dalam disertasinya yang

46 Habib Zayyat, “Syuhada’ Al-Nasraniyyah Fi Al-Islam,” Al-
Masyriq 4 (1938): 459-465.
47 Zayyat, 460.
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sudah dibukukan dengan judul Christian Martyrs Under
Islam. Dalam buku ini Sahner mengungkapkan banyak data
tentang orang-orang Kristen yang menjadi martir di dalam
kekuasaan Islam, terutama pada masa Dinasti Umayyah dan
Abbasiyyah. Orang Kristen yang menjadi martir di sini tidak
semata-mata orang yang menganut Kristen sejak lahir, tapi
juga memasukkan nama-nama korban pemeluk Kristen yang
telah berpindah ke Islam, lalu murtad menjadi Kristen
kembali, serta orang-orang Kristen yang memfitnah Nabi
Muhammad di hadapan pejabat muslim.

Para syuhada™ yang terdiri dari orang-orang suci
Kristen ini berjumlah ribuan. Lokasi pembunuhannya terjadi
di berbagai wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah, seperti
para martir dari Gaza yang dibunuh di Palestina pada tahun
630 M, para martir Yerusalem dan para tentara Bizantium
yang dieksekusi mati saat mereka ziarah ke Tanah Suci
Yerusalem pada tahun 724/ 725 M, para martir di Mar Saba’
yang dibantai pada tahun 788 atau 797 M, para martir
Bizantium yang dieksekusi di Irak pada tahun 845 M, orang-
orang murtad atau orang-orang yang sebelumnya Kristen,

lalu berpindah agama ke Islam, dan berpindah lagi ke Kristen
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yang dihukum mati di Ibukota Umayyah atau Damaskus, dan

yang lainnya.*®

Beberapa nama martir yang dicatat Sahner antara lain
George, seorang yang terlahir dari keluarga Kristen
Damaskus dan dia sejak kecil beragama Kristen, lalu pada
usia 8 tahun ia ditawan oleh pasukan Islam hingga kemudian
ia berpindah agama menjadi Islam. Setelah dewasa, George
kembali memeluk agama asalnya dengan merahasiakan di
hadapan banyak orang karena takut dihukum. Suatu ketika
temannya yang mengalami nasib sama dengannya, yakni
menjadi tawanan atau budak pasukan Islam, kembali
memeluk Islam dan membocorkan rahasia George ke
seorang majikannya (sayyid). Sang majikan segera
memanggil George ke masjid supaya salat bersamanya, tapi
George menolak hingga akhirnya George dihukum mati pada
tahun 650 M atau 660 M di Damaskus.*

Nama martir lainnya yaitu Vahan, seorang anak
bangsawan Kristen yang dieksekusi di Rusafa Syria pada
tahun 737 M. Ayah Vahan sendiri lebih dulu dibunuh pada

4 Christian C. Sahner, Martyrs Under Islam: Religious
Violence and The Making of The Muslim World, (United Kingdom:
Princeton University Press, 2018), 2-3.

49 C. Sahner, 40.
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tahun 701 ketika pasukan Islam mengunci para bangsawan
Armenia di dalam Gereja di Golt‘'n dan membakarnya. Pada
saat ayahnya dibunuh Vahan baru berusia empat tahun. la
ditangkap dijadikan budak tawanan perang bersama anak-
anak lainnya dan dibawa ke Damaskus. Sebagian besar
tawanan dijual di pasar, tapi Vahan karena anak dari
bangsawan dibawa ke istana Dinasti Umayyah di Damaskus.
Di tempat ini Vahan masuk Islam dan berganti nama menjadi
Vahb (Wahb). Vahan hidup dan besar di istana, ia memiliki
kecerdasan yang luar biasa hingga pada masa Umar bin
Abdul Aziz Vahan dikirim ke Armenia, daerah asalnya,
untuk menjadi pejabat Umayyah di sana. Setelah Umar bin
Abdul Aziz meninggal Vahan kembali ke agama masa
kecilnya, dan sebagai pertobatannya dia datang ke istana
Umayyah dan menyampaikan bahwa dirinya kembali ke
agama Kristen hingga kemudian dihukum mati oleh pasukan

Islam.%®

Di antara sederet nama martir Kristen lainnya pada
masa Dinasti Umayyah yaitu Abdul Masih, kepala biara
Gunung Sinai yang dieksekusi di Palestina pada 740 M atau
750 M. Abdul Masih lahir dari keturunan Kristen Najran

dengan nama Qays bin Rabi bin Yazd. Pada usia 20 tahun,

50 C. Sahner, 42-43.
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Qays bersama teman-temannya yang muslim terlibat dalam
perang melawan Bizantium. Qays berada di pihak pasukan
Islam dan menjadi muslim. Ketika memasuki usia 33 tahun
Qays datang ke Baalbek, Kota Romawi dan menjumpai
seorang pria sedang membaca injil. Qays bertanya perihal
isinya hingga tertarik dan melakukan pertobatan, yakni
kembali ke agama masa Kkecilnya, Kristen dengan
bersungguh-sungguh hingga menjadi kepala biara. Suatu
ketika di Ramla Qays bertemu dengan teman lamanya yang
beragama Islam dan ia menceritakan bahwa dirinya telah
bertobat dengan kembali memeluk Kristen serta
menyampaikannya ke publik hingga akhirnya dihukum

mati.>!

Dan masih banyak beberapa nama lain yang dicatat
Sahner dengan menggunakan sumber-sumber hagiografi,
kalender liturgi, dan kronik Kristen. Perpindahan agama
yang dilakukan orang-orang Kristen ke agama Islam
dilatarbelakangi oleh tiga faktor, vyaitu karena ada
pemaksaan baik secara langsung maupun tidak,
penangkapan, dan konversi. Semua latar belakang ini pada

intinya megerucut ke kekerasan yang dialami non muslim

51 C. Sahner, 46-48.
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yang disebabkan keberadaannya sebagai mawali dan tidak

beragama Islam.

Sikap merendahkan mawali baik yang muslim
maupun tidak dan menghukum orang-orang yang berpindah
agama merupakan hal baru yang tidak ditemukan pada masa
Nabi Muhammad. Artinya, sikap demikian bagian dari
pergeseran dalam kebebasan beragama dari yang semula
Islam menjadikan pilihan agama sebagai hak individu yang
ancamannya hanya di akhirat berubah menjadi tindakan
kriminal yang sanksinya diwujudkan di dunia. Beberapa
riwayat menginformasikan bahwa Nabi SAW tidak pernah
memaksa seseorang untuk menganut Islam, serta tidak
menghukum orang yang berpindah agama dari Islam ke

Kristen atau ke agama lain.

Diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad meminta
kepada pamannya, Abu Talib supaya mengimani Nabi SAW
sebagai utusan Allah. Lalu turunlah QS. Al-Qassas 56 yang
berisi larangan memaksa seseorang untuk mengimani hal
yang sama.®? Demikian juga dengan latar belakang turunnya

QS. Al-Bagarah 256 yang diinformasikan turun untuk

52 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Jami’ A-Bayan Fi Ta wil
Al-Qur’an, (Beirut: Mu assasah al-Risalah, cet. I, 2000), vol. XIX,
598.
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menyikapi sikap para sahabat Ansor di Madinah yang
hendak memaksa anak-anaknya supaya memeluk Islam, tapi
kemudian dilarang melalui ayat tersebut yang menandaskan

bahwa tidak boleh ada pemaksaan di dalam beragama.>?

Dalam menghadapi orang-orang yang berpindah
agama dari Islam ke Kristen juga Nabi Muhammad tidak
pernah melakukan hukuman terhadapnya. Diceritakan,
ketika sebagian sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah di
antaranya ada yang memeluk Kristen. Salah satunya
‘Ubaidullah bin Jahsy, suami dari Ummu Habibah bint Abi
Sufyan, sesampai di Habasyah ia memeluk Kristen.%
Diinformasikan pula, Nabi Muhammad pernah memiliki
sekretaris dari mualaf, yakni orang Kristen yang kemudian
masuk Islam. Sekretaris yang berasal dari suku Bani al-
Najjar ini di kemudian hari kembali memeluk Kristen.

Kepada keduanya Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman.®

Dalam Alguran maupun hadis memang tidak ada
hukuman bagi orang yang keluar dari Islam (murtad).

Hukuman bagi murtad baru mulai dilakukan di masa setelah

53 Al-Tabari, vol. V, 407.

% |bn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. 1, 223, vol. I,
362.

% Ibn Hajar Al-’Asqalani, Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-
Bukhari, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), vol. VI, 625.

222



Nabi SAW wafat dan puncaknya pada permulaan abad ke 2
H. Memang ada beberapa hadis yang secara tekstual
mengandung makna hukuman bagi murtad seperti hadis,
“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah (man
baddala dinahu fa uqtuluh)” dan beberapa hadis lainnya,
namun hadis tersebut palsu. Sedangkan hadis yang secara
riwayat kuat (sahih) dalam isinya tidak semata-mata berisi
perpindahan agama, tapi disertai dengan kejahatan pidana
lainnya seperti perampokan (hirabah) dan pembunuhan.
Karenanya alasan Nabi SAW menghukum bukan karena
persoalan pindah agama, melainkan karena tindakan

kriminalnya.®®

Pergeseran sikap Islam dalam arti kekuasaannya
terhadap perbedaan agama tidak lain karena pengaruh
fanatisme yang kembali muncul pasca Nabi Muhammad
wafat. Fanatisme mencapai bentuk kemapanannya terjadi
seiring dengan perubahan sistem kekuasaan dari yang
semula lebih berdasarkan pada sistem musyawarah (syura)
seperti yang diterapkan pada masa al-khulafa™ al-rasyidun ke
sistem kerajaan (al-mulk) yang lebih mementingkan garis

keturunan. Karena itu beberapa peneliti politik Islam lebih

% Lihat kajian ini dalam Jamal Al-Banna, Hurriyyah Al-Fikr
Wa Al-I'tigad Fi Al-Islam, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1998).
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memilih nama pemerintahan Umayyah dengan kerajaan
daripada khilafah.>” Khilafah digunakan untuk menyebut
masa kepemimpinan pengganti Nabi Muhammad yang
dimulai dari Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib. Dengan
bergantinya sistem pemerintahan ke kerajaan maka
fanatisme keluarga, kabilah, kebangsaan, dan agama
menjadi menguat. Dampaknya, orang-orang yang tidak
sebangsa (non Arab) dan tidak seagama mendapatkan
perlakukan yang tidak baik.

Berdasarkan analisis historis terhadap kekuasaan
Dinasti Umayyah di atas maka keberadaan Al-Syurut Al-
‘Umariyyah dapat dipahami, yakni aturan ini meski
pembuatannya tidak dilakukan dalam satu waktu, tapi
kelahiran dan kemapanannya terjadi dimulai sejak fanatisme
keluarga, kesukuan, dan agama menguat pada masa Dinasti
Umayyah. Berikut beberapa pembatasan hak kebebasan
beragama yang disebabkan fanatisme kabilah dan agama
(asabiyyah al-gabilah wa al-diniyyah) yang tercermin dalam
Al-Syurut Al- ‘Umariyyah:

5" Salahuddin Muhammad Nawar, Nazariyyah Al-Khilafah
Auw Al-Imamah Wa Tatawwuruha Al-Siyasi Wa Al-Dini, (Mesir:
Mansya'ah al-Ma’arif, 1996), 98-99.
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Aturan Bagi Non Muslim dalam Al-Syurut Al- ‘Umariyyah

PASAL ATURAN

1 Larangan membangun Y il o M L i b
gereja LS Lzuds 3 S0ud

2 Larangan membangun B Yy B Ld Yy
tempat tinggal bagi .
pendeta dan tempat N Radagty
pertapaannya

3 Larangan Ll o0 2 5 Lo 3df Y
memperbaharui
bangunan gereja yang
roboh

4 Larangan merenovasi hbs (3 e U L Y
bagian gereja yang
berada dalam wilayah Gkl
perencanaan umat
Islam

5 Tidak boleh melarang Gkl o iS22 YT
umat Islam tinggal di ) .
gereja pada malam hari Sty Y G e O
maupun siang hari

6 Mempersilakan kepada o' s 8yl W1l a5 0T
semua orang yang , .
lewat untuk tinggal di G ¥yl 3 Yy o ford
dalam gereja dan tidak o gl Wles
akan menempatkan
mata-mata

7 Larangan menipu umat rodenedd L2 oS5 YT
Islam

8 Larangan menabuh

lonceng kecuali dengan
nada rendah

U 3 el g 2 3
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9 Larangan Lk e el Y
memperlihatkan salib
10 Larangan mengeraskan | vy, sial & W geof @5 Y5
suara di saat ibadah dan . b LIS 3 el 3
pembacaan doa di 0 2% b Ll 3 851 B
gereja yang didatangi KPPV
umat Islam
11 Larangan - G LS Y ke £ # YT
mengeluarkan salib dan . )
Kitab di pasar muslim oodendl B g
12 Larangan merayakan 16— Ul g 2 N
hari raya Ba‘us dan LS O st & sl
hari raya Sya‘anin g5 S Ot ol
Sadlly eaYl o 0 seld)
olad Ny —
13 Larangan mengeraskan UUge o 150l 0B 5 Y
suara dalam upacara
kematian
14 La_reénglgan menyalakan G peme Ol gl Y
api dalam upacara . I
kematian di pasar umat Gpeldl O el
Islam
15 Larangan memelihara ot Yy )l oy 5 Y
babi dan menjual arak .
)}0}\
16 Larangan o gl Y
memperlihatkan
perbuatan dan ucapan
syirik
17 Larangan by 3 e 5 Y

memperlihatkan
kecintaan kepada
agama Kristen
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18

Larangan mengajak
seseorang untuk
memeluk agama
Kristen

ol ad) ods Yy

19

Larangan mengambil
sesuatu apapun dari
budak yang menjadi
bagian umat Islam

S G ) e ek dss Y
ol plg ade O

20

Tidak boleh melarang
seseorang yang
menghendaki masuk
Islam

1931yl Wy BT e 1l asdt W
A il

21

Wajib menggunakan
perhiasan khas Kristen
di manapun berada

LS L Ly p 3 OF

22

Dilarang menyerupai
umat Islam dalam
memakai songkok,
sorban, sandal,
penataan rambut, dan
menaiki kendaraan

I QUSSR ITPUCY )
Ny onbas Vg dsles N g 8 gunild
Sip Yy s P

23

Dilarang berbicara
dengan perkataannya
umat Islam

p-é-‘m('-’&“-"ﬂj

24

Dilarang membuat
nama panggilan dengan
nama yang digunakan
orang-orang Islam

p—“\-g’gfg-"i)

25

Wajib memotong
bagian depan rambut

L 95 {::qu.é’()fj

26

Dilarang memisahkan
atau membuat rambut
jambul

Lol 6 3,48 Yy

27

Wajib menggunakan
ikat pinggang

Lblusl do Wb sy
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28

Dilarang mengukir
cincin dengan
menggunakan bahasa
Arab

iy Al LWl 2B Y

29

Dilarang naik kuda
dengan pelana

Tort &S 5 Yy

30

Dilarang membuat
pedang jenis apapun,
serta tidak boleh
membawa dan
menyimpannya

Y)Cw\yu@w&)
D gl s Y ahest

31

Wajib menghormati
umat Islam di tempat
duduknya

32

Wajib menunjukkan
jalan kepada umat
Islam

Gl s 5y

33

Wiaijib berdiri dari
tempat duduk jika umat
Islam hendak duduk

193151 Of (dlonlt oo o 0505
o

34

Dilarang
memperlihatkan diri di
tempat tinggal umat
Islam

ke & piete i Y

35

Dilarang mengajarkan
Alquran kepada anak-
anak

OT & UsY 5l ol ¥

36

Dilarang bersekutu
dengan umat Islam
dalam perdagangan
kecuali ada urusan
dagang yang dimiliki
umat Islam

G Lo Lo i S yLig Yy
Al ekl 4 0% 01 Y18

8yl

228




37 Wajib menjamu setiap A s JS s O
orang Islam yang lewat R
selama tiga hari dan ot sl ol 0 o
harus memberikan Af b faw gl
makan kepadanya dari
makanan terbaik

38 Dilarang membeli [lei] Gl oo 15 2 T
sesuatu apapun dari
tawanan umat Islam
[Tambahan dari Umar
bin Khathab]

39 Seseorang yang Wb [1os] Lokt & 0 05
memukul muslim )
dengan disengaja maka g ot

perjanjiannya menjadi
lepas [Tambahan dari
Umar bin Khathab]

Beberapa aturan di atas berbeda dengan sejumlah
aturan yang terdapat di dalam Sahifah Al-Madinah dan
sabda-sabda Nabi Muhammad lainnya baik yang
disampaikan dalam khutbah maupun dalam menyikapi
peristiwa tertentu yang memiliki semangat kemanusiaan (al-
insaniyyah), persaudaraan (al-ukhuwwah), dan keadilan (al-
‘adalah). Dalam semangat kemanusiaan terdapat pengakuan
atas hak kebebasan individu (al-hurriyyah), dalam
persaudaraan dan keadilan terkandung kesetaraan semua
manusia dengan beragam agama dan sukunya (al-musawah)

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II.
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C. Pengaruh Al-Syurut Al-‘Umariyyah dalam Literatur
Fikih
Kendati ada Sahifah Al-Madinah yang secara riwayat
kuat, namun para fukaha lebih memilih menjadikan Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah sebagai dasar untuk merumuskan
fikih hubungan antarumat beragama. Hal ini tercermin
seperti dalam karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul
Ahkam Ahl al-Zimmah. Dalam buku ini Ibn Qayyim
memberikan penjelasan (syarh) terhadap Al-Syurut Al-

‘Umariyyah hingga menghabiskan satu jilid tersendiri.

Ibn Qayyim mengatakan, Al-Syurut Al-‘Umariyyah
mengandung enam pembahasan, yaitu 1) tentang hukum
rumah ibadah non muslim (fi ahkami al-biya i wa al-kana’is
wa al-sawami‘ wa ma yata‘allaqu bi Zalik), 2) tentang
hukum menjamu bagi non muslim kepada umat Islam yang
bertemu dengannya (fi ahkami diyafatihim li al-marrah
bihim wa mayata ‘allagu biha), 3) tentang hal yang berkaitan
dengan sesuatu yang membahayakan umat Islam dan Islam
(fi ma yata ‘allaqu bi darari al-muslimina wa al-Islam), 4)
tentang identitas pembeda bagi non muslim dalam
berpakaian, berkendara dan yang lainnya (fi ma yata ‘allaqu
bi taghyiri libasihim wa tamyizikim ‘ani al-muslimina fi al-

markab wa al-libas wa ghairih), 5) tentang hal yang
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berkaitan dengan memperlihatkan kemungkaran yang
dilarang dari perilaku dan perkataan non muslim (fi ma
yata ‘allaqu bi izhar al-munkar min af*alihim wa aqwalihim
mimma nuhu ‘arhu), 6) tentang hukum berinteraksi dengan
non muslim dalam perdagangan dan sesamanya (fi amri

mu ‘amalatihim li al-muslimina bi al-syirkah wa nahwiha).%

Penjelasan Ibn Qayyim terhadap Al-Syurut Al-

‘Umariyyah secara ringkas sebagai berikut:

1. Tentang Hukum Rumah Ibadah Non Muslim

Dalam pembahasan ini Ibn Qayyim menjelaskan
perihal aturan rumah ibadah bagi non muslim yang
meliputi tempat pertapaan individu yang dilakukan para
rahib atau pendeta, rumah ibadah Nasrani, rumah
ibadah Yahudi, dan tempat pertapa yang menjadi sentral
pertemuan para rahib dan pendeta. Semua ini memiliki
aturan hukum yang sama, yakni sebagaimana gereja
secara umum. Hukum membiarkan bangunan atau
membangunnya disesuaikan dengan keberadaan
wilayahnya. Ibn Qayyim membagi wilayah yang
berkaitan dengan hukum keberadaan gereja menjadi

tiga.

58 |bn Qayyim Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah, (Beirut:
Ramadi li al-Nasyr, cet. 1, 1997), vol. 11, 1167.
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Pertama, wilayah yang dibangun umat Islam
pada masa Islam (bilad ansyaaha al-muslimuna fi al-
Islam). Dalam wilayah seperti ini non muslim dilarang
membangun gereja, tidak boleh menabuh lonceng,
dilarang minum arak, dan dilarang beternak dan
mengkonsumsi babi.>® Jika ada gereja yang dibangun di
wilayah yang dibangun umat Islam maka gereja itu
harus dihancurkan. Pemimpin muslim haram menerima
perjanjian damai dengan membiarkan non muslim
meminum arak, mengkonsumsi babi, atau membangun
gereja meski non muslim ini memberikan jizyah.
Perjanjian damai dengan membiarkan non muslim
melakukan itu semua maka perjanjiannya batal dengan
sendirinya. Berbeda dengan hal ini, jika keberadaan
gereja sudah lama dan berada di sekitar wilayah yang di
bangun umat Islam namun tidak termasuk bagian
wilayah Islam maka boleh dibiarkan.®

Kedua, wilayah yang ditaklukkan dengan
paksaan, kekerasan atau perang (ma futiha ‘anwatan).
Dalam wilayah yang dibangun oleh non muslim atau

Ibn Qayyim menyebutnya dengan “wilayah yang
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dibangun oleh musyrik” (al-amsar al-lati ansya'aha al-
musyrikun wa massaruha) lalu ditaklukkan oleh umat
Islam dengan cara paksaan melalui perang di dalamnya
non muslim tidak boleh membangun rumah ibadah atau
hal lain yang berkaitan dengannya. Sedangkan untuk
gereja yang sudah berdiri sebelum wilayah itu dikuasai
umat Islam, apakah boleh dibiarkan atau harus
dihancurkan, 1bn Qayyim mengutip dua pendapat dari
Ahmad bin Hanbal dan Al-Syafi‘i yang mengatakan
boleh dibiarkan dan boleh dihancurkan. Namun Ibn
Qayyim sendiri lebih memilih harus dihancurkan
dengan alasan wilayah yang berada di dalam kekuasaan
umat Islam maka semuanya milik Islam yang berarti
tidak boleh ada simbol-simbol kekufuran di dalamnya.®*

Ketiga, wilayah yang ditaklukkan dengan
perjanjian damai (ma futiha sulhan). Dalam wilayah ini
ada dua bentuk, jika konsesi akad damai tanah tetap
dimiliki non muslim dengan cara membayar pajak
(kharaj) maka gereja yang ada di dalamnya boleh
dibiarkan dan non muslim boleh membangunnya.
Sedangkan jika dalam akad damai konsesinya tanah

wilayah berada dalam kekuasaan umat Islam dan non

61 Al-Jauziyyah, vol. I11, 1198-1199.
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muslim membayar pajak jiwa (jizyah) maka gereja
boleh dihancurkan dan non muslim tidak boleh
membangunnya. Kendati mengutip pendapat demikian,
namun lbn Qayyim menyampaikan pendapat sendiri
yang berdasarkan pada Al-Syurut Al- ‘Umariyyah bahwa
dalam wilayah yang ditaklukkan dengan cara damai
sebaiknya umat Islam harus melarang non muslim
membangun gereja, baik itu disebutkan dalam akad

maupun tidak.?

. Tentang Hukum Menjamu Bagi Non Muslim Kepada

Umat Islam yang Bertemu Dengannya

Aturan ini berdasarkan pada Pasal 37 dalam Al-
Syurut  Al-‘Umariyyah yang mengatur kewajiban
menjamu setiap orang Islam yang lewat selama tiga hari
dan harus memberikan makan kepadanya dari makanan
terbaik. Jamuan ini merupakan kewajiban di luar pajak
jiwa atau jizyah. Menjamu umat Islam yang bertemu
dengan non muslim wajib bagi non muslim sebab
tercantum dalam Al-Syurut Al- ‘Umariyyah. Karenanya

berlaku sepanjang masa. Para fukaha telah
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menjadikannya sebagai hujjah dan mewajibkan untuk
mengikutinya.®

Aturan ini berlaku jika seorang muslim yang
datang dalam keadaan sehat. Jika datang dalam kondisi
sedang sakit atau sebelumnya sehat, lalu sakit, maka
kewajiban menjamu tamu muslim tetap dalam batas tiga
hari. Hanya saja setelah itu non muslim tetap punya
kewajiban merawatnya sampai dengan sembuh. Biaya
perawatannya jika tamu muslim memiliki uang maka
diambilkan dari uang itu. Jika tidak memiliki uang maka
menjadi kewajiban non muslim. Apabila tamu muslim
sakit dan non muslim membiarkannya hingga ia
meninggal dunia maka non muslim terkena sanksi diyat

atau ganti rugi.®

Tentang Hal yang Berkaitan dengan Sesuatu yang
Membahayakan Umat Islam dan Islam

Pembahasan ini berasal dari Pasal 39, yakni pasal
tambahan yang diyakini berasal dari Umar bin Khatab
dalam Al-Syurut Al- ‘Umariyyah. Pasal ini menyatakan:

“Barang siapa memukul muslim dengan disengaja maka

83 Al-Jauziyyah, vol. I11, 1345.
6 Al-Jauziyyah, vol. 11, 1346-1347.
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perjanjiannya menjadi lepas.” Dari pasal ini kemudian
Ibn Qayyim mengeksplorasinya dengan larangan bagi
non muslim menyakiti umat Islam dan keharusan
memberikan hukuman seberat mungkin apabila ada non
muslim yang menyakiti umat Islam.

Ketika umat Islam menaklukkan non muslim
dengan perjanjian damai maka umat Islam statusnya
sebagai pemenang (ghalib). Karenanya jika ada non
muslim yang memukul muslim maka sama dengan
merusak perjanjian yang telah disepakati.® Jika ada non
muslim melakukan zina dengan muslimah maka non
muslim harus dihukum mati meski ia kemudian masuk
Islam. Ketika non muslim melakukan tindakan kriminal
seperti berzina dengan muslimah atau membunuh umat
Islam sama dengan non muslim berada dalam kondisi di
luar perjanjian, yakni jiwa dan hartanya tidak masuk

dalam perlindungan umat Islam.®®
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4. Tentang ldentitas Pembeda Bagi Non Muslim dalam
Berpakaian, Berkendara dan yang Lainnya
Identitas pembeda (ghiyar) bagi non muslim wajib
dipraktikkan di dalam masyarakat Islam. Identitas di sini
meliputi berbagai penampilan, mulai dari berpakaian,
berkendara, dan yang lainnya. Aturan ini dan beberapa
aturan lainnya tujuannya sangat jelas, yaitu untuk
merendahkan non muslim dan memuliakan umat Islam.
Karenanya berdasarkan aturan ghiyar sejumlah praktik
interaksi antarumat beragama yang memperlihatkan
kemuliaan atau kesetaraan non muslim dengan umat
Islam dilarang, seperti tidak boleh menghormatinya, tidak
boleh mencium tangannya, tidak boleh berdiri di
hadapannya, tidak boleh memanggilnya dengan paggilan
“saudaraku” (akhi), “tuanku” (sayyidi), “penolongku”
(waliyyi), dan panggilan lainnya yang mencerminkan

kesetaraan, terlebih kemuliaan.®’

5. Tentang Hal yang Berkaitan dengan Memperlihatkan
Kemungkaran yang Dilarang dari Perilaku dan Perkataan

Non Muslim

67 Al-Jauziyyah, vol. 111, 1265.
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Penjelasan ini berdasarkan pada Pasal 6 Al-Syurut
Al- ‘Umariyyah yang menjelaskan larangan menempatkan
mata-mata (jasus) baik di gereja maupun di rumah non
muslim yang ditempati umat Islam. Apabila non muslim
melanggar aturan ini, yakni mereka menempatkan mata-
mata di tempat yang diduduki umat Islam maka
perjanjiannya menjadi batal dan darah serta harta non
muslim menjadi halal.

Dalam  pembahasan ini  Ibn  Qayyim
menyampaikan pertanyaan, apakah aturan tersebut harus
ditetapkan oleh pemimpin muslim di setiap masa, atau
umat Islam di sepanjang masa dicukupkan dengan
mengikuti Al-Syurut Al-‘Umariyyah? Dalam
menyampaikan jawaban atas pertanyaannya sendiri, 1bn
Qayyim mengutip dua pendapat, yaitu pendapat yang
berasal dari Imam al-Syafi‘i yang mengatakan harus
ditetapkan oleh pemimpinnya di setiap masa, dan
pendapat lain yang mengatakan tidak perlu dibuat aturan
baru oleh masing-masing pemimpin muslim di setiap
masanya, cukup dengan merujuk ke Al-Syurut Al-
‘Umariyyah.

Ibn Qayyim sendiri memilih pendapat kedua,
yakni semua aturan bagi non muslim tidak perlu

ditetapkan oleh setiap pemimpin dalam setiap masanya,



cukup dengan mengacu pada Al-Syurut Al- ‘Umariyyah.
Karena jika membutuhkan ketetapan baru dari pemimpin
muslim dalam setiap generasinya maka semua hukum
yang berkaitan dengan non muslim pun akan ikut serta
berubah, padahal tidak demikian. Bahkan menurutnya,
umat Islam telah sepakat menjadikan Al-Syurut Al-
‘Umariyyah sebagai dalil yang harus dijadikan pegangan
di sepanjang masa (qarnan ba ‘da garnin wa ‘asran ba ‘da
‘asrin).%®

Melalui penjelasan di atas terlihat jelas bahwa
Ibn Qayyim menjadikan Al-Syurut Al-‘Umariyyah
sebagai dalil yang harus dijadikan rujukan oleh umat
Islam dalam berinteraksi dengan non muslim di manapun
berada dan di sepanjang masa. Artinya, Ibn Qayyim
meyakini Al-Syurut Al- ‘Umariyyah akan selalu relevan
kapan pun dan di manapun meski kondisi sosial,
ekonomi, dan politik umat Islam berubah.

Hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran
yang dimaksud oleh Ibn Qayyim sebagaimana dijelaskan
di dalam Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yaitu seperti menabuh
lonceng (Pasal 8), memperlihatkan salib (Pasal 9),

mengeraskan suara dalam ibadah di gereja yang dihadiri

8 Al-Jauziyyah, vol. I11, 1234.
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umat Islam (Pasal 10), mengeluarkan salib dan kitab di
pasar muslim (Pasal 11), merayakan hari raya Ba‘us dan
hari raya Sya‘anin (Pasal 12), dan yang lainnya.

Menurut Ibn Qayyim, menabuh lonceng (al-darb
bi al-naqus) merupakan simbol kekufuran. Karenanya
harus dihilangkan dari wilayah yang berada dalam
kekuasaan umat Islam. Aturan dalam Al-Syurut Al-
‘Umariyyah yang memperbolehkan menabuh lonceng
dengan suara lirih sama dengan tidak membunyikannya.
Pasalnya, lonceng biasanya di tempatkan di atas
bangunan gereja sebagaimana menara supaya banyak
orang mendengarnya. Karenanya jika lonceng
dibunyikannya di dalam gereja dan sangat lirih sama
dengan tidak ada.®®

Larangan memperlihatkan salib juga sama, yaitu
karena menjadi simbol kekufuran. Dalam pandangan Ibn
Qayyim, memperlihatkan salib sama  dengan
memperlihatkan berhala. Berhala disembah oleh para
pemujanya, sedangkan salib disembah orang-orang
Nasrani. Karenanya, Nasrani juga disebut sebagai

“penyembah  salib” (‘ubbad al-salib). Larangan
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memperlihatkan salib di sini meliputi larangan memasang
salib di pintu gereja, pagar, dan ukiran di dalam gereja.”

Larangan mengeraskan suara ketika ibadah di
gereja yang dihadiri umat Islam bertujuan sebagaimana
larangan-larangan lainnya, yaitu supaya tidak tampak
simbol-simbol kekufuran. Non muslim dalam beribadah
tidak boleh terdengar suara sedikitpun atau lirih sekalipun
yang bisa terdengar oleh orang Islam yang berada di
dekatnya. Apabila melanggar aturan ini maka non muslim
yang melanggarnya akan dihukum takzir. Termasuk
dalam larangan mengeraskan suara, Vyaitu ketika
membahas semua hal yang berkaitan dengan agama non
muslim seperti diskusi dan sesamanya.’

Kebiasaan keagamaan non muslim lainnya yang
harus dilarang yaitu mengeluarkan salib dan kitab di
pasar umat Islam. Keduanya dilarang diperlihatkan meski
pembawanya tidak mengeraskan suara. Demikian juga
dengan kebiasaan keluar rumah dan berkumpul untuk
menyelenggarakan hari raya BauS dan Sya‘anin,
keduanya adalah hari raya bagi Nasrani sebagaimana Idul

Fitri dan Idul Adha bagi umat Islam. Merayakan

0 Al-Jauziyyah, vol. 111, 1241.
L Al-Jauziyyah, vol. I11, 1241-1242.
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keduanya di luar gereja di larang. Kebiasaan Nasrani
dalam dua hari raya itu memperlihatkan simbol-simbol
agamanya di jalan sembari membaca bacaan-bacaan
keagamaan dengan mengeraskan suara. Melalui larangan
ini, non muslim dilarang melakukannya. Dalam
merayakan hari besar mereka hanya diperbolehkan
dilakukan di dalam gereja dengan suara yang sangat
rendah hingga tidak terdengar dari luar gereja.

Dalam pembahasan ini pula Ibn Qayyim
memberikan penjelasan tentang hukum menghadiri
perayaan non muslim bagi umat Islam. Menurutnya
hukum seorang muslim mendatangi dan membantu
perayaan non muslim yaitu tidak diperbolehkan. Hal ini
berdasarkan pada kesepakatan ulama. Pasalnya, dalam
acara perayaan non muslim di dalamnya terdapat
berbagai kemungkaran dan kebohongan (zur), sehingga
jika muslim (ahl al-ma ruf) mendatangi perayaan non
muslim (ahl al-munkar) sama dengan rela atas
kemungkaran itu sendiri.”

Termasuk dalam larangan bagi umat Islam yang
berkaitan dengan hari raya non muslim yaitu memberikan

hadiah kepada non muslim, menjual barang-barang yang
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dibutuhkan non muslim pada hari rayanya seperti daging,
lauk pauk, pakaian, dan yang lainnya. Semua ini dilarang
karena dianggap menghormati dan menolong non muslim
dalam kekufurannya. Bagi pemimpin muslim harus
melarang umat Islam melakukan itu semua.”™

Selain  beberapa aturan di atas, dalam
pembahasan larangan bagi non muslim memperlihatkan
kemungkaran ini yaitu larangan memakamkan jenazah
non muslim berdampingan dengan makam umat Islam.
Non muslim harus dimakamkan di tanah tersendiri yang
lokasinya di pinggir wilayah dan jauh dari makam Islam.
Alasannya, karena makam non Islam menjadi tempat
azab dan kemarahan Tuhan, sedangkan makam muslim
menjadi tempat diturunkannya rahmat. Keduanya tidak
bisa bersatu dalam satu tempat. Sehingga supaya jenazah
umat Islam tidak ikut serta merasakan pedihnya siksaan
yang dirasakan non muslim maka tempat pemakaman

non muslim harus dipisah.™

Tentang Hukum Berinteraksi dengan Non Muslim dalam

Perdagangan dan Sesamanya

3 Al-Jauziyyah, vol. 111, 1250.
4 Al-Jauziyyah, vol. 111, 1251.
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Non muslim dilarang bersekutu dengan umat
Islam dalam perdagangan kecuali jika muslim
membutuhkannya. Hal ini berdasarkan pada Pasal 36 Al-
Syurut Al-‘Umariyyah. Larangan ini lahir karena non
muslim dalam jual beli tidak memiliki aturan yang harus
dihindari sebagaimana yang dipegangi umat Islam.
Seperti jual beli arak dan babi, bagi non muslim hal ini
diperbolehkan, tapi bagi umat Islam dilarang.”

Dalam buku Ahkam Ahl al-Zimmah itu lbn
Qayyim merumuskan berbagai hukum atau aturan
hubungan antarumat beragama yang lebih banyak
mengandung berbagai pembatasan dan diskriminasi
terhadap non muslim (ahl al-Zimmah). Dasar yang
digunakannya vyaitu Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yang
dikuatkan dengan berbagai hadis dan pendapat para
sahabat (asar). Salah satu hadis Nabi Muhammad yang
kerap digunakan untuk menjustifikasi keharusan ada

pembeda antara muslim dan non muslim yaitu hadis:

ety A Jar 5 o Y A oy 3 B Ll Sy Gy ey ity

o 38D p s 43T ey (8l A e o
“Aku diutus di antara waktu Hari Akhir dengan pedang
hingga Allah yang tiada sekutu bagi-Nya disembah.
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Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang
yang berbeda dengan perintahku. Barang siapa
menyerupai kaum maka ia bagian darinya.”’®

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam karya Musnad-nya. Dalam teks aslinya ada sedikit
perbedaan redaksi, yaitu tidak ada kata “di antara waktu

Hari Akhir” (Wi g o), dan terdapat tambahan redaksi

“rezekiku telah dijadikan berada di bawah bayang-
bayang tombakku” (£, Jb < 35, Jery). Hadis ini

sanadnya lemah (da ) karena terdapat nama Ibn Sauban
atau Abdurrahman bin Sabit bin Sauban yang dikenal
banyak meriwayatkan hadis yang ditolak oleh para

muhaddisin lainnya atau munkar.””

Selain berdasarkan hadis di atas, Ibn Qayyim

selalu merujuk pada perkataan Ibn Abbas di bawah ini:

Lo U ad Vg pm Y g cling ad iy OF @omall b Ol @5 020 s e
doudh aomall 45 pan s Slg (o ad gdsuy Yy (A ad Vg e Y

6 Al-Jauziyyah, vol. 111, 1264.

7 Lihat catatan kaki editor, Syu‘aib Al-Arnaut, dalam Ahmad
bin Hanbal Al-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, ed.
Syuw’aib Al-Arnaut, (Mesir: Mu“assasah al-Risalah, cet. I, 2001), vol.
IX, 123-126.
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3l 3 @S, s a1
“Di mana ada wilayah atau kota yang dibangun orang
Arab maka non Arab (‘ajam) tidak boleh membangun
gereja di dalamnya, mereka tidak boleh membunyikan
lonceng, tidak boleh meminum arak, tidak boleh
mengkonsumsi dan beternak babi. Di mana ada wilayah
atau kota yang dibangun oleh non Arab, lalu Allah
membukanya untuk orang Arab dan orang-orang Arab
tinggal di dalamnya, maka orang ‘ajam memiliki hak
sesuai yang ada di dalam perjanjiannya, dan bagi orang
Arab wajib memenuhi perjanjiannya dan dilarang
membebani mereka di luar kemampuannya.”

Perkataan Ibn ‘Abbas di atas diriwayatkan oleh
Hanasy, salah seorang rawi yang juga dikenal sebagai
perawi hadis da‘f yang riwayat-riwayatnya banyak
ditolak para muhaddisin.’”® Riwayat ini dengan sedikit
perbedaan beberapa redaksinya terdapat dalam Al-
Musannaf karya Ibn Abi Syaibah dan Al-Amwal karya Ibn

Zanjawaih.”

"8 Lihat catatan kaki editor, Abi Bara™ Yusuf al-Bakri dan Abi
Ahmad Syakir al-Arari dalam Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Zimmah,
vol. 111, 1181.

7@ Abu Bakr bin Abi Syaibah Al-’Abasi, Al-Kitab Al-Musannaf
Fi' Al-Ahadis Wa Al-Asar, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, t.t.), vol. VI,
467; Abu Ahmad Humaid Ibn Zanjawaih, Al-Amwal, (Saudi Arabia:
Markaz al-Malik Faisal li al-Buhus wa al-Dirasat al-1slamiyyah, cet. I,
1986), 274.
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Ibn Qayyim tidak hanya mengutip hadis dan
pendapat para sahabat, tapi juga tabiin dan para fukaha
seperti pendapat dari Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hanbali (al-
a‘immabh al-arba ‘ah), dan yang lainnya. Karena itu buku
karya Ibn Qayyim ini selain isinya yang ensiklopedis
tentang hukum bagi non muslim (ahl al-Zimmah), juga
seakan-akan mewakili pendapat para fukaha tentang
aturan bagi ahl al-Zimmah yang menjadi turunan atau

penjelasan dari Al-Syurut Al- ‘Umariyyah.

Guru dari Ibn Qayyim (w. 751 H/ 1350 M), yakni
Ibn Taimiyyah (w. 728 H/ 1328 M) memiliki pendapat
yang sama terhadap Al-Syurut Al-‘Umariyyah.
Menurutnya Al-Syurut Al- ‘Umariyyah wajib diikuti umat
Islam karena keberadaannya telah dipraktikkan para

pemimpin Islam. Ibn Taimiyyah mengatakan:

G by de gl Caldl) ol o slodall Aol b S5 W8 by i oday
o el Baddl Jal a3k OF aleflt o O 15 S5 ud cla gazel g @gesS
855 35 @RS @Ry by el B el

“Semua aturan ini (Al-Syurut Al-‘Umariyyah) telah
dijelaskan oleh para pemimpin ulama dari berbagai
mazhab yang diikuti dan yang tidak di dalam kitab-
kitabnya. Para ulama berpegang teguh padanya. Mereka
mengatakan, seorang pemimpin wajib membuat aturan
kepada non muslim (ahl al-Zimmah) dengan penampilan
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yang berbeda dengan umat Islam dalam berpakaian, gaya
rambut, nama panggilan yang diawali dengan abu atau
ummu (kunyah), dan berkendara.”

Penjelasan Ibn Taimiyyah di atas hendak
menegaskan bahwa fukaha dalam berbagai mazhab telah
menjadikan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah sebagai dasar
dalam merumuskan hukum Islam yang mengatur

kehidupan non muslim atau ahl al-Zimmabh.

Ibn Taimiyyah sendiri memiliki pandangan
cukup keras terhadap non muslim, seperti pendapatnya
terhadap non muslim yang harus terus dimusuhi
meskipun berbuat baik kepada seorang muslim.
Menurutnya, non muslim adalah musuh Islam, dan Allah
menurunkan para utusan bertujuan untuk membenci,
memusuhi, dan merendahkan para musuh Islam, yaitu

orang-orang yang tidak beragama Islam

Pemaksaan dalam beragama menurut lbn
Taimiyyah harus dilakukan. la membagi pemaksaan (al-
ikrah) menjadi dua macam, yaitu pemaksaan yang

dibenarkan (ikrah bi hagqgin) dan pemaksaan yang tidak

8 Tagiyyu al-Din Ibn Taimiyyah, Majmu‘ah Al-Fatawa Li
Syaikh Al-Islam Tagiyyu Al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah Al-Harraniy,
(Saudi Arabia: Dar al-Wafa’, cet. 111, 2005), vol. XXVIII, 355-356.

8 |bn Taimiyyah, vol. XXVIII, 209.
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dibenarkan (ikrah bi batil). Yang pertama contohnya
yaitu seperti memaksa kafir harbi (non muslim yang
memerangi umat Islam) untuk masuk ke dalam Islam,
memaksa membayar pajak kepada non muslim yang tidak
memerangi umat Islam, memaksa orang murtad untuk
kembali menganut Islam, memaksa muslim untuk
menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa dalam
bulan Ramadan, haji, dan yang lainnya. Sedangkan yang
kedua atau pemaksaan yang dilarang contohnya seperti
memaksa seseorang untuk kufur atau melakukan

maksiat.??

Pandangan terhadap pemaksaan di dalam
beragama seperti di atas tidak hanya disampaikan oleh
Ibn Taimiyyah, tapi para fukaha yang hidup pada masa
sebelumnya juga memiliki pendapat yang sama, yaitu
umat Islam harus melakukan pemaksaan terhadap orang-
orang yang tidak beragama Islam untuk memeluk Islam
atau tunduk dengan cara membayar pajak dan hidup
dalam kehinaan serta penuh pembatasan, bahkan
diskriminasi dalam hak beragama, sosial, ekonomi,

maupun politik.

8 |bn Taimiyyah, vol. VIII, 463.
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D. Relevansi Sahifah Al-Madinah bagi Umat Islam

Indonesia

250

Sahifah  Al-Madinah dan  Al-Syurut  Al-
‘Umariyyah menjadi dua dokumen sejarah yang terus
memberikan pengaruh bagi keberlangsungan rumusan
hukum Islam (fikih). Fikih yang bersumber pada Sahifah
Al-Madinah mencerminkan sejumlah aturan yang bersifat
melindungi dan pemenuhan hak asasi bagi setiap orang.
Sebaliknya, fikih yang berlandaskan pada Al-Syurut Al-
‘Umariyyah  melahirkan  sejumlah  aturan yang
membatasi, bahkan mendiskriminasi terhadap non

muslim.

Al-Syurut  Al- ‘Umariyyah atau fikih yang
dirumuskan berdasarkan padanya jika diterapkan di
Indonesia maka akan memunculkan pandangan, pendapat
dan sikap yang mendiskriminasi non muslim, seperti
larangan non muslim menjadi kepala daerah, non muslim
dilarang membangun rumah ibadah, jenazah non muslim
tidak boleh dimakamkan di samping makam muslim, non
muslim dilarang menyelenggarakan upacara
keagamaannya, dan sejumlah aturan diskriminasi
lainnya. Berbeda dengan perjanjian ini, penggalian

hukum yang bersumber dari Sahifah Al-Madinah justru



sebaliknya, vyaitu dapat memberikan  jaminan
perlindungan hak kebebasan beragama bagi semua warga

negara Indonesia secara setara.

Dari sisi historis, lahirnya Sahifah Al-Madinah
dan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah berbeda. Sahifah Al-
Madinah lahir dari semangat ingin menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan (al-insaniyyah), persaudaraan
(al-ukhuwwah), dan keadilan (al-‘adalah). Sahifah Al-
Madinah dibuat ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah
dengan kehendak mewujudkan masyarakat yang
memiliki aturan bersama dan menjadi payung
keberagaman kabilah dan agama dengan jaminan
pemenuhan hak-hak dasarnya. Adapun Al-Syurut Al-
‘Umariyyah lahir dari penguasa muslim yang secara
kekuasaan sangat dominan di dalam masyarakat serta
memiliki kehendak ekspansi dan melanggengkan
kekuasaannya. Karenanya dua perjanjian ini memiliki

semangat dan kandungan nilai yang berbeda.

Jika kedua perjanjian di atas hendak diterapkan
di Indonesia maka hanya Sahifah Al-Madinah yang
sangat tepat untuk dijadikan dasar dalam merumuskan
fikih Indonesia, sedangkan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah

tidak relevan, bahkan kehilangan konteksnya mengingat
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Negara Indonesia dilahirkan dari keberagaman suku,
agama, dan budaya, sehingga jika Al-Syurut Al-
‘Umariyyah diterapkan maka yang akan terjadi yaitu
pembatasan dan diskriminasi terhadap warga negara yang
tidak beragama Islam.

Menurut  Yudian Wahyudi, kemerdekaan
Indonesia memiliki keunikan tersendiri daripada negara-
negara lain. Pasca Turki Usmani (Ottoman Empire)
tumbang dunia Islam terpecah ke dalam negara-negara
kecil, seperti Turki, Irak, Mesir, Libanon, Suriah, Arab
Saudi, Kuwait, dan yang lainnya, sedangkan Indonesia
sebab tumbuhnya negara bangsa atau nasionalisme di
dunia Islam justru mendapatkan keunikannya tersendiri,
yaitu dapat menyatukan berbagai kerajaan atau
kesultanan. Yudian menyebutnya dengan the second
Ottoman Empire karena di dalam persatuan Indonesia
terdapat keragaman ras, bahasa, agama, bahkan dalam
luas wilayahnya pun sangat besar.2® Dengan demikian
Pancasila sebagai dasar negara yang dimiliki bangsa ini

mirip dengan Sahifah Al-Madinah yang dibuat Nabi

8 Yudian Wahyudi, Magashid Syari’ah Dalam Pergumulan
Politik: Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga,
cet. 2, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 21.
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Muhammad SAW, vyakni berangkat dari konteks

masyarakat yang beragam.

Kemiripan Pancasila dengan Sahifah Al-
Madinah setidaknya dapat dilihat dari sisi konteks sosial
historis yang melatarbelakangi kemunculan keduanya.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab Il, Sahifah Al-
Madinah berakar dari kearifan masyarakat lokal (Arab
pra Islam) yang mengadakan perjanjian atau aturan
bersama yang mengatur semua orang yang terlibat di
dalamnya dengan semangat kemanusiaan, persaudaraan,
dan keadilan. Demikian juga dengan Pancasila, lahir dari
kearifan lokal bangsa Indonesia untuk kemudian
disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dijadikan
sebagai payung bersama yang dapat melindungi semua
warga Negara Indonesia dengan beragam agama dan

sukunya.

Soekarno sebagai orang yang pertama Kkali
mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara tidak
mengakui kalau Pancasila sebagai ciptaannya. Baginya,
meski ia yang mengusulkan, tapi keberadaannya sudah

hidup di dalam masyarakat Indonesia, yakni bagian dari

253



kearifan lokal yang telah berkembang sejak lama.84
Usulan Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945
dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK). Lalu direspons secara positif
olen semua anggota sidang. Soekarno mengusulkan,
Pancasila harus menjadi dasar negara yang tersusun atas
1) kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau
perikemanusiaan, 3) Mufakat atau demokrasi, 4)
kesejahteraan sosial, dan 5) ketuhanan yang berkeadaban,
Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Lima sila di atas olen Soekarno disebutnya
sebagai pandangan hidup atau weltanschauung yang
digali dari jati diri dan kebudayaan bangsa Indonesia.
Urutan dan redaksi kelima sila Bung Karno itu kemudian
ditindaklanjuti dan disistematika kembali oleh delapan
orang yang menjadi panitia kecil yang dibentuk oleh
BPUPKI, yaitu 1) Ir. Soekarno, 2) Drs. M. Hatta, 3) Mr.
M. Yamin, 4) M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, 5) R.
Oto Iskandardinata, 6) Mr. A. Maramis, 7) Ki Bagoes

Hadikoesoemo, dan 8) KH. Wahid Hasjim. Selain nama-

8 Hamka Hag, Pancasila 1 Juni & Syariat Islam, cet. 1,

(Jakarta: Penerbit RMBOOKS, 2011), 41-47.

8 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, cet. 1,

(Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1957), 7-8.

254



nama yang resmi ditunjuk oleh BPUPKI, ada juga hama-
nama lain yang berjumlah sembilan orang yang tidak
resmi dibentuk oleh BPUPKI, yaitu 1) Ir. Soekarno, 2)
Drs. M. Hatta, 3) Mr. M. Yamin, 4) Mr. A. Maramis, 5)
Mr. A. Soebardjo, 6) KH. Wahid Hasjim, 7) Abdulkahar
Muzakkir, 8) H. A. Salim, dan 9) Abi Koesno
Tjokrosoejoso.

Rumusan Pancasila dari sembilan nama di atas
yang berdasarkan pada Pancasila yang diusulkan
Soekarno vyaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2)
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3) Persatuan
Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, 5)

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Susunan Pancasila di atas pada tanggal 22 Juni
1945 mengalami perubahan, yaitu berkaitan dengan sila
pertama berubah menjadi “Ketuhanan dengan Kewajiban
Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”.
Perubahan ini terjadi sebagai bentuk kompromi atas
desakan para tokoh muslim yang menghendaki dasar
negara Indonesia berupa negara Islam. Karenanya,

sebagai solusinya sila pertama Pancasila mencantumkan
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konsep keislaman. Kompromi ini tertuang dalam Piagam

Jakarta.

Penegasan konsep Islam dalam sila pertama
berdampak pada rumusan rancangan batang tubuh
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 6 ayat 1 yang
awalnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”
berubah dengan penambahan tiga kata setelahnya
menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang
beragama Islam”. Demikian juga dengan Pasal 29 ayat 1
juga mengalami perubahan yang disesuaikan dengan sila
pertama, yaitu berubah menjadi “negara berdasar atas
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya”.%

Perubahan bunyi sila pertama Pancasila yang
mencatumkan syariat Islam secara eksplisit mendapatkan
penolakan dari kelompok-kelompok agama selain Islam
yang mendiami wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa,
khususnya wilayah Timur. Secara demografis menjelang
kemerdekaan umat Islam di Indonesia memang
berjumlah 90%, tapi ini jumlah keseluruhan. Jika

diperinci berdasarkan pulau-pulau yang ada di dalamnya
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maka tidak semua pulau dihuni oleh umat Islam secara
keseluruhan. Ada beberapa pulau di Timur seperti Irian
Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Bali, dan yang
lainnya yang jumlah umat Islam saat itu hanya 0-30%
saja. Karenanya jika Pancasila mencantumkan agama
Islam secara eksplisit maka akan ada banyak pulau atau

wilayah yang tidak mau bergabung dengan Indonesia.

Pencantuman agama Islam secara eksplisit yang
terdapat di dalam Piagam Jakarta selain mendapatkan
penolakan keras dari kelompok non muslim yang berada
di wilayah Timur Indonesia, juga bertentangan dengan
semangat kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan
oleh semua warga negara dengan beragam agama, suku,
dan budayanya. Presiden yang dalam Pasal 6 ayat 1
dinyatakan harus beragama Islam juga bertentangan
dengan kebhinekaan yang dimiliki bangsa ini. Karena itu
para pendiri bangsa saat itu berijtihad untuk mencari jalan
keluar agar Indonesia tetap berada di atas cita-cita luhur

berupa persatuan dalam kebhinekaan.

Salah satu pendiri bangsa Indonesia, Bung Hatta
kemudian mencoret kata-kata yang secara eksplisit
mencantumkan syariat Islam dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Kata “Mukaddimah”
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diganti dengan “Pembukaan”. Tujuh kata dalam sila
pertama “dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam
bagi Pemeluknya” diganti dengan “berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian juga dengan
pasal 6 ayat 7 kata-kata “dan beragama Islam” dihapus
dan menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.
Perubahan ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945
dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI). Hatta berhasil mempengaruhi semua anggota
sidang, sehingga semua tokoh muslim dengan kebesaran

hatinya dapat menerima.®’

Ikatan persatuan warga Negara Indonesia ke
dalam Pancasila selaras dengan ikatan warga Madinah ke
dalam persatuan Sahifah Al-Madinah. Dalam Sahifah Al-
Madinah Nabi Muhammad tidak mencantumkan ayat-
ayat Alquran, hadis atau istilah-istilah keislaman secara
eksplisit, tapi secara implisit pasal-pasal dalam Sahifah
Al-Madinah  mencerminkan  ajaran Islam  yang
menjunjung tinggi kemanusiaan, persaudaraan, dan

keadilan.
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Indonesia sebagai negara dengan penduduk
beragam agama, suku, dan budaya dengan payung
Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan bagian dari
ijma“ atau kesepakatan para pendiri bangsa yang
kemudian menjadi ‘urf baru di dalam masyarakat
Indonesia. Apabila di kemudian hari terdapat sebagian
kelompok yang hendak mengubahnya maka harus
kembali kepada ‘urf itu sebagai kesepakatan bersama di
sepanjang masa. Menurut Yudian Wahyudi, ‘urf sebagai
sumber hukum Islam berasal dari ijma* atau kesepakatan
yang kemudian dibudayakan. Dalam konteks Indonesia,
kesepakatan terhadap konstitusi bagian dari ijma“ umat
Islam Indonesia. Karenanya konstitusi bangsa ini bagian

dari fikih Indonesia.®

Tindakan Hatta dalam mencoret istilah-istilah
Islam dalam Pancasila dan UUD 1945 bagian dari jalan
tengah di antara dua kubu pemikiran yang saling
berlawanan. Pertentangan ini disebabkan pengaruh global
berupa Revolusi Bolschevic (1917) dan kekalahan
Ottoman pada Perang Dunia | (1918). Revolusi

Bolschevic yang menjadi tanda kebangkitan komunisme

8 Pendapat Yudian Wahyudi disampaikan dalam Ujian
Tertutup disertasi ini pada Rabu, 13 April 2022,
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sebagai ideologi pembebasan melawan kapitalisme Barat
berpengaruh pada Partai Komunis Indonesia, sedangkan
Perang Dunia | menandai kematian kekuatan Islam.
Kondisi global itu berpengaruh pada masyarakat
Indonesia yang sebagian menghendaki  untuk
membangkitkan kembali kejayaan Islam, dan gerakan

komunis yang ditentang Hatta sejak berada di Belanda.®

Kendati Hatta menghapus istilah-istilah Islam
yang jika tidak dihapus akan berdampak pada
pengistimewaan terhadap umat Islam seperti “Presiden
ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, namun
Hatta justru bertindak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu
mengutamakan  kemanusiaan, persaudaraan, dan
keadilan. Sikap pengistimewaan terhadap umat Islam di
dalam ruang publik tidak tercermin di dalam Sahifah Al-
Madinah, juga tindakan Hatta bukan menyingkirkan
Islam melainkan mengambil hal yang inti daripada
permukaan. Dalam istilah Yudian Wahyudi, istilah-
istilah Islam yang dihapus Hatta tidak lebih dari gincu,
tampak tapi tidak berpengaruh, sedangkan “Yang Maha

Esa” bagai garam, tidak tampak tapi sangat berpengaruh.

8 Wahyudi, Magashid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik:

Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga, 34-35.
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Selain itu sikap demikian juga selaras dengan kaidah fikih
yang mengutamakan menolak kerusakan (mafsadah)

daripada menarik kemanfaatan (jalb al-masalih).%

Dengan menghapus istilah-istilah Islam dalam
Pancasila dan UUD 1945 yang kemudian disampaikan
pada tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia menjadi negara
yang dapat mempersatukan wilayah yang sangat luas dari
Sabang sampai Merauke serta kaya akan perbedaan.
Persatuan dalam perbedaan atau kebhinekaan yang
dimiliki bangsa Indonesia atau nasionalisme ini menjadi
modal utama melawan penjajah yang setelah proklamasi

kemerdekaan kembali datang menyerang.

Persatuan Indonesia atau nasionalisme yang
dimiliki Indonesia berbeda dengan fanatisme kabilah
(‘asabiyyah al-gabilah) yang berkembang di dalam
masyarakat Arab pra Islam atau pada masa Umayyah
yang berdampak pada anggapan rendah terhadap orang-
orang Yyang tidak sekabilah atau kabilah lain.
Nasionalisme Indonesia tidak menganggap rendah
terhadap bangsa lain. Nasionalisme di sini digerakkan

dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat bahwa

% Wahyudi, 35.
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setiap bangsa berhak mendapatkan kemerdekaannya
dengan cara keluar dari penjajahan. Hal ini seperti
disampaikan Soekarno, bahwa nasionalisme yang ia
galakkan bukan nasionalisme chauvinistis atau
nasionalisme yang berlebihan hingga menganggap
rendah terhadap bangsa lain, melainkan nasionalisme

positif yang menghargai akan hak-hak bangsa lainnya.

Nasionalisme positif disampaikan Soekarno
dalam rangka menggerakkan semangat kebangsaan
masyarakat Indonesia supaya terbebas dari penjajah.
Kehendak Indonesia untuk merdeka bukan berarti bangsa
ini membenci kepada Belanda, melainkan membenci atau
menolak perilakunya yang berupa penjajahan.®!
Nasionalisme Indonesia adalah “paham pemersatu bagi
segenap bangsa Indonesia yang mendiami tumpah darah
Indonesia menjadi satu kesatuan yang bulat”.
Nasionalisme  demikian tentu berbeda dengan
chauvinisme yang berarti “paham nasionalisme yang
kebablasan yang mengagung-agungkan kesatuan atau
kelompoknya sendiri, sering disertai dengan sikap agresif

yang bringas”.%
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Nasionalisme yang dianut bangsa Indonesia
hampir serupa dengan persatuan Ahl Sahifah Al-Madinah
yang di dalamnya bersatu dalam ikatan perjanjian, namun
tetap menjaga perbedaan agama dan kabilah.
Keberagaman dalam persatuan di dalam masyarakat
Madinah dibuktikan dengan keterlibatan orang-orang
Yahudi yang membantu Nabi Muhammad SAW saat
berperang melawan orang-orang musyrik Makkah.
Demikian juga dengan bantuan dari satu kabilah tertentu
kepada kabilah lain yang sama-sama terlibat atau menjadi
bagian dari warga Sahifah Al-Madinah. Dari sini Sahifah
Al-Madinah memiliki relevansinya bagi konstitusi

Indonesia.

Berbeda dengan Sahifah Al-Madinah, Al-Syurut
Al- ‘Umariyyah justru mencerminkan chauvinisme, yakni
perasaan persatuan bangsa Arab, lebih khusus lagi
keturunan Bani Umayyah, dengan menganggap dan
melihat rendah kepada bangsa lain. Dampak dari
chauvinisme atau fanatisme kabilah bangsa Arab
(‘asabiyyah al-gabilah) menjadi latar belakang yang
melahirkan sejumlah aturan diskriminatif dalam Al-
Syurut Al- ‘Umariyyah. Dalam aturan ini, non muslim

meski berada di dalam wilayahnya sendiri (yang telah
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dikuasai para penguasa muslim) tidak memiliki hak
kemerdekaan di dalam menjalankan agamanya masing-
masing. Hal ini bertentangan dengan semangat Sahifah
Al-Madinah yang menghendaki persamaan derajat di

antara umat manusia apapun bangsa dan agamanya.

Semangat Sahifah Al-Madinah yang
memberikan jaminan kebebasan beragama dapat
dikontekstualisasikan ke dalam masyarakat Indonesia
yang memiliki pluralitas agama dan paham keagamaan.
Dalam Sahifah Al-Madinah agama-agama yang
dicantumkan hanya Yahudi atau Ahl Al-Kitab dan
beberapa agama lokal yang penganutnya bersekutu
dengan suku-suku yang terlibat dalam Sahifah Al-
Madinah. Di Indonesia berdasarkan pada banyaknya
agama yang dimiliki bangsa ini maka jaminan kebebasan
beragama berlaku bagi semua pemeluk agama yang ada
di dalamnya. Ahl Al-Kitab dalam konteks Indonesia yaitu
meliputi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha,
Konghucu, dan agama-agama lokal yang dianut bangsa

ini.%

% Wahyudi, Magashid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik:

Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga, 35.

264



265



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebebasan beragama dalam Islam telah mengalami pergeseran.
Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara kondisi kebebasan
beragama pada masa Nabi Muhammad dengan masa berdirinya
kerajaan-kerajaan di dalam sejarah Islam yang dimulai dengan
berdirinya Dinasti Umayyah. Pada masa Nabi SAW setiap orang
memiliki hak kebebasan menganut dan menjalankan agamanya tanpa
ada pembatasan dan diskriminasi di dalamnya. Penganut Yahudi
dibebaskan melaksanakan ajaran agamanya dengan tetap mendapatkan
hak sosial, ekonomi, dan politik yang sama sebagaimana umat Islam.
Demikian juga perbedaan kabilah tidak menjadikan seseorang terpisah

dari ikatan sosial dan politik yang disebut umat.

Kondisi kebebasan beragama pada masa Nabi Muhammad
selain tercermin di dalam Alquran, juga dapat dibuktikan melalui
dokumen bersejarah yang disebut dengan Sahifah Al-Madinah. Dalam
dokumen yang berisi perjanjian antara orang-orang yang berbeda
agama dan kabilah ini memuat beberapa poin penting yang
menegaskan bahwa setiap orang berhak menganut dan menjalankan
agamanya masing-masing tanpa ada pembatasan-pembatasan. Hak ini
berdiri di atas nilai-nilai yang diperjuangkan Nabi SAW dalam
dakwahnya yang menjunjung tinggi kehormatan manusia (ihtiram al-

insaniyyah), persaudaraan (al-ukhuwwah), dan keadilan (al- ‘adalah).
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Kondisi kebebasan beragama pasca Nabi Muhammad wafat
mulai mengalami pergeseran hingga puncaknya pada masa berdirinya
Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, masa yang menjadi permulaan
kodifikasi ilmu-ilmu keislaman, telah terjadi berbagai pembatasan
beragama bagi non muslim. Umat Kristen, Yahudi, dan yang lainnya
dipersilahkan menganut agamanya masing-masing, namun tidak boleh
dipraktikkan secara terbuka dan penuh pembatasan di dalamnya,
bahkan perbedaan agama ini berdampak pada pengurangan hak sosial,
ekonomi, dan politik. Non muslim tidak boleh membangun rumah
ibadah, wajib memakai pakaian tertentu ketika keluar rumah, tidak
boleh berbisnis dengan umat Islam, tidak boleh menjadi pegawai
kerajaan, dan sejumlah aturan lainnya yang memperlihatkan

kerendahan dan kehinaan bagi orang yang tidak beragama Islam.

Aturan bagi non muslim yang di dalamnya mencerminkan
perbedaan dari masyarakat muslim terlihat dalam aturan yang disebut
dengan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah, perjanjian yang dinisbatkan kepada
Umar bin Khatab, namun secara riwayat lemah. Penelitian ini
berkesimpulan, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Syurut Al-
‘Umariyyah bukan berasal dari khalifah kedua dari al-khulafa™ al-
rasyidun atau pada masanya, melainkan berasal pada masa Dinasti
Umayyah yang terus berlanjut dan mencapai kematangannya pada
masa Dinasti Abbasiyyah. Aturan yang di dalamnya mengandung
diskriminasi terhadap non muslim ini lahir dari kepentingan para

penguasa untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaannya
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melalui penyingkiran terhadap orang-orang non Arab yang mayoritas
tidak beragama Islam dengan slogan “meninggikan Islam dan
umatnya” (‘izzu al-1slam wa al-muslimin) atau “Islam adalah agama
yang luhur dan tidak boleh ada agama yang lebih tinggi darinya” (al-

Islam ya ‘lu wa la yu‘la ‘alaih).

Pergeseran kebebasan beragama yang tercermin dalam Sahifah
Al-Madinah dan Al-Syurut Al-‘Umariyyah terjadi karena perbedaan
kepentingan yang melahirkan dua dokumen ini. Sahifah Al-Madinah
lahir dari kepentingan berupa misi kenabian yang menghendaki
terciptanya kehidupan yang menjunjung tinggi kehormatan manusia
(intiram al-insaniyyah) yang berarti memberikan kehendak bebas
kepada setiap individu untuk memilih, menentukan, dan menjalankan
agamanya, serta upaya menciptakan persaudaraan antarumat manusia
(al-ukhuwwah) melalui pembentukan umat sebagai ganti dari
fanatisme kabilah, dan mewujudkan keadilan bagi semua manusia (al-

‘adalah) apapun agama, kabilah, dan warna kulitnya.

Al-Syurut  Al- ‘Umariyyah lahir dari kepentingan politik
penguasa Arab untuk melanggengkan dan memperluas wilayah
kekuasaannya. Al-Syurut Al-‘Umariyyah lahir pada masa Dinasti
Umayyah yang mengubah pemerintahan dari asas musyawarah (al-
syura) ke kerajaan (al-mulk) dengan membagi tahta kekuasaan kepada
saudara-saudaranya yang sekabilah, dan bangsa Arab secara umum,
serta diwariskan kepada anak turunnya. Dinasti Umayyah yang
menjadikan wilayah di luar jazirah Arab sebagai pusat kekuasaannya

menganggap non Arab sebagai lapisan masyarakat yang harus
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dibersihkan dari semua jabatan administrasi kerajaan. Fanatisme
kembali menguat dengan menganggap rendah kepada orang non Arab
atau mawali (‘@jam) dan mengidentikkannya dengan orang-orang
yang tidak beragama Islam. Dari latar belakang inilah upaya
menyingkirkan non Arab melalui sejumlah aturan yang
memperlihatkan kerendahan dan kehinaan melahirkan aturan-aturan
diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam yang

mayoritas terdiri dari orang-orang mawali.

Dua dokumen berupa Sahifah Al-Madinah dan Al-Syurut Al-
‘Umariyyah memiliki konteksnya sendiri-sendiri. Dari keduanya
Sahifah  Al-Madinah memiliki relevansinya bagi masyarakat
Indonesia. Keberadaannya selain lahir dari konteks masyarakat yang
beragam agama, suku, dan budayanya, juga bagian dari kearifan lokal
masyarakat Arab pra Islam, yakni perjanjian antar suku yang sudah
berlangsung lama sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi
nabi. Hal ini serupa dengan kehadiran Pancasila yang juga bagian dari
kearifan lokal dari sisi sila-sila yang dikandungnya, juga sebagai
payung bersama bagi masyarakat Indonesia yang juga memiliki
keberagaman agama, suku, dan budaya. Karenanya Pancasila dapat
dikatakan sebagai produk fikih Indonesia yang telah menjadi

konsensus atau ijma> * di kalangan umat Islam Indonesia.

Semangat Sahifah Al-Madinah yang menjunjung tinggi
kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan menemukan relevansinya di

sepanjang masa, Yyakni dapat dijadikan sumber fikih untuk
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merumuskan fikih hubungan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini
berbeda dengan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah yang mengandung banyak
pembatasan, bahkan diskriminasi terhadap non muslim. Sehingga jika
Al-Syurut Al- ‘Umariyyah diterapkan di Indonesia maka yang akan
terjadi justru perpecahan, bahkan konflik antarumat beragama
mengingat perjanjian ini sarat dengan diskriminasi terhadap non

muslim.

Penelitian ini setidaknya memberikan tiga kontribusi teoritis.
Pertama, penyebaran Islam yang dilakukan pada masa kerajaan Islam,
khususnya Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah bukan semata-mata
karena dakwah, melainkan ada misi politik di dalamnya. Non muslim
dari kalangan mawali atau ‘ajam banyak yang masuk Islam lebih
banyak karena alasan keterpaksaan menghadapi aturan yang sangat
ketat dan beban jizyah (pajak jiwa) serta kharaj (pajak tanah) yang
sangat memberatkan. Kedua, fanatisme kabilah dan agama dapat
melahirkan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak sekabilah
dan seagama. Ketiga, literatur fikih hubungan antarumat beragama
yang diwarisi umat Islam (turas) bukan lahir dari ruang hampa,
melainkan sarat dengan konflik sosial dan politik yang terjadi pada
masa kodifikasi ilmu-ilmu keislaman, yaitu pada masa Dinasti

Umayyah dan Abbasiyyah.
B. Saran

Penelitian ini hanya terfokus pada objek material berupa
Sahifah Al-Madinah dan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah, tidak memasukkan

berbagai perjanjian lain yang dilakukan Nabi Muhammad dan
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sahabatnya. Karena objeknya yang terbatas, maka perlu dilakukan
penelitian-penelitian dalam tema serupa dengan objek material berupa
perjanjian-perjanjian lain yang dilakukan Nabi Muhammad dan

sahabatnya, atau menggunakan lebih banyak lagi objek materialnya.

Pergeseran kebebasan beragama dalam arti kemunduran kondisi
kebebasan beragama dalam sejarah Islam disebabkan oleh fanatisme.
Kesimpulan ini barangkali akan mendapatkan kekuatannya atau
sebaliknya, yakni ditolak, jika objek materialnya dalam bentuk
dokumen-dokumen lain atau tetap menggunakan Sahifah Al-Madinah
dan Al-Syurut Al-‘Umariyyah namun dengan menggunakan
pendekatan yang lain. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan
sejarah dan verifikasi riwayat. Karenanya penelitian ini menyisakan
banyak ruang bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan

pendekatan-pendekatan lain seperti filologi.

Penelitian ini selain lebih terfokus pada isi dan konteks sosio
historis Sahifah Al-Madinah dan Al-Syurut Al- ‘Umariyyah juga hanya
melihat pengaruhnya di dalam rumusan hukum Islam yang terdapat di
literatur fikih. Pengaruhnya di dalam akidah atau bidang kajian
keislaman lainnya menjadi hal yang perlu dikaji bagi penelitian

berikutnya.
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